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WATH PENG/ANT7i°

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023 dapat
tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera
Selatan atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2023. Suatu
instansi  pemerintah  berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan sebagai upaya mewujudkan misi
organisasi. Guna mencapai misi organisasi secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang
telah ditetapkan, Instansi Pemerintah merangkum capaian kinerja yang telah ditargetkan melalui
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP). Hal tersebut sebagai perwujudan penerapan prinsip
transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja dan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sumatera Selatan menyusun laporan kinerja yang disampaikan kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai laporan pertanggungjawaban atas perjanjian
kinerja, target kinerja serta capaian kinerja selama Tahun 2023 dalam melakukan misi dan tujuan
organisasi baik yang sudah tercapai maupun yang belum tercapai.

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang
dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja yang telah
ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2023. Sebagai suatu harapan bersama
bahwa dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP) dapat menyajikan analisis realisasi
kinerja sasaran, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan
kinerja secara berkelanjutan. Selain itu, dengan adanya Laporan Kinerja ini juga diharapkan
dapat melakukan optimalisasi peran dalam peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktifitas
kinerja seluruh jajaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sumatera Selatan pada tahun selanjutnya sehingga mendukung kinerja Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Rl mewujudkan Good Governance, Clean Governance, serta tetap dengan
prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Adapun bentuk penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-
01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LK]jIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Demikian laporan ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Kepala Kantor Wilayah,

llham Djaya
NIP 196412201991031002
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Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan
karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai
kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional,
terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena
itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan
pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik
(good governance). Birokrasi pemerintahan juga memiliki fungsi terkait penyelenggaraan
pelayanan publik di masyarakat dan aparatur negara. Melaui birokrasi, diharapkan
terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan
kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan publik.

Sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan Sasaran Strategis dan Sasaran Program
Kementerian Hukum dan HAM, terdapat beberapa Indikator Kinerja yang telah ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja, dan diharapkan dengan penetapan Indikator Kinerja tersebut,
seluruh sasaran kegiatan dapat terlaksana dengan baik, terarah, dan terencana sehingga
kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM semakin PASTI (Profesional, Akuntabel,
Sinergi, Transparan dan Inovatif) dan BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel,
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sebagai
perpanjangan tangan dalam hal penyelenggaraan tugas dan fungsi unit pusat melalui
pelaksanaan Perjanjian Kinerja dengan rincian sebagai berikut.

. Capaian
No. Sasaran Kegiatan Kinerja
Sekretariat Jenderal - Divisi Administrasi
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang o
1 . o 125,80%
efektif dan efisien
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Divisi Pemasyarakatan
1 Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang 120.17%

berkualitas di wilayah
2 | Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar 103,37%
Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, 173.75%
pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi ’
Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai
standar

Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan
5 | pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah 157,34%
sesuai standar

Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan

120,06%

o,
6 pengentasan anak di wilayah sesuai standar 110,73%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan di bidang o
7 ) 115,40%
keamanan dan ketertiban
8 gzrr:(ljneﬁkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai 112,33%
Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak,
9 | pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup 129,72%
narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah
Direktorat Jenderal Imigrasi - Divisi Keimigrasian
1 Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di 120.83%
wilayah oo
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
1 Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang 3.69%

berkepastian hukum
2 | Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD 116,00%

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas
di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

363,64%
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. Capaian
No. Sasaran Kegiatan Kinerja
5 Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual 100%
oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
1 | Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah 125,00%
5 Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang- 91 30
undangan e e
Badan Pembinaan Hukum Nasional
1 Terselenggaranya fasilitas perencanaan serta pemantauan dan 100.00%
peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah ’

5 Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan 194.17%
dan informasi hukum masyarakat di wilayah ’
Direktorat Jenderal HAM
1 |Ii|/l'<oa‘n|vlingkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi 1263,67%
> Vh\/llicla;;gakatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di 300,00%
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
1 Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan 112.50%
pengembangan hukum dan HAM ’

Realisasi anggaran tahun 2023 mengalami kenaikan untuk semua jenis belanja dibandingkan
realisasi anggaran pada tahun 2022. Realisasi anggaran tahun 2023 pada jenis belanja
pegawai mengalami kenaikan sebesar 0,20% dibandingkan tahun tahun 2022, pada jenis
belanja barang mengalami kenaikan sebesar 0,24%, dan pada jenis belanja belanja modal
mengalamai kenaikan sebesar 2,04%.

Capaian Kinerja Anggaran diperoleh dari dua variabel yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART
DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) dengan bobot penilaian 40 persen. Berikut ini merupakan rata-rata nilai SMART, nilai
IKPA, dan nilai kinerja anggaran dari seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Sumatera Selatan periode Tahun 2023.
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s Nilai SMART : 90,18

mm Nilai IKPA : 98,06

s NILAI KINERJA ANGGARAN : 93,31

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan ini
diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif atas capaian kinerja organisasi
dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan
pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja yang akan
berdampak positif dalam rangka mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan.



DAFTARISI

COVER ettt e e e e s e e e e e e e a et e e e e nraee i
KATA PENGANTAR ..ottt et e e s a et e e e s s s aa e e e e e s s eaas ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ... ettt et e s s a e e e e s s iii
DAFTAR TSI ettt e e e e e e e e e s s s e e e e e e e e s Vi
DAFTAR TABEL .ottt ettt ae e e e e s aa e e e e e s s saas Vii
DAFTAR GAMBAR ..ottt e e e e s s e a e e e e e s s XiX

BAB | PENDAHULUAN

A, LATAR BELAKANG..... .ttt ettt et e e e e e e e e s s snnnee 1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.......cooiiiiiiiiiiiiiii e, 4
C. MAKSUD DAN TUJUAN ..ottt 13
D. ASPEK STRATEGIS ...ccooittunneiiiine ettt S L S 5Emies e s s s nnntnnneesnnsonns 13
E. ISUSTRATEGIS.....c.coon .t e . .. I ... eee e iaensaareneeesninnns 14
F.  SISTEMATIKA LAPO RAIN,. . . . N e, 15

BAB Il PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ...ttt sttt et et e s s e s snna e e e snaeee e 16
B. PERJANJIAN KINERJA ... ittt s e e e e s s nneaee e e e e e 26

BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

A. CARATAN KINER ARG AN S| ... o . e aene L 31

B. REALISASI ANGGARAN .....oiiiiiiiitiiitie ittt e e s 160
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN .. .ootiiiiiiiiiiie ettt sttt se et e s snee e e s snae e sanee 163
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA ...ttt sbee s 171

BAB IV PENUTUP

A. KESIMRBULAN .......7%........ S5 iy [ i, e oovnnteeesstigere s s JLNINNE 178
B. SARGINEN ... 2 i N g A 179

Vi



© N O U B~ W N

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

DAFTAR TABEL

Jumlah Pegawai di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
Berdasarkan Jenis KEIAmMIN .......uiii ittt e e st e e e st e e e e abre e e e nreeeeas 3

Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023.. 20

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ..ottt erte e e et e e e et e e e s ata e e e esataeeessataeeeensaneesnnnreeanan 27
Capaian Kinerja Tahun 2023 .. ...ttt et e e et e e e bae e e s ete e e e esatae e s ssntaeeeeeasteeeennsenas 31
Capaian Kinerja Divisi AdMINIStrasi.....cciuieeiccieeeieiiee e ceiiee e ceiee et e e eeee e e e sree e e e erae e e e saee e e e easaeesenranas 33
Rekapitulasi Nilai Indeks Kepuasan Layanan Internal Tahun 2023..........ccoeeiiiiieeeciiee e, 33
Komponen Penilaian pada Survey 3AS oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM ................ 33

Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah
Tahun 2023 dengan Tahun SEDBEIUMNYA ......cocuiiiiiiiiiie et e s e e erae e e e saa e e e e eaaeeeens 34

Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah

Tahun 2023 dengan Target Jangka MeNENZaN...........uuiiiiiiiiiiiiiie et e e e e seaee e 34
Kedisiplinan Pegawai Berdasarkan Kehadiran.........c...eeeecuieeiiiiiiiiiiiiiecciiee e ivee e e e esaeee e 35
Capaian Kinerja Divisi Pemasyarakatan/Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.............cccccoveeveennenee. 37

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di wilayah
TahunZUZETY . SRR ... ......ccccconreceeees BB heuseeeecesseeseesssenseesssasssesssasnsessnneeseds JLUNUTNNNN 40
Rekapitulasi Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah Tahun 2023...................... 41
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah Tahun

2023 dengan Tahun-Tahun SEDEIUMNYA .........ccuviiiiiiee et eabee e e eaneeas 41
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah Tahun

2023 dengan Target Jangka MeNENZaN .........ooiouiiiieecieeceee et ettt e e e e e e e aaae e e e nraeas 42

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Menurunnya Tahanan Overstaying Tahun

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Menurunnya Tahanan Overstaying Tahun
2023 dengan Tahun-Tahun SEBEIUMNYA .......ccoiiiiiiiiie et e e aree e e araeas 43
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Menurunnya Tahanan Overstaying Tahun
2023 dengan Target Jangka Menengah ......uuiiiiiiiii ittt ee e s 44
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan
Penyuluhan HUKUM Tahun 2023........ooiiiee et ee ettt e et e st tre e e e sata e e e e sata e e e essaeeesnnraeeeas 44
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan
Penyuluhan Hukum Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .......ccccccceivveciiiiieee e, 45
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan
Penyuluhan Hukum Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah ..........cccccceovveciiiieeee e, 45
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitasi
Bantuan Hukum Tahun 2023 ...ttt e e s e sneeeane 46

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitasi

Vii



24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Bantuan Hukum Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya........ccccoveiviiiiiieciiee e, 47
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitasi
Bantuan Hukum Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah..........ccccoueeeviiiieecciieeeccieee e, 47
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik
dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian Tahun 2023 .............c........... 49
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik
dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian Tahun 2023 dengan Tahun-

BRI Lo T0 o TY=T o 11 [0 0 Vo1 VZ T PSPPI 49
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik
dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian Tahun 2023 dengan Target
Jangka Menengah ............ccoo... b e SN g SN o W 49
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak

Remisi Tahun 2023 . S ¥R 1S SR Aatb AP ¥ " S O AN .. 50
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak

Remisi Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun SEbelumnya .........cccceeeiiiiiiiiiiiiecec e 51
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak

Remisi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah ...........cccueiiiiiiiiiiiiiee e 51
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak

INTEGrasi TAUN 2023 ........ooiiiiiiiieeeiieee et ee et ee e et e e e st e e e s eateeeeesataeeesstaeeesassseeeesnsaeeeessseeeannnnaeenns 52
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak

Integrasi Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .......ccccoeiiciiiiniiiiece e 52
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak

Integrasi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....cccccuveveeiiiiiiniiiie i 53
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak
Pendidikan Tahun 2023 .........oo ittt ettt ettt e sb e s bt e s ateshe e et e s be e bt e s meesaeeeaeeentean 53
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak
Pendidikan Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya ...........ccvvii i 54
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak
Pendidikan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah .............cceeeiiiiiecciiee e 54
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Berubah Perilakunya
Menjadi Disiplin TAhUN 2023 .....oooi it e et e e e et e e e e ata e e e esaaaeeeesasaeeeessaeeesansreeeens 55
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Berubah Perilakunya
Menijadi Disiplin Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.........ccccoceivviiiiicciiiee e, 55
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Berubah Perilakunya
Menijadi Disiplin Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah..........cccccvvveviiiiicciieee e, 56
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidanayang Memperoleh Pendidikan
dan Pelatihan Vokasi Tahun 2023.......coii e 57
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan

dan Pelatihan Vokasi Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.........cccccoiveeiiiiicciiiieeee e, 57

viii



42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54,

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidanayang Memperoleh Pendidikan
dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah ......................... 58
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif
TAUN 2023 ..ttt ettt et b e sh et s a e et e e bt e bt e she e sa et e bt e b e e bt e beeene e eaeeenrean 58
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif
Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun SEbelUMNYa ......c.vvviiiiiiii e 59
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif
Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah........c.uuiiiiciiiiiiiiiieccciee e 59
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang
Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya Tahun 2023 .........ooiiiiiiiiiiiiiiiecciiee et e s e e s saree e 60
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang
Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.............cc......... 61
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang
Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah ............ccccc.u....... 61
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan

yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap Tahun 2023 ....................... 62
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan

yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap Tahun 2023 dengan

R L L0 Lo B I L [ Y=t o= [T a1 1 PSSR 62
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan

yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap Tahun 2023 dengan

Target Jangka IMENENZAN ......i ittt e e e e e s ae e e e baa e e e sataeeeeantaeeeeassaaaeeanaaeeens 63
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh

Atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga Tahun 2023 .........ccuviieiiiiiie e ceree e etee e et e e 64
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh

Atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya...... 65
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh

Atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah ....... 65
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan
Putusan Pidana Penjara Tahun 2023 ...ttt e e e e e e e e e e e s enaraeeeee s 66
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan
Putusan Pidana Penjara Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.......cccccceecveveiiiieeeeccnenn. 67
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan
Putusan Pidana Penjara Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.........ccccceeeviveeeeiiveeeccineenn, 67
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak
Pendidikannya Tahun 2023.........oo i s e e e et e e e e saaa e e e e sabaeeeessaaeeennnraeeeas 68
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak
Pendidikannya Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .........cccccoviieeeiieicciiieeee e, 68

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak



61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

Pendidikannya Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah ..........ccceccveeeiiiiiccciee e, 69
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan

Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat Tahun 2023 ........cccvviiiiiiiee e 70
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan

Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya........... 71
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan

Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah ............ 71
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi

I Lo 10T a 10707 S PSPPI 72
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi

Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya ..........ooociiiiiiiiieeeeeece e 73
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi

Tahun 2023 dengan Target Jangka MeNEeNZah ......cccuuiiiiiiiii it e aaee e 73
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan
Sesuai Standar TahUN 2023..... .ottt sbeesate st s teeabeesbeesheesanesabeeabeeabeeneennes 74
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan
Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .........cccccoeeiiieeiciiiieeecciee e, 74
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan
Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah .........cccccvvveiiiicciiee e, 75
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal

Dan Non FOrmal Tahun 2023 ..ottt st st sbe ettt e sn et smnesmneeane s 75
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal

Dan Non Formal Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya........cccccoveviiiiiiiiiiiieeeiicieee e, 76
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal

Dan Non Formal Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.........cccccccueeiiiiiiieciiiiieecccieee e, 76
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pengaduan yang Diselesaikan

Tahun 2023 ...V BN ... 0 0 s T QYN T . 0. 78
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pengaduan yang Diselesaikan Tahun

2023 dengan Tahun-Tahun SEBEIUMNYA .......c.ccoiiiiiiiiieeeeeeeeee et 78
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pengaduan yang Diselesaikan Tahun

2023 dengan Target Jangka MeneNgah .........coi ittt ree e e aae e e e 78

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pencegahan Gangguan Kamtib Tahun

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pencegahan Gangguan Kamtib Tahun
2023 dengan Tahun-Tahun SEDEIUMNYA .......cooiiiiiiiie e e e ee e s 80
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pencegahan Gangguan Kamtib Tahun
2023 dengan Target Jangka MeNeNGah ...........uuiiiiii it e e e e e e e e e e e nreees 80
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata

Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib Tahun 2023 ...........ccooeeevveenennn. 81



80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata
Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib Tahun 2023 dengan Tahun-
TaAhUN SEDEIUMNYA ...eiiiiiieee e e e et e e et e e e e ata e e e estaeeesaasaeeeensaeeesnnaneeans
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata
Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib Tahun 2023 dengan Target
T aT 4 T\ (=T = o = o PSPPI
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca
Gangguan Kamtib Secara Tuntas Tahun 2023 ........cooiiiiiiiiiie e e svee e s s
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca
Gangguan Kamtib Secara Tuntas Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya........c.ccccceeenneen.
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca
Gangguan Kamtib Secara Tuntas Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah............cccccueeeunneen.
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai
Standar Tahun 20238 4 N AN . 7. o I, 6 0. e B . N0
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai
Standar Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya..........ccccoiiiiiiiii i,
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai
Standar Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah ......ccccocociiiiiiiiii e
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah
Tahuni2OZSE .. s ......... 00 4 . S SN B . e DI
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah
Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun SEbelumMNya ..........ccooiiiiiiiiiie e
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah
Tahun 2023 dengan Target Jangka MeNeNZah...........oooecuiiiiiciiiie e et e e e aaeeaean
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata
Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib Tahun 2023..........cccooeeeveeenennn.
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata
Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib Tahun 2023 dengan Tahun-
Tahun Sebelumnya ........... N0 SR SR O O o o I e e,
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata
Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib Tahun 2023 dengan Target

T g4 T\ [T =Y o =1 o PPN
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca
Gangguan Kamtib Secara Tuntas Tahun 2023 ........ccoooiiiiiiiiee e
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca
Gangguan Kamtib Secara Tuntas Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya..........cccueennieee.
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca
Gangguan Kamtib Secara Tuntas Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah............ccccccceeeennne.

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi

Xi



Tahanan/ Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar Tahun 2023 ........ccooeeeveeireeereeireenieecee e 92
98. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi

Tahanan/ Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun

NY=1 o<1 [0 21017 1SR 93
99. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi

Tahanan/ Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar Tahun 2023 dengan Target Jangka

Y 1T =T oY== o PRI 93
100. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak

Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas Tahun 2023..........ccccccvveeeecnnennn. 94
101. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak

Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun

Sebelumnya .................h i o BN o . 4. . ... .0 e, 95
102. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak

Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas Tahun 2023 dengan Target

JANEKA MENENZAN ..ot e ettt e e et e e e eta e e e e aataeeaeaabaeaeeansaeaaeannaeeeeannaneeans 95
103. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan

(Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal Tahun 2023 ................. 96
104. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan

(Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal Tahun 2023 dengan

Tahun-Tahun SEDEIUMNYA .........uiiieieii et creee e e e e e e s cbbe e e e e e e e e s tabbaaeeeeeeeensnnaaaaeeas 97
105. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan

(Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan MaternalTahun 2023 dengan

Target JangKa IMENENZAN ......coi ettt e s et e e e tae e saataeeessasaeee s aaaeeesansaaeesanaaeeens 97
106. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang

Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani Tahun 2023 ..........cccooeiiiieeiiiie e 98
107. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang

Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .. 99
108. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang

Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.... 99
109. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang

Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2023..........cccccoieeeiiiieeeccieee e 100
110. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana

Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun

NY=1 o<1 [0 21017 1SR 101
111. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang

Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah . 101
112. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak

Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun

xii



113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.
122.

123.
124.

125.

126.

127.
128.

129.

130.

131.

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak

Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun
2023 dengan TahunTahun SEDEIUMNYE .......ooiiiiiiiece e e e 103
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak

Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun
2023 dengan Target Jangka MeneNgah ........uiiiiiiiiiiiiiee et ree e s 103
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular
HIV- AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) Tahun 2023....................... 104
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular
HIV- AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) Tahun 2023 dengan
TahuN-Tahun SEDEIUMNYA ..ot e st e et e e et e e e esabreeeeeataeeeesasteeesanaeeaeas 105
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular

HIV- AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) Tahun 2023 dengan

Target Jangka IMENENZAN ...........uiii ettt eete e e ettt e e e eta e e e eabaeeaeaaaaeaeeaasaeaeeansseeesansrneennn 106
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/
Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023 ...ttt e et e e e e e e e esanae e e e areeeens 107
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/
Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya..........ccccceeiiveeiiinnennnn. 107
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/
Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah .........cccccccevviieiiieniennnne 108
Capaian Kinerja Divisi Keimigrasian/Direktorat Jenderal Keimigrasian..........ccoceeveerveevveesieeseenveene. 109
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap

Layanan Keimigrasian di Wilayah Tahun 2023 ............oooiiiiieiiiiee e e s e s e e ssnaee e 109
Rekapitulasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian.........cccccceeeeunneeen. 110
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap

Layanan Keimigrasian di Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya........................... 110
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap

Layanan Keimigrasian di Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah..............cccc......... 111
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Tahun

2023 ...oiirevvreeeneeneeneenneseesaesssentonnetaessanneos s TR veereeosessisneetsiitenaeeresseenseereesseseesaessasaene 112
Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2023 ...........coiiiiieeieiiiieeeeiiiee e esireeeseireeeesrreeeesaveeeens 112
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Tahun

2023 dengan Tahun-Tahun SEBEIUMNYA .......coiiiiiiiieieeceee e e e ree e e 113
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Tahun

2023 dengan Target Jangka MeneNngah .........coiiuiiiiieiiiiee et arae e e 113
Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM SUM@tera SEIatan ........c.uiii ittt s e s saaee e 115
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum

Umum di Wilayah Tahun 2023 ..ottt e e e e e e e e e e s e s eanbr e e e e s e e e e snnnreaeeeens 116

Xiii



132.
133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

Perhitungan Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah...................... 116

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum
Umum di Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya ........cccccevviieiiiiieeecccieee e, 116
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum
Umum di Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.........ccccceevviiiiiiiiieecincieee e, 116
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan

Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah

I 110 Ta 10707 S PPN 118
Perhitungan Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan

Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah ........ccccccceieiiiiiieeiiiiiceee, 118
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan

Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah
Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .........coooeiiiii e 119
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan

Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah

Tahun 2023 dengan Target Jangka MeNENZaN............oiiiiiiiiiiiiie ettt e e e eaaeeeea 119
Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM SUMAtEra SEIatan........c.coiiuieiiiiiiiie ettt ettt sib e et e et e e st e e sabeesabeassnbeesabaeenanes 120
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Permohonan Kl yang Difasilitasi Kantor

Wilayah Tahun 2023 ...ttt e e et e e esbe e e e e e beee e e abaeeessnbeeeeesbaeeeesnseeesaasaaessnnsaeas 121
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Permohonan Kl yang Difasilitasi Kantor

Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .......cccccciieiiiiiei i, 121
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Permohonan Kl yang Difasilitasi Kantor

Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah...........coooeuiieeiciiiie et 122
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi

Kekayaan Intelektual Oleh Kantor Wilayah Tahun 2023 ........ccuviiiiiiiieeciieee et 123
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi

Kekayaan Intelektual Oleh Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya........... 123
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi

Kekayaan Intelektual Oleh Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah............. 123
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran

Kekayaan Intelektual Tahun 2023.......ooo i er e e e e e e e sabr e e e eabaeeesnneaeeeens 125
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran

Kekayaan Intelektual Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya ........ccccccvevviiieiicieee e, 125
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran

Kekayaan Intelektual Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah .........cccccccvveeivieeeciiieeecccneen, 126
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan

Pelanggaran Kekayaan Intelektual Yang Dilakukan Oleh Kantor Wilayah Tahun 2023..................... 126
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan

Xiv



151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.
169.

Pelanggaran Kekayaan Intelektual Yang Dilakukan Oleh Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan
TahuN-Tahun SEDEIUMNYA ..ot e e e e e e e e s eatae e e e steeeeeaaeeaens 127
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan

Pelanggaran Kekayaan Intelektual Yang Dilakukan Oleh Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan

Target Jangka IMENENEZAN .....cii it e st e e et a e e s saba e e e s s bre e e e araeeean 127
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual

di Wilayah Tahun 2023 ... et e e et ee e e st e e e s bee e s e snbeeesesnraeessnaranas 128
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual

di Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya ........cccccovviieiiiniiiiicc e, 128
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual

di Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah .........cccccccoocieiiiiiiiiicciee e, 129
Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan ..........ccocerieriiiinieiiieniesie et 129
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rancangan Perda Yang Difasilitasi Oleh

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023 ............cccccoceunneeen. 130
Rekapitulasi Fasilitasi Harmonisasi Raperda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM Sumatera Selatan Tahun 2023........cc.oo ittt st e be et b e sbeesaeesaeeeaeeas 131
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi Oleh

Kantor Wilayah Kemenkumham Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya..........cccccceeiunenn.n. 131
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi Oleh

Kantor Wilayah Kemenkumham Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah ...........ccccceeevineen.. 131
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 ...........coooiiiiiiiiiieee e sinnee s e e e 133
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya......... 133
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah .......... 133
Capaian Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM SUMAELEIa SEIATaAN...c..iiiiiiee ettt ettt e sb e s ae e st st e e be e be e sbeesaeesaeeeaeeeneean 134
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan
Pemantauan Produk Hukum Daerah Tahun 2023 ........cccooiiiiiiiiiieeeeereee e 136
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan
Pemantauan Produk Hukum Daerah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya..................... 136
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan
Pemantauan Produk Hukum Daerah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah....................... 136
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi

yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023...........ccccceeeeivivvveenennn. 138
Perhitungan Bantuan HUKUM Litigasi .....cccuuiiieiii ittt re e e e e e e e e e s 138
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi

XV



170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.
177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dengan Tahun-

BRI L a0 TT] o 11 (00 Yo VZ TP 138
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi

yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dengan Target Jangka

Y 1T =T oY== o PRI 138
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi
yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023..........ccccceeeeeevcvnveeennnn. 139
Perhitungan Bantuan HUKUM NON Liti8aSi.....cccuiiiiiiiiieiriiieesiciieeeesieeeessiieeeessreee e ssneeessssreeeessneeeeens 140
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi
yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dengan Tahun-

Tahun Sebelumnya ... B, N g SR o W ... e 140
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi

yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dengan Target Jangka

Menengah....... (00, % SN ox.. . . NSIRORRRON, . . . % M. ... M0 ... 140
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum Tahun

2023 ... (Y i TN WS WSS et U WS U o 0 CNT— Y 141
Rekapitulasi Nilai Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2023 ............cccccoeecieeeeinnenn. 141
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum Tahun

2023 dengan Tahun-Tahun SEDEIUMNYA .......coiiiiiiiiiie e s e e e s 143
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum Tahun

2023 dengan Target Jangka MeNENZAN .....c.uviiiiiuiiiii ettt ee e s saee e e saaee e e snnaeas 144
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang

Terbentuk di Masing-Masing Wilayah Tahun 2023 ..o e e s saaee e 145
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang

Terbentuk di Masing-Masing Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya................... 145
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang

Terbentuk di Masing-Masing Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah..................... 145
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anggota JDIHN yang Berpartisipasi Aktif
Tahun 2023 ...l 0. SO SR W B . R B e 146
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anggota JDIHN yang Berpartisipasi Aktif
Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya ..........coooiiiii e 146
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anggota JDIHN yang Berpartisipasi Aktif
Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah........c..oeeociiiiiiiiiie e aee e 147
Capaian Kinerja Direktorat Jenderal HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

SUMATEIA SIATAN .. .eieii ettt st st e bt e bt e s b s e e s sane s n e e neenes 147
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan

Program AKSi HAM Tahun 2023 .....coceiiiiiiieee ettt ee e e e e e settee e e e e e e e e santaae e e e e e s essnnteaseeseeesnnnsnneeneeens 148
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan

Program Aksi HAM Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya..........ccccccorviiiiiiiieiecciccceee, 149

XVi



188. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan

Program Aksi HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah ........ccccccoecviieeeiiieeeeccieee e, 149
189. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023........ 150
190. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023

dengan Tahun-Tahun SEDEIUMNYA ........iiiiiiee e ree e s 150
191. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023

dengan Target Jangka MENENEaN ......cuuiiii i e rbee e s s 150
192. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Instansi Pemerintah Yang Menindaklanjuti

Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM Tahun 2023.......... 151
193. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Instansi Pemerintah Yang Menindaklanjuti

Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM Tahun 2023 dengan

Tahun-Tahun Sebelumnyag. . . B T .. 4 I .. e, 152
194. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti ..... 152
195. Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM Tahun 2023 dengan

Target Jangka IMENENZAN ......cocuiiii et e ettt e e et e e e e et aeeeeaataeeaeaabeeaeeansaeaeeansaeeesasaaeeann 152
196. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tersedianya Rekomendasi Perlindungan dan

Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah Tahun 2023 .........ccoiiiiiiiiieiiiee e e 153
197. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tersedianya Rekomendasi Perlindungan dan

Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya........... 154
198. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tersedianya Rekomendasi Perlindungan dan

Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah ............ 155
199. Capaian Kinerja Badan Strategi Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM SUMATEra SEIaTaN...c..co ittt st st ettt sr e s s s s e sbeesmeesmnesaneeanees 156
200. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah

Sebagai Bahan Penelitian Dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2023........cccccceeeeeiieeenneen. 156
201. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah

Sebagai Bahan Penelitian Dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun

Sebelumnya ......... 2. N B BN e T SRR s, 157
202. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai

Bahan Penelitian Dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka

Y 1T =Y oY== o R 157
203. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Hasil Penelitian Hukum dan HAM yang Disosialisasikan

di Wilayah TahUn 2023 ...t et e e e e e bae e e e eate e e e e sabae e s esabteeeesabaeesennraeas 158
204. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Hasil Penelitian Hukum dan HAM yang Disosialisasikan

di Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya ........cccccooeceiiiciii e, 159

205. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Hasil Penelitian Hukum dan HAM yang Disosialisasikan

di Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah ... 159
206. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan.......cccccooeciiiiiiii e, 160
207. Realisasi Anggaran 2023 Berdasarkan Satuan Kerja .......cccoeecciieeeie i cccciiiieeee e 162

XVii



208. Rekapitulasi Nilai SMART Tahun 2023 .........uviiiiiiiiee e ecieee e ectee et e e estae e e e rtre e e e eatae e e erae e s e abaeeeenreeas 164

209. Rekapitulasi Nilai IKPA Tahun 2023 .......ooiiiiiee ettt e e stte e e e etre e e e eatee e e eenbaee e eeabaeeeenrenas 166
210. Rekapitulasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 ...........ooiiiiiiii et ee e e e e 170
211. Capaian Kinerja Tahun 2023 ........uiiiiiiie ettt et e e eetee e e e etre e s e satae e e eeabae e e eeabaeeeennbaeeeennbeeeeennsenas 178

XViii



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Daftar Gambar

Jumlah Pegawai di Jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel Berdasarkan Pendidikan............... 3
Jumlah Pegawai di Jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel Berdasarkan Pangkat/Golongan
RN s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaeens 4
Struktur Organisasi Kanwil Kemenkumham SUMSEl........coccviiiiiiiiiiiiiiieeceee e 12
Sasaran Kegiatan Sekretariat Jenderal pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
0 g =T IY=1 o - [ o SRS 32
Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM SUumMatera SEIatan .......ccvovieiiiiiiiee sttt st esaee e saree s 40
Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM SUMatera SEIatan .......cceovieeriiiiiiee ettt eee st esbee e saree s 43
Sasaran Kegiatan 3 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sumatera SEIatan ......c..iceieuiieiieiiee ettt e e 48
Sasaran Kegiatan 4 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sumatera SEIatan ........cccoccieiiiiiiiieenis st ste e ssaee e eseeesate e sareessaeeesneee s 60
Sasaran Kegiatan 5 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM SUumMatera SEIatan ..........cocieeecueeiiiiieiiie ettt siteesee e eee e stae e sareeebeeesnree s 64
Sasaran Kegiatan 6 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sumatera SEIatan ......c..coeieuiiiiiiiiiee ettt e e s esate e e s eaee e e e 70
Sasaran Kegiatan 7 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM SUmMatera SEIatan ........c.coccueeeiieiiiiiciie et esvee st e eseeeseeesaeeesaeeeeaeeeeneeeas 77
Sasaran Kegiatan 8 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM SUMaAtera SEIatan .......ccccecueeecieiiiii st e esee st eeiae e e e sbaeesnaee s 85
Sasaran Kegiatan 9 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sumatera SElatan ..........cooieiiiiiiiiiiiniie ittt 92
Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM SUMAtEra SEIatan .ci .uiieiiie ettt ettt et e et s et eebteesbeesbaeesabaesbaeesabeens 109

Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan ..o 115
Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan .........ccooceeriiiiniieniee it enee i 118
Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM SUumMatera SEIatan ..........coiieiiiiiniiiiee ettt sttt ssite et esvaeesaree s 121
Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM SUMAtera SEIatan .......ccccccciiiiiiieiiee e eceesee s e st e e e e e eeesaae e sneeeereeesneee s 125
Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan ..........ccceevviiiniieniiieiieenec e 130

Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan .........ccooceeriiiiniiiniiiniieenec e 132
Sasaran Kegiatan 1 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Sumatera SeIatan ......c..ceeveciieiieiiiee ettt e e 135
Sasaran Kegiatan 2 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sumatera SEIatan ........cccovieiiiiiiiieiiiie ettt sttt sve e s 137
Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM SUMAtEra SEIAtaN ..ccouiiiiiie ettt ettt ba e e sbe e sbae e sabeesbaeesarae s 148
Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM SUMAtEra SElatan .....coiiiiiiii e e e s sebee e e s sbeee e s sneaeessanes 153
Sasaran Kegiatan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sumatera SeIatan ......cc.ceoviiieiiiiiiee ettt siee e e 156
Perbandingan Realisasi ANGEaran .........cc.uuuieeieeieeeciiiieee e eeectrtee e e e e e setee e e e e e e esvraae e e e e e e e ennrnnes 163

XiX



27, SIMART e e 164

28. E-Performance Kementerian Hukum dan HAM .........cccoiiiiiiiiii et 171
29. Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM ........oooiiiiiiiiie et 174
R L0 =Y o o LAV 2 =T o] o 1] o - [P PPPPPRPPPPIRY 174

XX



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dalam sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum
serta pemajuan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Sesuai arahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan
jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil,
dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai
wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila
dikaitkan dengan pentahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
2005-2025, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk
memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam
pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup
Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi,
Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memiliki tugas pokok
menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk
itu, dalam konteks perwujudan visi dan misi serta tujuan Kementerian Hukum dan HAM, peran dan
andil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menjadi sangat penting
terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsi di wilayah. Dalam kondisi demikian, kinerja birokrasi
pemerintah yang unggul menjadi suatu keharusan serta selalu menjadi perhatian publik.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
mempunyai tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI dalam wilayah Provinsi
Sumatera Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
mempunyai fungsi melakukan pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan
pengawasan; pembinaan dibidang Hukum dan HAM; penegakan hukum di bidang pemasyarakatan,
keimigrasian, administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual; perlindungan, pemajuan,
pemenuhan, penegakan dan penghormatan HAM; pelayananan hukum; pengembangan budaya
hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum dan diseminasi HAM; pelaksanaan
kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan adalah instansi vertikal
Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Kota Palembang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Sumatera Selatan terletak di JI. Jenderal Sudirman Km. 3,5 berdekatan dengan Pengadilan
an Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.



Lingkup kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan ber
13 (tiga belas) kabupaten dan 4 (empat) kota yaitu : (1) Ogan Komering llir; (2) Ogan Komering Ulu;
(3) Muara Enim; (4) Lahat; (5) Musi Rawas; (6) Musi Banyuasin; (7) Banyuasin; (8) OKU Selatan; (9)
OKU Timur; (10) Ogan llir; (11) Empat Lawang; (12) Palembang; (13) Prabumulih; (14) Pagaralam;
(15) Lubuk Linggau; (16) Penukal Abab Lematang llir; (17) Musi Rawas Utara.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan terdiri dari
29 Satuan Kerja yang meliputi:
1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
2. Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sebanyak 26 Satuan Kerja, yang terdiri dari:
Lembaga Pemasyarakatan Kelas | Palembang;
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas | Palembang;
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat;
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuk Linggau;
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B Muara Enim;
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Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu;
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja;

2 @

Rumah Tahanan Negara Kelas |IB Baturaja;

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih;

j.  Rumah Tahanan Negara Kelas | Palembang;

k. Balai Pemasyarakatan Kelas | Palembang;

I. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas | Palembang;
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas Il Baturaja;
Balai Pemasyarakatan Kelas Il Lahat;

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang;
Balai Pemasyarakatan Kelas |l Musi Rawas Utara;
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Balai Pemasyarakatan Kelas || Ogan Komering Ulu Induk;

-

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin;
s. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kayu Agung;

—

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 1I1B Banyuasin;

u. Lembaga Pemasyarakatan Kelas |IIB Empat Lawang;

v. Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ill Surulangun Rawas;
w. Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il Pagar Alam;

X. Lembaga Pemasyarakatan Kelas |IB Martapura;

y. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Dua;
z. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti.
3. Unit Pelaksana Teknis Imigrasi sebanyak 2 Satuan Kerja, yang terdiri dari:
a. Kantor Imigrasi Kelas | TPl Palembang;
b. Kantor Imigrasi Kelas Il Non TPI Muara Enim.

Adapun kondisi Sumber Daya Manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Sumatera Selatan dapat dilihat melalui tabel dan gambar berikut.



Tabel 1. Jumlah Pegawai di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera

Berdasarkan Jenis Kelamin

No. Satuan Kerja Laki-Laki | Perempuan
1 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA 112 27
SELATAN
2 | LAPAS KELAS | PALEMBANG 102 14 116
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS |
3 PALEMBANG 67 23 %
4 | LAPAS KELAS IIA LAHAT 60 9 69
5 | LAPAS KELAS IIA LUBUK LINGGAU 53 14 67
6 | LAPAS KELAS IIB MUARA ENIM 75 9 84
7 | LAPAS KELAS IIB SEKAYU 63 4 67
8 | LAPAS KELAS IIA TANJUNG RAJA 73 10 83
9 | RUTAN KELAS IIB BATURAJA 36 7 43
10 | RUTAN KELAS 1IB PRABUMULIH 55 14 69
11 [ RUTAN KELAS | PALEMBANG 113 16 129
12 | BALAI PEMASYARAKATAN KELAS | PALEMBANG 55 40 95
13 | RUPBASAN KELAS | PALEMBANG 19 14 33
14 | RUPBASAN KELAS Il BATURAJA 10 5 15
15 [ KANIM KELAS | TPl PALEMBANG 47 35 82
16 | KANIM KELAS Il NON TPl MUARA ENIM 25 7 32
17 | BALAI PEMASYARAKATAN KELAS Il LAHAT 24 8 32
18 | LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA PALEMBANG 16 77 93
19 | BALAI PEMASYARAKATAN KELAS Il MUSI RAWAS UTARA 17 7 24
20 BALAI PEMASYARAKATAN KELAS Il OGAN KOMERING 16 8 o4
ULU INDUK
21 | LAPAS KELAS IIA BANYUASIN 74 10 84
22 | LAPAS KELAS IIB KAYU AGUNG 73 11 84
23 | LAPAS NARKOTIKA KELAS 11B BANYUASIN 75 11 86
24 | LAPAS KELAS IIB EMPAT LAWANG 33 4 37
25 | LAPAS KELAS Il SAROLANGUN RAWAS 28 3 31
26 | LAPAS KELAS Ill PAGAR ALAM 43 6 49
27 | LAPAS KELAS IIB MARTAPURA 60 8 68
28 | LAPAS KELAS IIB MUARA DUA 43 4 47
29 | LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA MUARA BELITI 86 11 97
TOTAL 1553 466 2019
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Gambar 2. Jumlah Pegawai di Jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel Berdas
Pangkat/Golongan Ruang
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Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pada
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM,
dibutuhkan laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LK|IP). LKjIP merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap
berbagai program kerja. LKjIP adalah bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui laporan pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LK]jIP) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri
Hukum dan HAM Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan memiliki 9 (sembilan) Unit
Eselon |, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi,
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan
Hukum Nasional, dan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan merupakan perpanjangan
tangan dalam hal penyelenggaraan tugas dan fungsi unit pusat melalui 4 program yakni:
1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Pembentukan Regulasi;
ogram Penegakan dan Pelayanan Hukum;

ram Pemajuan dan Penegakan HAM.



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Rl Nomor 30 Tahun 2018 t

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah

merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di

provinsi yang berada dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melaksanakan Tugas

Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah

Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.| dan peraturan

perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:
Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Hak Kekayaan Intelektual, dan
pemberian informasi hukum;
Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan
penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
Penguatan dan pelayanan Hak Asasi Manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan,
pemenuhan, pemajuan, pelindungan, dan penegakan hak asasi manusia;
Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah;
Konsultasi dan bantuan hukum;
Pengordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan dibantu oleh 4 (empat)

Kepala Divisi yaitu Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi

Keimigrasian, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

1.

Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang

pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan

perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Adapun fungsi dari Divisi Administrasi adalah:

a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;

b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta
evaluasi dan pelaporan;
Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan
barang milik negara;

e. Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan,
dan pengelolaan teknologi informasi;

f.  Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di

lingkungan Kantor Wilayah;

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.




Divisi Administrasi terdiri dari 2 bagian, dengan penjelasan sebagai berikut:

1)

2)

Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan
keuangan, barang milik negara, dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya
manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah. Bagian
Umum terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:

a) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha dan Rumah Tangga
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, peaksanaan urusan
kepegawaian, koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi
sumber daya manusia serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga.

b) Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan
keuangan dan barang milik negara.

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas antara lain penyiapan

koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyiapan koordinasi fasilitasi

penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, penyiapan koordinasi dan
pelaksanaan protokol, hubungan masyarakat dan kerja sama pelayanan pengaduan,
pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data, serta pelaksanaan pemantauan,
evaluasi, dan penyusunan laporan. Bagian Program dan Hubungan Masyarakat terdiri dari

2 (dua) Subbagian yaitu:

a) Subbagian Program dan Pelaporan:

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana,
program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana serta
penyiapan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.

b) Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi:
Melakukan urusan protokol, hubungan masyarakat, penyiapan bahan fasilitasi
reformasi birokrasi, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi
dan pengolahan data.

Divisi Pemasyarakatan

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan di wilayah. Adapun fungsi dari Divisi Pemasyarakatan adalah:

a.

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana
dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi
informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi,
pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan
tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan
kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan
tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang
rampasan negara serta keamanan dan ketertiban;

Penyusunan rencana, program, Kkegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi
Pemasyarakatan;



d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ma
sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis
Direktorat Jenderal Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pemasyarakatan terdiri dari 2 bidang, dengan penjelasan sebagai berikut:
1) Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan,

Barang Rampasan Negara dan Keamanan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis,

pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang

pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan
barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban. Terdiri dari 2 (dua) sub bidang
yaitu:

a) Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan
pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan
rehabilitasi.

b) Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan
pelaksanaan tugas teknis di bidangpengelolaan benda sitaan dan barang rampasan
negara serta keamanan dan ketertiban.

2) Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis,

kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di

bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan

pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama. Terdiri dari 2 (dua) subbidang yaitu:

a) Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan
laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja
produksi, teknologi informasi dan kerja sama.

b) Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan
laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang bimbingan kemasyarakatan dan
pengentasan anak.

3. Divisi Keimigrasian
Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal
Jenderal Imigrasi di wilayah. Adapun fungsi Divisi Keimigrasian adalah:
a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan,
pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan,

dan penindakan keimigrasian;



b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas te

bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen,
pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian;
Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia,
sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis
Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Keimigrasian terdiri dari 2 bidang, dengan penjelasan sebagai berikut:
1) Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian
Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,
pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
tugas teknis di bidang perizinan dan informasi keimigrasian serta melaksanaan pemberian
persetujuan perizinan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian. Terdiri dari
2 (dua) subbidang yaitu:
a) Subbidang Perizinan Keimigrasian
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta
penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan keimigrasian.
b) Subbidang Informasi Keimigrasian:
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta
penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang sistem dan teknologi informasi
keimigrasian.
2) Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan, penendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan
pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.
Terdiri dari 2 (dua) subbidang yaitu:
a) Subbidang Intelijen Keimigrasian
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan
pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen dan pengawasan serta melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan di bidang intelijen dan pengawasan keimigrasian.
b) Subbidang Penindakan Keimigrasian
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan
pelaksanaan tugas teknis di bidang penindakan keimigrasian serta melakukan
penyiapan bahan penyidikan dan penindakan keimigrasian.

4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat
Jenderal Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Adapun fungsi Divisi Pelayanan
kum dan HAM adalah:



a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan admin
hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi
pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah,
pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian,
penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia, dan pemantauan
pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Jenderal
Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian
pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti,
serta pejabat fungsional tertentu lainnya;

b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan
tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual,
pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi
analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di
wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan
hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Direktorat Jenderal Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan,
pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-
undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;

c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan
Hukum dan Hak Asasi Manusia;

d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia,
sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Direktorat Jenderal Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan
Divisi Administrasi.

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM terdiri dari 3 bidang, dengan penjelasan sebagai berikut:
1) Bidang Pelayanan Hukum
Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan
pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan
intelektual. Terdiri dari 2 (dua) subbidang yaitu:
a) Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan
laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran
fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidik
pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, serta pemantauan
pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Jenderal
Administrasi Hukum Umum.

b) Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan

laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran,



sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektua
inventarisasi kekayaan intelektual komunal.

2) Bidang Hukum

Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan
pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan
hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum penyiapan bahan
fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan
evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh
hukum dan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah. Terdiri dari 2 (dua)
subbidang yaitu:
a) Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan
laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di
daerah, fasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah dan naskah
akademik serta fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah dan
fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan
produk hukum daerah serta bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan
Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah.
b) Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi
Informasi Hukum
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan,
evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan
hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi
informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum

di wilayah.

3) Bidang Hak Asasi Manusia

Bidang HAM mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan
pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi
hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat
serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan kabupaten/kota peduli Hak Asasi
Manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi
hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. Bidang Hak Asasi Manusia Terdiri dari 2
(dua) subbidang yaitu:
a) Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan
laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi
manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan
komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah

kabupaten/kota peduli hak asasi manusia.
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b) Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak
Manusia
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan
laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan
serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian Hukum dan HAM.
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Adapun struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan adal

Gambar 3. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumate
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C. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014, maksud Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal
terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan
evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran
Kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah:
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan
seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan
Kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, terdapat 8 (delapan)
Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM yakni:

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan
peraturan perundang-undangan;
Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan
pelayanan publik;

4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam

pertumbuhan ekonomi nasional;

Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;

Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia di Bidang Hukum dan HAM; dan

® N o o

Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan

efisien.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melaksanakan 2 (dua)
prioritas nasional, yang terdiri dari:
e Prioritas Nasional 4: Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

e Prioritas Nasional 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
RI dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Rl dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

1. Melakukan pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pengawasan;

2. Pembinaan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia;

enegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi hukum umum dan hak
ayaan intelektual;
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Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusi
Pelayananan hukum;
Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum dan
diseminasi Hak Asasi Manusia;

7. Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di lingkungan Kantor
Wilayah.

E. Isu Strategis

Dalam pelaksanaanya, mengingat kondisi umum potensi dan permasalahan dan pemetaan
perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan organisasi, terdapat beberapa
isu strategis yang terdiri dari kekuatan atau peluang dan juga kelemahan dan tantangan bagi Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan. Adapun hal-hal yang
menjadi kekuatan atau peluang yakni Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sumatera Selatan memiliki jenis pelayanan publik yang cukup bervariatif, mempunyai peran
koordinasi dan fasilitasi dalam aspek perencanaan dan pembentukan hukum, penyelenggaraan
pelayanan hukum, penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia, meningkatnya kontrol
publik terhadap proses dan hasil kinerja kementerian, serta perkembangan teknologi komunikasi dan

informasi yang mendukung peningkatan kinerja.

Sedangkan, yang menjadi permasalahan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sumatera Selatan di antaranya adalah sebagai berikut.

e Divisi Administrasi:

- Terbatasnya ketersediaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada e-katalog sehingga
upaya dalam rangka mendukung terlaksananya Program Percepatan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi
tidak maksimal

e Divisi Pemasyarakatan

- Masih terdapat overstaying (kelebihan masa huni tahanan) pada Lapas/Rutan yang berada
di Sumatera Selatan

- Masih terdapat over capacity (kelebihan kapasitas Warga Binaan) pada Lapas/Rutan yang
berada di Sumatera Selatan

- Masih terdapat Warga Binaan yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada PEMILU
2024 antara lain disebabkan alamat pada KTP tidak sesuai dengan domisili, NIK ganda, data
tidak lengkap, penghuni Lapas/Rutan yang fluktuatif, sering terjadi pemindahan antar
Rutan/Lapas, dan lain sebagainya

e Divisi Keimigrasian

- Sering terjadinya error pada Aplikasi Layanan Paspor Online (APAPQO) dan M- Paspor;

- Keterbatasan kuota permohonan Paspor secara online melalui Aplikasi M-Paspor yang
dibuka dalam kurun waktu per 2 minggu;

- Pendirian Unit Kerja Kantor Imigrasi Musi Banyuasin di Kabupaten Sekayu dan Kota Lubuk
Linggau telah dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama, tetapi belum bisa
beroperasi secara maksimal dikarenakan belum tersedianya sarana dan prasarana
pendukung untuk pelaksaan pelayanan Keimigrasian;

14



- Belum sepenuhnya pelaporan keberadaan orang asing melalui Aplikasi Pelaporan
Asing (APOA) oleh pihak Hotel dan penginapan yang berada di wilayah Sumatera Selatan;

- Tidak pastinya jadwal persetujuan Maksimum Pencairan (MP) atas anggaran PNP yang
diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, sehingga mengakibatkan tidak optimalnya
pelaksanaan kegiatan sesuai kalender kerja.

e Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

- Banyak Pemerintah Daerah yang masih kurang peka tentang tugas dan fungsi dari
Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan
tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum,
dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan
pengembangan penyuluh hukum di wilayah;

- Masih ada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota atau DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang
belum memahami perlunya keikutsertaan perancang dalam pembentukan produk hukum
daerah.

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

KATA PENGANTAR
Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

IKHTISAR EKSEKUTIF
Menyajikan ringkasan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera
Selatan Tahun 2023.

BAB | PENDAHULUAN
Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, gambaran umum struktur organisasi,
sumber daya manusia dan sistematika penulisan.

BAB Il PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program,
kegiatan dan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun
2023, meliputi Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB Ill AKUNTABILITAS KINERJA
Menguraikan analisis pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera
Selatan dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran, termasuk di
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dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalaha
dihadapi serta langkah-langkah yang diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM Sumatera Selatan Tahun 2023 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa
mendatang.

16




BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi,
tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan
kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl pada hakekatnya
merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan
sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen
internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai. Tujuannya adalah untuk
menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen
kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan yang tepat dan akurat,
penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang efektif
dan efisien, agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Kementerian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk menyatukan
persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi
dan misi untuk mencapai sasaran strategis yang telah disusun.

Adapun visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai kerangka dasar
serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu:

Visi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan
Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia
Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Misi

a. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
Menyelenggarakan pelayanan public di bidang hukum yang berkualitas;
Mendukung penegakan hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum,
dan Pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan;

Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran
diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia, termasuk pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera
Selatan. Adapun nilai-nilai tersebut adalah PASTI yang merupakan akronim dari Profesional,

17




Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-

kata tersebut adalah sebagai berikut:

Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata
nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
diaharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi
melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga
mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan
mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, di mana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan
sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini
seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan
kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu
keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada
beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang
efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan
komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta
kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan
melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan
HAM dan dengan insititusi terkait.

Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam
tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau
kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan
pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta
hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi,
berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik
bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan
inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa memegang teguh Core

Values ASN BerAKHLAK. Core values BerAKHLAK yang dimaksud merupakan singkatan
dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Setiap core value tersebut memiliki nilai-nilai dasar dengan makna:

1. Berorientasi Pelayanan
e Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
o Ramabh, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
e Melakukan perbaikan tiada henti.

2. Akuntabel

o Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas
tinggi;
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e Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efekiit
efisien;

o Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

e Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubabh;

e Membantu orang lain belajar;

o Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

e Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;

e Suka menolong orang lain;

e Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal

« Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang
sah;

e Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;

o Menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif

o Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;

e Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;

e Bertindak proaktif.

Kolaboratif

e Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;

o Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;

e Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

Sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di antaranya ialah:

a.
b.

Meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;
Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas
pembentukan peraturan perundang-undangan;

Memastikan pelayanan public di bidang hukum sesuai dengan asaz penyelenggaraan
pelayanan publik;

Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam
pertumbuhan ekonomi nasional;

Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi
Manusia;

Meningkatnya kesadaran hukum dan pemajuan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat dan
masyarakat dan aparatur;

Meningkatnya SDM kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia yang unggul dan berdaya
saing;

Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan;

ningkatkan efektivitas organisasi;
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k. Meningkatkan pemanfaatan Tl untuk layanan hukum dan Hak Asasi Manusia;
l.  Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.

Adapun sasaran kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Tahun 2023
. Indikator Kinerja
No. | Sasaran Kegiatan Kegiatan Target Program Anggaran (Rp)
Sekretariat Jenderal - Divisi Administrasi
Terwujudnya
layanan Indeks kepuasan
administratif dan layanan internal di Program
1 I ) 3,1 Indeks | Dukungan 19.668.379.000
fasilitatif Kantor lingkungan Kantor Manaiemen
Wilayah yang Wilayah ‘
efektif dan efisien
TOTAL 19.668.379.000
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Divisi Pemasyarakatan
Terwujudnya - Program
Pelayanan dan
penyelenggaraan Indeks
elayanan enyelenggaraan Penegakan
1 | P&y penye'enag | 82indeks | Hukum 59.743.560.600
pemasyarakatan pemasyarakatan di
. . . - Program
yang berkualitas di | wilayah
. Dukungan
wilayah .
Manajemen
Persentase
menurunnya tahanan 90%
yang overstaying - Program
. Persentase tahanan Pelayanan dan
Meningkatnya
elavanan tahanan yang memperoleh 90 Penegakan
o | PoAY a1 layanan penyuluhan ° Hukum 8.270.270.600
di wilayah sesuai
hukum - Program
standar
Persentase tahanan Dukungan
yang memperoleh Manajemen
o 90%
fasilitasi bantuan
hukum
Persentase
narapidana yang
memperoleh nilai
baik dengan predikat 70%
memuaskan pada
Meningkatnya instrumen penilaian
pelayanan kepribadian - Program
pembinaan Persentase Pelayanan dan
kepribadian, narapidana yang 999 Penegakan
3 | pelatihan vokasi, mendapatkan hak ° Hukum 45.820.807.000
pendidikan dan remisi - Program
penanganan Persentase Dukungan
narapidana resiko narapidana yang Manajemen
_— 85%
tinggi mendapatkan hak
integrasi
Persentase
narapidana yang o
mendapatkan hak 85%
pendidikan
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No.

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja
Kegiatan

Target

Program

Anggaran (Rp)

Persentase
narapidana yang
berubah perilakunya
menjadi sadar, patuh
dan disiplin

17%

Persentase
narapidana yang
memperoleh
pendidikan dan
pelatihan vokasi
bersertifikasi

31%

Persentase
narapidana yang
bekerja dan produktif

72%

Meningkatnya
pelayanan
pengelolaan basan
baran di wilayah
sesuai standar

Persentase benda
sitaan dan barang
rampasan yang
terjaga kualitas dan
kuantitasnya

80%

Persentase benda
sitaan dan barang
rampasan yang
dikeluarkan
berdasarkan putusan
yang berkuatan
hukum tetap

80%

- Program
Pelayanan dan
Penegakan
Hukum

- Program
Dukungan
Manajemen

900.312.000

Meningkatnya
pelayanan
pembimbingan
klien
pemasyarakatan
dan pemenuhan
hak pendidikan
klien anak pada
luar lembaga di
wilayah sesuai
standar

Persentase klien
usia produktif yang
memperoleh atau
melanjutkan
pekerjaan di luar
lembaga

60%

Persentase
menurunnya anak
yang mendapatkan
putusan pidana
penjara

55%

Persentase klien
anak yang terpenuhi
hak pendidikannya

35%

- Program
Pelayanan dan
Penegakan
Hukum

- Program
Dukungan
Manajemen

2.689.586.600

Meningkatnya
pemenuhan hak
pendidikan anak di
LPKA dan
pengentasan anak
di wilayah sesuai
standar

Persentase anak
yang mengikuti
kegiatan pendidikan
keterampilan dan
bersertifikat

80%

Persentase anak
yang memperoleh
hak integrasi

100%

Persentase anak
yang memperoleh
hak pengasuhan
sesuai standar

90%

Persentase anak
yang mengikuti
pendidikan formal
dan non formal

90%

- Program
Pelayanan dan
Penegakan
Hukum

- Program
Dukungan
Manajemen

1.901.328.600

Meningkatnya
kualitas
enyelenggaraan

Persentase
pengaduan yang
diselesaikan

85%

- Program
Pelayanan dan

59.743.560.600
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No.

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja
Kegiatan

Target

Program

Anggaran (Rp)

pemasyarakatan di
bidang keamanan
dan ketertiban

Persentase
pencegahan
gangguan kamtib

80%

Persentase
kepatuhan dan
disiplin terhadap tata
tertib oleh
tahanan/narapidana/
anak pelaku
gangguan kamtib

85%

Persentase
pemulihan kondisi
keamanan pasca
gangguan kamtib
secara tuntas

80%

Penegakan
Hukum

- Program
Dukungan
Manajemen

Meningkatnya
pelayanan
keamanan dan
ketertiban di
wilayah sesuai
standar

Persentase
pengaduan yang
ditindaklanjuti sesuai
standar

85%

Persentase
gangguan kamtib
yang dapat dicegah

80%

Persentase
kepatuhan dan
disiplin terhadap tata
tertib oleh
tahanan/narapidana/
anak pelaku
gangguan kamtib

85%

Persentase
pemulihan kondisi
keamanan pasca
gangguan kamtib
secara tuntas

80%

- Program
Pelayanan dan
Penegakan
Hukum

- Program
Dukungan
Manajemen

59.743.560.600

Meningkatnya
pelayanan
perawatan
narapidana/
tahanan/anak,
pengendalian
penyakit menular
dan peningkatan
kualitas hidup
narapidana peserta
rehabilitasi
narkotika di wilayah

Persentase
pemenuhan layanan
makanan bagi
tahanan/narapidana/
anak sesuai dengan
standar

80%

Persentase
tahanan/narapidana/
anak mendapatkan
layanan kesehatan
(preventif) secara
berkualitas

94%

Persentase tahanan
dan narapidana
perempuan (ibu
hamil dan menyusui)
mendapat akses
layanan kesehatan
maternal

97%

Persentase
tahanan/narapidana/
anak yang
mengalami
gangguan mental
dapat tertangani

80%

- Program
Pelayanan dan
Penegakan
Hukum

- Program
Dukungan
Manajemen

59.582.304.800
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No.

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja
Kegiatan

Target

Program

Anggaran (Rp)

Persentase
tahanan/narapidana
lansia yang
mendapatkan
layanan kesehatan
sesuai standar

85%

Persentase
tahanan/narapidana/
anak berkebutuhan
khusus (disabilitas)
yang mendapatkan
layanan kesehatan
sesuai standar

85%

Persentase
keberhasilan
penanganan
penyakit menular
HIV-AIDS (ditekan
jumlah virusnya) dan
TB Positif (berhasil
sembuh)

80%

Persentase
perubahan kualitas
hidup
pecandu/penyalahgu
na/korban
penyalahgunaan
narkotika

27%

TOTAL

298.395.291.400

Direktorat Jenderal Imigrasi - Divisi Keimigrasian

Meningkatnya
kualitas
pelaksanaan tugas
dan fungsi
keimigrasian di
wilayah

Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
layanan keimigrasian
di wilayah

3,20 Indeks

Indeks Pengamanan
Keimigrasian di
wilayah

3,12 Indeks

Program
Pelayanan dan
Penegakan
Hukum

5.028.378.000

TOTAL

5.028.378.000

Direktorat Jenderal AHU — Divisi Pelayanan

Hukum dan HAM

Terwujudnya
layanan
administrasi hukum
umum di wilayah
yang berkepastian
hukum

Persentase
peningkatan PNBP
Administrasi Hukum
Umum di wilayah

5%

Program
Penegakan dan
Pelayanan Hukum

166.793.000

Meningkatnya
efektivitas
pelaksanaan tugas
MKNW, MPW dan
MPD

Persentase
penyelesaian
laporan pengaduan
masyarakat terkait
dugaan pelanggaran
perilaku dan
pelaksanaan jabatan
notaris di wilayah

86%

Program
Penegakan dan
Pelayanan Hukum

865.007.000

TOTAL

2.527.800.000

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual — Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Terselenggaranya
pelayanan
ekayaan

Jumlah permohonan
Kl yang difasilitasi
Kantor Wilayah

33
permohonan

Program
Penegakan dan
Pelayanan Hukum

1.382.545.000
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Indikator Kinerja

No. | Sasaran Kegiatan Kegiatan Target Program Anggaran (Rp)
intelektual yang Jumlah pelaksanaan
berkualitas di diseminasi dan
Kantor Wilayah promosi kekayaan 1 lokus
Kementerian intelektual oleh
Hukum dan HAM Kantor Wilayah
Persentase
penanganan aduan 100%
pelanggaran
kekayaan intelektual
Terselenggaranya
Jumlah pelaksanaan
penegakan hukum .
L kegiatan
di bidang kekayaan
intelektual oleh pencegahan Program
2 . pelanggaran 2 lokus Penegakan dan 56.842.000
Kantor Wilayah .
. kekayaan intelektual Pelayanan Hukum
Kementerian ang dilakukan oleh
Hukum dan HAM | Y2"9 9i&
ana handal Kantor Wilayah
yang Kegiatan
pemantauan produk
kekayaan intelektual 2 laporan
di wilayah
TOTAL 1.439.387.000
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan — Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Persentase
Terfasilitasinya rancangan perda Program
1 | rancangan produk | yang difasilitasi oleh 80% Pembentukan 264.009.000
hukum di daerah Kantor Wilayah Regulasi
Kemenkumham
Terselenggaranya Jumlah peningkatan
pembinaan kapasitas pembinaan
erancang tenaga perancang Program
2 |P 23 orang | Pembentukan 90.991.000
peraturan peraturan .
Regulasi
perundang- perundang-
undangan undangan
TOTAL 355.000.000
BPHN — Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
e - Program
Jumlah kegiatan Pembentukan
perencanaan serta :
emantauan dan perencanaan Regulasi
1 P . . pembentukan dan 2 kegiatan | - Program 135.197.000
peninjauan/analisis
. pemantauan produk Pelayanan dan
dan evaluasi
. hukum daerah Penegakan
produk hukum di
. Hukum
wilayah
Persentase
permohonan
bantuan hukum
o | o
Meningkatnya eraturan 9 - Program
kesadaran hukum P Pembentukan
. perundang- .
serta terpenuhinya undanaan Regulasi
2 | akses keadilan dan 9 - Program 1.630.736.000
. : Persentase
informasi hukum Pelayanan dan
. permohonan
masyarakat di Penegakan
. bantuan hukum non
wilayah . . . Hukum
litigasi yang dilayani 80

sesuai dengan
peraturan
perundang-
undangan
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No.

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja
Kegiatan

Target

Program

Anggaran (Rp)

Indeks kepuasan
layanan bantuan
hukum

76,75%

Persentase
desa/kelurahan
sadar hukum yang
terbentuk di masing-
masing wilayah

70%

Persentase anggota
JDIHN yang
berpartisipasi aktif

20%

TOTAL

1.765.933.000

Direktorat Jenderal HAM — D

ivisi Pelayanan

Hukum dan HAM

Jumlah pemerintah
daerah yang
melaksanakan
program aksi HAM

3 instansi
pemerintah

Meningkatnya
pemerintah daerah

Jumlah kab/kota
peduli HAM

1 instansi
pemerintah

yang
melaksanakan
program aksi HAM

Jumlah instansi
pemerintah yang
menindaklanjuti hasil
diseminasi dan
penguatan HAM
melalui pelayanan
publik berbasis HAM

1 instansi
pemerintah

Program
Pemajuan dan
Penegakan HAM

204.980.000

Meningkatnya
rekomendasi
perlindungan dan
pemenuhan HAM di
wilayah

Tersedianya
rekomendasi
perlindungan dan
pemenuhan HAM di
wilayah

3
rekomendasi

Program
Pemajuan dan
Penegakan HAM

11.230.000

TOTAL

216.210.000

Badan Strategi

Kebijakan Hukum dan HAM — Divisi Pelayanan Hukum dan

HAM

Rekomendasi hasil
kajian di wilayah
sebagai bahan
penelitian dan
pengembangan

Persentase
rekomendasi hasil
kajian di wilayah
sebagai bahan
penelitian dan
pengembangan
hukum dan HAM

80%

hukum dan HAM

Hasil penelitian
hukum dan HAM
yang disosialisasikan
di wilayah

1 buku

Program
Dukungan
Manajemen

214.073.000

TOTAL

214.073.000

TOTAL KESELURUHAN

329.610.451.400

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan telah
memuat visi dan misi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi
dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran
organisasi dengan dokumen Perjanjian Kinerja yang telah disusun guna membantu mewujudkan

sasaran-sasaran secara tepat, terukur, dan dan akuntabel. Perjanjian tersebut berisi indikator kinerja
utama yang dapat menjadi alat bantu ukur.
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Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melaksanakan 9
sebagai turunan dari Unit Eselon | yakni sebagai berikut:
Sekretariat Jenderal;
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Badan Pembinaan Hukum Nasional;
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan;
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
Direktorat Jenderal Keimigrasian;

© © N o a ko p -

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

B. Perjanjian Kinerja

Secara definisi, perjanjian kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja
adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan
integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
Sebagai dasar peniliaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas
perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanabh;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
berisikan penugasan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan yang memiliki 4 (empat) divisi, pada tahun 2023
ini telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah. Dokumen
perjanjian tersebut berisikan penugasan dari Kepala Kantor Wilayah sebagai pemberi amanah
kepada para Kepala Divisi dalam hal ini Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Keimigrasian,
Kepala Divisi Pemasyarakatan, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Keempat divisi tersebut sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan dengan
sasaran yang sesuai dengan Unit Eselon | masing-masing. Perjanjian kinerja ini telah selaras
dengan Rencana Kinerja Tahunan 2023 dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui
sasaran yang akan dicapai.

Adapun rincian perencanaan kinerja yang terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja,
serta target yang perlu dicapai yang berdasarkan perjanjian kinerja Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.
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Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Sekretariat Jenderal - Divisi Administrasi
Terwujudnya layanan administratif . :
Indeks ke I t ld
1 | dan fasilitatif Kantor Wilayah yang . puasan aygnan internald 3,1 Indeks
, L lingkungan Kantor Wilayah
efektif dan efisien
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Divisi Pemasyarakatan
Terwujudnya penyelenggaraan Indeks penyslenggaraan .
1 | pelayanan pemasyarakatan yang emasvarakatan di wilavah 82 indeks
berkualitas di wilayah P y y
Persentase menurunnya tahanan yang 90
overstaying °
5 Meningkatnya pelayanan tahanan di | Persentase tahanan yang memperoleh 90%
wilayah sesuai standar layanan penyuluhan hukum °
Persentase tahanan yang memperoleh
e 90%
fasilitasi bantuan hukum
Persentase narapidana yang
memperoleh nilai baik dengan predikat
. o 70%
memuaskan pada instrumen penilaian
kepribadian
Persentase narapidana yang
L 99%
mendapatkan hak remisi
Persentase narapidana yang 859,
Meningkatnya pelayanan pembinaan | mendapatkan hak integrasi °
pendidikan dan penanganan mendapatkan hak pendidikan °
narapidana resiko tinggi Persentase narapidana yang berubah
perilakunya menjadi sadar, patuh dan 17%
disiplin
Persentase narapidana yang
memperoleh pendidikan dan pelatihan 31%
vokasi bersertifikasi
Persentase narapidana yang bekerja
. 72%
dan produktif
Persentase benda sitaan dan barang
rampasan yang terjaga kualitas dan 80%
Meningkatnya pelayanan kuantitasnya
4 | pengelolaan basan baran di wilayah Persentase benda sitaan dan barang
sesuai standar rampasan yang dikeluarkan
80%
berdasarkan putusan yang berkuatan
hukum tetap
Persentase klien usia produktif yang
Meningkatnya pelayanan memperoleh atau melanjutkan 60%
pembimbingan klien pemasyarakatan | pekerjaan di luar lembaga
5 | dan pemenuhan hak pendidikan klien | Persentase menurunnya anak yang
- . . 55%
anak pada luar lembaga di wilayah mendapatkan putusan pidana penjara
sesuai standar Persentase klien anak yang terpenuhi
- 35%
hak pendidikannya
Persentase anak yang mengikuti
kegiatan pendidikan keterampilan dan 80%
bersertifikat
Meningkatnya pemenuhan hak Persentase anak yang memperoleh hak
pendidikan anak di LPKA dan . ; yang memp 100%
6 o .| integrasi
pengentasan anak di wilayah sesuai
Persentase anak yang memperoleh hak
standar . 90%
pengasuhan sesuai standar
Persentase anak yang mengikuti 90%
pendidikan formal dan non formal °
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No.

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan pemasyarakatan di
bidang keamanan dan ketertiban

Persentase pengaduan yang
diselesaikan

Persentase pencegahan gangguan
kamtib

80%

Persentase kepatuhan dan disiplin
terhadap tata tertib oleh
tahanan/narapidana/anak pelaku
gangguan kamtib

85%

Persentase pemulihan kondisi
keamanan pasca gangguan kamtib
secara tuntas

80%

Meningkatnya pelayanan keamanan
dan ketertiban di wilayah sesuai
standar

Persentase pengaduan yang
ditindaklanjuti sesuai standar

85%

Persentase gangguan kamtib yang
dapat dicegah

80%

Persentase kepatuhan dan disiplin
terhadap tata tertib oleh
tahanan/narapidana/anak pelaku
gangguan kamtib

85%

Persentase pemulihan kondisi
keamanan pasca gangguan kamtib
secara tuntas

80%

Meningkatnya pelayanan perawatan
narapidana/tahanan/anak,
pengendalian penyakit menular dan
peningkatan kualitas hidup
narapidana peserta rehabilitasi
narkotika di wilayah

Persentase pemenuhan layanan
makanan bagi tahanan/narapidana/anak
sesuai dengan standar

80%

Persentase tahanan/narapidana/anak
mendapatkan layanan kesehatan
(preventif) secara berkualitas

94%

Persentase tahanan dan narapidana
perempuan (ibu hamil dan menyusui)
mendapat akses layanan kesehatan

maternal

97%

Persentase tahanan/narapidana/anak
yang mengalami gangguan mental
dapat tertangani

80%

Persentase tahanan/narapidana lansia
yang mendapatkan layanan kesehatan
sesuai standar

85%

Persentase tahanan/narapidana/anak
berkebutuhan khusus (disabilitas) yang
mendapatkan layanan kesehatan sesuai
standar

85%

Persentase keberhasilan penanganan
penyakit menular HIV-AIDS (ditekan
jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil
sembuh)

80%

Persentase perubahan kualitas hidup
pecandu/penyalahguna/korban
penyalahgunaan narkotika

27%

Direktorat Jenderal Imigrasi - Divisi Keimigrasian

Meningkatnya kualitas pelaksanaan
tugas dan fungsi keimigrasian di
wilayah

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
layanan keimigrasian di wilayah

3,20 Indeks

Indeks Pengamanan Keimigrasian di
wilayah

3,12 Indeks

Direktorat Jenderal AHU — Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Terwujudnya layanan administrasi
hukum umum di wilayah yang
erkepastian hukum

Persentase peningkatan PNBP
Administrasi Hukum Umum di wilayah

5%
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No.

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
2 | pelaksanaan tugas MKNW, MPW peng y g
pelanggaran perilaku dan pelaksanaan
dan MPD . A
jabatan notaris di wilayah
Drektorat Jenderal Kekayaan Intelektual — Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
lah h Kl ifasilitasi
Terselenggaranya pelayanan Jumia pgrmo onan Klyang difasilitasi 33 permohonan
. . Kantor Wilayah
kekayaan intelektual yang berkualitas . —
1 . : ) Jumlah pelaksanaan diseminasi dan
di Kantor Wilayah Kementerian . .
promosi kekayaan intelektual oleh 1 lokus
Hukum dan HAM .
Kantor Wilayah
Persentase penanganan aduan
. 100%
pelanggaran kekayaan intelektual
Terselenggaranya penegakan hukum | Jumlah pelaksanaan kegiatan
5 di bidang kekayaan intelektual oleh pencegahan pelanggaran kekayaan 5 lokus
Kantor Wilayah Kementerian Hukum | intelektual yang dilakukan oleh Kantor
dan HAM yang handal Wilayah
Kegiatan pemantauan produk kekayaan
intelektual di wilayah 2 laporan
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan — Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
I Persentase rancangan perda yang
1 | Terfasilitasinya rancangan produk | i, Giiiaci oleh Kantor Wilayah 80%
hukum di daerah
Kemenkumham
Terselenggaranya pembinaan Jumlah peningkatan kapasitas
2 | perancang peraturan perundang- pembinaan tenaga perancang peraturan 23 orang
undangan perundang-undangan
BPHN — Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Terselenggaranya fasilitas Jumlah kegiatan perencanaan
perencanaan serta pemantauan dan .
1 - . . pembentukan dan pemantauan produk 2 kegiatan
peninjauan/analisis dan evaluasi hukum daerah
produk hukum di wilayah
Persentase permohonan bantuan
hukum litigasi yang dilayani sesuai 82%
dengan peraturan perundang-undangan
Persentase permohonan bantuan
. hukum non litigasi yang dilayani sesuai 80%
Meningkatnya .kesadaran hukum dengan peraturan perundang-undangan
5 ser’[g terpenu.hmya akses keadilan . Indeks kepuasan layanan bantuan ]
dan informasi hukum masyarakatdi | |\ \ 76,75%
wilayah
y Persentase desa’kelurahan sadar
hukum yang terbentuk di masing-masing 70%
wilayah
Persentase anggota JDIHN yang
R 20%
berpartisipasi aktif
Direktorat Jenderal HAM — Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Jumlah pemerintah daerah yang 3 instansi
melaksanakan program aksi HAM pemerintah
. . . 1 instansi
Meningkatnya pemerintah daerah Jumlah kab/kota peduli HAM emerintah
1 yang melaksanakan program aksi i : : P
HAM Jumlah instansi pemerintah yang
menindaklanjuti hasil diseminasi dan 1 instansi
penguatan HAM melalui pelayanan pemerintah
publik berbasis HAM
5 Meningkatnya rekomendasi Tersedianya rekomendasi perlindungan | o . .
(r;lerhlrl]dunhgan dan pemenuhan HAM dan pemenuhan HAM di wilayah
i wilaya

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM — Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
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No.

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Rekomendasi hasil kajian di wilayah
sebagai bahan penelitian dan
pengembangan hukum dan HAM

Persentase rekomendasi hasil kajian di
wilayah sebagai bahan penelitian dan
pengembangan hukum dan HAM

Hasil penelitian hukum dan HAM yang
disosialisasikan di wilayah

1 buku
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A. Capaian Kinerja Organisasi

BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sumatera Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan

tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara

membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan

realisasinya.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perhitungan persentase

capaian terdapat dua rumus, yaitu:

1.

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka

digunakan rumus:

realisasi

X 100%
target

Capaian =

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka

digunakan rumus:

target—(realisasi—target)
target

X 100%

Capaian =

Secara keseluruhan target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Sumatera Selatan Tahun 2023 telah tercapai sebagaimana berikut.
Tabel 4. Capaian Kinerja Tahun 2023

: Capaian
No. Sasaran Kegiatan Kinerja
Sekretariat Jenderal - Divisi Administrasi
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang o
1 . - 125,80%
efektif dan efisien
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Divisi Pemasyarakatan
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang o
1 : L 120,17%
berkualitas di wilayah
Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar 103,37%
Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, o
3 7 i e 173,75%
pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi
4 Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai 120.06%
standar e
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan
5 | pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah 157,34%
sesuai standar
6 Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan 110.73%
pengentasan anak di wilayah sesuai standar 1970
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan di bidang o
7 . 115,40%
keamanan dan ketertiban
8 Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai 112 33%
standar oo e
Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak,
9 | pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup 129,72%
narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah
Direktorat Jenderal Imigrasi - Divisi Keimigrasian
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di o
1 wilayah 120,83%
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang -3.629

berkepastian hukum
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. Capaian
No. Sasaran Kegiatan Kinerja
2 | Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD 116,00%
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
1 Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di 363.64%
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM ’
> Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual 100%
oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
1 | Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah 125,00%
> Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang- 91.30%
undangan oue
Badan Pembinaan Hukum Nasional
1 Terselenggaranya fasilitas perencanaan serta pemantauan dan 100.00%
peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah ’
> Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan 194.17%
informasi hukum masyarakat di wilayah e
Direktorat Jenderal HAM
1 I\H/IXR/ilngkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi 1263.67%
> \l)v/litle;;r;%katnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di 300,00%
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
1 Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan 112 50
pengembangan hukum dan HAM e

Analisa Capaian Kinerja
Capaian Kinerja Divisi Administrasi/Sekretariat Jenderal

Sasaran Kegiatan

Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu Indeks kepuasan
layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah dengan target 3,1 indeks.

Gambar 4. Sasaran Kegiatan Sekretariat Jenderal pada Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Sasaran Kegiatan

Terwujudnya layanan
administratif dan
fasilitatif Kantor Wilayah

Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan: “Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor
Wilayah”
1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
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Tabel 5. Capaian Kinerja Divisi Administrasi

. Indikator Kinerja s Capaian
No | Sasaran Kegiatan Kegiatan Target Realisasi (%)
Terwujudnya
layanan administratif :ane::znkienrf[g?s;n di 31
1 S\z?afzsr:htztrl]f K;re]':((i:'f lingkungan Kantor Indeks 3,9 Indeks 125,8
g yah yang Wilayah
an efisien

Nilai indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah diperoleh dari survey
Balitbangkumham yang dilaksanakan setiap bulan. Adapun nilai 3,9 merupakan hasil dari
rata-rata nilai indeks Bulan Januari sampai dengan Desember 2023, dengan rincian sebagai
berikut.

Tabel 6. Rekapitulasi Nilai Indeks Kepuasan Layanan Internal Tahun 2023

No. Bulan Nilai Indeks Nilai Konversi
1 Januari 2023 97,32 3,89
2 Februari 2023 97,32 3,89
3 Maret 2023 98,36 3,93
4 April 2023 98,38 3,93
5 Mei 2023 99,08 3,99
6 Juni 2023 95,41 3,81
7 Juli 2023 97,22 3,81
8 Agustus 2023 97,97 3,91
9 September 2023 98,23 3,92
10 Oktober 2023 97,61 3,90
11 November 2023 98,32 3,93
12 Desember 2023 97,61 3,90

RATA-RATA 97,73 3,90

Adapun nilai yang dihasilkan secara otomatis pada aplikasi survey 3AS oleh Badan Strateqi
Kebijakan Hukum dan HAM adalah dalam skala 100, sehingga untuk memperoleh nilai dalam
skala 4 sebagaimana target pada Perjanjian Kinerja maka perlu dilakukan konversi nilai
dengan membaginya dengan angka 25, dengan rumus sebagai berikut.

Nilai indeks

Nilai Konversi =
25

Dengan demikian, diperoleh nilai indeks kepuasan layanan internal Tahun 2023 adalah 3,90
indeks. Berikut ini merupakan komponen penilaian pada survey 3AS oleh Badan Strategi
Kebijakan Hukum dan HAM.

Tabel 7. Komponen Penilaian pada Survey 3AS oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum
dan HAM

Indikator Variabel
Transparansi
Menerima Imbalan
Perlakuan yang Sama
Prosedur

Privasi Pelapor
Proses Pelanggaran
Pencegahan Korupsi

Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi (Index
Sistem Anti Korupsi)
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Indikator Variabel
Penerimaan Pegawai
Penempatan

Promosi Jabatan
Pengembangan Kompetensi
Kenaikan Pangkat

Gaji

Presensi Pegawai

Perjalanan Dinas

PBJ

Honorarium

Bukti Transaksi

Tanggung Jawab

Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan

Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai
Aturan

Kode Etik

Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM (Index
SDM)

Integritas dan Pelaksanaan Anggaran (Index
Anggaran)

Integritas Kerja dan Kesesuaian Perintah Atasan
dengan Aturan dan Norma (Index Aturan dan
Norma)

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 8. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Internal di
Lingkungan Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Indikator
Sasaran Kegiatan Kinerja - '@ g | = 'Q g - 'g g - 'g g
Kegiatan | 5| 2 |54 5| 2 | 55 | 2| 2 | sg | 2| 2| 85§
Fle|o|F | & | 0O g | O g4
. Indeks
l'l;r;lgrtfdnya kepuasan
e . layanan
administratif dan | oo o g 31 (393 | 12677 | 31 | 392 | 12645 | 31 | 39 | 1258
fasilitatif Kantor .
Wilayah yang lingkungan
efektif dan efisien Ka}ntor
Wilayah

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2020, tidak terdapat indikator indeks kepuasan layanan internal
di lingkungan Kantor Wilayah. Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021 sampai dengan
2023, indeks kepuasan layanan internal cenderung stabil yakni di kisaran nilai 3,9.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Internal di
Lingkungan Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator ;
Sasaran .. Target Target . Capaian

2 Kegiatan K':';; rtl:n Renstra PK alees (%)

Terwujudnya Indeks

layanan kepuasan

administratif dan | layanan 31 31 ek 1253
1 | fasilitatif Kantor | internal di ’ ’ 3,9 Indeks 5,

Wilayah yang lingkungan Indeks Indeks

efektif dan Kantor

efisien Wilayah
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Tidak terdapat perbedaan antara target pada Rencana Strategis maupun Perjanjian

Adapun capaian indeks kepuasan layanan internal yang diperoleh pada tahun 2023 telah

melebihi kedua target tersebut, yaitu 3,9 indeks.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional untuk indikator ini hanya ada pada

Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab keberhasilan

Tercapainya target indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh adanya beberapa peningkatan

dalam hal layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Sumatera Selatan sebagaimana berikut:

Terkait budaya organisasi dan sistem anti korupsi, sebagai langkah awal, Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan telah melaksanakan
Penandatanganan Komitmen Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024, yang
disaksikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM R, Yasonna H. Laoly secara virtual.
Sebagai tindak lanjutnya, Kantor Wilayah telah membentuk Unit Pemberantasan
Pungutan Liar (UPP), Satgas Saber Pungli serta Unit Pemilik Risiko yang disahkan
melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah. Susunan tim yang telah dibentuk rutin
melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan antikorupsi, mulai dari Sosialisasi
SPIP, Manajemen Risiko dan Pembangunan Budaya Antikorupsi, Penyuluhan Gerakan
Antikorupsi dan Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), hingga melakukan Penguatan dan Pendampingan WBK/WBBM serta Manajemen
Risiko ke Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel.

Dalam hal integritas kerja terkait pengelolaan SDM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Sumatera Selatan melakukannya melalui banyak cara, salah satunya melalui
kegiatan revolusi mental.

Kepala Kantor Wilayah selaku pimpinan tertinggi juga tak henti-hentinya memberikan
penguatan dan internalisasi kepada seluruh pegawai agar melakukan pelayanan
berdasarkan integritas.

Integritas kerja pegawai juga dapat dilihat dari peningkatan disiplin pegawai berdasarkan
tingkat kehadiran. Peningkatan disiplin pegawai di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dapat dilihat dari data persentase
tingkat kehadiran pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan.

Tabel 10. Kedisiplinan Pegawai Berdasarkan Kehadiran

) . . Jumlah Tingkat
No. Periode Rekapiltulasi Pegawai Kehadiran (%)
1 23 Desember 2022 s/d 22 Januari 192 Orang 97,39
2023
23 Januari 2023 s/d 22 Februari 194 Orang 96,39
2023
23 Februari 2023 s/d 22 Maret 2023 193 Orang 96,37
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. . . Jumlah Tingkat
No. Periode Rekapiltulasi Pegawai Kehadiran (%)
4. | 23 Maret 2023 s/d 22 April 2023 194 Orang 96,39
5. | 23 April 2023 s/d 22 Mei 2023 191 Orang 96,33
6. | 23 Mei 2023 s/d 22 Juni 2023 191 Orang 91,10
7. | 23 Juni 2023 s/d 22 Juli 2023 191 Orang 93,71
8. | 23 Juli 2023 s/d 22 Agustus 2023 191 Orang 95,81
9, 23 Agustus 2023 s/d 22 September 191 Orang 94.24
2023
10. 23 September 2023 s/d 22 Oktober 189 Orang 97 88
2023
11, ggzgktober 2023 s/d 22 November 189 Orang 93,12

- Terkait integritas dalam pelaksanaan anggaran, salah satunya telah didukung dengan
adanya digitalisasi sistem pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog. E-katalog
adalah sistem informasi yang memuat berbagai informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi
teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar
Nasional Indonesia (SNI) dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa.
Dengan adanya e-katalog, pelayanan pengadaan barang dan jasa menjadi lebih mudah
dan cepat serta aman dari penyalahgunaan. Di samping itu, e-katalog dapat mendukung
pelaku usaha lokal yang menengah atas dan bawah untuk menawarkan produk mereka,
terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

- Terkait integritas kerja dan kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma, Kanwil
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan telah menerapkan sistem reward and
punishment kepada pegawai. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera
Selatan telah membentuk tim penilai kinerja individu pegawai dan memberikan reward
bagi pegawai yang memenuhi kriteria tertentu untuk mendapatkan reward. Adapun
kriteria tersebut adalah berdasarkan absensi dan kehadiran saat apel pagi dan sore,
kedisiplinan dalam memakai pakaian dinas, serta sikap dan perilaku saat jam dinas.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Dalam rangka mengoptimalkan nilai hasil survey, pimpinan senantiasa melakukan penguatan
dan internalisasi kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan
kepada publik. Selain itu, untuk mengoptimalkan jumlah responden survey, pimpinan
senantiasa menginformasikan dan mengingatkan para pegawai untuk mengisi survey
integritas internal organisasi dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM di setiap akhir
bulan. Hal tersebut disampaikan melalui apel pegawai maupun media WhatsApp Group

Kantor Wilayah.

36



Capaian Kinerja Divisi Pemasyarakatan/Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Capaian Kinerja pada Divisi Pemasyarakatan terbagi menjadi 9 Sasaran Kegiatan, dengan

rincian sebagai berikut.

Tabel 11. Capaian Kinerja Divisi Pemasyarakatan/Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

No

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja
Kegiatan

Target

Realisasi

Capaian
(%)

Terwujudnya
penyelenggaraan
pelayanan
pemasyarakatan yang
berkualitas di wilayah

Indeks
penyelenggaraan
pemasyarakatan di
wilayah

82
indeks

98, 54 indeks

120,17

Meningkatnya
pelayanan tahanan di
wilayah sesuai standar

Persentase
menurunnya
tahanan yang
overstaying

90%

97,4%

108,2

Persentase
tahanan yang
memperoleh
layanan
penyuluhan hukum

90%

91,7%

101,9

Persentase
tahanan yang
memperoleh
fasilitasi bantuan
hukum

90%

90%

100

Meningkatnya
pelayanan pembinaan
kepribadian, pelatihan
vokasi, pendidikan dan
penanganan
narapidana resiko

tinggi

Persentase
narapidana yang
memperoleh nilai
baik dengan
predikat
memuaskan pada
instrumen penilaian
kepribadian

70%

100%

142,85

Persentase
narapidana yang
mendapatkan hak
remisi

99%

100%

101

Persentase
narapidana yang
mendapatkan hak
integrasi

85%

100%

117,6

Persentase
narapidana yang
mendapatkan hak
pendidikan

85%

94,8%

111,52

Persentase
narapidana yang
berubah
perilakunya
menjadi sadar,
patuh dan disiplin

17%

97,98%

576,29

Persentase
narapidana yang
memperoleh
pendidikan dan
pelatihan vokasi
bersertifikasi

31%

18,7%

60,3
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No

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja
Kegiatan

Target

Realisasi

Capaian
(%)

Persentase
narapidana yang
bekerja dan
produktif

72%

76,8%

106,7

Meningkatnya
pelayanan pengelolaan
basan baran di wilayah
sesuai standar

Persentase benda
sitaan dan barang
rampasan yang
terjaga kualitas dan
kuantitasnya

80%

100%

125

Persentase benda
sitaan dan barang
rampasan yang
dikeluarkan
berdasarkan
putusan yang
berkuatan hukum
tetap

80%

92,10%

115,12

Meningkatnya
pelayanan
pembimbingan klien
pemasyarakatan dan
pemenuhan hak
pendidikan klien anak
pada luar lembaga di
wilayah sesuai standar

Persentase klien
usia produktif yang
memperoleh atau
melanjutkan
pekerjaan di luar
lembaga

60%

73,6%

122,7

Persentase
menurunnya anak
yang mendapatkan
putusan pidana
penjara

55%

94,7%

172,18

Persentase klien
anak yang
terpenuhi hak
pendidikannya

35%

62%

177,14

Meningkatnya
pemenuhan hak
pendidikan anak di
LPKA dan pengentasan
anak di wilayah sesuai
standar

Persentase anak
yang mengikuti
kegiatan
pendidikan
keterampilan dan
bersertifikat

80%

100%

125

Persentase anak
yang memperoleh
hak integrasi

100%

100%

100

Persentase anak
yang memperoleh
hak pengasuhan
sesuai standar

90%

100%

111,11

Persentase anak
yang mengikuti
pendidikan formal
dan non formal

90%

96,11%

106,79

Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
pemasyarakatan di
bidang keamanan dan
ketertiban

Persentase
pengaduan yang
diselesaikan

85%

90,32%

106,25

Persentase
pencegahan
gangguan kamtib

80%

96,5%

120,62

Persentase
kepatuhan dan
disiplin terhadap
tata tertib oleh

85%

94,80%

111,52
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No

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja
Kegiatan

Target

Realisasi

Capaian
(%)

tahanan/narapidan
a/anak pelaku
gangguan kamtib

Persentase
pemulihan kondisi
keamanan pasca
gangguan kamtib
secara tuntas

80%

98,58%

123,22

Meningkatnya
pelayanan keamanan
dan ketertiban di
wilayah sesuai standar

Persentase
pengaduan yang
ditindaklanjuti
sesuai standar

85%

90,90%

106,94

Persentase
gangguan kamtib
yang dapat
dicegah

80%

96,55%

120,68

Persentase
kepatuhan dan
disiplin terhadap
tata tertib oleh
tahanan/narapidan
a/anak pelaku
gangguan kamtib

85%

85,86%

101

Persentase
pemulihan kondisi
keamanan pasca
gangguan kamtib
secara tuntas

80%

96,55%

120,68

Meningkatnya
pelayanan perawatan
narapidana/tahanan/
anak, pengendalian
penyakit menular dan
peningkatan kualitas
hidup narapidana
peserta rehabilitasi
narkotika di wilayah

Persentase
pemenuhan
layanan makanan
bagi
tahanan/narapidan
a/anak sesuai
dengan standar

80%

100%

125

Persentase
tahanan/narapidan
a/anak
mendapatkan
layanan kesehatan
(preventif) secara
berkualitas

94%

100%

106,38

Persentase
tahanan dan
narapidana
perempuan (ibu
hamil dan
menyusui)
mendapat akses
layanan kesehatan
maternal

97%

100%

103,09

Persentase
tahanan/narapidan
a/anak yang
mengalami
gangguan mental
dapat tertangani

80%

100%

125
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Capaian
(%)

Indikator Kinerja
Kegiatan

Persentase
tahanan/narapidan
a lansia yang
mendapatkan
layanan kesehatan
sesuai standar
Persentase
tahanan/narapidan
a/anak
berkebutuhan
khusus (disabilitas)
yang mendapatkan
layanan kesehatan
sesuai standar
Persentase
keberhasilan
penanganan
penyakit menular o o

HIV-AIDS (ditekan | °9% 77,92% 97,4
jumlah virusnya)
dan TB Positif
(berhasil sembuh)
Persentase
perubahan kualitas
hidup
pecandu/penyalah 27% 68,65% 254,26
guna/korban
penyalahgunaan
narkotika
Adapun rincian capaian dari masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan

No Sasaran Kegiatan Target Realisasi

85% 92,63% 108,97

85% 100% 117,64

adalah sebagai berikut.
Sasaran Kegiatan 1

‘ Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah ‘

Gambar 5. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Sasaran Kegiatan 1

Terwujudnya penyelenggaraan
pelayanan pemasyarakatan

yang berkualitas di wilayah

Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan 1: “Indeks penyelenggaraan Pemasyarakatan di wilayah”

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 12. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks penyelenggaraan
pemasyarakatan di wilayah Tahun 2023
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No | Sasaran Kegiatan Indlll((aetgi;::rr:erja Target Realisasi Ca(gz;an
Terwujudnya
penyelenggaraan Indeks
pelayanan penyelenggaraan 82 98.54 indeks | 12017
pemasyarakatan pemasyarakatan di | indeks ’ ’
yang berkualitas di wilayah
wilayah

Nilai indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wiliayah diperoleh berdasarkan rata-rata
hasil survei kepuasan masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan melalui
aplikasi survey 3AS oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, yaitu dengan nilai
rata-rata 98,54.

Tabel 13. Rekapitulasi Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

Tahun 2023
NO SATUAN KERJA NILAI
1. Lapas Kelas | Palembang 99,75
2. LPKA Klas | Palembang 100
3. Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang 99,5
4. Lapas Kelas IIA Tanjung Raja 99,5
5. Lapas Kelas IIA Lahat 98,5
6. Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau 100
7. Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti 99
8. Lapas Kelas IIA Banyuasin 96
9. Lapas Kelas IIB Muara Enim 100
10. Lapas Kelas IIB Sekayu 100
11. Lapas Kelas 1B Kayu Agung 99,5
12. | Lapas Narkotika Kelas 11B Banyuasin 96
13. Lapas Kelas 1B Martapura 100
14. | Lapas Kelas IIB Muara Dua 98
15. Lapas Kelas IIB Empat Lawang 99,75
16. | Lapas Kelas Ill Surulangun Rawas 93
17. | Lapas Kelas Ill Pagar Alam 97,75
18. Rutan Kelas | Palembang 100
19. Rutan Kelas Il Prabumulih 100
20. | Rutan Kelas Il Baturaja 94,75
21. | Bapas Kelas | Palembang 96,5
22. | Bapas Kelas Il Lahat 98,5
23. Bapas Kelas Il OKU Induk 97,75
24. Bapas Kelas Il Muratara 98,5
25. Rupbasan Kelas | Palembang 99,75
26. Rupbasan Kelas Il Baturaja 100
RATA-RATA 98,54

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 14. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan
di Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya
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2020 2021 2022 2023
. Indikator Kinerja —_ —_ — —
Sasaran Kegiatan Keaqi e |l @l c| o | @ | < e | @ | | o @ c
egiatan | 8| 8| | ®| & 2 | 8| 8| ® @ ]
| 2 | 8y 2|2 | &89 2| L | &Y D & T 9
S| 8|29 G&|®| 2% 5|5 | 89 & - oo
Fle|8lF|e|8 Fl e 8|F e S
Terwujudnya
penyelenggaraan Indeks
pelayanan penyelenggaraan . 80 | 80 | 100 82 | 98,54 | 120,17
pemasyarakatan pemasyarakatan di
yang berkualitas di wilayah
wilayah

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak

penyelenggaraan pemasyarakatan di

2022.

wilayah pada Perjanjian

terdapat

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

indikator kinerja indeks
Kinerja Tahun 2020 dan

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan

di Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Indikator Kinerja | Target Target . _ . | Capaian
2 Kegiatan Kegiatan Renstra PK Al (%)
Terwujudnya
penyelenggaraa | Indeks
1 n pelayanan penyelenggaraan 82 82 98,54 120.17
pemasyarakatan | pemasyarakatan indeks indeks indeks ’
yang berkualitas | di wilayah
di wilayah

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah tidak memiliki

perbandingan dengan standar nasional.

Penyebab keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang sudah

berlaku di UPT Pemasyarakatan tersebut;

Melakukan

terobosan

inovasi

pada Lapas/Rutan/LPKA/Rupbasan/Bapas yang

mempermudah masyarakat untuk dapat mengetahui informasi layanan yang ada;

Pengawasan terhadap UPT Pemasyarakatan yang sudah berjalan dengan baik;

Keikutsertaan pihak terkait untuk terus meningkatkan layanan kepada masyarakat yang

membuat penyelenggaraan di UPT Pemasyarakatan terus membaik.

. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Berdasarkan survei yang dilakukan Indeks Penyelenggaran Pemasyarakatan di Wilayah
terhadap UPT Pemasyarakatan Tahun 2023 diperoleh Nilai 98,54. Artinya Kualitas

penyelenggaran pada UPT pemasyarakatan berjalan dengan baik, sehingga kinerja

pemasyarakatan di wilayah kerja Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Pencapaian hasil survei ini diperoleh dari pengukuran

terhadap layanan publik yang dilakukan seperti layanan kunjungan di Lapas/Rutan,

pem

berian layanan

Integrasi

Lapas/Rutan/LPKA/Rupbasan/Bapas.

serta

fasilitas

yang

terdapat

di
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Sasaran Kegiatan 2
Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar

Gambar 6. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Sasaran Kegiatan 2

Persentase Persentase tahanan

Meningkatnya ang memperoleh
pelayanan tahanan di yang P
layanan penyuluhan

wilayah sesuai standar hukum

menurunnya
tahanan yang
overstaying

IKK 1 IKK 2

Persentase tahanan
yang memperoleh
fasilitasi bantuan
hukum

IKK 3

Indikator Kinerja Kegiatan 2.1: “Persentase menurunnya tahanan yang overstaying”

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 16. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Menurunnya
Tahanan Overstaying Tahun 2023

. Indikator Kinerja .. | Capaian
No Sasaran Kegiatan Kegiatan Target Realisasi (%)
. Persentase
Meningkatnya
1 | pelayanan tahanan di gﬁgﬁ;‘;}r‘;‘gﬁg 90% 97,4% 108,2
wilayah sesuai standar overstaying

Persentase menurunnya tahanan yang overstaying dihitung dengan cara sebagai berikut.

Jumlah tahanan overstaying

1009
Jumlah tahanan x o

% x 100% = 97,4%

Data jumlah tahanan overstaying didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit
Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Sumatera Selatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 17. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Menurunnya
Tahanan Overstaying Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya
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2020 2021 2022
Indikator
Kegimtan | Kneria | o l@le |17 g |5 |2 |5 |5 | % |8
Kegiatan | 5| 2 | 53| & | 2 S35 |2 39 S 2 |3
5| 8| 8| & s el | 5 T X ] T =
Fl 2|8 [ 2 S [ 2 S [ 2 S
Meningkatny
Persentase
a pelayanan menurunny
tahanan di o o o o o o 108,
wilayah a tahanan 80% | 80% | 100 | 80% | 35% | 43,75 | 90% | 97.4% |
SeSL}IIai yang
standar overstaying
Berdasarkan hasil perbandingan, realisasi persentase menurunnya tahanan yang

overstaying meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 lalu.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 18. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Menurunnya

Tahanan Overstaying Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator ;
No. | Sasaran Kegiatan Kinerja F-lr:r:g:-ta Tz::r%et Realisasi Cag/a;an
Kegiatan i
Meningkatnya Persentase
pelayanan tahanan di | menurunnya o o o
1 wilayah sesuai tahanan yang 90% 90% 97.4% 108,2
standar overstaying

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan berdasarkan data capaian tahun 2023 target untuk
indikator ini hampir tercapai, yakni telah terealisasi sebesar 97,4% dari target 108,2%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator menurunnya tahanan yang overstaying tidak memiliki perbandingan dengan

standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan
Telah dilakukan kooordinasi dengan Aparat Penegak Hukum yang berwewenang sehingga
dapat menurunkan tahanan yang overstaying yang ada pada Lapas/Rutan walaupun belum

bisa menurunkan secara keseluruhan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Kooordinasi dengan Aparat Penegak Hukum di bidang pelayanan tahanan. Kegiatan

bertujuan dalam rangka penguatan serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan
pemasyarakatan di bidang pelayanan tahanan.
Indikator Kinerja Kegiatan 2.2: Persentase tahanan yang memperoleh layanan

penyuluhan hukum
1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 19. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan yang

Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum Tahun 2023
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No Sasaran Kegiatan Indlll((aetgi;igrr:erja Target Realisasi Ca(ez;an
Persentase
Meningkatnya tahanan yang
1 | pelayanan tahanan di memperoleh 90% 91,7% 101,9

wilayah sesuai standar | layanan
penyuluhan hukum

Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum dihitung dengan cara
sebagai berikut.

Jumlah tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum

1009
Jumlah tahanan x %

2352 o
R x 100% = 91,7/0

Data jumlah tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum didapatkan melalui
rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 20. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan yang
Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun

Sebelumnya
2020 2021 2022 2023
S Indikator
Kegiatan Kinerja | ~ | 3| g 5| 2| § 5| @ | § 5| 2 |§
Kegiatan o £ 88| 9| £ | 85| | £ TQ | @ 9 © o
G| 8| 22| 8| ® 2 | g I 2 | ® =1
- O © - O 1] - Q © [ O ©
c | O (v o o o o o
. Persentase
Meningkatny tahanan
a pelayanan yang
tahanandi | T2 | | | o [70| 70| qop | 80| 734 o175 | 90| 91 |10,
seSl)J/ai h layanan ° ° ° ° °
standar penyuluhan
hukum

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, persentase tahanan yang memperoleh layanan
penyuluhan hukum mengalami peningkatan dari tahun 2022.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 21. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan yang
Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum Tahun 2023 dengan Target Jangka

Menengah
Indikator :
No. | Sasaran Kegiatan Kinerja F‘{ :l:gterta Ta;ﬂet Realisasi Cag/a;an
Kegiatan °
Persentase
Meningkatnya tahanan yang
1 p.ela.yanan tahangn memperoleh 90% 90% 91.7% 101.9
di wilayah sesuai layanan ’ ’
standar penyuluhan
hukum

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, capaian indikator kinerja persentase tahanan yang
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memperoleh layanan penyuluhan hukum telah melebihi target yakni sebesar 91,7
target 90%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum tidak
memiliki perbandingan dengan standar nasional.

Penyebab keberhasilan

Salah satu penyebab keberhasilan adalah kegiatan yang dilakukan dengan berkoordinasi
dan bersinergi dengan instansi lainnya dalam melakukan penyuluhan hukum terhadap
WBP, sehingga itu dapat dilihat sebagai pembinaan WBP agar menjadi lebih baik lagi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang pelaksanaan indikator kinerja persentase
tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum adalah bekerja sama dengan
instansi lain sehingga kita dapat melakukan penyuluhan terhadap WBP lebih baik, serta
memberikan pembinaan keagamaan untuk membina Warga Binaan agar mereka
memahami tentang agama, belajar mengaji serta mendengarkan ceramah agar mereka
sadar akan kesalahan yang telah mereka perbuat sehingga mereka dapat berbenah diri
menjadi lebih baik agar dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat.

Indikator Kinerja Kegiatan 2.3: Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan

hukum
1.

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 22. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan yang
Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun 2023

No Sasaran Kegiatan Indlll((ztgigltg:erja Target Realisasi Ca(r;z;an
Persentase
Meningkatnya tahanan yang
1 | pelayanan tahanan di memperoleh 90% 90% 100
wilayah sesuai standar | fasilitasi bantuan
hukum

Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum dihitung dengan cara
sebagai berikut.

Jumlah tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum

1009
Jumlah tahanan x Y%

2311
E x 100% = 90%

Data jumlah tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum didapatkan melalui
rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
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2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelu
Tabel 23. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan yang

Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun

Sebelumnya
2020 2021 2022 2023
Indikator
I?:slaartaa?'l Kinerja e | ® | c - @ | - | ® c - ® c
9 Kegiatan S| 2| 35| 5|8 |3s| 5| 2 s S| 2 | &8z
s | 5| 22| s |5 | 2| & | es | 5| § | 2
FlE|8T R g8 |F|& |8 |F| & |8
Meningkatnya ;?]rasﬁgrt]afsn g
pelayanan
: memperoleh o i 70 | 70 80 | 23,7 90 | 90
tahanandi | o e % | % | 100 | o | o [295] o | o | 100
wilayah sesuai bantuan
standar hukum

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, capaian pada Tahun 2023 telah mencapai target.
Adapun pada tahun 2020, tidak terdapat indikator persentase tahanan yang memperoleh

fasilitasi bantuan hukum pada Perjanjian Kinerja.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 24. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan yang
Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator ;
Sasaran . Target Target . _ . | Capaian
No . Kinerja Realisasi o
Kegiatan Kegiatan Renstra PK (%)
Meningkatnya Persentase
pelayanan tahanan tahanan yang
1 di wilayah sesuai memperoleh 90% 90% 90% 100
fasilitasi
standar bantuan hukum

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, indikator persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi

bantuan hukum telah mencapai target yaitu sebesar 90%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum tidak

memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan
Tercapainya target pada indikator ini didukung oleh sinergi yang baik antara UPT
Pemasyarakatan dan Divisi Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Sumatera Selatan. Dalam hal ini, Divisi Pelayanan Hukum menjadi jembatan

antara klien pemasyarakatan dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Salah satu hal yang menunjang pelaksanaan indikator ini adalah kegiatan ini diatur dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Bantuan Hukum itu

47



sendiri merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara

cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau

kelompok orang miskin.

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan

Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

Gambar 7. Sasaran Kegiatan 3 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
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Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya Pelayanan
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Indikator Kinerja Kegiatan 3.1: Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik

dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 25. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang
Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian
Kepribadian Tahun 2023

Meningkatnya
. Persentase
Pelayanan Pembinaan narapidana yang

Kepribadian, Pelatihan oY,
1| Vokasi, Pendidikan dan L“;L“geeg;'s: nilai
Penanganan predikat

_ll\_l.arapldana Resiko memuaskan pada
inggi

70% 100% 142,85
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. Indikator Kinerja . . | Capaian
No Sasaran Kegiatan Kegiatan Target | Realisasi (%)
instrumen penilaian
kepribadian

Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada
instrument penilaian kepribadian dihitung dengan cara sebagai berikut.

Jumlah napi yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen kepribadian

x100%

Jumlah napi resiko tinggl yang mendapatkan program pembinaan
o x100% = 100%

Data narapidana yang memperoleh nilai baik pada instrument penilaian kepribadian
SDP dan Unit
Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera

didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Pelaksana Teknis

Selatan.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 26. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang
Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian
Kepribadian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Sasaran Indikator
Kegiatan g 5|25 |s5|2|5 5| 2 s 5 2 | 5
Kegiatan | 2 |89 @8 | | 2| 2 TL| © & 9
G| ® o ] © o G| ® S T © (7=
Fl g8 = e |38 L S = e i
. Persentase
Meningkatnya :
Pelaya?nan Y narapidana
Pembinaan %a:r% eroleh
Kepribadian, nilai l:F))aik
Featiban dengan 0| D] 100 | 8| 104 | 160 | 70% | 100 | 102
Pendidikan dan | Predikat T T ’
Penanganan m%mgaskan
Narapidana S: n.allal'r;s;]trumen
. . . Hai
Resiko Tinggi kepribadian

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, indikator kinerja persentase narapidana yang
memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian
tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Adapun capaian pada tahun 2021
sampai dengan 2023 mengalami fluktuasi.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 27. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang
Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian
Kepribadian Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator ;
No. | Sasaran Kegiatan Kinerja F-lr:r:gfrta Te::rl%et Realisasi Ca(g/a;an

Kegiatan i

Meningkatnya Persentase

Pelayanan narapidana yang

Pembinaan memperoleh nilai

Kepribadian, baik dengan

1 | Pelatihan Vokasi, predikat 70% 70% 100% 142,85

Pendidikan dan memuaskan pada

Penanganan instrumen

Narapidana Resiko penilaian

Tinggi kepribadian
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Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, capaian indikator ini telah memenuhi target, yakni 100% dari
target 70%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat
memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian tidak memiliki perbandingan dengan

standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan
Tercapainya indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh pembinaan dari seluruh petugas,
penegakan aturan disiplin sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan berbagai pola
pembinaan kepada seluruh narapidana.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Pencapaian pada indikator kinerja ini berkaitan dengan pemberian pembinaan yang baik
dari seluruh petugas baik kepribadian atau kemandirian. Penegakan hukuman yang tegas,
sehingga menyebakan narapidana cenderung menghindari perbuatan yang buruk dan
terdorong untuk melakukan perbuatan yang baik. Sehingga pada saat penilaian pada
Sistem Penilaian Narapidana (SPPN) para wali pemasyarakatan memberikan nilai yang
baik.

Indikator Kinerja Kegiatan 3.2: Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 28. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang
Mendapatkan Hak Remisi Tahun 2023

. Indikator Kinerja . _ . | Capaian
No Sasaran Kegiatan Kegiatan Target | Realisasi (%)
Meningkatnya
Pelayanan Pembinaan
Kepribadian, Pelatihan E:::Si?it:r?ae yang
1 \F{okasu Pendidikan dan mendapatkan hak 99% 100% 101
enanganan remisi
Narapidana Resiko
Tinggi
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi dihitung dengan cara sebagai
berikut.

Jumlah napi yang mendapatkan hak remisi
Jumlah napi resiko tinggi yang memenuhi syarat subtantif dan administratif untuk diusulkan remisi

21999 % 100% = 100%
21099

Data jumlah narapidana yang mendapatkan hak remisi didapatkan melalui rekapitulasi

x 100%

laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
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2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelu

Tabel 29. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang
Mendapatkan Hak Remisi Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Sasaran Ir&c::jk?or A i 2 - i 2 - = 2
Kegiatan KegiZtlaan S 2(5|8& |2 |5 |8 |2 s S K s
ElS|EIE |§ |8 |8 |8 )& 8 |¢8
o @© o 1] o © o ©
o o (3} (3}
Meningkatnya
Pelayanan
Pembinaan
Kepribadian, | Persentase
Pelatihan narapidana
Vokasi, yang 97% | 97% | 100 | 98% | 100% | 102 | 99% | 100% | 101
Pendidikan mendapatkan
dan hak remisi
Penanganan
Narapidana
Resiko Tinggi

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, indikator persentase narapidana yang
mendapatkan hak remisi cenderung stabil dengan capaian 100%. Adapun pada tahun 2020,
indikator kinerja persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi tidak terdapat pada
Perjanjian Kinerja.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 30. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang
Mendapatkan Hak Remisi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator ;
Sasaran . Target Target . _ . | Capaian
No . Kinerja Realisasi o
Kegiatan Kegiatan Renstra PK (%)
Meningkatnya
Pelayanan
Pembinaan
Kepribadian, Perse.rgjtase
1 | Pelatihan Vokasi, narapicana yang 99% 99% 100% 101%
Pendidikan dan mendapatkan hak
remisi
Penanganan
Narapidana Resiko
Tinggi

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi
memiliki target yang sama yaitu 99% dan pada Tahun 2023 telah tercapai 100%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi tidak memiliki perbandingan
dengan standar nasional.

Penyebab keberhasilan

Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi meningkat dipengaruhi oleh
pemenuhan syarat administrasi dan substantif narapidana/anak yang sudah lengkap,
kelakuan baik narapidana dan penilaian oleh wali pemasyarakatan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
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Pemenuhan syarat administratif dan susbtantif oleh seluruh narapidana dan terin

langsung oleh Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), pemenuhan berkas pendukung

oleh aparat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian. Ditambah dengan

lembar penilaian yang dinilai baik oleh para wali pemasyarakatan.

Indikator Kinerja Kegiatan 3.3: Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi

1.

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 31. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang

Mendapatkan Hak Integrasi Tahun 2023

. Indikator Kinerja . . | Capaian
No Sasaran Kegiatan Kegiatan Target Realisasi (%)
Meningkatnya
Pelayanan Pembinaan
Kepribadian, Pelatihan E::;S%t:r?: yang
1 \;gﬁzilég’f::ldlkan dan mendapatkan hak 85% 100% 117,6
Narapidana Resiko Integrasi
Tinggi

Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi dihitung dengan cara sebagai

berikut.

Jumlah napi yang mendapatkan program reintegrasi sosial

Jumlah napi yang memenuhi syarat subtantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan program reintegrasi sosial

4861 o
M x 100% = 100%

Data jumlah narapidana yang mendapatkan hak integrasi didapatkan melalui rekapitulasi
laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

x 100%

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 32. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang

Mendapatkan Hak Integrasi Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Sasaran Inc_likat_or — — — —
Kegiatan TG 3| 8| & |5 | 8|S | 8 s 3| @ g
Kegiatan o2 | 83 @ |2 | ®S| 2| 2 T O ] iQ
8 | ® | 2¢ &8 |8 | 2| & | ® 2 | 5§ | ® | 2T
e I I T R O e S ol S
Meningkatnya
Pelayanan
Pembinaan
Kepribadian, Persentase
Pelatihan narapidana
Vokasi, yang BT 100 | 801790 425 | 51 100 [ 4476
Pendidikan mendapatkan
dan hak integrasi
Penanganan
Narapidana
Resiko Tinggi

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, terdapat kenaikan target pada indikator

narapidana yang mendapatkan hak integrasi, adapun capaian yang diperoleh adalah 100%.

Pada tahun 2020, tidak terdapat indikator kinerja persentase narapidana yang mendapatkan

hak integrasi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020.
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3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 33. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang
Mendapatkan Hak Integrasi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator :
Sasaran . Target Target . _ . | Capaian
No . Kinerja Realisasi o
Kegiatan Kegiatan Renstra PK (%)
Meningkatnya
Pelayanan
Pembinaan
Kepribadian, Perseniase
1 | Pelatihan Vokasi, narapidana yang 85% 85% 100% 117,6
Pendidikan dan mendapatkan hak
integrasi
Penanganan
Narapidana Resiko
Tinggi

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak
integrasi telah melampaui target yaitu 100% dari target 85%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi tidak memiliki
perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan
Persentase narapidana yang mendapatkan hak Integrasi meningkat dipengaruhi oleh
pemenuhan syarat administrasi dan substantif narapidana. kelakuan baik narapidana dan
penilaian oleh wali pemasyarakatan

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Pemenuhan syarat administratif dan susbtantif oleh seluruh narapidana dan terintegrasi
langsung oleh Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), pemenuhan berkas pendukung
oleh aparat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian. Ditambah dengan
lembar penilaian yang dinilai baik oleh para wali pemasyarakatan.

Indikator Kinerja Kegiatan 3.4: Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan
1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 34. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang
Mendapatkan Hak Pendidikan Tahun 2023

. Indikator Kinerja . . | Capaian

No Sasaran Kegiatan Kegiatan Target Realisasi (%)

Meningkatnya

Pelayanan Pembinaan Persentase

Kepnb.adlan, Pglatlhan narapidana yang
1 | Vokasi, Pendidikan dan kan hak 85% 94,8% 111,52

Penanganan menda_pi)(at anha

Narapidana Resiko pendidikan

Tinggi

Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan dihitung dengan cara sebagai
berikut.

Jumlah napi yang mendapatkan hak pendidikan
x 100%

Jumlah napi yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal
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1339
m x 100% = 94,8°/o

Data jumlah narapidana yang mendapatkan hak pendidikan didapatkan melalui rekapitulasi

laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 35. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang
Mendapatkan Hak Pendidikan Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Sasaran Inc!|kat_or — — — —
Kegiatan e 2| 8| 8 |3| 8|S 3| 8 s 2| 8 | §
Kegiatan o 2 | 83 2|2 | 83| 2| 2 se| @ 2 | 8%
s|5|e¥ 5 |5 | e8| 5|5 |88 5| 5§ | 8%
Fi2|lo F g o i o Fl g2 | o
Meningkatnya
Pelayanan
Pembinaan Persentase
gep”.bad'a”’ . narapidana 75 | 75 80 | 66, | 83, | 85| 94, | 111,
elatihan Vokasi, yang % | % 100 o | 929 65 % 8% 52
Pendidikan dan mendapatkan
Penanganan hak pendidikan
Narapidana Resiko
Tinggi

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, persentase narapidana yang mendapatkan hak
pendidikan mengalami fluktuasi capaian pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 36. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang
Mendapatkan Hak Pendidikan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator ;
Sasaran . Target Target . _ . | Capaian
No . Kinerja Realisasi
Kegiatan . Renstr PK 9
egiata Kegiatan enstra (%)
Meningkatnya
Pelayanan
Pembinaan Persentase
Kepribadian, narapidana yang
1 ﬁﬁ'ﬁé'.?fkl r\]/%l;?]su mendapatkan hak 85% 85% 94,8% 111,52
Penanganan pendidikan
Narapidana Resiko
Tinggi

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, indikator kinerja persentase narapidana yang mendapatkan
hak pendidikan telah memenuhi target yaitu 94,8% dari target 85%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan tidak memiliki
perbandingan dengan standar nasional.

Penyebab keberhasilan

Salah satu penyebab keberhasilan tercapainya indikator kinerja kegiatan ini adalah
dikarenakan adanya pemberian pendidikan standar oleh petugas bekerja sama dengan
mahasiswa magang dari berbagai universitas di Palembang dan berupaya memberikan
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pembinaan terhadap Warga Binaan secara optimal serta melakukan pendekatan ter
Warga Binaan dengan melakukan pendidikan yang berkualitas dengan bekerjasama
dengan membentuk PKBM Paket A, B, dan C.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan, tidak terlepas dari pendataan
dari seksi pembinaan narapidana dan anak didik terhadap seluruh narapidana. Pemberian
pendidikan standar seperti baca, tulis dan menghitung oleh pegawai serta menyediakan
pojok baca untuk mengembangkan potensi baca bagi narapidana.

Indikator Kinerja Kegiatan 3.5: Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah
perilakunya menjadi sadar, patuh dan dispilin
1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 37. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang
Berubah Perilakunya Menjadi Disiplin Tahun 2023

. Indikator Kinerja . __. | Capaian

No Sasaran Kegiatan Kegiatan Target | Realisasi (%)

Meningkatnya

Pelayanan Pembinaan E:rr:eirg:sz an

Kepribadian, Pelatihan berugah yang
1 | Vokasi, Pendidikan dan ilak 17% 97,98% 576,29

Penanganan peria du_nyaé

Narapidana Resiko menjhadl Sad.af’ i

Tinggi patuh dan disiplin

Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan
dispilin dihitung dengan cara sebagai berikut.

Jumlah napi resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin

1009
Jumlah napi resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan x &

% x 100% = 97,98%

Data jumlah narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin

didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di
jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 38. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang
Berubah Perilakunya Menjadi Disiplin Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Indikator
Kegistan | Jnena | @l e | |@le | o|F |5 [5| 3| s
Kegiatan | 5 | @ | §3| o | 2 | 53| 2| 2 Te | 9| @ 9
s | 8|2 5|8 | 8| S| ® 8T | s | ® o
Fl g8 Fl 2|3 I S - e S
Meningkatnya Persentase
Pelayanan narapidana
Pembinaan yang
Kepribadian, berubah ) ) ) 13 | 13 15 | 100 17 | 97,
Pelatihan perilakunya % | % | 100 | o | o | 66667 | o | ggy | 57629
Vokasi, menjadi
Pendidikan dan | sadar, patuh
Penanganan dan disiplin
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2020 2021 2022
Sasaran Inc_llkat_or = = - —
. Kinerja - ] c - 7] c - 7] c - 7] c
Kegiatan Kegiat ] © 8 _| @ © S_ | ® S __ [ © ]
egiaten | 5\ & 52 2| % 5@ 2|8 |5g 8| % | §
© © %v (] 1] %v © g %v & 8 %
Flg|o Flg | o Fle o e ©
Narapidana
Resiko Tinggi

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, realisasi kinerja untuk indikator persentase
narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin mengalami sedikit
kenaikan seiring dengan target yang meningkat setiap tahunnya. Untuk periode Tahun

2023, telah dicapai sebesar 97,98% dari target 17%.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 39. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang
Berubah Perilakunya Menjadi Disiplin Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator ;
Sasaran L Target Target . . | Capaian
No . Kinerja Realisasi o

Kegiatan Kegiatan Renstra PK (%)

Meningkatnya

Pelayanan Persentase

Pembinaan narapidana yang

Kepribadian,Pelatihan | berubah o o o

1 Vokasi, Pendidikan perilakunya 17% 17% 97.98% 576,29

dan Penanganan menjadi sadar,

Narapidana Resiko patuh dan disiplin

Tinggi

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, indikator kinerja persentase narapidana yang berubah
perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin telah jauh melampaui target yaitu sebesar
97,98% dari target 17%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh
dan disiplin tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

Penyebab keberhasilan

Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan
disiplin meningkat dengan penegakan aturan disiplin yang sesuai dengan standar
operasional prosedur dan pengawasan petugas yang lebih intensif.

. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan
disiplin, tidak terlepas dari pemberian hukuman yang sesuai dengan standar kepada
narapidana yang melanggar aturan. Pengawasan petugas yang baik sehingga narapidana
terdorong untuk lebih patuh dan disiplin.
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Indikator Kinerja Kegiatan 3.6: Persentase narapidana yang memperoleh pendidika
pelatihan vokasi bersertifikasi
1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 40. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang
Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Tahun 2023

. Indikator Kinerja . _ . | Capaian
No Sasaran Kegiatan Kegiatan Target | Realisasi (%)
Meningkatnya . Persentase
Pelayanqn Pemblqaan narapidana yang
Kepribadian, Pelatihan memperoleh
1 \;gl;zilé:r?:r?ldlkan dan pendidikan dan 31% 18,7% 60,3
: . pelatihan vokasi
_Il\_li?]rga;ildana Resiko bersertifikasi

Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
dihitung dengan sebagai berikut.

Jumlah narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

1009
Jumlah narapidana x %

2477
13267

Data jumlah narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

x100% = 18,7%

didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di
jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 41. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang
Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun

Sebelumnya
2020 2021 2022 2023
Sasaran Inqmat_or _ — — —
Kegiatan | "2 15 | %2 1§ |5 (% |5 |3 |§ |§.|s|§ |8
9 Kegiatan | & | & SS| © | @ sS| ©® | @ s3] | 2 | s3
s |5 |85 |5 [e%|s |5 | 88| & | § | &%
- ) & ~ ) 3 [ cb o [ ) &
o o o O o o o (8]
Meningkatnya
Pelayanan Persentase
Pembinaan narapidana
Kepribadian, yang
Pelatihan memperoleh 100 | 104, | 104, 18,7
Vokasi, pendidikan % 629% 62 25% | 25% | 100 | 28% | 17% | 61 31% % 60,3
Pendidikan dan | dan pelatihan
Penanganan vokasi
Narapidana bersertifikasi
Resiko Tinggi

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, target untuk indikator kinerja persentase
narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi mengalami
kenaikan setiap tahun. Akan tetapi realisasi kinerja Tahun 2023 masih belum dapat

memenuhi target. Adapun realisasi yang telah dicapai adalah sebesar 18,7% dari target
31%.
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3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 42. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang
Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi Tahun 2023 dengan

Target Jangka Menengah

Indikator :
ran L Tar Tar . ian
No E:sia; t:n Kinerja R:ngterta a:bget Realisasi Ca(p‘),/a)a
9 Kegiatan N
Meningkatnya
Eglr?k/)?nn::n Persentase
Kepribadian narapidana yang
1 | Pelatihan Vokasi, memperoleh 31% 31% 18,7% 60,3
Pendidikan dan pendidikan dan
Penanganan pelatihgn vo_kasi
Narapidana Resiko bersertifikasi
Tinggi

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase narapidana yang
memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi belum dapat memenuhi target.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi
bersertifikasi tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab kegagalan
Pada periode Tahun 2023, indikator kinerja narapidana yang memperoleh pendidikan dan
pelatihan vokasi bersertifikasi tidak mencapai target. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh
kurangnya anggaran pelatihan, terbatasnya sarana kerja Warga Binaan yang masih layak
digunakan kembali, serta kurangnya minat Warga Binaan untuk mengikuti pelatihan dan
pendidikan vokasi.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi,
berhubungan dengan pemberian pembinaan kepribadian yang baik oleh seksi kegiatan
kerja pada setiap UPT Pemasyarakatan dan instansi terkait dalam pemberian pelatihan dan
penerbitan sertifikat sebagai bukti bahwa narapidana tersebut telah mengikuti dan mahir
dalam pelatihan kegiatan tersebut.

Indikator Kinerja Kegiatan 3.7: Persentase narapidana yang bekerja dan produktif

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 43. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang
Bekerja dan Produktif Tahun 2023

. Indikator Kinerja . ... | Capaian
No Sasaran Kegiatan Kegiatan Target Realisasi (%)
Meningkatnya
Pelayanan Pembinaan E:::eir(]jt:r?: an
1 | Kepribadian, Pelatihan beke‘:.a dany 9 72% 76,8% 106,7
Vokasi, Pendidikan dan o dujktif
Penanganan P
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Indikator Kinerja
Kegiatan

Capaian

No Sasaran Kegiatan (%)

Target Realisasi

Narapidana Resiko
Tinggi

Persentase narapidana yang bekerja dan produktif dihitung dengan cara sebagai berikut.

Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif
Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi
510

—ez X 100% = 76,8%

x 100%

Data jumlah narapidana yang bekerja dan produktif didapatkan melalui SDP dan rekapitulasi
laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 44. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang
Bekerja dan Produktif Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Sasaran Ir||(§|kat_or — — — =
h inerja e | ® | c - 7] c - | @ c = 7] c
Kegiatan . ® | © | ® @ < [} @ < [} @ ] ]
Kegiatan | 9| 55 © ] s5| o @ =% o ] =5
S| s| 2T 5|5 |2%|s|§ |2 & | § | g%
e S e S R S - e S
Meningkatnya
Pelayanan
Pembinaan
Keprivadian, | Persentase
Pelatihan yang -] - |8 e2% | 100 | 87| B | gg | 72% | 76.8% | 1067
Vokasi . Yo %o %o
> bekerja dan
Pendidikan dan roduktif
Penanganan P
Narapidana
Resiko Tinggi

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, seiring dengan target yang meningkat setiap
tahun, realisasi kinerja untuk indikator persentase narapidana yang bekerja dan produkiif
mengalami fluktuasi. Meskipun demikian, realisasi kinerja tersebut sudah memenuhi target,
yakni tercapai sebesar 76,8% dari target 72%.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 45. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang
Bekerja dan Produktif Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator ;
Sasaran .. Target Target . __. | Capaian
No . Kinerja Realisasi o
Kegiatan Kegiatan Renstra PK (%)
Meningkatnya
Pelayanan
Pembinaan
Kepribadian, Perse'rgjtase
1 | Pelatihan Vokasi, ggrkz‘:.'a%'; yang 72% 72% 76,8% 106,7
Pendidikan dan o Jkt.f
Penanganan produiti
Narapidana Resiko
Tinggi

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja untuk indikator persentase narapidana yang
bekerja dan produktif telah memenuhi target yaitu tercapai 76,8% dari target 72%.
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4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja persentase narapidana yang bekerja dan produktif tidak memiliki
perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan
Capaian kinerja untuk indikator persentase narapidana yang bekerja dan produktif telah
mencapai target didukung oleh pemberian program pembinaan kepribadian dan
memperhatikan perhitungan narapidana yang sudah layak untuk bekerja secara produkitif.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Persentase narapidana yang bekerja secara produktif, tidak lepas dari pola pembinaan
kepribadian oleh petugas Lapas/Rutan dengan memperhatikan kepribadian narapidana dan
syarat substantif administratif sehingga bisa diberikan kegiatan kerja yang baik.

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai

standar

Sasaran Kegiatan 4
Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar

Gambar 8. Sasaran Kegiatan 4 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Sasaran Kegiatan 4

. Persentase benda sitaan
Meningkatnya pelayanan dan barang rampasan yang
pengelolaan basan baran dikeluarkan berdasarkan

di wilayah sesuai standar putusan yang berkuatan
hukum tetap

Persentase benda sitaan
dan barang rampasan
yang terjaga kualitas dan
kuantitasnya

IKK 1 IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan 4.1: Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang
terjaga kualitas dan kuantitasnya
1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 46. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Benda Sitaan dan
Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya Tahun 2023

. Indikator Kinerja . __. | Capaian
No Sasaran Kegiatan Kegiatan Target Realisasi (%)
Meningkatnya Persentase benda
sitaan dan barang
elayanan pengelolaan o o
1 Easgn bara% digwilayah rampasan yang 80% 100% 125
sesuai standar terjaga kualitas dan
kuantitasnya

Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya
dihitung dengan cara sebagai berikut.

Jumlah rekomendasi lelang basan baran
Jumlah penilaian depresiasi basan baran

x 100%
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% x 100% = 100%

Data jumlah benda sitaan dan barang rampasan tersebut didapatkan melalui rekapitulasi

laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 47. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Benda Sitaan dan
Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya Tahun 2023 dengan

Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Indikator
I Kinerja | @ s | @ c . @ = - | @ | £
Kegiatan Keai o | S| 8 _| @ I 8 _ | ® « 8 _| @ 8 | 8
egiatan | 2| s D D T o O 2 Tco| O 2 © o
= Q% s = Q9 = = Qo = = Q9
518189 E |8 |85F |8 |85 8|8 |8°
Flg|o (i o o o x | O
) Persentase
lg/l;g;lr;gnl;e;tnya benda sitaan
pengelolaan dan barang 80 | 100
basan baran di | r@mpasan - - - 60% | 60% | 100 | 70% | 97% | 135 % % 125
wilayah sesuai yang terjaga
standar kualitas dan
kuantitasnya

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, seiring dengan target yang meningkat setiap
tahunnya, realisasi kinerja indikator persentase benda sitaan dan barang rampasan yang
terjaga kualitas dan kuantitasnya juga meningkat. Pada periode Tahun 2023, telah
terealisasi sebesar 100% dari target 80%.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 48. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Benda Sitaan dan
Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya Tahun 2023 dengan

Target Jangka Menengah

Indikator

Sasaran .. Target Target . __. | Capaian
No . Kinerja Realisasi o
Kegiatan Kegiatan Renstra PK (%)
Meningkatnya Persentase benda
pelayanan sitaan dan barang
1 pengelolaan basan rampasan yang 80% 80% 100% 125
baran di wilayah terjaga kualitas
sesuai standar dan kuantitasnya

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase benda sitaan dan
barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya telah melampaui target yaitu 100%
dari target 80%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan
kuantitasnya tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
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5. Penyebab keberhasilan

Indikator persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan
kuantitasnya tercapai karena pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan
dengan melakukan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan indikator ini tidak terlepas dari adanya dasar hukum atau aturan yang
mengatur pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara yakni
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Indikator Kinerja Kegiatan 4.2: Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang

dikeluarkan berdasarkan putusanyang berkuatan hukum tetap
1.

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 49. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Benda Sitaan dan
Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum
Tetap Tahun 2023

No Sasaran Kegiatan Indlll((aetgira:::erja Target | Realisasi Cagz;an
Persentase benda
sitaan dan barang
Meningkatnya rampasan yang
pelayanan pengelolaan | dikeluarkan o o
1| basan baran di wilayah | berdasarkan 80% 92,10% 115,12
sesuai standar putusan yang
berkuatan hukum
tetap

Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan
yang berkuatan hukum tetap dihitung dengan cara sebagai berikut.

Jumlah benda sitaan yang telah eksekusi

- - x100%
Jumlah benda sitaan yang telah inkrah (berkekuatan hukum tetap)

22 x100% = 92,10%
Data jumlah benda sitaan dan barang rampasan tersebut didapatkan melalui rekapitulasi
laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 50. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Benda Sitaan dan
Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum
Tetap Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya
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2020 2021 2022 2023
Indikator
Sas.aran Kinerja - | @ | £ - | @ c - ‘® c - 7] c
Kegiatan - 2 | ® | 8 _| @ | ® S _| @ « s _| © @ S
Kegiatan o2 89 2|2 9| D = 8¢ D & ®
S| 8|2 8|8 (8% & |8 (2= & | ® | &%
Fl g8 |2 S [ 2 S - K> S
Persentase
benda sitaan
Meningkatnya dan barang
pelayanan rampasan
pengelolaan yang 40 40 o 100 o 92,
basan baran di | dikeluarkan % Y% 100 | 60% % 166 | 80% 10% 115,12
wilayah sesuai berdasarkan
standar putusan yang
berkuatan
hukum tetap

Sebagaimana pada tabel di atas, realisasi kinerja untuk indikator persentase benda sitaan
dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap
mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 51. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Benda Sitaan dan
Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum
Tetap Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator i
- = T I T r ) : ian
No I?:siill;:\r:l Kinerja R:ngterta a;:'%et Realisasi Cag/a:)a
: Kegiatan
Persentase benda
; sitaan dan barang
Meningkatnya
pelayagnan y Ejalin?asakn yang
1 pengelolaan basan ieluarkan 80% 80% 92,10% 115,12
baran di wilayah b‘jtrgsa:ﬁrk::
sesuai standar p yang
berkuatan hukum
tetap

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja untuk indikator persentase benda sitaan
dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap
telah melampaui target yakni sebesar 92,10% dari target 80%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan
berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap tidak memiliki perbandingan dengan

standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

e Selalu berkoordinasai dengan pihak terkait terhadap basan dan baran yang telah
memiliki kekuatan hukum;

¢ Mengadakan penilaian basan baran dengan pihak-pihak terkait;

e Melakukan lelang basan baran yang memliki kekuatan hukum tetap;

Memusnahkan basan baran yang dianggap sudak tidak memiliki nilai ekonomis.
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6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Optimalisasi tata kelola Rupbasan dalam pelayanan penyimpanan, pengelolaan dan
perawatan terhadap benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dititipkan oleh
penegak hukum dan guna memberikan perlindungan terhadap aset negara.

Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak
pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar

Gambar 9. Sasaran Kegiatan 5 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Sasaran Kegiatan 5

Persentase_ klien usia Meningkatnya pelayanan
produktif yang pembimbingan klien Persentase menurunnya
memperoleh atau pemasyarakatan dan pemenuhan anak yang mendapatkan

melanjutkan pekerjaan di hak pendidikan klien anak pada luar putusan pidana penjara
luar lembaga lembaga di wilayah sesuai standar

IKK 1 IKK 2

Persentase klien anak
yang terpenuhi hak
pendidikannya

IKK 3

Indikator Kinerja Kegiatan 5.1: Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau
melanjutkan pekerjaan di luar lembaga
1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 52. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Klien Usia Produktif
yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga Tahun 2023

No Sasaran Kegiatan Ind"&fgi;g:e"a Target | Realisasi Cagz;an
Meningkatnya
pelayanan Persentase klien
pembimbingan klien usia produktif yang
pemasyarakatan dan memperoleh atau o o

1 pemenuhan hak melanjutkan 60% 73,6% 122.7

pendidikan klien anak pekerjaan di luar
pada luar lembaga di lembaga
wilayah sesuai standar

Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar
lembaga dihitung dengan sebagai berikut.

Jumlah klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga

9
Jumlah klien usia produktif x 100%

4347
m x 100% = 73,60/0

Data jumlah klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar
lembaga tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis
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Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Su

Selatan.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 53. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Klien Usia Produktif
yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga Tahun 2023 dengan
Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Indikator
Sas_a ran Kinerja - | @ | € - | @ c e | ®| € - 7} c
Kegiatan Keaqi o (8|8 _|2|8 | 8_ || 8S|8s_| B 8 | &
egiatan o 2 s8¢ > 2 s | 92| sl D @ © o
STl 22| 5| & o9 S| T 29 = = o9
88T E|E 8|8 |8|18° R~ 88T
x| O c | O x| © o o
penroiena | pasanase
pembimbingan klle(r; ukS.'fa
Klien produkti
pemasyarakatan %aggperoleh 40 | 40 50 | 64 73
dan pemenuhan - - - o o 100 o o 128 | 60% o 122,7
hak pendidikan ;t::Janjutkan o | % o | % 6%
klien anak pada b :
luar lembaga di ﬁ;krerjaan di
wilayah sesuai
stan}::iar lembaga

Sebagaimana pada tabel di atas, realisasi kinerja untuk indikator persentase klien usia
produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga mengalami
fluktuasi. Pada periode Tahun 2023, diperoleh realisasi kinerja sebesar 73,6% dari target
60%.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 54. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Klien Usia Produktif
yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga Tahun 2023 dengan
Target Jangka Menengah

Indikator ;
Sasaran . Target Target . _ . | Capaian
No . Kinerja Realisasi o
Kegiatan Kegiatan Renstra PK (%)
Meningkatnya
pglri)tl)?r:?)inn an Persentase klien
Elien 9 usia produktif
pemasyarakatan %a:r?l eroleh
1 | danpemenuhan | 72T 60% 60% 73,6% 1227
hak pendidikan .
i melanjutkan
klien anak pada . .
luar Iembaga di pekerjaan di luar
wilayah sesuai lembaga
standar

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase klien usia produktif
yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga telah melampaui target yaitu
sebesar 73,6% dari target 60%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan
pekerjaan di luar lembaga tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
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5. Penyebab keberhasilan
Adapun penyebab keberhasilan pencapaian dari indikator persentase klien usia produktif

yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga adalah:

Tersedianya laporan data klien pemasyarakatan pada register pembimbingan;
Peningkatan disiplin kerja pegawai Bapas;

Monitoring dan evaluasi terhadap pembimbingan serta pengawasan kepada klien
pemasyarakatan;

Sinergitas klien pemasyarakatan dengan pihak Pembimbing Kemasyarakatan terkait
wajib lapor.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Meningkatkan peran PK dalam pengawasan terhadap klien pemasyarakatan untuk
kooperatif;

Meningkatkan peran PK dalam pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan agar
lebih siap dalam melaksanakan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB),
Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Asimilasi;

Perlunya peningkatan kualitas kinerja pegawai PK dengan berkoordinasi dengan PK
BKO, Asisten PK, dan pihak terkait sehingga menambah wawasan PK saat
menghadapi klien.

Indikator Kinerja Kegiatan 5.2: Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan

pidana penjara

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 55. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Menurunnya Anak

yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara Tahun 2023

No Sasaran Kegiatan Indlll((:t;)i;i;l:erja Target | Realisasi Cagz;an
Meningkatnya
pe'ay’?‘”af‘ . Persentase
pembimbingan klien menurunnya anak
1 pemasyarakatan dan yang mendapatkan 55% 94,7% 172,18
pemenuhan hak putusan pidana
pendidikan klien anak eniara
pada luar lembaga di pen!
wilayah sesuai standar

Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara dihitung dengan

cara sebagai berikut.

Jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara

x 100%

126

Jumlah pendampingan anak

T X 100% = 94,7%

Data jumlah kanak yang mendapatkan putusan pidana penjara tersebut didapatkan melalui

rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
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2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelu

Tabel 56. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Menurunnya Anak

yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun

Sebelumnya
2020 2021 2022 2023
Sasaran Indikator
. inerj - | @ c - | @ - | @ c - 7] c
Kegiatan Kineria | & | @ | § | 5| 8 5|8 |S_|B| 8 | §_
Kegiatan o2 T 2| 2 S| o @2 T | o 2 ©
= = o s = o~ s = Qs = = Qs
El8 85| 8|85 E|8|8° 8| 8|8
| © o x | O x | O
Meningkatnya
pelayanan
pembimbingan Persentase
klien menurunnya
pemasyarakatan anak yang
dan pemenuhan mendapatkan ‘E’/O §/0 100 (2/0 105 ?04/ 1175
hak pendidikan putusan ° ° ° °
klien anak pada pidana
luar lembaga di penjara
wilayah sesuai
standar

Sebagaimana pada tabel di atas, pada tahun 2023 terdapat penurunan target untuk

indikator kinerja persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara

yakni dari target 2022 sebesar 60% menjadi 55%. Adapun realisasi kinerja pada Tahun

2023 telah memenubhi target, yakni tercapai sebesar 94,7% dari target 55%.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 57. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Menurunnya Anak

yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara Tahun 2023 dengan Target Jangka

Menengah
Indikator ;
Sasaran L Target Target .. | Capaian
No . Kinerja Realisasi o
Kegiatan Kegiatan Renstra PK (%)
Meningkatnya
pelayanan
Eﬁgb'mbmgan Persentase
pemasyarakatan ;nneankurl;r:]nya
1 | dan pemenuhan men d); a?kan 55% 55% 94,7% 172,18
hak pendidikan putusaﬁ
klien anak pada . .
luar Iembaga di pidana penjara
wilayah sesuai
standar

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun

Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase menurunnya anak

yang mendapatkan putusan pidana penjara telah memenuhi target.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara

tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

Penyebab keberhasilan

Terpenuhinya target indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh beberapa hal, di antaranya:
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¢ Peningkatan disiplin kerja pegawai/petugas Pada Lapas/Rutan/Bapas;

¢ Penyelesaian Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Anak Bermasalah dengan Hukum
(ABH) tepat waktu;

o Sinergitas klien anak, anak korban, dan orang tua dengan pihak Pembimbing
Kemasyarakatan semakin baik;

¢ Terlaksananya pendampingan diversi, mediasi, dan sidang Pengadilan Negeri.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian tujuan tersebut melalui:

e Meningkatkan peran PK dalam pendampingan dan pengawasan terhadap klien Anak
dalam melaksanakan diversi, mediasi serta siding Pengadilan Negeri 20;

e Peningkatan kualitas kinerja pegawai PK dengan berkoordinasi dengan PK BKO,
Asisten PK, dan pihak terkait sehingga menambah wawasan PK saat menghadapi
klien Anak;

e Peningkatan koordinasi melalui monitoring dan evaluasi dengan pihak terkait
(Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, BNNK, Peksos, Pusat Pelayanan

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).

Indikator Kinerja Kegiatan 5.3: Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya
1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 58. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Klien Anak yang
Terpenuhi Hak Pendidikannya Tahun 2023

No Sasaran Kegiatan Ind":("::;i;i::e"a Target | Realisasi Cagz;an
Meningkatnya
pelayanan
pembimbingan klien Persentase klien
pemasyarakatan dan anak yang o o

1 pemenuhan hak terpenuhi hak 35% 62% 177,14

pendidikan klien anak pendidikannya
pada luar lembaga di
wilayah sesuai standar

Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya dihitung dengan cara sebagai
berikut.

lah anak lanjutk didik
Jumlah anak yang melanjutkan pendidikan x100%

Jumlah klien anak

= x100% = 62%
Data jumlah klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya tersebut didapatkan melalui
rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 59. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Klien Anak yang
Terpenuhi Hak Pendidikannya Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya
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2020 2021 2022
Sasaran Indikator
Keai Kinerja - | @ c - | @ c = @ c - @ | £
egiatan Keai [} 4 S _ | o ® 8 _| @ < 8 _| © © 8
egiatan o | 2 s | 2 s @ | 2 sl | 2 ®Q
S |3 |8 S8 |&> S |8 | &% = | §8 | &%
Meningkatnya
pelayanan
pembimbingan
klien Persentase
pemasyarakatan | klien anak
dan pemenuhan | yang R o8 | 109 25 | 25% | 100 | 30% | 30 | 101 | 35% | 629% | /)
hak pendidikan | terpenuhi hak ° ° ° °
klien anak pada | pendidikannya
luar lembaga di
wilayah sesuai
standar

Sebagaimana pada tabel di atas, target dan capaian pada tahun 2023 mengalami kenaikan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 60. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Klien Anak yang

Terpenuhi Hak Pendidikannya Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator .
Sasaran L Target Target .. | Capaian
= Kegiatan K':'g;';': n Renstra PK el (%)
Meningkatnya
pelayanan
pembimbingan
klien Persentase
pemasyarakatan | klien anak
1 | dan pemenuhan | yang terpenuhi 35% 35% 62% 177,14
hak pendidikan hak
klien anak pada pendidikannya
luar lembaga di
wilayah sesuai
standar

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi indikator kinerja persentase klien anak yang
terpenuhi hak pendidikannya telah mencapai target. Adapun realisasi kinerja yang telah
dicapai selama periode Tahun 2023 adalah 62% dari target 35%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya tidak memiliki
perbandingan dengan standar nasional.

Penyebab keberhasilan

Terpenuhinya target indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh adanya sosialisasi tentang
pendidikan ke anak binaan dan klien anak tentang pentingnya hak mereka untuk
memperoleh pendidikan.

. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian tujuan tersebut di antaranya:
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e Memberi pengetahuan kepada orang tua klien anak terkait pentingnya pendidika
anak;

e Meningkatkan peran PK dalam pendampingan dan pengawasan terhadap klien anak
selama pelaksanaan PB, CB, dan asimilasi.

e Peningkatan kualitas kinerja pegawai PK dengan berkoordinasi dengan PK BKO,
Asisten PK, dan pihak terkait sehingga menambah wawasan PK saat menghadapi klien
anak

e Peningkatan koordinasi melalui monitoring dan evaluasi dengan pihak terkait (Dinas
Pendidikan) setempat.

Sasaran Kegiatan 6

Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di
wilayah sesuai standar

Gambar 10. Sasaran Kegiatan 6 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Persentase anak yang
memperoleh hak
integrasi

IKK 2

Sasaran Kegiatan 6

Persentase anak yang Meningkatnya Pemenuhan Persentase anak yang
mengikuti kegiatan Hak Pendidikan Anak di memperoleh hak

pendidikan keterampilan LPKA dan Pengentasan pengasuhan sesuai
dan bersertifikat Anak di wilayah sesuai standar

standar
IKK 1 IKK 3

Persentase anak yang
mengikuti pendidikan
formal dan non formal

IKK 4

Indikator Kinerja Kegiatan 6.1: Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan
keterampilan dan bersertifikat
1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 61. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Mengikuti
Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat Tahun 2023
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No Sasaran Kegiatan Indlll((aetgi;::rr:erja Target Realisasi Ca(ez;an
Meningkatnya Persentase anak
Pemenuhan Hak yang mengikuti
Pendidikan Anak di kegiatan o o
1| LPKA dan pendidikan 80% 100% 125
Pengentasan Anak di keterampilan dan
wilayah sesuai standar | bersertifikat

Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat
dihitung dengan cara sebagai berikut.

umlah anak yang terampil
J yang P x 100%

Jumlah anak yang mengikuti pendidikan keterampilan
= x100% = 100%

Data jumlah anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat
tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis
Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera
Selatan.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 62. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Mengikuti
Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat Tahun 2023 dengan Tahun-

Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Sasaran Il:(c_ilkat_or — — — —
Kedai inerja - 7} c - (7] c - 7} c - 7] c
egiatan A ] © © o © © > © © ] © ©
Kegiatan o L | 33| @ 2 Q o | 2 To| D ] Q)
S| §| 8| & Ed gL | s | 3 e | &5 s | e
F|lg|o = © o i o = g | ©
Meningkatnya Persentase
Pemenuhan anak yang
Hak Pendidikan | mengikuti
Anak di LPKA kegiatan o o 75 | 62,5 o 100
dan pendidikan - - - 70% | 70% 100 % % 83 80% % 125
Pengentasan keterampilan
Anak di wilayah | dan
sesuai standar | bersertifikat

Sebagaimana pada tabel di atas, seiring dengan target yang meningkat, realisasi kinerja
indikator persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan
bersertifikat juga mengalami kenaikan. Pada periode Tahun 2023, telah tercapai realisasi
sebesar 100% dari target 80%.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 63. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Mengikuti
Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat Tahun 2023 dengan Target
Jangka Menengah

Indikator ;
Sasaran .. Target Target . __. | Capaian
e Kegiatan Kiggi: I;l:n Renstra PK e (%)
Meningkatnya Persentase
Pemenuhan Hak | anak yang
1 | Pendidikan Anak | mengikuti 80% 80% 100% 125
di LPKA dan kegiatan
Pengentasan pendidikan
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Indikator ;
Sasaran . Target Target . _ . | Capaian
0 Kegiatan K':I;;rtlaa‘n Renstra PK ALEllEEE (%)
Anak di wilayah keterampilan
sesuai standar dan
bersertifikat

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase anak yang mengikuti
kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat telah melampaui target yaitu sebesar
100% dari target 80%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan
bersertifikat tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

Penyebab keberhasilan

Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikasi
meningkat dikarenakan pemberian program pembinaan kepribadian dan narapidana yang
diberikan asimilasi untuk bekerja di Lapas/Rutan/LPKA telah berhasil mengumpulkan
pemasukan yang akan disetorkan sebagai PNBP, meski target PNBP tahun ini belum
maksimal, Namun narapidana tersebut dinilai telah menjalankan tugas dengan baik serta
mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran digunakan dengan baik sehingga program
pelatihan untuk WBP dapat terselenggarakan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikasi,
berhubungan dengan pemberian pembinaan kepribadian yang baik oleh seksi kegiatan
kerja pada setiap UPT Pemasyarakatan dan instansi terkait dalam pemberian pelatihan dan
penerbitan sertifikat sebagai bukti bahwa Anak tersebut telah mengikuti dan mahir dalam
pelatihan kegiatan tersebut.

Indikator Kinerja Kegiatan 6.2: Persentase anak yang memperoleh hak integrasi

1.

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 64. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang
Memperoleh Hak Integrasi Tahun 2023

Indikator Kinerja
Kegiatan

Capaian

No Sasaran Kegiatan (%)

Target | Realisasi

Meningkatnya
Pemenuhan Hak
Pendidikan Anak di
LPKA dan
Pengentasan Anak di
wilayah sesuai standar
Persentase anak yang memperoleh hak integrasi dihitung dengan cara sebagai berikut.

Persentase anak
yang memperoleh 100% 100% 100
hak integrasi

umlah anak yang memperoleh hak integrasi
] yang p g x 100%

Jumlah anak yang memenuhi syarat subtantif dan administratif untuk diusulkan integrasi

56
% x100% = 1000/0
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Data jumlah anak yang memperoleh hak integrase tersebut didapatkan melalui S
rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 65. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang

Memperoleh Hak Integrasi Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Indikator
Sasaran Kinetia | o | 3| € |« |3 | |w |3 | | | 3 | ¢
Kegiatan p | 8| ® T} «© ) © «© I @ < S
Kegiatan ol 2| 9l O 2 T 0| O @ T 9| D @ Q)
G| ® %L ] © %L © © %&, © © %&,
Flglo | F e | o g o = e | o
Meningkatnya
Pemenuhan
Hak
Pendidikan Persentase
Anak di LPKA | anak yang ) ) ) 100 | 100 100 100 100 o
dan memperoleh Y% Y% 100 % % 100 % 100% 100
Pengentasan hak integrasi
Anak di
wilayah sesuai
standar

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 66. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang
Memperoleh Hak Integrasi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator :
Sasaran L Target Target .. | Capaian
No . Kinerja Realisasi o
Kegiatan Kegiatan Renstra PK (%)
Meningkatnya
Pemenuhan Hak
Pendidikan Anak zr‘?;ie”;ise
1 | di LPKA dan memgero?eh 100% | 100% 100% 100
Pengentasan . :
Anak di wilayah | Nak integrasi
sesuai standar

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase anak yang
memperoleh hak integrasi telah mencapai target, yaitu sebesar 100%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase anak yang memperoleh hak integrasi tidak memiliki
perbandingan dengan standar nasional.

Penyebab keberhasilan

Tercapainya target indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh pemenuhan syarat
administrasi dan subtantif narapidana, kelakuan baik anak, dan penilaian yang dilakukan
oleh wali pemasyarakatan.
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6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Pemenuhan syarat administratif dan susbtantif oleh seluruh anak dan terintegrasi langsung
oleh Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), pemenuhan berkas pendukung oleh aparat
penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian. Ditambah dengan lembar
penilaian yang dinilai baik oleh para wali pemasyarakatan.

Indikator Kinerja Kegiatan 6.3: Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan
sesuai standar
1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 67. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang
Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar Tahun 2023

, Indikator Kinerja .. Capaian
No Sasaran Kegiatan Kegiatan Target Realisasi (%)
Pemenuhan Hak Persentase anak
Pendidikan Anak di yang mempero?eh
1 | LPKA dan 90% 100% 111,11
Pengentasan Anak di Zgls(u%eig?:rfng :
wilayah sesuai standar

Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar dihitung dengan cara
sebagai berikut.

Jumlah anak yang memperoleh hak pengasuhan

1 0,
Jumlah anak x 100%

1—21 x 100% = 100%

Data jumlah anak yang memperoleh hak pengasuhan tersebut didapatkan melalui
rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 68. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang
Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun

Sebelumnya
2020 2021 2022 2023
Indikator
SEEEITE Kinerja - | @ c - ‘@ c o= ? c = a | €
Kegiatan ] @ © < o} < o o < < o} < I
Kegiatan o | 2 s e O = © 9| D 4 To| O a2 Q
8 | ® oo ] © oo © © o ] © oo
[ o g o [ &-‘ o = g O [ o &-‘ o
Pemenuhan
Hak Persentase
Pendidikan anak yang
Anak di LPKA memperoleh
dan hak 70% | 70% | 100 | 80% | 90 | 125 | 30| 100 | 11h
Pengentasan | pengasuhan ° ° °
Anak di sesuai
wilayah sesuai | standar
standar
Sebagaimana pada tebel di atas,target setiap tahun mengalami kenaikan sedangkan

realisasi kinerja cenderung stabil dan memenuhi target, yakni tercapai 100%.

74




3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 69. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang
Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Target Jangka

Menengah
Indikator ;
Sasaran . Target Target . . | Capaian
No . Kinerja Realisasi o
Kegiatan Kegiatan Renstra PK (%)
Pemenuhan Hak | Persentase
Pendidikan Anak | anak yang
1 | dILPKA dan memperoleh 90% 90% 100% 111,11
Pengentasan hak
Anak di wilayah pengasuhan
sesuai standar sesuai standar

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase anak yang
memperoleh hak pengasuhan sesuai standar sudah melampaui target, yaitu tercapai 100%
dari target 90%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar tidak

memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan
Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar dapat mencapai target
dikarenakan Lapas/Rutan/LPKA selalu berupaya memberikan pembinaan terhadap anak
didik pemasyarakatan secara optimal serta melakukan pendekatan terhadap anak didik
pemasyarakatan dengan melakukan konseling.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Wali pemasyarakatan yang melaksanakan pengasuhan kepada andikpas dengan
melakukan pendampingan selama andikpas menjalani proses pembinaan, baik dalam
berinteraksi dengan sesama penghuni, petugas, maupun keluarga. Di samping itu, juga
melakukan kerjasama dengan pihak terkait untuk memberikan konseling bagi anak yang
keliru tentang apa yang diyakini oleh anak tersebut (terkait masalah pribadi) sehingga
program pengasuhan di LPKA berjalan dengan baik. Wali dan asisten wali memberikan
penilaian per triwulan untuk andik dibawah usia 18 tahun dengan menggunakan instrument
penilaian pengasuhan anak dididik pemasyarakatan LPKA, dan untuk anak didik
pemasyarakatan usia 18 tahun ke atas memberikan penilaian sebulan sekali menggunakan
SPPN (Sistem Penilaian pembinaan Narapidana) sebagai data dukung laporan
perkembangan pembinaan.

Indikator Kinerja Kegiatan 6.4: Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan

non formal

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 70. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Mengikuti
Pendidikan Formal Dan Non Formal Tahun 2023
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Indikator Kinerja Capaian

No Sasaran Kegiatan Kegiatan Target Realisasi (%)
Peme_n_uhan Hak . Persentase anak
Pendidikan Anak di yang mengikut
1 II;ZEQeﬂ?;san Anak di pendidikan formal 20% oo.11% 106,79
wilayah sesuai standar dan non formal

Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal dihitung dengan cara
sebagai berikut.

Jumlah anak yang memperoleh hak pendidikan formal dan non formal 100%
x 0

Jumlah anak
= x100% = 96,11%
Data jumlah anak yang memperoleh hak pengasuhan tersebut didapatkan melalui SDP dan
rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 71. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Mengikuti
Pendidikan Formal Dan Non Formal Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Indikator
ZEEEIE Kinerja - | @ c - (] c . 7 c - ® | €
Kegiatan Keai o | ® c_| @ < 8 _| @ « 8 _| © o | &
egiatan > | 2 T 0| D & T o O @ T 9 D @ © 0
G| ® o2& 3 I o2& 3 ® o 3 T | 2%
- 1) 1] - 1) © - [} © - o) ©
o o (i o o o £ | O
Pemenuhan
Poncicikan Persentase
. anak yang
Q”ak diLPKA | hengikuti i i . | 804 .| 96, | 108,
an didikan - - - 70% | 70% | 100 | 80% o 100 | 90% 119% 79
Pengentasan | Pendidl ° °
Anak di formal dan
wilayah sesuai non formal
standar

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator kinerja persentase anak
yang mengikuti pendidikan formal dan non formal pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020.
Adapun pada tahun 2021 sampai dengan 2022 target mengalami kenaikan dan capaian
cenderung stabil. Sedangkan pada tahun 2023, realisasi kinerja mengalami sedikit
kenaikan.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 72. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Mengikuti
Pendidikan Formal Dan Non Formal Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator ;
Sasaran . Target Target . . | Capaian
b Kegiatan K':'g;rtf n Renstra PK B (%)
Pemenuhan Hak | Persentase
Pendidikan Anak | anak yang
di LPKA dan mengikuti o o o
1 Pengentasan pendidikan 90% 90% 96,11% 106,79
Anak di wilayah formal dan non
sesuai standar formal
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4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja persentase anak yang mengikuti Pendidikan formal dan non formal tidak

memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan
Tercapainya target indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh adanya kerjasama dengan
pihak ketiga khususnya yang berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja kegiatan ini ditunjang oleh pelaksanaan
sosialisasi kepada Warga Bnaan untuk selalu mengikuti kegiatan sekolah paket di Lapas,
serta koordinasi yang dilakukan dengan pihak terkait dalam rangka meningkatkan
pelayanan pendidikan terhadap Warga Binaan.

Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang
Keamanan dan Ketertiban

Sasaran Kegiatan 7

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan
Ketertiban

Gambar 11. Sasaran Kegiatan 7 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
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Indikator Kinerja Kegiatan 7.1: Persentase pengaduan yang diselesaikan
1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 73. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pengaduan yang
Diselesaikan Tahun 2023

No Sasaran Kegiatan Indlll((aet;i;:::erja Target | Realisasi Cagz;an
Meningkatnya Kualitas
Penyelenggaraan Persentase

1 | Pemasyarakatan di pengaduan yang 85% 90,32% 106,25
Bidang Keamanan dan | diselesaikan
Ketertiban

Persentase pengaduan yang diselesaikan dihitung dengan cara sebagai berikut.

Jumlah pengaduan yang diselesaikan

1009
Jumlah pengaduan yang masuk x %

g x 100% = 90,32%

Data jumlah pengaduan tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit
Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Sumatera Selatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 74. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pengaduan yang
Diselesaikan Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Indikator
Sasaran L = - — —
Kegiatan L T | S _E 5|8 .E |8 .E © @ _E
Kegiatan o2 w8 O 2 T o | 2 T | © f FEQ
s s 5|8 |2 s |S 2% &5 | § | g%
Flgl S |Flg |8 R S - e |8
Meningkatnya
Kualitas Persentase
Penyelenggaraan pengaduan ) ) ) ) ) ) 80 | 100 | o5 | ggo, | 90, | 106,
Pemasyarakatan di | yang % % ° | 32% 25
Bidang Keamanan diselesaikan
dan Ketertiban

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator persentase pengaduan
yang diselesaikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan 2021. Adapun pada Tahun
2023, terjadi sedikit penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan
terdapat perubahan target. Meski demikian, realisasi kinerja yang telah dicapai telah
melampaui target.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 75. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pengaduan yang
Diselesaikan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator ;

No| oo | Kmena | o | TR | nesiees | R
I\K/Iue;ii?gskatnya Persentase

1 | Penyelenggaraan ssggaduan 85% 85% 90,32% 106,25
dPieéri\da:zgrakatan diselesaikan
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Indikator
Kinerja
Kegiatan

Sasaran
Kegiatan

Target Target
Renstra PK

Capaian

No (%)

Realisasi

Keamanan dan
Ketertiban

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase pengaduan yang
diselesaikan telah melampaui target, yaitu tercapai 90,32% dari target 85%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase pengaduan yang diselesaikan tidak memiliki perbandingan

dengan standar nasional.

Penyebab keberhasilan

Persentase pengaduan yang diselesaikan pada tahun ini sudah semakin membaik
dikarenakan setiap aduan yang disampaikan kepada UPT Pemasyarakatan ditindaklanjuti
secara jelas dan informati dan dilakukan pengawasan dan kontrol oleh pelaksana petugas,
pejabat pengawas sampai dengan Kepala Lapas untuk memastikan layanan pengaduan
ditindaklanjuti dengan baik.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Persentase pengaduan yang diselesaikan sudah sangat baik karena saat ini pihak
Lapas/Rutan menyediakan tempat aduan yang proporsional baik secara langsung, tertulis
atau lewat media sosial. Setiap aduan akan di sampaikan dan ditindaklanjuti bersama dan
diberikan penjelasan yang baik kepada warga binaan dan masyarakarat.

Indikator Kinerja Kegiatan 7.2: Persentase pencegahan gangguan kamtib

1.

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 76. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pencegahan
Gangguan Kamtib Tahun 2023

No Sasaran Kegiatan Ind':(("::;i;:g:e"a Target Realisasi Ca(gz;an
Meningkatnya Kualitas
Penyelenggaraan Persentase

1 | Pemasyarakatan di pencegahan 80% 96,5% 120,62
Bidang Keamanan dan | gangguan kamtib
Ketertiban

Persentase pencegahan gangguan kamtib dihitung dengan cara sebagai berikut.

umlah gangguan kamtib yang dapat dicegah
J gangyg yang dap gah . 00%

Jumlah gangguan kamtib yang terjadi

% x 100% = 96,5%

Data jumlah gangguan kamtib tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit
Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Sumatera Selatan.
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2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelu

Tabel 77. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pencegahan
Gangguan Kamtib Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Indikator
Sas_aran Kinerja - | @ | € - | ® | € | @ c - 7} c
Kegiatan . o | © | ® o | ©| ® o | ® @ o < &
Kegiatan | 2 | s 9| L | g o 2 T | D ) © 9
S| 8|2 5| §|2 &S| | 2| & | § | 2
Flg|lo |[Flg|o |F|l& |©o Fle|o
Meningkatnya
Kualitas Persentase
Penyelenggaraan pencegahan ) ) ) ) ) ) 70 | 86 123 | 80% 96, | 120,
Pemasyarakatan di | gangguan % % ° 5% 62
Bidang Keamanan kamtib
dan Ketertiban

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator Persentase pencegahan
gangguan kamtib pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan 2021. Adapun pada Tahun 2023,
terjadi sedikit penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat
perubahan target. Meski demikian, realisasi kinerja yang telah dicapai telah melampaui
target.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 78. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pencegahan
Gangguan Kamtib Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator ;
Sasaran . Target Target .. | Capaian
No . Kinerja Realisasi o
Kegiatan Kegiatan Renstra PK (%)
Meningkatnya
ggi;ﬁangaraan Persentase
1 | Pemasyarakatan Sgﬂggﬁgﬂa” 80% 80% 96,5% | 120,62
di Bidang kamtib
Keamanan dan
Ketertiban

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase pencegahan gangguan
kamtib telah melampaui target, yakni tercapai sebesari 96,5% dari target 80%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase pencegahan gangguan kamtib tidak memiliki perbandingan

dengan standar nasional.

Penyebab keberhasilan

Persentase pencegahan ganguan kamtib pada ini sudah baik dikarenakan pihak
Lapas/Rutan berupaya meminimalisir gangguan kamtib dan bekerja sama dengan aparat
penegak hukum untuk upaya preventif dan pencegahan serta secara rutin melakukan
pengawasan/kontrol oleh pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala
lapas untuk memastikan tidak ada gangguan kamtib pada UPT Pemasyarakatan Kanwil
Sumatera Selatan.
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6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Tercapainya indikator persentase pencegahan ganguan kamtib ditunjang oleh pihak
Lapas/Rutan yang sudah melakukan koordinasi/bekerja sama dengan aparat penegak
hukum untuk keamanan dan ketertiban dialam Lapas/Rutan.

Indikator Kinerja Kegiatan 7.3: Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh

tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 79. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Kepatuhan dan
Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan
Kamtib Tahun 2023

No Sasaran Kegiatan Indlll((aet;i;:::erja Target Realisasi Cagz;an

Persentase

Meningkatnya Kualitas | kepatuhan dan

Penyelenggaraan disiplin terhadap

1 | Pemasyarakatan di tata tertib oleh 85% 94,80% 111,52

Bidang Keamanan dan | tahanan/narapidan

Ketertiban a/anak pelaku
gangguan kamtib

Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak
pelaku gangguan kamtib dihitung dengan sebagai berikut.

Jumlah tahanan napi anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya
Jumlah pelaku gangguan kamtib

x 100%

g x 100% = 94,80%

Data jumlah tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib tersebut didapatkan melalui
rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 80. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Kepatuhan dan
Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan
Kamtib Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Sasaran Indikator
Kegiatan Km.erja 2| 8| 8§ 5| 8|8 5| 8 g ° @ s
Kegiatan | 2 | s 9L | s o2 ®O| O @ Q)
s s |8 5|5 |28 5|5 |28 5|5 | &
- O [} - O [+ - O ] - O [+
r | O x| © o o x | O
Persentase
Meningkatnya kepatuhan dan
Kualitas disiplin terhadap
Penyelenggaraan tata tertib oleh ) ) ) ) ) ) 80 | 100 125 85 | 94, | 111,
Pemasyarakatan di | tahanan/ % % % | 80% 52
Bidang Keamanan narapidana/anak
dan Ketertiban pelaku gangguan
kamtib

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator persentase kepatuhan
dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib
pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan 2021. Adapun pada Tahun 2023, terjadi sedikit
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penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat peru
target. Meski demikian, realisasi kinerja yang telah dicapai telah melampaui target.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 81. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Kepatuhan dan
Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan
Kamtib Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Indikator Kinerja | Target | Target .. | capaian
No Kegiatan Kegiatan Renstra PK Realisasi (%)
Meninakatnva Persentase
Kualitags Y kepatuhan dan
disiplin terhadap
Penyelenggaraan tata tertib oleh
1 | Pemasyarakatan 85% 85% 94,80% 111,52
i Bi tahanan/
di Bidang ; )
Keamanan dan narapidana/ana
Ketertiban pelaku gangguan
kamtib

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase kepatuhan dan disiplin
terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/anak pelaku gangguan kamtib telah
melampaui target, yaitu tercapai sebesar 94,80% dari target 85%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/
narapidana/anak pelaku gangguan kamtib tidak memiliki perbandingan dengan standar

nasional.

Penyebab keberhasilan

Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak
pelaku gangguan kamtib membaik dikarenakan pihak Lapas/Rutan/LPKA senantiasa
meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas narapidana dan melakukan pengawasan
terhadap warga binaan di masing-masing blok hunian oleh petugas anggota jaga,
memberikan pembinaan untuk pelaku gangguan kamtib agar merasa jera dan tidak
mengulangi kesalahan sebelumnya serta melakukan koordinasi dalam peningkatan
keamanan baik di luar lapas maupun dalam lapas, seperti razia gabungan, bantuan
pengawalan, pemindahan narapidana.

. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Tercapainya indikator persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh
tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib ditunjang oleh pihak Lapas/Rutan/LPKA
yang menggiatkan razia rutin bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya,
pengecekan lalu lintas barang yang digunakan oleh narapidana, pengawasan yang ketat
bagi petugas terhadap narapidana serta menetapkan aturan turunan sesuai dengan
peraturan tentang penggunaan barang tertentu dalam Lapas/Rutan/LPKA serta
keberhasilan bisa tercapai dikarenakan sering dilakukan razia ke blok hunian baik secara

rutin maupun insidentil
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Indikator Kinerja Kegiatan 7.4: Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan

kamtib secara tuntas
1.

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 82. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemulihan Kondisi

Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Tahun 2023

No Sasaran Kegiatan Indlll((zt;i;:::erja Target Realisasi Cagz;an
Meningkatnya Kualitas | Persentase
Penyelenggaraan pemulihan kondisi
1 | Pemasyarakatan di keamanan pasca 80% 98,58% 123,22
Bidang Keamanan dan | gangguan kamtib
Ketertiban secara tuntas

Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dihitung
dengan cara sebagai berikut.

Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

0,
Jumlah gangguan kamtib x 100%

%‘i x 100% = 98,58%

Data jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib tersebut didapatkan
melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 83. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemulihan Kondisi
Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun

Sebelumnya
2020 2021 2022 2023
Indikator
Sasaran L, — - _ -
" w | 0w | c ) c
Kegiatan KKm_erja 2| 8|8 _|B|s|s | B o s | ® S | 8
egiatan | o | 2 | TS| D | L | TQ D | @ o D & Q)
s|3|8%|5|3 /8% =5 |5 |&8% 5| § |8%
Flg|o Fl&|o -~ o o - e | o
Persentase
Meningkatnya Egmﬁgran
Kualitas
Penyelenggaraan ggzg‘aa”a” oo | 190 | 4ps | 80 | 9858 | 123,
Pemasyarakatan di ) ) ) ) ) ) % % % 22
BidangyKeamanan E:rr:gi%uan ’ ’ ’
dan Ketertiban
secara
tuntas

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator persentase pemulihan
kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas pada Perjanjian Kinerja Tahun
2020 dan 2021. Adapun pada Tahun 2023, terjadi sedikit penurunan capaian dibandingkan
tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perubahan target. Meski demikian, realisasi kinerja
yang telah dicapai telah melampaui target.
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3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 84. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemulihan Kondisi

Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Tahun 2023 dengan Target

Jangka Menengah

Indikator

tuntas

Sasaran . Target Target . _ . | Capaian
No . Kinerja Realisasi o
Kegiatan Kegiatan Renstra PK (%)
. Persentase
Meningkatnya .
Kualitags ’ pemulihan
kondisi
Penyelenggaraan keamanan
1 | Pemasyarakatan asca 80% 80% 98,58% 123,22
di Bidang pan Lan
Keamanan dan E g%
Ketertiban amtib secara

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun

Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase pemulihan kondisi

keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas telah melampaui target, yaitu sebesar
98,58% dari target 80%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara

tuntas tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

Indikator kinerja persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara

tuntas dapat tercapai dikarenakan pihak Lapas/Rutan berupaya meminimalisir gangguan

kamtib dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk upaya preventif dan

pemulihan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun hal yang menunjang keberhasilan indikator ini adalah dengan berupaya melakukan

tindakan preventif sebelum gangguan kamtib terjadi serta bersinergi dengan aparat

penegak hukum lainnya untuk penanggulangan dan pencegahan gangguan kamtib.

Sasaran Kegiatan 8

Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar
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Gambar 12. Sasaran Kegiatan 8 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
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Indikator Kinerja Kegiatan 8.1: Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 85. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pengaduan yang
Ditindaklanjuti Sesuai Standar Tahun 2023

dan ketertiban di
wilayah sesuai standar

ditindaklanjuti
sesuai standar

. Indikator Kinerja . __. | Capaian
No Sasaran Kegiatan Kegiatan Target | Realisasi (%)
Meningkatnya Persentase
1 pelayanan keamanan pengaduan yang 85% 90,90% 106,94

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar dihitung dengan cara sebagai
berikut.

Jumlah pengaduan yang diselesaikan

x 100%

Jumlah pengaduan yang masuk

g x 100% = 90,90%

Data jumlah pengaduan tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit

Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM Sumatera Selatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 86. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pengaduan yang

Ditindaklanjuti Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya
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2020 2021 2022
Sasaran Indikator
. inerj - | @ c - ‘@ c - ‘@ c - 7] c
Kegiatan hoela 151818 |85 |8 (8§18 (8 |§.8| & | §_
egiatan | 5| 2 1 §Q O |2 |TY O (L2 |§F D £ | G
=I88TI8 |8 898 |8 |89¢8| &8 |&°
Fleg|o o o o o o o
l‘:\)/leﬁg;r;gnl:gnya Persentase
keamanan dan | Pengaduan o o o o o o
: . yang 75% | 75% | 100 | 80% | 100% | 125 | 85% | 90,90% | 106,94
ketertiban di o -
wilavah sesuai ditindaklanjuti
stan{jar sesuai standar

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator pengaduan yang
ditindaklanjuti sesuai standar pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Adapun pada Tahun
2023, terjadi sedikit penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan
terdapat perubahan target. Meski demikian, realisasi kinerja yang telah dicapai telah

melampaui target.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 87. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pengaduan yang
Ditindaklanjuti Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator .
No. | Sasaran Kegiatan Kinerja I;I' :r:gfrta Taprﬂet Realisasi Ca(g/a;an
Kegiatan i
:\)/I eelg;r;gngar;mya Persentase
keamanan dan pengaduan
1 . . yang 85% 85% 90,90% 106,94
ketertiban di ditindaklaniuti
wilayah sesuai ftin a anjut
sesuai standar
standar

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase pengaduan yang
ditindaklanjuti sesuai standar sudah melampaui target yaitu sebesar 90,90% dari target
85%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar tidak memiliki
perbandingan dengan standar nasional.

Penyebab keberhasilan
Indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai dengan standar dapat
tercapai dikarenakan setiap aduan yang ditindaklanjuti secara jelas dan informatif.

. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan capaian indikator kinerja ini ditunjang oleh beberapa hal seperti penyediaan
tempat aduan yang proporsional baik secara langsung, tertulis atau lewat media sosial.
Setiap aduan akan ditampung dan ditindaklanjuti bersama dan diberikan penjelasan yang
baik kepada narapidana dan masyarakarat.
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Indikator Kinerja Kegiatan 8.2: Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
1.

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 88. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Gangguan Kamtib
yang Dapat Dicegah Tahun 2023

No Sasaran Kegiatan Indlll((ztgi;:g:erja Target Realisasi Cagz;an
Meningkatnya Persentase
pelayanan keamanan gangguan kamtib o o

1| dan ketertiban di yang dapat 80% 96,55% 120,68
wilayah sesuai standar | dicegah

Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah dapat dihitung dengan cara sebagai

berikut.
Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah

1009
Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi x %

% x 100% = 96,55%

Data jumlah gangguan kamtib tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit
Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Sumatera Selatan.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 89. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Gangguan Kamtib
yang Dapat Dicegah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Indikator
SEEE Kinerja | . | @ | € - @ c | .. | @ c - @ =
Kegiatan . © | 8 | 8 _ | @ «© S | @ « s _ | @ @ s
Kegiatan o2 | 8L | D ] T3 O 2 TS| D @ Q)
S| ® 2 | © 2 F © o | 3 © Qe
c | O o (8] o (8] o (&
Meningkatnya
pelayanan Persentase
keamanan dan | Jangguan
: " kamtib yang - - - 60% | 60% | 100 | 70% | 86% | 123% | 80 | 96,55% | 120,68
ketertiban di dapat
wilayah sesuai ;
standar dicegah

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator persentase gangguan
kamtib yang dapat dicegah pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Adapun pada Tahun 2023,
terjadi sedikit penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat
perubahan target. Meski demikian, realisasi kinerja yang telah dicapai telah melampaui
target.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 90. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Gangguan Kamtib
yang Dapat Dicegah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah
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Indikator ;
Sasaran . Target Target . _ . | Capaian
= Kegiatan K':I;;rtlaa‘n Renstra PK atzlkes (%)
Meningkatnya
pelayanan Persentase
keamanan dan gangguan o o o
1| ketertiban di kamtib yang 80% 80% 96,55% 120,68
wilayah sesuai dapat dicegah
standar

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase gangguan kamtib yang
dapat dicegah telah melampaui target yaitu sebesar 96,55% dari target 80%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah tidak memiliki

perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan
Indikator kinerja persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah dapat mencapai target
dikarenakan adanya pengawasan rutin serta melakukan deteksi dini untuk mencegah

gangguan kamtib.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja ini meliputi
penggeledahan blok hunian, pengawas dan kontrol ke masing-masing blok hunian,
melakukan penggeledahan terhadap barang/orang yang masuk ke Lapas dan melakukan
penggeledahan secara berkala dan insindentil kepada masing-masing blok hunian.

Indikator Kinerja Kegiatan 8.3: Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh

Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 91. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Kepatuhan dan
Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan
Kamtib Tahun 2023

. Indikator Kinerja . . | Capaian
No Sasaran Kegiatan Kegiatan Target Realisasi (%)
Persentase
. kepatuhan dan
gﬂe?g)l/r;%lﬁltnkyezmanan disiplin terhadap
1 . . tata tertib oleh 85% 85,86% 101
dan ketertiban di .
wilayah sesuai standar tahanan/narapidan
a/anak pelaku
gangguan kamtib

Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak
pelaku gangguan kamtib dihitung dengan cara sebagai berikut.

Jumlah tahanan napi anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya

1009
Jumlah pelaku gangguan kamtib x %

g x 100% = 85,86%
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Data jumlah pelaku gangguan kamtib tersebut didapatkan melalui rekapitulasi lapor
Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Sumatera Selatan.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 92. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Kepatuhan dan
Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan
Kamtib Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Indikator = = = =
I&(‘»as.artan Kinerja © § S _| B § S_| B § S _ g § 8 _
; o | .2 o | .2 o 2 0
OHE | kegian | &)%) 8BS § 5| BS § |5 | 8BS § | 5 | 8
Persentase
Meningkatnya kepatuhan dan
pelayanan disiplin terhadap
keamanan dan | tata tertib oleh 100 85,
ketertibandi | tahanan/ L ] | BO% ] g | 125 | B5% | ggg, | 101
wilayah sesuai | narapidana/anak
standar pelaku gangguan
kamtib

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator persentase kepatuhan
dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/anak pelaku gangguan kamtib
pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan 2021. Adapun pada Tahun 2023, terjadi penurunan
capaian dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perubahan target. Meski
demikian, realisasi kinerja yang telah dicapai telah melampaui target.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 93. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Kepatuhan dan
Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan
Kamtib Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator .
Sasaran L Target Target . . | Capaian
A Kegiatan K';'g;?: n Renstra PK AGElkER! (%)
Persentase
kepatuhan dan
Meningkatnya disiplin
pelayanan terhadap tata
keamanan dan tertib oleh o o o
1| ketertiban di tahanan/ 85% 85% 85,86% 101
wilayah sesuai narapidana/
standar anak pelaku
gangguan
kamtib

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase kepatuhan dan disiplin
terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib sudah
melampaui target yaitu sebesar 85,86% dari target 85%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/
narapidana/anak pelaku gangguan kamtib tidak memiliki perbandingan dengan standar

nasional.
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5. Penyebab keberhasilan
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak
pelaku gangguan kamtib dapat mencapai target dikarenakan pihak Lapas/Rutan/LPKA
menggiatkan razia rutin dan meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas narapidana.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Adapun hal-hal yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja ini adalah
pengecekan lalu lintas barang yang digunakan oleh narapidana, pengawasan yang ketat
bagi petugas terhadap narapidana, serta menetapkan aturan turunan sesuai dengan
peraturan tentang penggunaan barang tertentu dalam Lapas/Rutan/LPKA.

Indikator Kinerja Kegiatan 8.4: Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan
kamtib secara tuntas
1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 94. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemulihan Kondisi
Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Tahun 2023

No | SasaranKegiatan | V&SN | Target | Realisasi | 200"
: Persentase
1 gan yketertiban di keamanan pasca 80% 96,55% 120,68
: : gangguan kamtib
wilayah sesuai standar secara tuntas

Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dihitung

dengan cara sebagai berikut.

Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
Jumlah gangguan kamtib

x 100%

% x 100% = 96,55%

Data jumlah pemulihan keamanan pasca gangguan kamtib tersebut didapatkan melalui
rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 95. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemulihan Kondisi
Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun

Sebelumnya
2020 2021 2022 2023
Indikator
oo | kineria | | @ e | ol@lg o |3 g | | 3 | g
9 Kegiatan | o | @ | 85 2| £ | 83| D & © o o & ® o
© g 2T & | ® | 2% ® ®© o < ®© o
ol & o [ ol &-‘ o ol &-‘ O [ ol &-‘ O
. Persentase
Meningkatnya pemulihan
pelayanan kondisi
giima”a“ keamanan - | - | 70% | 88,5% | 126 | 80% | 96,55% | 120,68
ketertiban di ggﬁzz san
wilayah kamtib
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2020 2021 2022 2023
Indikator
Eas?ra“ Kinetfa | || S | |®|c |~ | @ c - B c
egiatan p © | 8| ® © | 8| ® © ] < @ < o
Kegiatan | © | 2 | 83| @ | £ | 83| D & Q) o & ® o
G| o< G| ® o< © © oo © © o
Fle(s e8| g |8 |v| & |8
sesuai secara
standar tuntas

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator persentase pemulihan
kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas pada Perjanjian Kinerja Tahun
2020 dan 2021. Adapun pada Tahun 2023, terjadi sedikit penurunan capaian dibandingkan
tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perubahan target. Meski demikian, realisasi kinerja
yang telah dicapai telah melampaui target.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 96. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemulihan Kondisi
Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Tahun 2023 dengan Target

Jangka Menengah

Indikator ;
Sasaran .. Target | Target . __. | Capaian
Le Kegiatan Klgg;';f n Renstra PK AGENEEE (%)
Persentase
Meningkatnya pemulihan
pelayanan kondisi
keamanan dan keamanan o o o
1 ketertiban di pasca 80% 80% 96,55% 120,68
wilayah sesuai gangguan
standar kamtib secara
tuntas

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase pemulihan kondisi
keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas telah melampaui target, yaitu sebesar
96,55% dari target 80%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara

tuntas tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

Penyebab keberhasilan

Indikator kinerja persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara
tuntas dapat tercapai dikarenakan pihak Lapas/Rutan/LPKA selalu berupaya meminimalisir
gangguan kamtib dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk upaya preventif
dan pemulihan.

. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun hal yang menunjang keberhasilan capaian kinerja indikator ini adalah dengan
berupaya melakukan tindakan preventif sebelum gangguan kamtib terjadi serta bersinergi
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dengan aparat penegak hukum lainnya untuk penanggulangan dan pencegahan gan

kamtib dan sering dilakukan razia ke blok hunian baik secara rutin maupun insidentil.

Sasaran Kegiatan 9

Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit
menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkokita di

wilayah

Gambar 13. Sasaran Kegiatan 9 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Persentase pemenuhan
layanan makanan bagi
tahanan/narapidana/ana
k sesuai dengan standar

IKK 1

Persentase

tahanan/narapidana/anak
yang mengalami gangguan
mental dapat tertangani

IKK 4

Persentase
tahanan/narapidana/anak
berkebutuhan khusus
(disabilitas) yang
mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar

Persentase
tahanan/narapidana/anak
mendapatkan layanan
kesehatan (preventif) secara
berkualitas

IKK 2

Sasaran Kegiatan 9

Meningkatnya pelayanan perawatan
narapidana/tahanan/anak,
pengendalian penyakit menular dan
peningkatan kualitas hidup
narapidana peserta rehabilitasi
narkokita di wilayah

Persentase keberhasilan
penanganan penyakit
menular HIV-AIDS (ditekan
jumlah virusnya) dan TB
Positif (berhasil sembuh)

IKK'7

Persentase tahanan dan
narapidana perempuan
(ibu hamil dan menyusui)
mendapat akses layanan
kesehatan maternal

IKK 3

Persentase
tahanan/narapidana lansia
yang mendapatkan layanan

kesehatan sesuai standar

IKK'5

Persentase perubahan
kualitas hidup
pecandu/penyalahguna/
korban penyalahgunaan
narkotika

IKK 8

Indikator Kinerja Kegiatan 9.1: Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/

narapidana/anak sesuai dengan standar

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 97. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemenuhan Layanan

Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar Tahun 2023

Meningkatnya
pelayanan perawatan
narapidana/
tahanan/anak,

menular dan
peningkatan kualitas
hidup narapidana
peserta rehabilitasi
narkokita di wilayah

pengendalian penyakit

Persentase
pemenuhan
layanan makanan
bagi
tahanan/narapidan
a/anak sesuai
dengan standar

80%

100% 125
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Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai

standar dihitung dengan cara sebagai berikut.

Jumlah pemenuhan layanan makanan bagi tahanan napi anak

1009
Jumlah tahanan napi anak x %

15995 % 100% = 100%

15995

Data jumlah pemenuhan layanan makanan tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan

dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Sumatera Selatan.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 98. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemenuhan Layanan
Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar Tahun 2023
dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Indikator
Sasaran L = - — —
Kegiatan ST 2| 8|8 2 Q s 2 @ g ® @ s
Kegiatan o 92| 3| D (] T O K] 83| © @ 3%
S| 8| 2| & | ® o 5 |® o 5 | § | aZ
= (] < [ ol [} @ [ [} ] [ O [}
| O o o o o x | O
Meningkatnya
pelayanan
perawatan
narapidana/
tahanan/anak, P:;f::ﬁii
pengendalian IZlyanan
penyakit .
menulardan | aKkananbagi | 7 719, | q00 | 75% | 100 | 133 | 8o% | 100 | 125
peningkatan narapidana/
kualitas hidup anak sesuai
narapidana
peserta dengan standar
rehabilitasi
narkokita di
wilayah

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator persentase pemenuhan
layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/anak sesuai dengan standar pada Perjanjian
Kinerja Tahun 2020. Adapun pada Tahun 2023, terjadi sedikit penurunan capaian
dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perubahan target. Meski demikian,
realisasi kinerja yang telah dicapai telah melampaui target.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 99. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemenuhan Layanan
Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar Tahun 2023 dengan
Target Jangka Menengah

Indikator :
Sasaran . Target Target . . | Capaian

A2 Kegiatan K':';; rtl:n Renstra PK FElEE (%)

Meningkatnya Persentase

pelayanan pemenuhan

perawatan layanan

narapidana/ makanan bagi
1 | tahanan/anak, tahanan/ 80% 80% 100% 125

pengendalian narapidana/

penyakit menular | anak sesuai

dan peningkatan | dengan

kualitas hidup standar
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Indikator
Kinerja
Kegiatan

Capaian
(%)

Sasaran
Kegiatan

Target Target

Renstra PK Realisasi

No

narapidana
peserta

rehabilitasi
narkokita di

wilayah

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase pemenuhan layanan
makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar telah melampaui target
yaitu sebesar 100% dari target 80%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/anak
sesuai dengan standar tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

Penyebab keberhasilan

Keberhasilan indikator kinerja persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/
narapidana/anak sesuai dengan standar dapat dicapai dengan mengawasi pelaksanaan
penyusunan RKAKL di UPT Pemasyarakatan melalui proses analisa kebutuhan anggaran
dan telah sampai pada proses penyusunan pagu indikatif. Perhitungan tersebut sesuai
dengan biaya bahan makanan narapidana dan tahanan yang berlaku. layanan makanan
bagi tahanan/narapidana/anak telah diberikan dengan baik serta sesuai dengan standar
yang telah ditetapkan. Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara dan
Lembaga Pembinaan Khusus Anak melakukan pengolahan dan penyajian dengan baik dan
telah memperoleh sertifikat laik hygiene.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun hal yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja ini adalah dengan
dilakukan pengawasan dari mulai pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan
Kepala Lapas untuk memastikan pemenuhan makanan berjalan dengan baik.

Indikator Kinerja Kegiatan 9.2: Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan

layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

1.

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 100. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase
Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara
Berkualitas Tahun 2023

. Indikator Kinerja . __. | Capaian
No Sasaran Kegiatan Kegiatan Target | Realisasi (%)
Meningkatnya
Persentase
[r)]glrz)é?g::a;/)erawatan tahanan/narapidan
a/anak
1 taehna”ean”églri‘:r‘:’ anvaki | mendapatkan 94% 100% | 106,38
[r)nengular dan peny layanan kesehatan
peningkatan kualitas (b%rﬁ(\:;rllittlgssecara
hidup narapidana

94




Indikator Kinerja
Kegiatan

Capaian

No Sasaran Kegiatan (%)

Target | Realisasi

peserta rehabilitasi
narkotika di wilayah

Jumlah tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara
berkualitas dihitung dengan cara sebagai berikut.

Jumlah tahanan napi anak yang mendapatkan layanan kesehatan (preventif’) 100%
x (]

Jumlah tahanan napi anak

15995 % 100% = 100%

15995
Data jumlah tahanan/narapidana/anak yang mendapatkan layanan kesehatan (preventif)

tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis
Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera
Selatan.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 101. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase
Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara
Berkualitas Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Indikator
SEEETEN Kinerja - (7] c - ] c - ] c - 7 c
Kegiatan : ® © © o © © o © © 17 © ©
Kegiatan =) 2 T O ] T O ] ce| D 2 | 8
= = o~ | = = o~ = = o~ = = o~
S |3 | &5 |8 |RYS |8 |8 8| 8 | &%
a o o = o o = o o = c | O
Meningkatnya
pelayanan
perawatan
narapidana/
tahanan/anak, ;ir:s;];?se
ggﬂ?gﬁﬁa“an narapidana/ anak
menular dan | Mendapatkan . . - | 92% | 92% | 100 | 93% | '90 | 107 | oae | 190 | 106,
. layanan Yo Yo 38
peningkatan kesehatan
ﬁ:?:t?jamgu‘) (preventif) secara
P berkualitas
peserta
rehabilitasi
narkokita di
wilayah

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator persentase
tahanan/narapidana/ anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Adapun pada Tahun 2023, terjadi sedikit penurunan
capaian dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perubahan target. Meski
demikian, realisasi kinerja yang telah dicapai telah melampaui target.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 102. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase
Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara
Berkualitas Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah
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Indikator ;
Sasaran . Target Target . _ . | Capaian
No . Kinerja Realisasi o

Kegiatan Kegiatan Renstra PK (%)

Meningkatnya

pelayanan Persentase

perawatan tahanan/

narapidana/ narapidana/

tahanan/anak, anak

1 pengen_dalian mendapatkan 949, 949, 100% 106,38

penyakit menular layanan

dan peningkatan kesehatan

kualitas hidup (preventif)

narapidana peserta | secara

rehabilitasi berkualitas

narkokita di wilayah

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja telah terlampaui yaitu sebesar 100% dari
target 94%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan
(preventif) secara berkualitas tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

Penyebab keberhasilan

Optimalisasi sosialisasi dan pendataan kepemilikan kartu BPJS pada Warga Binaan di
Lapas/Rutan/LPKA serta secara rutin melakukan pengawasan terhadap perilaku pola hidup
bersih dan sehat pada Warga Binaan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Upaya yang telah dilakukan pada Lapas/Rutan/LPKA diantaranya dengan giat melakukan
sosialisasi serta melakukan pendataan kepemilikan kartu BPJS pada warga binaan dan
pelaksanaan piket bagi pegawai klinik sehingga dapat mempermudah mereka dalam
menerima layanan kesehatan baik didalam maupun diluar lapas serta dengan rutin
melakukan pengawasan perilaku hidup bersih dan sehat pada anak didik pemasyarakatan.

Indikator Kinerja Kegiatan 9.3: Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil

dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

1.

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 103. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan dan
Narapidana Perempuan (lbu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan
Kesehatan Maternal Tahun 2023

No Sasaran Kegiatan Indlll((aet;i;:::erja Target | Realisasi Cagz;an
Persentase
Meningkatnya tahanan dan
pelayanan perawatan narapidana
narapidana/ perempuan (ibu
1 | tahanan/anak, hamil dan 97% 100% 103,09
pengendalian penyakit | menyusui)
menular dan mendapat akses
peningkatan kualitas layanan kesehatan
hidup narapidana maternal
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Indikator Kinerja
Kegiatan

Capaian

No Sasaran Kegiatan (%)

Target | Realisasi

peserta rehabilitasi
narkokita di wilayah

Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses

layanan kesehatan maternal dihitung dengan cara sebagai berikut.

Jumlah tahanan dan napi perempuan mendapat akses layanan kesehatan maternal

1009
Jumlah tahanan dan napi perempuan (hamil dan menyusui) x %

g x 100% = 100%

Data jumlah tahanan dan narapidana yang mendapatkan layanan kesehatan maternal
tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis
Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera
Selatan.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 104. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan dan
Narapidana Perempuan (lbu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan
Kesehatan Maternal Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Indikator
'fas.a’a“ Kinetfia | . |3 | € |w|@ | € |« | e | .| 3 | ¢
egiatan Kegi [} @ S _| o © C _| o © S _| o © S _
egiatan | 5| 2 | TR O 2 | TR D |2 s 2| 2 | 8%
S| 8| 2C & | @ 2 © 2 © «© o<
F1 28 e S ~ 2 S ~ & S
Meningkatnya
pelayanan Persentase
perawatan tahanan
narapidana/ dan
tahanan/anak, | narapidana
pengendalian | perempuan
penyakit (ibu hamil 95 | 95
menular dan dan 9 9 100 | 96% | 100% | 102 | 97% | 100% | 103,09
peningkatan | menyusui) ° °
kualitas hidup | mendapat
narapidana akses
peserta layanan
rehabilitasi kesehatan
narkokita di maternal
wilayah

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator persentase tahanan dan
narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan
maternal pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Adapun pada tahun 2021 sampai dengan
2023, terjadi kenaikan capaian per tahun.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 105. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan dan
Narapidana Perempuan (lbu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan
Kesehatan Maternal Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator .
Sasaran . Target Target . _ . | Capaian
No . Kinerja Realisasi o
Kegiatan Kegiatan Renstra PK (%)
Meningkatnya Persentase
pelayanan tahanan dan o o o
1 perawatan narapidana 97% 97% 100% 103,09
narapidana/ perempuan

97




Indikator .
Sasaran . Target Target . _ . | Capaian

= Kegiatan K':I;;rtlaa‘n Renstra PK teliEEe (%)

tahanan/anak, (ibu hamil dan

pengendalian menyusui)

penyakit menular | mendapat

dan peningkatan | akses layanan

kualitas hidup kesehatan

narapidana maternal

peserta

rehabilitasi

narkokita di

wilayah

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase tahanan dan
narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan
maternal sudah melebihi target yaitu tercapai 100% dari target 97%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)
mendapat akses layanan kesehatan maternal tidak memiliki perbandingan dengan standar

nasional.

Penyebab keberhasilan

Pemenuhan layanan kesehatan yang berkualitas dipengaruhi oleh berupa pemenuhan
sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan maternal, tenaga Kesehatan yang rutin
memberikan edukasi tentang Kesehatan maternal dan banyaknya perhatian yang diberikan
pada ibu hamil dan menyusui dari berbagai kalangan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Tercapainya indikator kinerja ini tidak lepas dari anggaran yang telah dicanangkan untuk
pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan maternal, seperti susu hamil, vitamin dan
makanan ibu hamil. Kegiatan yang mengundang perhatian masyarakat tertentu, membantu
pemenuhan kebutuhan ibu hamil menyusui bahkan bayi yang saat ini tinggal di Lembaga
Pemasyarakatan.

Indikator Kinerja Kegiatan 9.4: Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami

gangguan mental dapat tertangani

1.

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 106.
Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani
Tahun 2023

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase

No Sasaran Kegiatan Indlll((ztgira:(a::erja Target Realisasi Cagz;an
Meningkatnya Persentase
pelayanan perawatan tahanan/narapidan
narapidana/ a/anak yang o o

1 tahanan/anak, mengalami 80% 100% 125
pengendalian penyakit | gangguan mental
menular dan dapat tertangani
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Indikator Kinerja
Kegiatan

Capaian

No (%)

Sasaran Kegiatan Target Realisasi

peningkatan kualitas
hidup narapidana
peserta rehabilitasi
narkotika di wilayah

Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
dihitung dengan cara sebagai berikut.

Jumlah tahanan dan napi yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

1009
Jumlah tahanan dan napi yang mengalami gangguan mental x %

2 x100% = 100%

Data jumlah tahanan dan narapidana yang mendapatkan layanan kesehatan maternal
Unit
Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera

tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Pelaksana Teknis

Selatan.
Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 107.
Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase

Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Indikator
SEEEIE) Kinerja =@l | |B | | |® c - @ c
Kegiatan Kedi © | S| 8 || 8| &8 _| @ < s _| @ < S
egiatan o 2 | 89 2|2 |  s9 2|2 T o D a2 Q)
S| @ 29 6| ® | 2S5 & ([ ® 2T © © o
Fl 2|8 2|38 e S ~ & S
Meningkatnya
pelayanan
perawatan
narapidana/
tahanan/anak
ks Persentase
gzgszlrgictiahan tahanan/narapid
menular dan ;“eaéggg%ang 0 18| 100 | 80| 190 125 | 80 | 100% | 125
narapidana dapat tertangani
peserta
rehabilitasi
narkokita di
wilayah
Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator persentase

tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani pada
Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 108.
Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase

Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah
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Indikator .
Sasaran . Target Target . _ . | Capaian
e Kegiatan K':I;;rtlaa‘n Renstra PK Al (%)
Meningkatnya
pelayanan
perawatan
narapidana/ Persentase
tahanan/anak, tahanan/narapi
pengendalian dana/anak
1 |penyakitmenular | yang 80% 80% 100% 125%
dan peningkatan | mengalami
kualitas hidup gangguan
narapidana mental dapat
peserta tertangani
rehabilitasi
narkokita di
wilayah

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja untuk indikator ini telah melebihi target, yaitu
sudah mencapai 100% dari target 80%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental
dapat tertangani tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

Penyebab keberhasilan

Indikator kinerja persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental
dapat tertangani dipengaruhi oleh pemenuhan sarana prasarana penunjang pelayanan
kesehatan, tenaga kesehatan yang rutin memberikan perawatan dan rehabilitasi serta kerja
sama yang baik dengan pihak pelayanan kesehatan masyarakat terdekat.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun hal-hal yang menunjang keberhasilan indikator kinerja ini adalah antara lain kerja
sama yang baik dengan pihak pelayanan kesehatan masyarakat yang khusus memberikan
pelayanan tentang kejiwaan dan adanya rehabilitasi yang rutin dilaksanakan dengan
pemberian obat-obatan untuk warga binaan di Lapas/Rutan/LPKA.

Indikator Kinerja Kegiatan 9.5: Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan

layanan kesehatan sesuai standar

1.

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 109.
Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar
Tahun 2023

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase

. Indikator Kinerja . _ . | Capaian
No Sasaran Kegiatan Kegiatan Target | Realisasi (%)
Meningkatnya Persentase
pelayanan perawatan | tahanan/narapidana
1 narapidana/ lansia yang 85% 92.63% 108,97
tahanan/anak, mendapatkan
pengendalian layanan kesehatan
penyakit menular dan | sesuai standar
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Indikator Kinerja
Kegiatan

j Capaian
No | Sasaran Kegiatan (%)

Target | Realisasi

peningkatan kualitas
hidup narapidana
peserta rehabilitasi
narkokita di wilayah

Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai
standar dihitung dengan cara sebagai berikut.

Jumlah tahanan dan napi lansia yang mendapatkan layanan kesehatan

1009
Jumlah tahanan dan napi lansia yang membutuhkan layanan kesehatan x 100%

1—22 x 100% = 92,63%

Data jumlah tahanan dan narapidana yang mendapatkan layanan kesehatan tersebut
didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di
jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 110.

Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase

Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Indikator
SEEETEN Kinerja - | @ | £ - | @ E | - | @ c - 7 =
Kegiatan . © | 8| © o | S [} o | S ] [ < <
Kegiatan o 92| g3 2|2 T O | 2 s Q| D 4 ® o
S| s |22 8|8 |2 8|8 |2 & | ® | 2%
Fl&lo Fl1 & |lo |[F|& |o = e | o
Meningkatnya
pelayanan
perawatan
narapidana/
tahanan/anak, ;ir:r?;[]?se
penge;dalian narapidana
penyakit lansia
yang 75 o 80 100 o 92, 108,
menulardan | o qabatkan o | 7% | 100 | o | g, | 125 | 85% | ga0 | g7
peningkatan lavanan
kualitas hidup keysehatan
narapidana ;
peserta sesuai standar
rehabilitasi
narkokita di
wilayah

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator persentase tahanan/
narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada Perjanjian
Kinerja Tahun 2020. Adapun pada Tahun 2023, terjadi sedikit penurunan capaian

dibandingkan tahun sebelumnya dan juga terdapat kenaikan target.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel

111.

Perbandingan

Realisasi

dan

Target

Kinerja

Persentase

Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah
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Indikator .
Sasaran . Target Target . _ . | Capaian
e Kegiatan K':I;;rtlaa‘n Renstra PK Al (%)
Meningkatnya
pelayanan
perawatan
narapidana/ Persentase
tahanan/anak, tahanan/
pengendalian narapidana
1 penyakit menular | lansia yang 85% 85% 92 63% 108.97
dan peningkatan | mendapatkan ’ ’
kualitas hidup layanan
narapidana kesehatan
peserta sesuai standar
rehabilitasi
narkokita di
wilayah

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase tahanan/narapidana
lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar telah mencapai target.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

Penyebab keberhasilan

Tercapainya target pada indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh pemenuhan sarana
prasarana penunjang pelayanan kesehatan lansia, tenaga kesehatan yang rutin
memberikan perawatan khusus kepada para lansia, serta adanya kerjasama yang baik

dengan pihak pelayanan kesehatan masyarakat terdekat.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam rangka menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini diperlukan beberapa
hal antara lain kerja sama yang baik dengan pihak pelayanan kesehatan masyarakat yang
khusus memberikan pelayanan lansia, tersedianya fasilitas penunjang lansia seperti kamar
khusus lansia, toilet khusus lansia dan pemenuhan fasilitas pendukung seperti popok, obat-
obatan yang telah dianggarkan pada Lapas/Rutan.

Indikator Kinerja Kegiatan 9.6: Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan

khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

1.

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 112.
Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase

Layanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2023

No | Sasaran Kegiatan Indll'((a;;irai(;:erja Target | Realisasi Cagz;an
Meningkatnya Persentase
pelayanan perawatan | tahanan/narapidana/

1 | narapidana/ anak berkebutuhan 85% 100% 117,64
tahanan/anak, khusus (disabilitas)
pengendalian yang mendapatkan
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Indikator Kinerja
Kegiatan

Capaian

No | Sasaran Kegiatan (%)

Target | Realisasi

penyakit menular dan | layanan kesehatan
peningkatan kualitas | sesuai standar
hidup narapidana
peserta rehabilitasi
narkokita di wilayah

Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang
mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dihitung dengan cara sebagai berikut.

Jumlah tahanan napi anak disabilitas yang mendapatkan layanan kesehatan 100%
x o

Jumlah tahanan napi anak disabilitas yang membutuhkan layanan kesehatan
= x100% = 100%

Data jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitass) yang
mendapatkan layanan kesehatan tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit
Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Sumatera Selatan.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 113. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase
Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan
Layanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Indikator
Sasaran L = — — —
Kegiatan ST @ 8| 8 5| 8|8 2| & | 8§ ? @ s
Kegiatan © | 2| 83| 2|2 &3 9|2 s 9| L | &8
8§ 8|22 | 5| 8|2 6| ® | ¥ & | ® | 2
[ o 8 |l o | 8 | o = - Q b
[ e | © c | O c | O
Meningkatnya
pelayanan
perawatan Persentase
narapidana/
tahanan/ anak tahanan/
. | narapidana/anak
pengengallan berkebutuhan
&ee“ﬁjgfdan khusus | _ | 75| 75| 400 | 80 | 100 | 455 | 85 | 100 | 1176
) (disabilitas) yang % | % Y% % Y% Y% 4
peningkatan mendapatkan
kualitas hidup |
narapidana ayanan .
peserta kesehatan sesuai
rehabilitasi standar
narkokita di
wilayah

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator persentase
tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Adapun pada Tahun 2023,

terdapat kenaikan target.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 114. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase
Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan
Layanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah
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Indikator ;
Sasaran . Target Target . . | Capaian
No . Kinerja Realisasi o
Kegiatan Kegiatan Renstra PK (%)
Meningkatnya
pi@ﬁiﬂ Persentase
gara idana/ tahanan/narapid
taharEan/anak ana/anak
o berkebutuhan
pengendalian
enyakit menular khusus
1 zanypemngkatan (disabilitas) 85% 85% 100% 117,6%
kualitas hidu yang
narapidana P mendapatkan
peserta layanan
rehabilitasi kesehatan
narkokita di sesual standar
wilayah
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian  Kinerja  Tahun 2023, realisasi kinerja  indikator  persentase

tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar sudah melampaui target yaitu tercapai 100% dari target 85%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas)
yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar tidak memiliki perbandingan dengan

standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan
Tercapainya indikator kinerja persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus
(disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dipengaruhi oleh
pemenuhan sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan disabilitas, tenaga
kesehatan yang rutin memberikan perawatan khusus pada disabilitas serta kerja sama yang
baik dengan pihak pelayanan kesehatan masyarakat terdekat.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Adapun hal yang menunjang keberhasilan indikator kinerja ini adalah tersedianya fasilitas
penunjang kegiatan disabilitas berdasarkan standar pemenuhan pelayanan berbasis Hak
Asasi Manusia dan pemenuhan fasilitas pendukung seperti obat-obatan, alat bantu untuk
pemulihan dan terapi yang telah bekerja sama dengan rumah sakit tertentu.

Indikator Kinerja Kegiatan 9.7: Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular

HIV- AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 115. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Keberhasilan
Penanganan Penyakit Menular HIV- AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif
(Berhasil Sembuh) Tahun 2023
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Indikator Kinerja

Capaian

No | Sasaran Kegiatan Kegiatan Target Realisasi (%)
Meningkatnya
pelayanan
perawatan Persentase
narapidana/ keberhasilan
tahanan/anak, penanganan
1 pengendalian penyakit menular 80% 77.92% 97.4%

penyakit menular
dan peningkatan
kualitas hidup
narapidana peserta

HIV- AIDS (ditekan
jumlah virusnya)
dan TB Positif
(berhasil sembuh)

rehabilitasi narkokita
di wilayah
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV- AIDS (ditekan jumlah

virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) dapat dihitung dengan cara sebagai berikut.

(A+B)

Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular = —— x100%

A= Jumlah napi dengan HIV AIDS ditekan jumlah virusnya
- Jumlah napi dengan HIV AIDS

x 100%

B= Jumlah napi dengan TB Positif berhasil sembuh x 100%
- Jumlah napi dengan TB Positif 0

Adapun data jumlah narapidana dengan HIV AIDS dan TB Positif tersebut didapatkan
melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, dengan perhitungan sebagai
berikut.

= ﬁ x 100% = 78,57%
- % x 100% = 77,28%

Dengan demikian maka diperoleh hasil sebagai berikut.

(78,57% + 77,28%)
2

Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular = x 100% = 77,92%

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 116. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Keberhasilan
Penanganan Penyakit Menular HIV- AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif
(Berhasil Sembuh) Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Sheatn Indikator
Kegiatan aperla 5| 85 15| 8 8§ 5|8 8§ |wv| 8|8
egiatan o2 ® O 2 s D 2 ©Te| D 9 ® S0
| o | 29 & | ® 2| g | ® 2 g ® =
[ ) ® [ ) ] [ ) © [ Q [
e | © o o o o e | ©
Meningkatnya
pelayanan Persentase
ﬁg:g\gé?: 2 keberhasilan
tahanan/anak, pgzaggi:;man
pengendalian Menclar HIV-
gggy;:r'f"’]gi’;f;?{ AIDS (ditekan 010 1100 | 70| 7%0 | 125 | 8o | 9 | 974
! . jumlah
kualitas hidu Jum
narapidana P virusnya) dan
pesorta TB Positif
rehabilitasi g%i:giﬂ;
narkotika di
wilayah
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Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator Persentase keber
penanganan penyakit menular HIV- AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil
sembuh) pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Adapun pada Tahun 2023, indikator kinerja
kegiatan ini tidak memenuhi target.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 117. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Keberhasilan
Penanganan Penyakit Menular HIV- AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif
(Berhasil Sembuh) Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator :
Sasaran . Target Target . __. | Capaian
No . Kinerja Realisasi o
Kegiatan Kegiatan Renstra PK (%)
Meningkatnya
pg:‘?ﬁ;{iﬂ Persentase
garapi dana/ keberhasilan
tahanan/anak, pgzaggi?nan
pengendalian P enalar HIV-
1 ﬁiﬂyﬂﬁ.rﬁgﬁgﬂf AIDS (ditekan | 80% 80% 77,92% 97,4
! : jumlah
kualitas hidu Jum
narapidana P wrusnyg) dan
peserta TB Pos[tlf
rehabilitasi (SZ‘?;E?J?]';
narkokita di
wilayah

Jika dibandingkan dengan rencana jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, indikator kinerja persentase keberhasilan penanganan
penyakit menular HIV- AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
terealisasi sebesar 77,92% atau dengan kata lain tidak dapat memenuhi target.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV- AIDS (ditekan
jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) tidak memiliki perbandingan dengan

standar nasional.

Penyebab kegagalan

Tidak tercapainya target indikator kinerja kegiatan persentase keberhasilan penanganan
penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virus) dan TB positif (berhasil sembuh), salah
satunya dilatarbelakangi oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman Warga Binaan
tentang penyakit menular seperti HIV-AIDS dan TB.

. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun hal-hal yang menunjang pelaksanaan indikator kinerja ini adalah fasilitas penunjang
kegiatan pengobatan dan usaha preventif dari para tenaga kesehatan kepada warga binaan
yang memiliki penyakit menular serta obat-obatan.
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Indikator Kinerja Kegiatan 9.8: Persentase perubahan kualitas hidup pec
penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika
Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 118. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Perubahan Kualitas

Hidup Pecandu/ Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023

No | Sasaran Kegiatan I"d'll((aet;i;g:e"a Target Realisasi Cagz;an
Meningkatnya
pelayanan
perawatan
narapidana/ Persentase
tahanan/anak, perubahan kualitas
pengendalian hidup pecandu/ o o

1 penyakit menular penyalahguna/korban 27% 68,65% 254,26
dan peningkatan penyalahgunaan
kualitas hidup narkotika
narapidana peserta
rehabilitasi narkotika
di wilayah

Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan

narkotika dapat dihitung dengan cara sebagai berikut.

Jumlah perubahan kualitas hidup napi narkotika secara tuntas

1009
Jumlah napi narkotika yg mendapat layanan rehabilitasi x %

% x 100% = 68,65%

Jumlah perubahan kualitas hidup napi narkotika secara tuntas diperoleh dari jumlah warga
binaan peserta rehabilitasi yang mengalami kenaikan skor kualitas hidup di Semester I, dengan
rincian sebagai berikut.

Rehabilitasi medis : 39 orang

Rehabilitasi sosial : 318 orang

Sedangkan jumlah napi narkotika yang mendapat layanan rehabilitasi diperoleh dari jumlah
seluruh peserta rehabilitasi di UPT Pas yang ditunjuk oleh Ditjenpas melalui Ditkeswathab,
dengan rincian sebagai berikut.

Rehabilitasi medis : 60 orang

Rehabilitasi sosial : 460 orang

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 119. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Perubahan Kualitas
Hidup Pecandu/ Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023 dengan
Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Sas_aran Indikato_r Kinerja 3| e @l e _ - - - - -
Kegiatan Kegiatan o | 8| 8 _|o| 8| &8 _| o « 8 _| @ Qo | &
9|2 | g9 2| 2| 3¢ @ 2 s e O 9N ® S0
S| 3| 2T 8 (8| 2S5 |8 |8 s | ® | &=
= &-‘ o = &-‘ o = g o ol &9 O
Meningkatnya | Persentase
pelayanan perubahan kualitas
perawatan hidup pecandu/ 259, 12, 48, 279, 68, 254,
narapidana/ penyalahguna/korban ° | 06% 24 ° | 65% 26
penyalahgunaan
narkotika
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2020 2021 2022

Sasaran Indikator Kinerja |3l e e e _ 7 c » 7 | e

Kegiatan Kegiatan o | 8| & || ® | & _| o @ S _| © S | ®
| 92 |  T9 2| 2| S D 2 o O ] © o
s S| 2 5|5 (e s |5 |2 5| § | e
= &l:’ o = &l:-‘ o = & o = &’ O

penyakit

menular dan

peningkatan

kualitas hidup

narapidana

peserta

rehabilitasi

narkotika di

wilayah

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator persentase perubahan kualitas
hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika pada Perjanjian Kinerja Tahun
2020 dan 2021.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 120. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Perubahan Kualitas
Hidup Pecandu/ Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023 dengan
Target Jangka Menengah

Indikator ;
Sasaran . Target Target L Capaian
- Kegiatan KKeI;iZ?:ln Renstra PK el (%)
Meningkatnya
pelayanan
perawatan
narapidana/ Persentase
tahanan/anak, perubahan
pengendalian kualitas hidup
1 | penyakit menular | pecandu/ 27% 27% 68,65% | 254,26
dan peningkatan | penyalahguna/ ’ ’
kualitas hidup korban
narapidana penyalahguna
peserta an narkotika
rehabilitasi
narkokita di
wilayah

Jika dibandingkan dengan rencana jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, indikator kinerja persentase perubahan kualitas hidup
pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika telah terealisasi sebesar 68,65% dan
telah melampaui target yaitu 27%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban
penyalahgunaan narkotika tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

Penyebab keberhasilan

Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan
narkotika dipengaruhi oleh adanya rehabilitasi medis dan sosial yang setiap tahun diadakan.
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6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Adapun hal-hal yang menunjang keberhasilan indikator kinerja ini adalah adanya kegiatan
rehabilitasi medis dan sosial yang rutin dilakukan setiap tahunnya, bekerja sama dengan lkatan
Konselor Adiksi Indonesia sebagai media pengajar. Konselor yang membimbing warga binaan
agar sembuh dari pecandu penyalahgunaan narkoba. Penempatan kamar yang sesuai dengan
jenis pidana dan adanya hukuman yang dijalankan sesuai standar operasional prosedur.

e Capaian Kinerja Divisi Keimigrasian/Direktorat Jenderal Imigrasi
Capaian kinerja Divisi Keimigrasian terdiri dari 1 Sasaran Kegiatan dan 2 Indikator Kinerja
Kegiatan, denga rincian sebagai berikut.
Tabel 121. Capaian Kinerja Divisi Keimigrasian/Direktorat Jenderal Imigrasi

. Indikator Kinerja . . | Capaian
No. Sasaran Kegiatan Kegiatan Target Realisasi (%)
Indeks Kepuasan
Masyarakat 305
Meningkatnya kualitas ter_ha_dap I_ayan_an Indeks 3,95 Indeks | 121,53
keimigrasian di
1 pelaksanaan tugas dan wilavah
fungsi keimigrasian di Indeyks
wilayah Pengamanan 3,13
Keimigrasian di Indeks 3,76 Indeks | 120,12
wilayah

Sasaran Kegiatan
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah

Gambar 14. Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Sasaran Kegiatan

Indeks Kepuasan Meningkatnya kualitas

Masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan Indeks Pengamanan

Keimigrasian di
wilayah

layanan keimigrasian fungsi keimigrasian di
di wilayah LEVEL

IKK 1 IKK 2

Adapun rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut.
Indikator Kinerja Kegiatan 1: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian
di wilayah
1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 122. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Tahun 2023

. Indikator Kinerja . __. | Capaian
No Sasaran Kegiatan Kegiatan Target | Realisasi (%)
Meningkatnya kualitas Indeks Kepuasan
Masyarakat
1 pelaksanaan tugas dan terhadap lavanan 3,25 3,95 12153
fungsi keimigrasian di keimi payan Indeks Indeks ’
wilayah eimigrasian di
wilayah
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Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

diperoleh dengan cara menghitung rata-rata hasil survei IKM pada aplikasi Survei 3AS oleh
Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM selama tahun 2023 dari seluruh Satuan
Kerja yang ada di wilayah kerja Divisi Keimigrasian masing-masing dengan rincian sebagai

berikut:

Tabel 123. Rekapitulasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan

Keimigrasian

Bulan Kantor Imigrasi Kelas | Kantor Imigrasi Kelas Il
TPI Palembang Non TPI Muara Enim
Januari 3,85 3,99
Februari 3,95 4
Maret 3,98 3,98
April 3,87 3,99
Mei 3,91 4
Juni 4 4
Juli 3,94 4
Agustus 3,93 4
September 3,93 4
Oktober 3.93 4
November 3.93 4
Desember 3.97 4
RATA-RATA 3,92 3,99
Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, dapat dihitung rata-rata nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) terhadap layanan keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan adalah sebagai berikut.

Rata—-rata IKM Kanim Palembang+Rata—rata IKM Kanim Muara Enim

IKM layanan keimigrasian =

IKM layanan keimigrasian =

3,92+3,99

2

= 3,95

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 124. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun

Sebelumnya
2021 2022 2023
. Indikator Kinerja — — —
Sasaran Kegiatan Kegiatan = o .E 5 a .E _ = a .E _

o |2 T | O |2 © 90 o & © o
© © o ® © < ® © <
- 2 S - & S - e |8

Meningkatnya Indeks Kepuasan

kualitas pelaksanaan | Masyarakat 121

tugas dan fungsi terhadap layanan 3,15 | 3,89 | 123,49 | 3,20 | 3,97 | 124,06 | 3,25 | 3,95 53’

keimigrasian di keimigrasian di

wilayah wilayah

Berdasarkan hasil perbandingan realisasi indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan

keimigrasian di wilayah sebagaimana pada tabel di atas, terdapat kenaikan nilai indeks

antara tahun 2021 dan 2022. Adapun nilai yang telah diperoleh sampai dengan Tahun 2023,

terdapat sedikit penurunan yang tidak telalu signifikan, yakni diperoleh nilai 3,95 indeks.
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3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 125. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka

Menengah
Indikator ;
Sasaran . Target Target . . | Capaian
No . Kinerja Realisasi o
Kegiatan Kegiatan Renstra PK (%)
. Indeks
it " | Kepuasan
pelaksanaan Masyarakat
1 .| terhadap 3,25 3,25 3,95 121,53
tugas dan fungsi
keimigrasian di Iayaqan : .
wilavah keimigrasian di
y wilayah

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, target Rencana Strategis maupun target
Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan indeks kepuasan masyarakat terhadap
layanan keimigrasian di wilayah telah terlampaui, dengan capaian sebesar 121,53%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan
pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah
hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab keberhasilan
a) Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kalender kerja;

b) Pelayanan penerbitan paspor melalui aplikasi M-Paspor dan APAPO 2.0;
c) Pemeriksaan keimigrasian di TPI Laut berjalan dengan baik;
d) Pelayanan penerbitan izin tinggal keimigrasian melalui aplikasi SIMKIM V2 berjalan

lancar;

e) Membentuk TIM PORA tingkat Provinsi Sumatera Selatan;

f) Pengawasan orang asing di seluruh penginapan dan perhotelan di wilayah Sumatera
Selatan melalui pemantauan aplikasi APOA,;

g) Operasi pengawasasn keimigrasian secara mandiri dan gabungan dengan anggota TIM
PORA.

Meskipun capaian indikator kinerja telah tercapai dengan baik, masih terdapat beberapa

kendala yang dihadapi di lapangan, di antaranya:

a) Kurangnya Sumber Daya Manusia pegawai pada UKK Ogan Komering Ulu dan UKK
Lubuklinggau;

b) Belum maksimalnya pelaporan keberadaan orang asing melalui aplikasi pelaporan
orang asing (APOA) oleh pihak hotel dan penginapan yang berada di wilayah Sumatera
Selatan;

c) Data dari UPT Keimigrasian Sumatera Selatan tidak dapat diperoleh melalui sistem

keimigrasian yang ada sehingga Divisi Keimigrasian harus meminta data kepada UPT

Keimigrasian secara manual.
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6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Berdasarkan survei yang dilakukan, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan
keimigrasian tahun 2023 diperoleh nilai 3,95. Artinya kualitas layanan publik kepada
masyarakat sangat baik, sehingga masyarakat puas terhadap kinerja UPT Keimigrasian di
Wilayah Kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera
Selatan. Pencapaian hasil survei tersebut diperoleh dari pengukuran terhadap beberapa
layanan publik yang dilakukan, di antaranya yaitu Layanan Paspor, Pengembangan
SIMKIM, Kebijakan Bebas Visa bagi 169 (seratus enam puluh sembilan) negara, Penerapan
e-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas | TPl Palembang, Layanan Eazy Passport, Layanan Si
MAMAT di Kantor Imigrasi Kelas || Non TPI Muara Enim dan Penerapan Visa online, serta
fasilitas imigrasi di wilayah perbatasan.

Indikator Kinerja Kegiatan 2: Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 126. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian
di Wilayah Tahun 2023

. Indikator Kinerja .. Capaian
No Sasaran Kegiatan Kegiatan Target Realisasi (%)
Meningkatnya kualitas :Qdeks 313
1 | pelaksanaan tugas dan | "ehgamanan ’ 3,76 Indeks | 120,12
fungsi keimigrasian di Kglmlgra3|an di Indeks
wilayah wilayah

Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah diperoleh dari hasil rata-rata Indeks
Pengamanan Keimigrasian dari seluruh satuan kerja imigrasi di wilayah kerja masing-masing.
Pengukuran nilai indeks tersebut dilakukan dengan metode survey secara terpadu oleh
Direktorat Jenderal Imigrasi dan pihak eksternal yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang
Asing (Timpora) melalui e- Form Ditjenim yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober s.d. 27
Oktober 2023. Pengisian survey dilakukan oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Pejabat
Struktural/Fungsional, staf, dan pihak eksternal. Adapun rincian nilai Indeks Pengamanan
Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
sebagaimana pada Surat Sekretaris Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-PW.01.02-012 Tanggal 23
November 2023 Hal Hasil Pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) Tahun 2023
adalah sebagai berikut.

Tabel 127. Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2023

IPK Kanwil
Kemenkumham 22 3,85 18 3,64 40 3,76
Sumatera Selatan
Divisi Keimigrasian 5 3,7 6 3,39 11 3,53
Kantor Imigrasi
Kelas | TPI 12 3,87 5 3,76 17 3,84
Palembang

Kantor Imigrasi
Kelas Il Non TPI 5 3,95 7 3,77 12 3,85
Muara Enim
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2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 128. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian
di Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2021 2022 2023
. Indikator Kinerja — — —
Sasaran Kegiatan Kegiatan = o g - a g _ 5 a .‘5 _
© |2 |8 |2 |£ SR | 2| 2 | &Y
Q2 Q9 Q9

= o o o o o o

Meningkatnya kualitas Indeks

pelaksanaan tugas dan Pengamanan 3,11 | 3,89 | 125,08 | 3,12 | 3,89 | 124,67 | 3,13 | 3,76 | 120,12

fungsi keimigrasian di Keimigrasian di

wilayah wilayah

Berdasarkan hasil perbandingan realisasi indeks pengamanan keimigrasian di wilayah
sebagaimana pada tabel di atas, terdapat kenaikan target dan penurunan capaian. Meski
demikian, capaian tahun 2021 sampai dengan 2023 telah melampaui target.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 129. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian
di Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator ;
Sasaran . Target Target s Capaian
NE Kegiatan Klggizrtl: n Renstra PK ellbzt (%)
Meningkatnya
kualitas Indeks
1 pelaksanaan pengamanan 313 313 376 12012
tugas dan fungsi | keimigrasian di ’ ’ ’ ’
keimigrasian di wilayah
wilayah

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, target Rencana Strategis maupun target Perjanjian
Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan indeks pengamanan keimigrasian di wilayah telah
terlampaui, dengan capaian sebesar 120,12%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan
pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian
Hukum dan HAM.

5. Penyebab keberhasilan

a) Pemetaan Warga Negara Asing (WNA) dan laporan harian intelijen sudah dilakukan di
seluruh wilayah;

b) Terjalinnya kerjasama dengan pihak penegak hukum lain maupun pelaku sektor pariwisata
seperti hotel, café dll yang secara aktif melaporkan keberadaan orang asing di wilayahnya
ke pihak Imigrasi sehingga keberadaan dan kegiatan orang asing dapat dipantau dan
diawasi;

c) Pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diakses secara mudah seperti aplikasi

Nyidakim (Penyidikan Keimigrasian) sebagai informasi keberadaan dan kegiatan termasuk

pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing;
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d) Kegiatan TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) dalam hal pengawasan keimig
yang sudah dibentuk baik di tingkat provinsi baik yang operasi mandiri ataupun operasi
gabungan telah berjalan dengan baik;

e) Respon terhadap pengaduan terkait penegakan hukum keimigrasian ditindaklanjuti dengan
baik.

Namun dibanding dengan Tahun 2022 dimana nilai Capaian Indeks Pengamanan Keimigrasian
sebesar 3,89 pada Tahun 2023 capaian IPK sebesar 3,76 atau turun sebesar 0.13 hal ini
kemungkinan besar disebabkan adanya pengembangan instrumen survei yang dilakukan yaitu
antara lain cakupan responden pada survei Indeks Pengamanan Keimigrasian diperluas. Survei
IPK untuk divisi keimigrasian dan Kantor Imigrasi melibatkan responden pihak eksternal yaitu
Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Dari hasil pelaksanaan survei jumlah responden
tidak mengalami peningkatan.

. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Diantara banyak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung
pengamanan keimigrasian, 2 program berikut dianggap menjadi faktor penunjang yang paling
signifikan yaitu:
= Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tim Pengawasan Orang Asing yang selanjutnya
disebut Tim Pora adalah tim yang terdiri dari instansi dan/atau lembaga pemerintah yang
mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing.
Pembentukan Tim Pora dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang
terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah
Indonesia. Adapun fungsi TIMPORA sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 50
Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing antara lain sebagai-berikut:
a) Koordinasi dan pertukaran data dan informasi;
b) Pengumpulan informasi dan data keberadaan Orang Asing secara berjenjang dan
tingkat desa atau kelurahan sampai dengan provinsi;
c) Analisa dan evaluasi terhadap data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan
pengawasan orang asing serta membuat peta pengawasan orang asing;
d) Penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
e) Pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerja sama dalam rangka pengawasan
Orang Asing;
f) Penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidental termasuk
rencana operasi mandiri setiap instansi anggota TIM PORA; dan
g) Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua TIM PORA berkaitan dengan
Pengawasan Orang Asing.
= Cekal Online Penerapan
Aplikasi Cekal Online didasarkan kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan. Pada Pasal 5 Ayat (1) dan
(2) dinyatakan bahwa Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat
diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Aplikasi cegah
dan tangkal (Cekal) dengan sistem online merupakan terobosan baru di Tahun 2022 yang
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dibuat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal pencekalan yang dibuat secara
Aplikasi Cekal Online terintegrasi dengan platform layanan keimigrasian lainnya untuk
memudahkan identifikasi subjek yang dikenakan pencegahan/penangkalan. Teknologi
Elastic Search, yaitu pencarian/pencocokan identitas akan dimasukkan ke dalam logika
aplikasi Visa Online untuk melihat data perlintasan yang bersangkutan. Selain itu terdapat
teknologi Matching by Biometric guna meminimalisasi pemalsuan data. Dengan adanya
Aplikasi Cekal Online, petugas di satuan kerja tidak perlu lagi melayangkan surat ke
Direktorat Wasdakim guna mengajukan permohonan cegah/tangkal. Petugas yang ditunjuk
disiapkan profil masing-masing agar dapat menginput data ke Aplikasi Cekal Online, begitu
pula petugas verifikator.

e Capaian Kinerja Direktorat Jenderal AHU (Administrasi Hukum Umum) Kantor Wilayah
Capaian Kinerja Drektorat Jenderal AHU pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan terdiri dari 2 Sasaran Kegiatan dan 2 Indikator Kinerja Kegiatan, dengan

rincian sebagai berikut.

Tabel 130. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

No. Sasaran Kegiatan Indﬂ:(a;giraﬁ::erja Target Realisasi Cagz;an
, Persentase
Lelsarya yenen | peningkatan PEP
1 umum di wilayah yang Administrasi . 5% -18,12% -3,62
berkepastian hukum Hykum Umum di
wilayah
Persentase
penyelesaian
laporan pengaduan
Meningkatnya masyarakat terkait
efektivitas pelaksanaan | dugaan o o
2 tugas MKNW, MPW pelanggaran 86% 100% 116
dan MPD perilaku dan
pelaksanaan
jabatan notaris di
wilayah

Sasaran Kegiatan 1
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum

Gambar 15. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Sasaran Kegiatan 1

Terwujudnya layanan administrasi
hukum umum di wilayah yang
berkepastian hukum

Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah
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Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Um

wilayah

1.

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 131. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan PNBP
Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2023

. Indikator Kinerja . _ . | Capaian
No. Sasaran Kegiatan Kegiatan Target | Realisasi (%)
Terwujudnya layanan | SEREE oo
| administias hukum | administras 5% | -1812% | -3,62
berkepastian%uk&/m % | Hukum Umum d
wilayah

Untuk menghitung capaian indikator ini, perlu diketahui jumlah PNBP untuk layanan

Administrasi Hukum Umum di wilayah Sumatera Selatan pada tahun lalu dan tahun
berjalan. Adapun total PNBP Tahun 2022 adalah sebesar Rp 15.225.450.000 sedangkan
total PNBP Tahun 2023 adalah Rp 12.466.600.000.
Tabel 132. Perhitungan Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di

Wilayah
Sasaran Ingiika’gor - Persen_tase
Kegiatan Kinerja Target Realisasi Capaian
Kegiatan Kinerja
Terwujudnya Persentase 5% Jumlah  PNBP tahun berjalan | Realisasi
layanan peningkatan dikurang jumlah PNBP tahun | dibagi target
administrasi PNBP sebelumnya, dibagi jumlah PNBP | dikali 100%
hukum umum | Administrasi tahun sebelumnya, dikali 100%
di wilayah Hukum Z1812% o 100%
i Rp 12.466. . —Rp 15.225.450. 5%
)l;ang i U'mum . - 66}50(1(5)225.4205)005 222X 100% =-3,62%
erkepastian wilayah P
hukum =-18,12%

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 133. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan PNBP

Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Indikator
SEERIE) Kinerja - | @ | <€ - | @ | € - | ® c -| ® c
Kegiatan . e | ® | & 2| © | ®© o | ® ] o} < I
Kegiatan o2 g3 9| 2| s O 2 Tl o @2 T o
= = o~ | = = o~ | = = o~ | = = o~
6 ®©| &< © s 2| w s e 3 s o
Fl 28 Fl 2|8 e S o2 S
Terwujudnya
layanan Persentase
administrasi peningkatan )
hukum umum PNBP 5 5 5 5 -18,
di wilayah Administrasi % | % | 190 | o | 089 7B | g | gy | 362
yang Hukum Umum di °
berkepastian wilayah
hukum

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel tersebut di atas, PNBP Administrasi Hukum Umum

mengalami penurunan setiap tahunnya.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 134. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan PNBP

Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah
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Indikator ;
Sasaran . Target Target . _ . | Capaian
No. . Kinerja Realisasi o
Kegiatan Kegiatan Renstra PK (%)
Terwujudnya
ayanan | CESEER
administrasi PNBP
1 hukum umum di - . 5% 5% -18, 12% -3,62
X Administrasi
wilayah yang
. Hukum Umum
berkepastian di wilavah
hukum y

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah tidak
memiliki perbandingan dengan standar nasional karena kegiatan ini hanya dilakukan oleh
Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab kegagalan

Masih terdapat kendala yang dihadapi dalam memenuhi target Perjanjian Kinerja pada
tahun 2023, yakni penurunan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah Provinsi
Sumatera Selatan disebabkan pasca penyakit pandemic Covid-19 yang menyebar pada
wilayah ini yang menjadi faktor utama aktivitas masyarakat dan perputaran ekonomi menjadi
lambat sehingga berdampak pula pada pengguna jasa notaris di wilayah kerja Provinsi
Sumatera Selatan. Meski demikian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan senantiasa berupaya meningkatkan PNBP AHU dengan cara menjalin
kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan edukasi layanan jasa
hukum serta memberikan informasi secara luas kepada masyarakat melalui radio daerah
dan ikut serta dalam rangkaian kegiatan daerah yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota. Kemudian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera
Selatan juga menyediakan pendampingan secara langsung bagi masyarakat dalam
pengajuan permohonan layanan jasa AHU yang berada pada bagian Layanan Terpadu
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Dalam rangka mengoptimalkan layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, pimpinan senantiasa menginformasikan
dan mengingatkan kepada pegawai khususnya pada layanan hukum untuk tetap menjaga
sikap Professional, Akuntabel, Sinergitas, Transparan, dan Inovatif dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat umum. Hal tersebut disampaikan melalui apel pegawai,
rapat evaluasi setiap akhir bulan, maupun media WhatsApp Group Kantor Wilayah.

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD
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Gambar 16. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya efektivitas
pelaksanaan tugas MKNW,
MPW dan MPD

Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan
pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat

terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah

1.

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 135. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penyelesaian

Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan

Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah Tahun 2023

No. Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Kegiatan el

Realisasi

Capaian
(%)

Meningkatnya
efektivitas pelaksanaan
tugas MKNW, MPW
dan MPD

Persentase
penyelesaian
laporan pengaduan
masyarakat terkait
dugaan
pelanggaran
perilaku dan
pelaksanaan
jabatan notaris di
wilayah

86%

116

Tabel 136. Perhitungan Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah

Indikator Persentase
E:;’;'gr‘l Kin_erja Target Realisasi Ca}paign
Kegiatan Kinerja
Meningkatny | Persentase 86% | Jumlah laporan pengaduan | Realisasi
a efektivitas penyelesaian masyarakat yang diselesaikan | dibagi target
pelaksanaan | laporan dibagi jumlah seluruh pengad_uaq dikali 100%
tugas pengaduan masoyarakat yang masuk, dikali Lo
MKNW, masyarakat 100% wey, X 100%
MPW dan terkait 69 laporan diselesaikan o =116%
MPD dugaan 69 laporan diterima x 100%
pelanggaran =100%
perilaku dan
pelaksanaan
jabatan
notaris di
wilayah

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase penyelesaian laporan pengaduan

masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah

pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan telah mencapai
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100%. Dalam kurun waktu Bulan Januari sampai dengan Desember 2023, telah

sebanyak 69 laporan pengaduan terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan

jabatan notaris di wilayah dan semuanya telah diselesaikan/ditangani.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 137. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penyelesaian

Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan

Pelaksanaan Jabatan Notaris di

Sebelumnya

Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun

2020 2021 2022 2023
Sasaran Indikator
: inerj ‘0 c - | @ | c - | @ c - ‘® c
Kegiatan L | 8| & ® | ©| © | © ] > @ &
Kegiatan oL 3 2L &% 2| 2 s D 2 Q)
S|/ 2SS 5| 8% s|8 |25 S| § | g%
Fl 2|38 Fl 2|38 R S [ 2 S
Persentase
penyelesaian
laporan
Meningkatnya pengaduan
efektivitas masyarakat
pelaksanaan terkait dugaan §/2 §/2 100 §/4 130 119 §/6 1090 116
tugas MKNW, pelanggaran S e e ° °
MPW dan MPD | perilaku dan
pelaksanaan
jabatan notaris
di wilayah

Sebagaimana pada tabel di atas, tidak terdapat indikator persentase penyelesaian laporan

pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan

notaris di wilayah pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Adapun pada Tahun 2023, terjadi

sedikit penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat kenaikan

target. Meski demikian, realisasi kinerja yang dicapai telah memenuhi target.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 138. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penyelesaian

Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan

Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka

Menengah
Indikator ;
Sasaran . Target Target . . | Capaian
No. . Kinerja Realisasi o
Kegiatan Kegiatan Renstra PK (%)
Persentase
penyelesaian
laporan
Meningkatnya pengaduan
efektivitas masyarakat terkait
1 pelaksanaan dugaan 86% 86% 100% 116
tugas MKNW, pelanggaran
MPW dan MPD perilaku dan

pelaksanaan
jabatan notaris di
wilayah

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan

pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah tidak memiliki
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perbandingan standar nasional karena kegiatan ini hanya dilakukan oleh Keme

Hukum dan HAM.

5. Penyebab keberhasilan

Terpenuhinya target tersebut dikarenakan peran aktif seluruh anggota Majelis dalam

menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat dan didukung dengan sekretariat majelis

yang bertindak sigap.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Tercapainya indikator kinerja persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat

terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah didukung

oleh tindaklanjut terhadap seluruh laporan masyarakat yang masuk baik melalui MPDN, dan

MPWN, serta MKNW secara efektif dan efesien sehingga proses penyelesaiannya dapat

berjalan tepat waktu.

Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kl (Kekayaan Intelektual) Kantor Wilayah

Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Sumatera Selatan terdiri dari 2 Sasaran Kegiatan dan 5 Indikator Kinerja

Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 139. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

No. Sasaran Kegiatan Indlll((e::;)i;g:erja Target Realisasi Cagz;an

Jumlah
permohonan KI 33 75layanan | 227,28

Terselenggaranya yang difasilitasi layanan

pelayanan kekayaan | Kantor Wilayah

1 intelektl_JaI yang Jumlah

berkualitas di Kantor pelaksanaan

Wilayah Kementerian : i

Hukum dan HAM g'rzfn";'gia}fés:;aan 1lokus | 5 lokus 500
intelektual oleh
Kantor Wilayah
Persentase
penanganan aduan
pelanggaran 100% 100% 100
kekayaan
intelektual
Jumlah

Terselenggaranya pelaksanaan

penegakan hukum di | kegiatan

bidang kekayaan pencegahan

2 | intelektual oleh Kantor | pelanggaran 2 lokus 2 lokus 100

Wilayah Kementerian | kekayaan

Hukum dan HAM intelektual yang

yang handal dilakukan oleh
Kantor Wilayah
Kegiatan
pemantauan
produk kekayaan 2 laporan 2 laporan 100
intelektual di
wilayah
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Sasaran Kegiatan 1

Kementerian Hukum dan HAM

Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah

Gambar 17. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya pelayanan

Jumlah permohonan

Kl yang difasilitasi
Kantor Wilayah

Adapun rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut.

IKK 1

kekayaan intelektual yang

berkualitas di Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan

HAM

Jumlah pelaksanaan

diseminasi dan promosi

kekayaan intelektual oleh

Kantor

Wilayah

IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan 1.1: Jumlah permohonan Kl yang difasilitasi Kantor Wilayah

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 140. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Permohonan Kl yang
Difasilitasi Kantor Wilayah Tahun 2023

Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM

Kantor Wilayah

. Indikator Kinerja . _ . | Capaian
No. Sasaran Kegiatan Kegiatan Target Realisasi (%)
Terselenggaranya
pelayanan kekayaan | Jumlah
intelektual yang permohonan Kl 33
1 berkualitas di Kantor | yang difasilitasi layanan /5 layanan | 227,28

Untuk indikator ini memiliki target yaitu 33 layanan yang harus dicapai selama periode 1

tahun. Adapun dalam kurun waktu Bulan Januari sampai dengan Desember 2023,

permohonan pendadaftaran Kekayaan Intelektual yang telah difasilitasi oleh Kantor Wilayah

adalah sebanyak 75 layanan. Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian kinerja,

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mensosialisasikan tata cara pengajuan

permohonan Kekayaan Intelekiual kepada setiap pemohon untuk dapat mengajukan

permohonan Kekayaan Intelektual secara mandiri.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 141. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Permohonan Kl yang

Difasilitasi Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Indikator
Sasaran Kegiatan Kinerja 5 'g £ 5 Q £ % 'g £ 5 'Q £
Kegiatan o2 | T oL | TS| o2 Tl 2| 2| 8
8 | & | 22 &5 | T | 2| & | ® 28 5| ® | 2
) < [ o | S - | @ < | o | 8
Flg|o c | O o o x| O
Terselenggaranya | Jumlah
pelayanan permohonan
kekayaan Klyang 25 | 52 | 208 | 26 | 26 | 100 |27 | 110 | 407 | 33| 75 | 227
intelektual yang difasilitasi 28
berkualitas di Kantor
Kantor Wilayah Wilayah
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2020 2021 2022
Indikator
Sasaran Kegiatan K|n_er|a =| 2| § =| 2|5 =| 8 < | 2| §
Kegiatan o2 | 8% o 2| 83| > 2 Bl O 2|
= = o~ | = = o~ = = o~ | = = o~
SIS 8- S| 8| R-| 8|8 |[R-| 88| 8%
Flg|o Flg|o Fle o Flg|o

Kementerian
Hukum dan HAM

Sebagaimana pada tabel di atas, terjadi fluktuasi capaian pada indikator jumlah
permohonan Kl yang difasilitasi Kantor Wilayah. Adapun pada Tahun 2023, terjadi
penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya dan terdapat kenaikan target.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 142. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Permohonan Kl yang
Difasilitasi Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator ;
No. | Sasaran Kegiatan Kinerja J:;gﬁ; Te::l%et Realisasi Cagz;an
Kegiatan
Terselenggaranya
pelayanan Jumlah
kekayaan permohonan 5081
1 intelektual yang Kl yang layanan 33 75 507 98
berkualitas di difasilitasi seluruh | layanan | layanan ’
Kantor Wilayah Kantor Indonesia
Kementerian Wilayah
Hukum dan HAM

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja jumlah permohonan Kl yang difasilitasi Kantor Wilayah tidak memiliki
perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan selalu memberikan
pendampingan baik konsultasi maupun pendaftaran yang ditindaklanjuti oleh pegawai yang
meliputi hak cipta, merek, paten, desain industri, indikasi geografis dan kekayaan intelektual
komunal. Terkait konsultasi, pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan mendengarkan terkait konsultasi dari pemohon lalu memberikan

penjelasan mengenai pengertian, persyaratan, dan jumlah PNBP.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Dalam rangka mengoptimalkan layanan Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, pimpinan senantiasa menginformasikan
dan mengingatkan kepada pegawai khususnya pada layanan hukum untuk tetap menjaga
sikap Profesional, Akuntanbel, Sinegritas, Transparant, dan Inovatif dalam memberikan
pelayanan kepada Masyarakat Umum. Hal tersebut disampaikan melalui apel pegawai,
rapat evaluasi setiap akhir bulan maupun media WhatsApp Group Kantor Wilayah.
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Indikator Kinerja Kegiatan 1.2: Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kek

intelektual oleh Kantor Wilayah

1.

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 143. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pelaksanaan

Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual Oleh Kantor Wilayah Tahun 2023

. Indikator Kinerja . . | Capaian
No. Sasaran Kegiatan Kegiatan Target Realisasi (%)
Terselenggaranya Jumlah
pelayanan kekayaan | pelaksanaan
intelektual yang diseminasi dan
1 berkualitas di Kantor | promosi kekayaan 1 lokus 5 lokus 500
Wilayah Kementerian | intelektual oleh
Hukum dan HAM Kantor Wilayah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan telah menyelenggarakan
kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual pada 5 lokus.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 144. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pelaksanaan
Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual Oleh Kantor Wilayah Tahun 2023
dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
ST Indikator
Kegiatan KKln_er]a @ o _EA T 8 _EA 5| S EA 5| @ _EA
egiatan o @ Te| 9| 2| 9 2| L B D 2| ®
© © 22| 5 || 2 5| @ | 22| & | ® | 22
~ ) = [ I | e | 8 |l e | 8
o (&) c | O c | O x| O
Terselenggaranya | Jumlah
pelayanan pelaksanaan
kekayaan diseminasi 30 20
intelektual yang | dan promosi | oo | ke | 100 | 1 | 1 [ 100 | 1| 7 | 700 | 1| 5 | 500
berkualitas di kekayaan
" ; holder | holder
Kantor Wilayah intelektual
Kementerian oleh Kantor
Hukum dan HAM | Wilayah

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, terdapat perbedaan satuan target pada Perjanjian
Kinerja Tahun 2020. Adapun capaian pada tahun 2021-2023 mengalami fluktuasi. Meski

demikian, realisasi kinerja yang dicapai telah memenuhi target yang ditentukan.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 145. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pelaksanaan
Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual Oleh Kantor Wilayah Tahun 2023
dengan Target Jangka Menengah

Indikator ;
No. | Sasaran Kegiatan Kinerja J :r:gs’frg Tagl%et Realisasi Cagz;an

Kegiatan

Terselenggaranya | Jumlah

pelayanan pelaksanaan

kekayaan diseminasi

intelektual yang dan promosi

berkualitas di kekayaan 1 lokus | 1 lokus 5 lokus 500

Kantor Wilayah intelektual

Kementerian oleh Kantor

Hukum dan HAM Wilayah
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Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis m
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator jumlah pelaksanaan diseminasi
dan promosi kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah telah melampaui target.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh
Kantor Wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan
Tercapainya target indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan
diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah sebanyak 5 (lima) lokus,
di antaranya:

e Telah diselenggarakan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Lainnya,
dengan tema:" Melalui Kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual
Lainnya Kita Tingkatkan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual dan
Perekonomian Daerah", yang diselenggarakan pada tanggal 22 s.d 24 Februari 2023,
bertempat di Hotel ALTS Palembang dengan jumlah peserta 100 orang dari unsur
UMK, Universitas Kota Palembang, tenaga pendidik dan pengajar, serta Pemerintah
Provinsi;

e Pelaksanaan tanggal 24 Mei 2023 bertempat di Hotel Aryaduta Palembang dengan
jumlah peserta 100 orang dari unsur UMK;

e Pelaksanaan tanggal 25 Mei 2023 bertempat di Hotel Aryaduta Palembang dengan
jumlah peserta 100 orang dari unsur akademisi Sekolah Tinggi Palembang;

e Pelaksanaan tanggal 25 Mei 2023 bertempat di Hotel Aryaduta Palembang dengan
jumlah peserta 100 orang dari unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se-Sumatera
Selatan;

o Pelaksanaan tanggal 4 Agustus 2023 bertempat di Hotel Emilia Palembang dengan
jumlah peserta 50 orang dari UMKM binaan Dinas Perindustrian Kota Palembang.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan berupa upaya untuk
menginformasikan, mempengaruhi, menyebarluaskan, menawarkan dan mengajak
khalayak terkait kekayaan intelektual. Sehingga, diseminasi dan promosi kekayaan
intelektual dapat diartikan sebagai suatu proses penyebaran informasi mengenai kekayaan
intelektual dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami mengenai
pentingnya pelindungan kekayaan intelektual yang dimiliki dan mendorong masyarakat agar
dapat mencatatkan atau mendaftarkan kekayaan intelektual yang dimiliki.

Sasaran Kegiatan 2

Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM yang handal
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Gambar 18. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Sasaran Kegiatan 2

Persentase Terselenggaranya penegakan Jumlah pelaksanaan
penanganan aduan hukum di bidang kekayaan kegiatan pencegahan
intelektual oleh Kantor Wilayah pelanggaran kekayaan
pelanggaran kekayaan Kementerian Hukum dan HAM intelektual yang dilakukan

intelektual yang handal oleh Kantor Wilayah

IKK 1 IKK 2

Kegiatan pemantauan
produk kekayaan
intelektual di wilayah

IKK 3

Indikator Kinerja Kegiatan 2.1: Persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan
intelektual
1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 146. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penanganan Aduan
Pelanggaran Kekayaan Intelektual Tahun 2023

Terselenggaranya
penegakan hukum di Persentase
bidang kekayaan penanganan aduan
1 intelektual oleh Kantor | pelanggaran 100% 100% 100

Wilayah Kementerian kekayaan
Hukum dan HAM yang | intelektual
handal

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 147. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penanganan Aduan

Pelanggaran Kekayaan Intelektual Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Terselenggaranya

penegakan hukum | Persentase

di bidang penanganan

kekayaan aduan

intelektual oleh pelanggaran - - - 130 130 100 10(/)0 130 100 1090 1090 100
Kantor Wilayah kekayaan ° ° ° ° ° °
Kementerian intelektual

Hukum dan HAM

yang handal

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator persentase penanganan
aduan pelanggaran kekayaan intelektual pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Adapun
capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan 2023 adalah stabil yaitu 100%.

125



3.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 148. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penanganan Aduan

Pelanggaran Kekayaan Intelektual Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator ;
No. | Sasaran Kegiatan Kinerja F.{ :r:gterta Ta::&et Realisasi Cag/a;an

Kegiatan °

Terselenggaranya Persentase

penegakan hukum

di bidang kekayaan zgﬂzgganan

1| Kooty Wiiyan | Pelanggaran | 100% | 100% | 100% 100

Kementerian .kekiayka anl

Hukum dan HAM Intelektua

yang handal

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase penanganan aduan

pelanggaran kekayaan intelektual telah tercapai 100%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual tidak

memiliki perbandingan dengan standar nasional.

Penyebab keberhasilan

Tercapainya target indikator persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan
intelektual dikarenakan tidak adanya laporan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual
yang masuk pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan selalu menindaklanjuti
setiap laporan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual agar tidak terjadi dampak yang

dapat merugikan pemegang Kekayaan Intelektual.

Indikator Kinerja Kegiatan 2.2: Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran

kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah
1.

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 149. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pelaksanaan Kegiatan
Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Yang Dilakukan Oleh Kantor Wilayah
Tahun 2023

No. Sasaran Kegiatan Ind“ﬁ:&;ﬁ:e"a Target Realisasi Cagz;an

Jumlah

Terselenggaranya pelaksanaan

penegakan hukum di | kegiatan

bidang kekayaan pencegahan

intelektual oleh Kantor | pelanggaran 2 lokus 2 lokus 100

Wilayah Kementerian | kekayaan

Hukum dan HAM intelektual yang

yang handal dilakukan oleh
Kantor Wilayah
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Telah dilaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran Kek
Intelektual melalui sosialisasi PP Nomor 56 Tahun 2021 di Kota Lubuklinggau pada tanggal
27-29 Maret 2023 serta sosialisasi dan diseminasi pencegahan pelanggaran Kl pada
tanggal 26 Juli 2023.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 150. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pelaksanaan Kegiatan

Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Yang Dilakukan Oleh Kantor Wilayah

Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Sasaran Kegiatan Indlli((ato_r g e | ® | c e | @ | e | @ | € e | ® | €
eglatan 1y ] o [ ] o I © o ry [ ]
S| 2 | sF o2 58 5| L |89 S| 2|8y
s | © | 29 ® g || 2 & | ® | 2L & | ® | 2L
Flg|S |F|g|S|r|g|S |F|eg|S
Jumlah
Terselenggaranya pelaksanaan
penegakan hukum di kegiatan
bidang kekayaan pencegahan
intelektual oleh Kantor pelanggaran 2 | 5|25 | {1 11100 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100
Wilayah Kementerian kekayaan
Hukum dan HAM yang intelektual yang
handal dilakukan oleh
Kantor Wilayah

Sebagaimana pada tabel di atas, terjadi fluktuasi capaian kinerja indikator jumlah

pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh

Kantor Wilayah.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 151. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pelaksanaan Kegiatan

Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Yang Dilakukan Oleh Kantor Wilayah

Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator ;
No. | Sasaran Kegiatan Kinerja J arg;.et Ta;lget Realisasi Cae;llan
Kegiatan enstra (%)
Jumlah
Terselenggaranya Eglail;f: : aan
penegakan hukum e%ce ahan
di bidang kekayaan E cla nggg aran
1| Intelektual oleh |y oy ovaan | 99IOKUS oious | 2lokus | 100
Kantor Wilayah . (nasional)
Kementerian intelektual
yang
rlukum dan HAM | Gilakukan
yang oleh Kantor
Wilayah

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan

intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar

nasional.
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5. Penyebab keberhasilan/kegagalan

Tercapainya indikator jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan
intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah sebanyak 2 lokus adalah dikarenakan
terselenggaranya kegiatan sebagai berikut.

e Melakukan koordinasi dengan aparat Kepolisian Resot Kota Pagaralam untuk
meningkatkan edukasi masyarakat terkait pelanggaran Kekayaan Intelektual pada
Bulan September 2023;

e Melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha serta masyarakat terkait dengan
pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi pada daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu pada Bulan November 2023.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual, sosialisasi
terkait PP Nomor 56 Tahun 2021 dilaksanakan di Kabupaten/Kota yang berbeda-beda agar

penerima manfaatnya menjadi lebih luas.

Indikator Kinerja Kegiatan 2.3: Kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di
wilayah
1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 152. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Kegiatan Pemantauan Produk
Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2023

. Indikator Kinerja . __. | Capaian
No. | Sasaran Kegiatan Kegiatan Target | Realisasi (%)
Terselenggaranya
penegakan hukum di .
bidang kekayaan K:r%::]e’zguan
intelektual oleh b
1 Kantor Wilayah produk kekayaan | 2 laporan | 2 laporan 100
Kementerian Hukum witlzle:;ual di
dan HAM yang y
handal

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 153. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Kegiatan Pemantauan Produk

Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Indikator
Sasaran Kegiatan Kinerja e |l@ |l c| | ®| € e | ® | c e | @ | c
Kegiatan 512|245 |2 |34 S| 2|85 5| 2|83
8 | ® | 298 | B | 2% 5 | ® | 2% & | ® | &
g S| F 1o S e S @ S
Terselenggaranya Kegiatan
penegakan hukum di pemantauan
bidang kekayaan produk
intelektual oleh Kantor | kekayaan 2| 2|100] 2|2 |100| 2| 2 | 100
Wilayah Kementerian intelektual di
Hukum dan HAM yang | wilayah
handal
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3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 154. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Kegiatan Pemantauan Produk

Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator ;
No. | Sasaran Kegiatan Kinerja I;lr:r:gterta Tal;-lg(et Realisasi Ca(e/a;an

Kegiatan i

Terselenggaranya .

penegakan hukum K:%I:;a’zguan

di bidang kekayaan ﬂnduk 56

intelektual oleh p 2

1 K : kekayaan laporan 2 laporan 100
antor Wilayah intelektual di ional laporan

Kementerian m_tlee r’[1ua i (nasional)

Hukum dan HAM wiiaya

yang handal

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah tidak memiliki
perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan
Tercapainya indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sebagai
berikut:
+ Pada tanggal 25-27 Januari 2023 telah dilaksanakan pemantauan produk Kekayaan
Intelektual kain gambo Muba pada Kabupaten Musi Banyuasin;
» Pada tanggal 1-3 Februari telah dilaksanakan pemantauan produk Kekayaan Intelektual
Kopi Robusta Pagaralam pada Kota Pagaralam.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Dalam rangka menunjang keberhasilan indikator kegiatan pemantauan produk kekayaan
intelektual di wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
mempetakan wilayah dan menyajikan sebuah data produk kekayaan intelektual yang telah
terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

e Capaian Kinerja Direktorat Jenderal PP (Peraturan Perundang-Undangan) Kantor Wilayah
Capaian kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan terdiri dari 2 Sasaran Kegiatan dan 2 Indikator
Kinerja Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 155. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

. Indikator Kinerja s Capaian
No. Sasaran Kegiatan Kegiatan Target Realisasi (%)
Persentase
Terfasiltasinya rancangan perda
1 rancangan produk zlethantor 80% 100% 125
hukum di daerah ;
Wilayah
Kemenkumham
Terselenggaranya Jumlah
5 pembinaan perancang penmgkatan 23 orang 21 orang 91.30
peraturan perundang- kapasitas
undangan pembinaan tenaga
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No. Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja
Kegiatan

Capaian

Target Realisasi (%)

perancang
peraturan
perundang-
undangan

Adapun rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan 1
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah

Gambar 19. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Sasaran Kegiatan 1

Terfasilitasinya
rancangan produk
hukum di daerah

Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor

Wilayah Kemenkumham

1.

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 156. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rancangan Perda
Yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera
Selatan Tahun 2023

No. | Sasaran Kegiatan Indlkato_r Kinerja Target Realisasi Ca;;alan
Kegiatan (%)
Persentase
Terfasilitasinya rancangan P er_da
1 rancangan produk yang difasilitasi 80% 100% 125
hukum di daerah oleh Kantor
Wilayah
Kemenkumham

Target yang harus dicapai untuk indikator ini dalam kurun waktu 1 (satu) tahun adalah 80%.
Sedangkan realisasi yang diperoleh adalah 100% yaitu dihitung berdasarkan dengan cara
sebagai berikut.

- . lah Perd l i dih i i
Persentase fasilitasi Perda = L27al Perda yang selesal darmonisast , 4nnoy

Jumlah permintaan harmonisasi Perda
o0 . 251
Persentase fasilitasi Perda = 2a1 X 100% = 100%

Adapun rekapitulasi jumlah Perda yang telah dilaksanakan harmonisasi adalah sebagai
berikut.
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Tabel 157. Rekapitulasi Fasilitasi Harmonisasi Raperda pada Kantor

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023

JUMLAH RANPERDA/RANPERKADA
NO. DAERAH RAPERDA | RAPERDA | RAPERDA = SAPERDA o o o oA | RAPERKADA | TOTAL
PROV PROV KABKOTA | pey KaBY PROVINSI KAB/KOTA
(DPRD) (PEMPROV) (DPRD) KOTA)

1 g;?;/;g? Sumatera 4 20 26
2 [Kota Palembang 6 21 27
3 Kab. Muara Enim 1 3 12 16
4 [Kab. OKI 3 20 23
5 Kab. OKU Selatan 1 6 37 44
6 [Kab. Musi Rawas 38 38
7 |Kab. Musi Banyuasin 1 4 2 7
g Kota Lubuk Linggau 7 1 18 26
g9 [Kab. Ogan llir 1 1 16 18
10 [Kab. Empat Lawang 1 1 2
11 [Kota Pagar Alam 1 6 7
12 Kab. OKU Timur 1 3 4
13 Kab. PALI 5 1 6
14 Kab. Banyuasin -
15 Kab. OKU R
16 [Kota Prabumulih 3
17 Kab. Lahat 2
18 [Kab. Muratara 2 2
Sub Total 4 11 32 22 182 251
TOTAL 251

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 158. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rancangan Perda

Yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Tahun 2023 dengan Tahun-

Tahun Sebelumnya

Kemenkumham

2020 2021 2022 2023
Sasaran Inc§|kat_or - — — —
Kegiatan TG 5 |2 |s§]%s |8 |5]ls % |s5]s!| % |5
Kegiatan S |2 g3 © |2 |59 S |2 |33 | 2 | &35
5 | ® 2¥ 5§ | 2es 5 |8 2 3 s | 2%
F & |o|F |& |o|F |& |o|F € | O
Persentase
Terfasilitasinya | rancangan
rancangan perda yang 80% | 80% | 100 | 80% | 80% | 100 | 80% | 80% | 100 | 80% | 100% | 125
produk hukum | difasilitasi oleh
di daerah Kantor Wilayah

Sebagaimana pada tabel di atas, capaian indikator kinerja persentase rancangan perda

yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham stabil dari tahun 2020 sampai dengan

2023.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 159. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rancangan Perda

yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Tahun 2023 dengan Target

Jangka Menengah
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Indikator ;
Sasaran . Target Target . . | Capaian
No. . Kinerja Realisasi o
Kegiatan Kegiatan Renstra PK (%)
Persentase
Terfasilitasinya | rancangan
rancangan perda yang 5 o 5
1| produk hukum di | difasilitasi oleh 80% 80% 100% 125
daerah Kantor Wilayah
Kemenkumham

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase rancangan perda yang
difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham telah melampaui target.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah
Kemenkumham tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena kegiatan ini
hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab keberhasilan
e Adanya dukungan anggaran dan fasilitas berupa sarana dan prasaran yang
mendukung kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum daerah;
e Adanya koordinasi yang intensif dan bersinergis dengan Biro Hukum Provinsi dan
Bagian Hukum Kabupaten/Kota serta Badan Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan DPRD Provinsi Kabupaten/Kota.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

o Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan penandatanganan Nota
Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan DPRD
Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota;

e Memberikan pemahaman ke Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan DPRD
Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota mengenai pentingnya melibatkan perancang
peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah dalam pembentukan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Sasaran Kegiatan 2
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan

Gambar 20. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Sasaran Kegiatan 2

Terselenggaranya
pembinaan perancang
peraturan perundang-

undangan

Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan




Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang
peraturan perundang-undangan

1.

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 160. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Peningkatan Kapasitas

Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023

. . ian
No. | Sasaran Kegiatan Ind'll((aetgi;:::e"a Target Realisasi Cagz)a
Jumlah peningkatan
Terselenggaranya kapasitas pembinaan
embinaan perancan tenaga perancan
1 Beraturan pgrundang-g pera?ur:n 9 23 org 21 org 91,30
undangan perundang-
undangan

Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-
undangan dengan target 23 orang dan telah terealisasi dengan jumlah 21 orang perancang
peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, telah tercapai sebesar 91,30%. Capaian
tersebut diperoleh berdasarkan kegiatan pembinaan perancang Peraturan Perundang-
Undangan yang dilaksanakan oleh Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum

Daerah.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 161. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Peningkatan Kapasitas
Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dengan
Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Indikator
Sasaran Kegiatan Kinerja 5 - 5 @ £ 5 5| g 5 5| g
Kegiatan | &1 215 2 |2 |8 P|Z 8® §|£) &E
- O 1] - O © [ O © - O ©
c | © o o x | © e | O
Jumlah
peningkatan
Terselenggaranya kapasitas
pembinaan perancang | pembinaantenaga | 53 | 53 | 100 | 36% | 36% | 100 | 23 | 23 | 100 | 23 | 21 | 91,30
peraturan perundang- perancang
undangan peraturan
perundang-
undngan

Sebagaimana yang dimaksud dalam tabel di atas, capaian kinerja untuk indikator jumlah
peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan
tahun 2020 sampai dengan 2022 cenderung stabil yaitu 100%. Adapun capaian sampai
dengan 2023 mengalami sedikit penurunan yaitu 91,30%.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 162. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Peningkatan Kapasitas
Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dengan

Target Jangka Menengah
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. Indikator Kinerja Target | Target . __. | Capaian
No. Sasaran Kegiatan Kegiatan Renstra PK Realisasi (%)
Jumlah
peningkatan
Terselenggaranya kapasitas
pembinaan perancang | pembinaan tenaga
1 peraturan perundang- perancang 618 23 21 91,30
undangan peraturan
perundang-
undngan

Terdapat perbedaan antara target Rencana Strategis dengan target Perjanjian Kinerja.
Adapun target peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-
undangan pada renstra yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-Undangan sangat tinggi dikarenakan angka tersebut merupakan nilai kumulatif
dari setiap Kantor Wilayah.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional hanya dilakukan pada level unit
pusat.

5. Penyebab keberhasilan/Kegagalan
Selama periode Tahun 2023, telah tercapai sebesar 91,30%. Capaian kinerja untuk
indikator ini belum memenuhi target dikarenakan terdapat 1 (satu) orang perancang yang
menjabat jabatan structural pada Subbidang Pemajuan HAM sehingga tidak dapat
menjalankan tugas dan fungsi sebagai perancang peraturan perundang-undangan, dan 1
(satu) orang perancang meninggal dunia. Dengan demikian, semua perancang yang ada
pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan berjumlah 21 orang
dan telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang

peraturan perundang-undangan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Telah dilaksanakannya kegiatan Bimbingan Teknis Perancang Peraturan Perundang-
Undangan pada tanggal 21 Maret 2023 di Hotel Aston yang diikuti oleh Perancang
Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Sumatera Selatan dan Kegiatan Pendalaman Materi Perancangan Peraturan Daerah
untuk tahun anggaran 2023 pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023.

Capaian Kinerja BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Kantor Wilayah

Capaian kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Sumatera Selatan terdiri dari 2 Sasaran Kegiatan dan 6 Indikator Kinerja Kegiatan,
dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 163. Capaian Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
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No.

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja
Kegiatan

Target

Realisasi

Capaian
(%)

Terselenggaranya
fasilitas perencanaan
serta pemantauan dan
peninjauan/analisis dan
evaluasi produk hukum
di wilayah

Jumlah kegiatan
perencanaan
pembentukan dan
pemantauan
produk hukum
daerah

2
kegiatan

2 kegiatan

100

Meningkatnya
kesadaran hukum serta
terpenuhinya akses
keadilan dan informasi
hukum masyarakat di
wilayah

Persentase
permohonan
bantuan hukum
litigasi yang
dilayani sesuai
dengan peraturan
perundang-
undangan

82%

90,13%

109,91

Persentase
permohonan
bantuan hukum
non litigasi yang
dilayani sesuai
dengan peraturan
perundang-
undangan

80%

93,13%

116,41

Indeks kepuasan
layanan bantuan
hukum

76,75%

78,04

101,69

Persentase
desa/kelurahan
sadar hukum yang
terbentuk di
masing-masing
wilayah

70%

100%

142,85

Persentase
anggota JDIHN
yang berpartisipasi
aktif

20%

100%

500

Adapun rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya fasilitas perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan
evaluasi produk hukum di wilayah

Gambar 21. Sasaran Kegiatan 1 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya fasilitas
perencanaan serta pemantauan
dan peninjauan/analisis dan
evaluasi produk hukum di
IEVED

Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah




Indikator Kinerja Kegiatan 1:

pemantauan produk hukum daerah

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan

Tabel 164. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Kegiatan Perencanaan

Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah Tahun 2023

. Indikator Kinerja . . | Capaian
No. Sasaran Kegiatan Kegiatan Target Realisasi (%)
Terselenggaranya .
fasilitas perencanaan .;::T;Isgal:]ea%stan
serta pemantauan
1 dan Ezmgﬁtnatﬂgin aan kegiﬂan 2 kegiatan 100
peninjauan/analisis roduk hukum
dan evaluasi produk gaerah
hukum di wilayah

Selama Tahun 2023, telah terlaksana 2 kegiatan perencanaan pembentukan dan

pemantauan produk hukum daerah dari target sebanyak 2 kegiatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 165. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Kegiatan Perencanaan

Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah Tahun 2023 dengan Tahun-

Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Indikator
Sasaran Kegiatan Kinerja e | ® | | o 7] c - 7] c - 7] c
Kegiatan 5 2 315 |2 |34 S |2 |33 &| 2|83
§ 5| 295 |5 |28 &5 |5 |28 &5 | § | 28
Fl 2 |S8|F 2 S - i S - e |38
Terselenggaranya Jumlah kegiatan
fasilitas perencanaan perencanaan
serta pemantauan dan pembentukan dan 2 2 100 2 2 100 2 2 100
peninjauan/ analisis dan | pemantauan keg | keg keg | keg keg | keg
evaluasi produk hukum produk hukum
di wilayah daerah

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 166. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Kegiatan Perencanaan

Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah Tahun 2023 dengan Target

Jangka Menengah

Indikator .
No. | Sasaran Kegiatan Kinerja F;r:r:g:'ta Ta;lg(et Realisasi Ca(gz;an

Kegiatan

Terselenggaranya Jumlah kegiatan

fasilitas perencanaan | perencanaan

serta pemantauan pembentukan > > >

1 dan dan kegiatan kegiatan kegiatan 100

peninjauan/analisis pemantauan g 9 9

dan evaluasi produk | produk hukum

hukum di wilayah daerah

Indikator kinerja jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk

hukum daerah memiliki target yang sama, baik pada Rencana Strategis maupun Perjanjian

Kinerja Tahun 2023. Akan tetapi, pada periode Tahun 2023 ini telah terlaksana 2 kegiatan.
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4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk
hukum daerah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan
Terlaksananya kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum
daerah sebanyak 2 kegiatan dikarenakan adanya koordinasi yang intensif dan bersinergis
dengan Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten /Kota serta Badan
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan DPRD Provinsi Kabupaten/Kota.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Pelaksanaan indikator kinerja kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk
hukum daerah didukung dengan memberikan pemahaman ke Pemerintah Daerah Provinsi,
Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai pentingnya melibatkan
perancang peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah dalam pembentukan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum
masyarakat di wilayah

Gambar 22. Sasaran Kegiatan 2 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Persentase permohonan
bantuan hukum litigasi yang
dilayani sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan

IKK'1

Sasaran Kegiatan 2

bPetrse”t?SE permOhl‘f[f‘a” : Meningkatnya kesadaran
yai'; lé?l'; ;niusrgsﬁz? d'e'gg; hukum serta terpenuhinya
y akses keadilan dan informasi

peraturan perundang- —
undangan hukum masyarakat di wilayah

Indeks kepuasan
EVEUEQNETNTET
hukum

IKK 2 IKK 3

Persentase
desa/kelurahan sadar
hukum yang terbentuk di
masing-masing wilayah

Persentase anggota
JDIHN yang
berpartisipasi aktif

IKK 4 IKK'5




Indikator Kinerja Kegiatan 2.1: Persentase permohonan bantuan hukum litigasi
dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
1.

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 167. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Permohonan
Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-
Undangan Tahun 2023

. Indikator Kinerja s Capaian
No. | Sasaran Kegiatan Kegiatan Target | Realisasi (%)
. Persentase
Meningkatnya
permohonan
kesadaran huk_um bantuan hukum
serta terpenuhinya litiaasi van
1 | akses keadilan dan d”gyan{seguai 82% 90,13% 109,91
Q?g}g?::(g?g?m dengan peraturan
wilayah perundang-
undangan

Perhitungan persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dilakukan dengan membagi indikator jumlah permohonan
yang diterima dengan jumlah permohonan bantuan hukum, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 168. Perhitungan Bantuan Hukum Litigasi

Bantuan Jumiah Jumlah Permohonan yang
Permohonan L Persentase
Hukum diterima
Bantuan Hukum
Litigasi 365 329 90,13%

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 169. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Permohonan
Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-
Undangan Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Indikator
ls(‘,as_aran Kinerja = | @ c | | @ c - | ® = = o | €
egiatan Keai o | 8 | & _| o | ® C_ || ® S _| @ S | &
egiatan o 2| g9 | &2 sl D 2 s el O & © o
G| | 2T & | ® 2| g | ® 2| § | ® | 2
c | O o o o o e | O
. Persentase
Meningkatnya
kesadgran Y gerr:[nohonan
antuan
hukum serta L
terpenuhinya hukumllmgasll
akses keadilan yangcﬁlayam ) ) ) Z7 28?, 368, 221 1000 123, 829% 9(1,1 109,
. . sesuai Yo | 46% 12 Yo Yo 45 3% 91
dan informasi d
hukum engan
masyarakat di peratlijran
wilayah perundang-
undangan

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 170. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Permohonan
Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-
Undangan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah
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Indikator .
No. | Sasaran Kegiatan Kinerja I;r:r:gfrta Teg&et Realisasi Cagz;an
Kegiatan
Persentase
Meningkatnya permohonan
kesadaran hukum bantuan hukum
serta terpenuhinya | litigasi yang
1 | akses keadilan dan | dilayani sesuai 81% 82% 90,13% 109,91
informasi hukum dengan
masyarakat di peraturan
wilayah perundang-
undangan

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, indikator
kinerja persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan
peraturan perundang-undangan telah memenuhi target yaitu tercapai sebesar 90,13% dari
target 82%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai
dengan peraturan perundang-undangan tidak memiliki perbandingan dengan standar

nasional.

Penyebab keberhasilan

Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan
perundang- undangan telah mencapai target dikarenakan aktifnya Organisasi Bantuan
Hukum dalam melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi, dan lengkapnya dokumen data
dukung permohonan pelaksanaan bantuan hukum litigasi yang diunggah pada aplikasi
Sidbankum sehingga permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang diajukan dapat diterima
oleh verifikator.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator persentase permohonan bantuan hukum
litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah telah
dilaksanakan penandatanganan kontrak bantuan hukum dan telah dilakukannya verifikasi
dan pencairan dana bantuan hukum ke pemberi bantuan hukum.

Indikator Kinerja Kegiatan 2.2: Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang

dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
1.

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 171. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Permohonan
Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-
Undangan Tahun 2023

. Indikator Kinerja s Capaian
No. | Sasaran Kegiatan Kegiatan Target Realisasi (%)
. Persentase

Meningkatnya
kesadaran hukum permohonan

) bantuan hukum
serta terpenuhinya non litigasi van 80% 93,13% 116,41
akses keadilan dan dil gasiyang
informasi hukum rayani sesual

dengan peraturan
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Indikator Kinerja Capaian

No. | Sasaran Kegiatan Kegiatan Target Realisasi (%)
masyarakat di perundang-
wilayah undangan

Perhitungan persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan membagi indikator jumlah
permohonan yang diterima dengan jumlah permohonan bantuan hukum, dengan rincian
sebagai berikut.

Tabel 172. Perhitungan Bantuan Hukum Non Litigasi

Bantuan Jumlah Permohonan Jumlah Permohonan yang
B Huk diteri Persentase
Hukum Non antuan Hukum iterima
Litigasi 102 95 93,13%

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 173. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Permohonan

Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-

Undangan Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Indikator
Sasaran | e | |lBle |o|TF |e |- |B | | o | B |¢€
Kegiatan . | ® | ® | ® © o < [} @ © [}
Kegiatan o 2 S| > 2 ® o O 2 ®To| D 2 | s
S| 8|2 | 5|8 (2 & |® | 8% & | § | &%
Flg|lo |F|e |o |F |g& |o Pl &g |o
. Persentase
Meningkatnya permohonan
kesadaran bantuan
hukum serta hukum non
terpenuhinya i
akses liigasi yang 79 | 361, | 457, | g, | 100 | Lo | 80% | oo | 1D
keadilan dan | (V% % | 11% | 10 °| % o
informasi
hukum dengan
masyarakat di peraturan
. perundang-
wilayah undangan

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, terjadi fluktuasi capaian pada indikator kinerja

persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 174. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Permohonan

Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-

Undangan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator .
No. | Sasaran Kegiatan Kinerja F.{ :r:gfrta Tagl%et Realisasi Ca(;;/a;an
Kegiatan i
Persentase
Meningkatnya permohonan
kesadaran hukum bantuan hukum
serta terpenuhinya | non litigasi yang
1 akses keadilan dan | dilayani sesuai 80% 80% 93,13% 116,41
informasi hukum dengan
masyarakat di peraturan
wilayah perundang-
undangan

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun

Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase permohonan bantuan
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hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

melampaui target, yaitu tercapai sebesar 93,13% dari target 80%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai
dengan peraturan perundang-undangan tidak memiliki perbandingan dengan standar

nasional.

5. Penyebab keberhasilan
Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan
perundang-undangan telah mencapai target dikarenakan aktifnya Organisasi Bantuan
Hukum dalam melaksanakan Bantuan Hukum Non Litigasi, dan lengkapnya dokumen data
dukung permohonan pelaksanaan bantuan hukum non litigasi yang diunggah pada aplikasi
Sidbankum sehingga permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diajukan dapat

diterima oleh verifikator.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Tercapainya indikator persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani
sesuai dengan peraturan perundang-undangan ditunjang oleh beberapa hal yakni telah
dilaksanakan penandatanganan kontrak bantuan hukum dan telah dilakukannya verifikasi
dan pencairan dana bantuan hukum ke pemberi bantuan hukum.

Indikator Kinerja Kegiatan 2.3: Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 175. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Layanan
Bantuan Hukum Tahun 2023

No. Sasaran Kegiatan Ind"l((?;i;i(a':e"a Target Realisasi Cagz;an
Meningkatnya kesadaran
hukum serta terpenuhinya | Indeks kepuasan
1 | akses keadilan dan layanan bantuan 76,75 78,04 101,69
informasi hukum hukum
masyarakat di wilayah

Nilai Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum didapat melalui kegiatan monitoring yang
dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Daerah melalui metode kuesioner yang kemudian
hasil monitoring tersebut diinput ke dalam aplikasi SIDBankum. Pada periode Tahun 2023,
telah dilaksanakan monitoring dengan sampel sebanyak 52 orang dari penerima bantuan
hukum, dengan rincian nilai sebagai berikut.

Tabel 176. Rekapitulasi Nilai Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2023

KANTOR HUKUM POLIS ABDI HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH QESIGUN PERMATA | 95 45
PEMUDA

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM

IKADIN SUMSEL ABU NAIM 52
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YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
IKADIN SUMSEL

SUHADI

100

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM

4 | oA e M. RIDHO PRATAMA | 93,45
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDAH SUMANDAR|
5 | reAnIN SUNGEL ALIAS AMOY BINTI | 73.82
ROSADI
PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI
6 | DAL EMBANG JULIANTIKA 73.82
PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI
7| e ZAINI 4182
LEMBAGA BANTUAN HUKUM SUMATERA
8 | SELATAN (LBH SUMSED) WANCIK BIN MATCIK | 44
LEMBAGA BANTUAN HUKUM SUMATERA
9 | SELATAN (LBH SUMSED) KOSMAN BIN RAJAB | 36,73
10 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM El'ml %HA’;%'\C");A\PC()ANT' 8109
SEJAHTERA PALEMBANG SRIWIJAYA M) !
.1 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM NATALIABINTIEDY | o o
SEJAHTERA PALEMBANG SRIWIJAYA ARIYANSYAH :
1> | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM EMI YANT! BINTI 036
SEJAHTERA PALEMBANG SRIWIJAYA HASAN BASRI (ALM) !
13 | POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT NOVITA SARI BINTI 100
INDONESIA PALEMBANG ROBIN HOOD (ALM)
14 | POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT AGUS SANI BIN .
INDONESIA PALEMBANG HARUN !
15 | POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT M. DIKA BIN MANGKU | ¢ 1
INDONESIA PALEMBANG ALAM !
15 | POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT PAREL APRIANSYAH | o, o1
INDONESIA PALEMBANG BIN ALPIYAN !
.7 | POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT HERNADI BIN o7 o0
INDONESIA PALEMBANG MELWANI :
\g | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SRILESTARIBINTI | g0 -
APIK SUMATERA SELATAN SARWONO !
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
19 | INDONESIA LEMBAGA BANTUAN HUKUM gl'h’.*”ASF;\RHEL';L'ASAR' 99,27
(YLBHI LBH) PALEMBANG
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
20 | INDONESIA LEMBAGA BANTUAN HUKUM gng’\g BINTI 98,55
(YLBHI LBH) PALEMBANG
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
21 | INDONESIA LEMBAGA BANTUAN HUKUM | MELLYANI 100
(YLBHI LBH) PALEMBANG
KANTOR HUKUM POLIS ABDI HUKUM
22 | SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH gg\f}A SITAPRASNA | 44
PEMUDA
KANTOR HUKUM POLIS ABDI HUKUM
23 | SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH | LEYZA TRIZADONA | 99,27
PEMUDA
o4 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM AGUSTINA BINTI 05 45
APIK SUMATERA SELATAN AHMAT JAMHURI !
RINDI IRAWAN BIN
DIDI IRAWAN DAN
LBH SUMSEL CABANG PAGAR ALAM oo N, | 7018
(ALM)
PIKO APRIZAL
LBH SUMSEL CABANG PAGAR ALAM HIDAYAT BIN INDRA | 97,82

GANDI
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27

LBH SUMSEL CABANG PAGAR ALAM

POLI AGUSTAN BIN
EDY

28 | LBH SUMSEL CABANG PAGAR ALAM ASMO'l BIN SAHARI | 100
YOGA JULIANSA BIN
29 | LBH SUMSEL CABANG PAGAR ALAM o A 74,36
30 | LBH SUMSEL CABANG PAGAR ALAM E"L\KF'{SIANTOSO BIN 1 g4 55
51 | YAYASAN BANTUAN HUKUM GERADIN FIBRI MARITA BIN o6 52
BATURAJA AMIRUDIN !
5o | YAYASAN BANTUAN HUKUM GERADIN LEONARDO BIN 05 45
BATURAJA BERIN !
55 | YAYASAN BANTUAN HUKUM GERADIN ANGGA SAPUTRA 100
BATURAJA BIN ROHMANTONO
54 | YAYASAN BANTUAN HUKUM GERADIN NOVENDI AB BIN 56,55
BATURAJA AHMAD BASUNI !
YAYASAN BANTUAN HUKUM GERADIN
35 | LAYOA DONI BIN LAMZA 100
56 | YAYASAN BANTUAN HUKUM GERADIN HERU DJULIANSYAH |
BATURAJA BIN HERMANSYAH
57 | YAYASAN BANTUAN HUKUM GERADIN AGUS SALIM BIN H. | g0 -
BATURAJA ALl MUHTAR !
56 | YAYASAN BANTUAN HUKUM GERADIN ALAMIN SUHRIBIN | o o
BATURAJA DEKI KARTONO !
DIMAS PRAYOGA
39 ;ﬁmgﬁTABANTUAN HUKUM GERADIN KUSUMA BIN HERRY | 94.91
KUSUMA
40 | YAYASAN BANTUAN HUKUM GERADIN OKTA ARIANSYA BIN | o 1o
BATURAJA ENDANG SAFRI !
41 | YAYASAN BANTUAN HUKUM GERADIN ANDIMAULANABIN | o
BATURAJA MARWAN
4o | YAYASAN BANTUAN HUKUM GERADIN HENDRI BUDIANTO | -
BATURAJA BIN H. HASYIM (ALM)
45 | YAYASAN BANTUAN HUKUM GERADIN ANDISAPUTRABIN | oo
BATURAJA HERMAN :
44 | YAYASAN BANTUAN HUKUM GERADIN RICO ABDUL ROJAK | - -
BATURAJA BIN KODRAT !
45 | YAYASAN BANTUAN HUKUM GERADIN HERU AFRIANSYAH, | . -
BATURAJA S.PD BIN TIBRONI :
46 | LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN MUSTARI BIN s
HUKUM MUSI BANYUASIN MUZAKIR
LEMBAGA KONSULTAS! DAN BANTUAN
47 | HUKUM MUSI BANYUASIN JUNAIDI M2 73
46 | LEMBAGA BIRO BANTUAN HUKUM RISWANSYAH BIN "
SERASAN MUARA ENIM HERIANSYAH
49 | LEMBAGA BIRO BANTUAN HUKUM DONI ANGGARABIN | .
SERASAN MUARA ENIM H. SAMSURIN
LEMBAGA BIRO BANTUAN HUKUM
50 | Gomanan tARS ENIV WINCE BIN MUSTAR | 72
ENDAH RAHMAWATI
51 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAHAT iy 63
52 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAHAT AHMAD FAUZAN 78
RATA-RATA 78,05

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 177. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Layanan

Bantuan Hukum Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya
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2020 2021 2022
Indikator
Sas:aran Kinerja e | ® | € - @ c - ‘B c - ‘B c
Kegiatan - ? | © | ® D « (] ] o ] ] « ]
Kegiatan | o | @2 |53 | ® |2 |&SF8| D |2 s®R| 2| 2 | g
ElS(8°|f |8 |8°/% |8 |8°| & |8 |8
o o [ [
Meningkatnya
kesadaran
terpenunys | Indeks
akses l‘;e‘;t:;sna“ 76, 70, | 91, | oo | o7 | 12| 76, 780 | 101,
keadilan dan y 61 16 | 58 ’ 53 75 4 69
informasi EiELun?n
hukum
masyarakat di
wilayah

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, terjadi fluktuasi capaian kinerja indikator indeks

kepuasan layanan bantuan hukum.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 178. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Layanan
Bantuan Hukum Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator :
No. | Sasaran Kegiatan Kinerja I;r:r:gfrta Taprﬂet NP Ca('?,z; -
Kegiatan
Meningkatnya
kesadaran hukum |
; ndeks
1 3ﬁ2§sti2paed'?mian kepuasan 76,61 76,75 78,04 101,69
informasi hukum :'?gli?rin bantuan
masyarakat di
wilayah

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja indeks kepuasan layanan bantuan hukum tidak memiliki perbandingan

dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan
Tercapainya indikator kinerja indeks kepuasan layanan bantuan hukum dikarenakan
penerima bantuan hukum telah merasa puas terhadap pelayanan bantuan hukum dan telah
terlayani sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Organisasi Bantuan
Hukum. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut:
e Telah dilaksanakan pendampingan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh
Pemberi Bantuan Hukum;

e Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Penerima Bantuan Hukum.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Muara
Enim, Lahat, Musi Banyuasin, OKU, Kota Pagaralam, dan Kota Palembang.

Indikator Kinerja Kegiatan 2.4: Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk
di masing-masing wilayah
Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
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Tabel 179. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Desa/Kelu
Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-Masing Wilayah Tahun 2023

No. Sasaran Kegiatan Indlll((eg;ira:::erja Target Realisasi Cagz;an
Meningkatnya kesadaran | Persentase
hukum serta terpenuhinya | desa/kelurahan
1 akses keadilan dan sadar hukum yang 70% 100% 142,85
informasi hukum terbentuk di masing-
masyarakat di wilayah masing wilayah

Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah dihitung
dengan cara membagi desa sadar hukum yang lolos verifikasi dengan usulan kelompok
sadar hukum yang telah dibentuk, dengan rincian sebagai berikut:

Jjumlah DSH lolos verifikasi o
. x 100%
jumlah usulan kelompok kadarkum

72 % 100% = 100%
74

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 180. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Desa/Kelurahan
Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-Masing Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-
Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Sooaran | s | 5|5 |5 B 5 |5 8|5 |5|F |
9 Kegiatan | & | 2 |55 & | 2 55| | 2 |53 & & |53
S| % |22 &8 |8 | 8| &8 | ® |22 & | ® | &=
Fl@|8|r g[8 |r|g|8 |~ & |8
Meningkatnya Persentase
kesadaran desa/
hukum serta kelurahan
terpenuhlny_a sadar hukum 20 | 70 70 | 100 | 142,
akses keadilan yang - - - - - - % | o 100 o Y 85
dan informasi terbentuk di e ° °
hukum masing-
masyarakat di masing
wilayah wilayah

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 181. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Desa/Kelurahan
Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-Masing Wilayah Tahun 2023 dengan Target
Jangka Menengah

Indikator .
No. | Sasaran Kegiatan Kinerja F-lr:r:gfrta Ta:)rl%et Realisasi Ca(;:/a;an
Kegiatan i
Meningkatnya
Persentase
kesadaran hukum
serta terpenuhinya gzz:/rkﬁlljl;ruart;an
1 | akses keadilan dan ana terbentuk 70% 70% 100% 142,85
informasi hukum éi mgasing-
wilaasy)// aar:akat di masing wilayah

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase desa/kelurahan sadar
hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah belum mencapai target yang ditentukan.
Selama periode Tahun 2023, telah tercapai sebesar 100% dari target 70%.
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4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing
wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan
Tercapainya indikator kinerja persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di
masing-masing wilayah didukung oleh tersedianya SK Desa/Kelurahan Binaan Sadar
Hukum yang dikeluarkan oleh masing-masing Kepala Daerah dan terpenuhinya syarat
penetapan Usulan Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan hasil nilai kuesioner yang
telah diterima oleh Kantor Wilayah.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Capaian indikator kinerja persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di
masing-masing wilayah didukung dengan telah dilakukannya pembinaan, pemantauan dan
evaluasi desa sadar hukum di Kabupaten Muara Enim, Lahat dan Pagaralam.

Indikator Kinerja Kegiatan 2.5: Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 182. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anggota JDIHN
yang Berpartisipasi Aktif Tahun 2023

No. Sasaran Kegiatan Indlléf;;alt(al:erja Target Realisasi Cagz;an
Meningkatnya kesadaran
hukum serta terpenuhinya | Persentase anggota
1 akses keadilan dan JDIHN yang 20% 100% 500
informasi hukum berpartisipasi aktif
masyarakat di wilayah

Anggota JDIHN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera
Selatan sebanyak 36 (tiga puluh enam) instansi termasuk Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD Provinsi dan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota.
Sebanyak 36 (tiga puluh enam) anggota tersebut telah terintegrasi dengan JDIHN Badan
Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 2021.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 183. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anggota JDIHN
yang Berpartisipasi Aktif Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
e oo I O IR R R O U D I O R
9 Kegiatan | & | & | 83| & | @ 53 O | @ 35 o | & |83
8| ®| 2| & I 28 I 28 3 I o
FlelI8 |F |8 S |F | & || & |8
Meningkatnya
kesadaran hukum
serta Persentase
terpenuhinya anggota
akses keadilan JDIHN yang - - - 20% | 100% | 500 | 20% | 100% | 500 | 20% | 100% | 500
dan informasi berpartisipasi
hukum aktif
masyarakat di
wilayah

146



3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 184. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anggota JDIHN
yang Berpartisipasi Aktif Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator .
No. | Sasaran Kegiatan Kinerja F-lr:;g?rta Ta;ﬂet Realisasi Cag/a;an

Kegiatan °

Meningkatnya

kesadaran hukum Persentase

serta terpenuhinya | anggota JDIHN

1 akses keadilan dan | yang 20% 20% 100% 500

informasi hukum berpartisipasi

masyarakat di aktif

wilayah

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, indikator kinerja persentase anggota JDIHN yang
berpartisipasi aktif telah melampaui target yaitu tercapai 100% dari target 20%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif tidak memiliki

perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan
Tercapainya target pada indikator kinerja ini adalah karena seluruh anggota JDIHN di
lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan yang
berjumlah sebanyak 36 (tiga puluh enam) instansi telah terintegrasi dan berpartisipasi aktif.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Keberhasilan capaian indikator kinerja persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif
telah terintegrasi 100% dengan BPHN didukung dengan kegiatan penyebarluasan JDIH
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan ke masyarakat umum

dengan memanfaatkan media sosial (youtube, instagram, twitter dan facebook).

e Capaian Kinerja Direktorat Jenderal HAM Kantor Wilayah
Capaian kinerja Direktorat Jenderal HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan terdiri dari 2 Sasaran Kegiatan dan 4 Indikator Kinerja Kegiatan, dengan

rincian sebagai berikut.

Tabel 185. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal HAM pada Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Sumatera Selatan

. Indikator Kinerja . Capaian
No. | Sasaran Kegiatan Kegiatan Target Realisasi (%)
Jumlah pemerintah
daerah yang 4 instansi 17 instansi 425
melaksanakan pemerintah | pemerintah
Meningkatnya program aksi HAM
pemerintah daerah [ jumian . . . .
1 yang melaksanakan | xahpaten/kota 3 instansi 17 instansi 566
program aksi HAM peduli HAM pemerintah | pemerintah
Jumlah instansi 1 instansi
pemerintah yang emerintah 28 instansi 2800
menindaklanjuti P
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No. | Sasaran Kegiatan Indﬂ:(a:;iragrr:er]a Target Realisasi Cagz;an

hasil diseminasi
dan penguatan
HAM melalui
pelayanan publik
berbasis HAM

Meningkatnya Tersedianya

rekomendasi rekomendasi 3

erlindungan dan erlindungan dan 9
2 Semenuhgn Hak Semenuhgn Hak rekom_enda rekomendasi 300
Asasi Manusia di Asasi Manusia di S!
wilayah wilayah

Adapun rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan 1
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM

Gambar 23. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal HAM pada Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya pemerintah
Jumlah pemerintah 9 vap Jumlah

daerah yang LR VG kabupaten/kota peduli
melaksanakan program melaksanakan program HAM

aksi HAM aksi HAM
IKK 1 IKK 2

Jumlah instansi pemerintah
yang menindaklanjuti hasil
diseminasi dan penguatan
HAM melalui pelayanan
publik berbasis HAM

IKK 3

Indikator Kinerja Kegiatan 1.1: Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program
aksi HAM
1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 186. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pemerintah Daerah
yang Melaksanakan Program Aksi HAM Tahun 2023

. Indikator Kinerja s Capaian
No. Sasaran Kegiatan Kegiatan Target Realisasi (%)
Meningkatnya pemerintah | Jumlah pemerintah
1 daerah yang daerah yang 4 instansi 17 instansi 425
melaksanakan program melaksanakan pemerintah | pemerintah
aksi HAM program aksi HAM

Sehubungan dengan luasnya wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kabupaten/kota serta besarnya animo
para Kepala Daerah untuk melaksanakan program aksi HAM, hal ini menyebabkan
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besarnya presentase capaian aksi HAM Tahun 2023, yakni sebanyak 17 instans

melaksanakan program aksi HAM.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 187. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pemerintah Daerah
yang Melaksanakan Program Aksi HAM Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun

Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Sasaran Kegiatan Ind|kato_r e e | @ | c e | ® | c e | ® | c e | @ | €
Kegiatan 2 | | ® 2 | & | ® 2| o | & 2 | & | &
9|2 | 89| 9|2 |9 2| L&Y D L | TI
5| 85|22 | 5| 8|28 5 |§| 2% 5|8 |2
Flg|8|F &8 |&|8]"|&|8
Meningkatnya Jumlah pemerintah
pemerintah daerah | daerah yang 6 |17 | 2833 | 2 |17 850 | 2 | 17| 850 | 4 | 17 | 425
yang melaksanakan | melaksanakan
program aksi HAM program aksi HAM

Sebagaimana pada tabel di atas, terjadi fluktuasi pada target indikator jumlah pemerintah
daerah yang melaksanakan program aksi HAM. Adapun realisasi kinerja yang dicapai pada
tahun 2020-2023 stabil yaitu 17 instansi pemerintah.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 188. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pemerintah Daerah
yang Melaksanakan Program Aksi HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator .
No. | Sasaran Kegiatan Kinerja F-!r:r:gfrg Ta;:r&et Fealicasi Cag/a;an
Kegiatan .
il JLémljrri]ntah
pemerintah daerah gaerah ol
1 | yang g y I? . . . o
melaksanakan mela sanall( an
program aksi HAM E&&ram aksi

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, indikator kinerja jumlah pemerintah daerah yang
melaksanakan program aksi HAM memiliki target yang sama. Adapun realisasi kinerja yang
dicapai telah melampaui target yaitu tercapai sebanyak 17 instansi pemerintah dari target 4

instansi pemerintah.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM tidak
memiliki perbandingan dengan standar nasional.

Penyebab keberhasilan

Target pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM sedikit sedangkan
wilayah kerja Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan luas dan
terdiri dari 17 Kabupaten/Kota. Hal ini yang menyebabkan besarnya nilai capaian kinerja
untuk indikator ini.
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6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kebehasilan indikator kinerja kegiatan pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi
HAM tak lepas dari kemampuan petugas di bidang HAM memberikan pemahaman kepada
para Kepala Daerah dan Kepala OPD serta melakukan pendampingan kepada para
operator dalam pemenuhan data dukung Kuesioner 120 Variabel.

Indikator Kinerja Kegiatan 1.2: Jumlah kabupaten/kota peduli HAM

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 189. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Kabupaten/Kota Peduli
HAM Tahun 2023

. Indikator Kinerja s Capaian
No. Sasaran Kegiatan Kegiatan Target Realisasi (%)
Meningkatnya pemerintah Jumiah
daerah yang 3 instansi 17 instansi
1 melaksanakan program kagu?aljeAn'\gkota pemerintah pemerintah 566
aksi HAM pedul

Sehubungan dengan luasnya wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kabupaten/kota serta besarnya animo
para Kepala Daerah untuk meraih predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM, hali ini
menyebabkan besarnya presentase capaian Kabupaten/Kota Peduli HAM.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 190. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Kabupaten/Kota Peduli
HAM Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Sasaran Kegiatan LCEgioniietia ‘D | £ 3 | £ = 3 | ©
Kegiatan 3| 8|S 5| 8|S |5 |8|8§ |3|8|S
2 2 |89 2| 2|8 2|2 |89 2| 2|8y
| 8| Y & | ® | 2SS & | ® | Y9 & | ® | 5
= é o = é o = E o = &) o
Meerrqlenr?rt(tztt?)ézerah Jumlah
5ang melaksanakan kabupaten/kota 17 |17 | 100 | 2 |17 | 100 | 2 | 3 | 150 | 3 | 17 | 566
program aksi HAM peduli HAM

Sebagaimana pada tabel di atas, terjadi fluktuasi pada target indikator jumlah
Kabupaten/Kota Peduli HAM. Adapun realisasi kinerja yang dicapai pada tahun 2020-2023
stabil yaitu 17 instansi pemerintah.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 191. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Kabupaten/Kota Peduli
HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator ;
Sasaran - Target . Capaian
No. . Kinerja Target PK | Realisasi o
Kegiatan Kegiatan Renstra (%)
Meningkatnya
1 pemerintah ﬁ:gﬂagten /kota 3 instansi 3 instansi 17 instansi 566
daerah yang o duﬁ HAM pemerintah | pemerintah | pemerintah
melaksanakan P
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Indikator
Kinerja
Kegiatan

Sasaran
Kegiatan

Target
Renstra

Capaian

Realisasi (%)

No. Target PK

program aksi

HAM

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, indikator kinerja jumlah Kabupaten/Kota peduli HAM
memiliki target yang sama. Adapun realisasi kinerja yang dicapai telah melampaui target
yaitu tercapai sebanyak 17 instansi pemerintah dari target 3 instansi pemerintah.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja jumlah Kabupaten/Kota peduli HAM tidak memiliki perbandingan dengan

standar nasional.

Penyebab keberhasilan
Tercapainya target indikator kinerja ini adalah karena besarnya animo para Kepala Daerah
Kabupaten/Kota untuk menjadikan daerahnya berpredikat Peduli HAM.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Indikator kinerja kegiatan jumlah Kabupaten/Kota peduli HAM berhasil didukung oleh
adanya kerjasama/sinergi yang baik antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera
Selatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam upaya untuk pemenuhan Hak
Asasi Manusia di daerah serta tumbuhnya kesadaran dari penyelenggara pemerintah
daerah perihal pentingnya menghadirkan pembangunan yang berspektif HAM.

Indikator Kinerja Kegiatan 1.3: Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil

diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM
1.

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 192. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Instansi Pemerintah
Yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik
Berbasis HAM Tahun 2023

. Indikator Kinerja Target 1 s Capaian
No. Sasaran Kegiatan Kegiatan Tahun Realisasi (%)
Jumlah instansi
Meningkatnya pemgrintah yang
1 pemerintah daerah g:g:}qs}aag?gﬁ' hasil 1 instansi 28 instansi 2800
yang melaksanakan enquatan HAM pemerintah | pemerintah
program aksi HAM penguz
melalui pelayanan
publik berbasis HAM

Tindak lanjut hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM

telah dilaksanakan pada 28 instansi, yang terdiri dari 27 Unit Pelaksana Teknis dan 1 Kantor
Wilayah.
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2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelu
Tabel 193. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Instansi Pemerintah
Yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik
Berbasis HAM Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Sasaran Indikator Kinerja = | e % | e % | e 7 | e
Sl Kegiatan BB 2 5|2 8| B2 8|8 8|5
S| 8|28 5| T | 8| 8| ® | 2| &8 | ® | 22
Fl g8 Fl g8 Fl 23S Fl g8
. Jumlah instansi
Menlngkatnya pemerintah yang
pemerintah indaklaniuti hasil
daerah yang meninda gnjutl asi
diseminasi dan 1 1 100 | 2 | 28 | 1400 | 2 | 28 | 1400 | 1 28 | 2800
melaksanakan
} penguatan HAM
program aksi lalui pel
HAM melalui pelayanan
publik berbasis HAM

Sebagaimana pada tabel di atas, terjadi fluktuasi pada target indikator jumlah instansi
pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan
publik berbasis HAM. Adapun realisasi kinerja yang dicapai pada tahun 2021-2023
cenderung stabil yaitu 28 instansi pemerintah.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 194. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Instansi Pemerintah
yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik
Berbasis HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator i
Sasaran . Target L. Capaian
No. Kegiatan Klggi:;fn Renstra Target PK | Realisasi (%)
Jumlah instansi
pemerintah
Meningkatnya | yang
pemerintah menindaklanjuti
1 daerah yang hasil diseminasi 1 instansi 1 instansi 28 instansi 2800
melaksanakan | dan penguatan pemerintah | pemerintah | pemerintah
program aksi HAM melalui
HAM pelayanan
publik berbasis
HAM

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, indikator kinerja jumlah instansi pemerintah yang
menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis
HAM memiliki target yang sama. Adapun realisasi kinerja yang dicapai telah melampaui
target yaitu tercapai sebanyak 28 instansi pemerintah dari target 1 instansi pemerintah.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan
penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM tidak memiliki perbandingan
dengan standar nasional.
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5. Penyebab keberhasilan
Tercapainya indikator kinerja kegiatan jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti

hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM adalah karena
adanya kesadaran akan pentingnya menghadirkan pelayanan publik yang ramah HAM dan
pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Salah satu yang menjadi faktor pendukung keberhasilan diseminasi dan penguatan HAM
melalui pelayanan publik berbasis HAM adalah dikarenakan setiap UPT yang akan
mendapat predikat WBK diharuskan untuk memenuhi standar pelayanan yang baik bagi

masyarakat penyandang disabilitas dan kelompok rentan.

Sasaran Kegiatan 2
Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di
wilayah

Gambar 24. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal HAM pada Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya
rekomendasi perlindungan
dan pemenuhan Hak Asasi

Manusia di wilayah

Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan: Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak
Asasi Manusia di wilayah
1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 196. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tersedianya Rekomendasi

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah Tahun 2023

. Indikator Kinerja s Capaian

No. Sasaran Kegiatan Kegiatan Target Realisasi (%)

Meningkatnya Tekrsedlagya'

rekomendasi re ?rréen asl d 3

f perlindungan dan :
1 Eg:ggﬂﬂﬁgﬁnHiinAsasi pemenuhan Hak rekomendasi 9 rekomendasi 300
Manusia di wilayah A§a3| Manusia di
wilayah

Selama periode Tahun 2023, telah tercapai 9 rekomendasi yakni melalui:
Koordinasi dan klarifikasi ke BPKAD Provinsi Sumatera Selatan menindaklanjuti

K/
L4

laporan masyarakat atas nama Muhamad Normansyah yang mengajukan permohonan
surat rekomendasi kepada Gubernur untuk pengurusan dokumen kepemilikan
tanah/lahan di daerah Jakabaring Palembang;
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7
°

Koordinasi dan klarifikasi ke Kantor Hukum MNS & Rekans selaku kuasa dari p

Muhammad Kosasi yang melaporkan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh

pihak terlapor atas nama Solihin Hasibuan perihal penggelapan dokumen milik

Yayasan Izzatuna Palembang;

% Koordinasi dan klarifikasi ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin dalam rangka menindaklanjuti surat rekomendasi Direktur Jenderal HAM
Kementerian Hukum dan HAM perihal pencemaran lingkungan sungai akibat illegal
drilling di Kabupaten Musi Banyuasin;

% Koordinasi dan klarifikasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan perihal sengketa lahan di Desa Sebubus Kecamatan Air Kumbang

Kabupaten Banyuasin;

7
°

Koordinasi dan klarifikasi ke Pemerintah Kabupaten Lahat menindaklanjuti laporan
masyarakat atas nama Kantor Hukum Ahhiar Afriadi, SH & Rekans perihal Laporan
dugaan mal administrasi Bupati Lahat dan Kepala Desa Pagar Alam, Kecamatan Pagar
Gunung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan perihal pemberhentian Perangkat
Desa Pagar Alam;

7
L4

Koordinasi dan klarifikasi ke Pemerintah Kabupaten Lahat menindaklanjuti laporan
masyarakat atas nama Kantor Hukum Ahhiar Afriadi, SH & Rekans perihal Laporan
dugaan Mal administrasi Bupati Lahat dan Kepala Desa Padang Pagun Kecamatan
Pagar Gunung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan perihal pemberhentian
Perangkat Desa Padang Pagun;

% Koordinasi dan klarifikasi ke Pemerintah Kabupaten Lahat menindaklanjuti laporan
masyarakat atas nama Kantor Hukum Ahhiar Afriadi, SH & Rekans perihal laporan
dugaan Mal administrasi Bupati Lahat dan Kepala Desa Germidar llir Kecamatan Pagar
Gunung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan perihal pemberhentian Perangkat
Desa Germidar llir;

3

%

Rapat koordinasi dan klarifikasi dengan BPN Kota Palembang dan instansi terkait
menindaklanjuti laporan masyarakat atas nama Kantor Hukum Mustka Yantono, SH &
Rekans perihal permohonan pembatalan 55 (lima puluh lima) sertifikat atas tanah milik
Zahriah Binti Subro; dan

Rapat koordinasi dan klarifikasi dengan Bank BTN Kota Palembang dan instansi terkait

7
L4

menindaklanjuti laporan masyarakat atas nama Kantor Hukum Caisar Law Firm perihal
permohonan pemblokiran 19 (sembilan belas) sertifikat atas tanah milik Sutomo.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 197. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tersedianya Rekomendasi
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah Tahun 2023 dengan
Tahun-Tahun Sebelumnya
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2020 2021 2022
. Indikator Kinerja —_ — — —
Sasaran Kegiatan Keaqi - | @ | c - | @ | c - | @ | c - | @ | €
egiatan © | © | & | o | ® 2 | © | & 2 | ©| &

S 2| sF (9|2 |s9 o2 (s o| 2|
c | ® | < | & | Y & | ® | 2% & | ® | &
Fl eS8 Fl g8 Fl 2|8 Fl g8

Meningkatnya Tersedianya

rekomendasi rekomendasi

perlindungan dan perlindungan dan 3|5 | 166671 3| 3 |100] 3 9 300! 3 | 9 | 300

pemenuhan Hak pemenuhan Hak ’

Asasi Manusia di Asasi Manusia di

wilayah wilayah

Sebagaimana pada tabel di atas, terjadi fluktuasi pada capaian indikator Tersedianya
rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah. Adapun realisasi
kinerja yang dicapai pada tahun 2020-2023 tersebut selalu memenuhi target yang telah
ditentukan.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 198. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tersedianya Rekomendasi
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah Tahun 2023 dengan
Target Jangka Menengah

Indikator .
No. | Sasaran Kegiatan Kinerja I;r:r:gfrta Taprﬂet Realisasi Cagz;an
Kegiatan
. Tersedianya
lenndanye | rekomencas
erlindungan dan perlindungan 3 3 9
1 P menuhan Hak dan pemenuhan | rekomend | rekomend | rekomend 300
Riasei I\bljaﬁusiaa di Hak As_asi. asi asi asi
wilayah M_anu3|a di
wilayah

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja Tahun 2023, indikator kinerja tersedianya rekomendasi perlindungan dan
pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah memiliki target yang sama. Adapun realisasi
kinerja yang dicapai telah melampaui target yaitu tercapai sebanyak 9 rekomendasi dari
target 3 rekomendasi.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi
Manusia tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

Penyebab keberhasilan

Keberhasilan indikator kinerja tersedianya rekomendasi perlindungan HAM di wilayah oleh
instansi terkait sejalan dengan meningkatnya pemahaman akan pentingnya pemenuhan
dan penegakan HAM di tengah masyarakat.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Koordinasi dan komunikasi yang baik yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan kepada instansi terkait pemangku
kepentingan terhadap permasalahan HAM yang di rekomendasi sehingga memudahkan
untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada.
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Capaian Kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Capaian kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sumatera Selatan terdiri dari 1 Sasaran Kegiatan dan 2 Indikator Kinerja

Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 199. Capaian Kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

No. Sasaran Kegiatan Ind':((fgi;{(a':e"a Target Realisasi Cagz;an

Persentase
rekomendasi hasil
kajian di wilayah

Rekomendasi hasil sebagai bahan 80% 100% 125

kajian di wilayah penelitian dan

1 sebagai bahan pengembangan

penelitian dan hukum dan HAM

pengembangan hukum | Hasil penelitian

dan HAM hukum dan HAM
yang 1 buku 1 buku 100
disosialisasikan di
wilayah

Adapun rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut.
Sasaran Kegiatan
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum
dan HAM

Gambar 25. Sasaran Kegiatan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Sasaran Kegiatan

Persentase rekomendasi Rekomendasi hasil kajian di Hasil penelitian hukum
hasil kajian di wilayah wilayah sebagai bahan dan HAM yang

sebagai bahan penelitian penelitian dan : o 2 :
disosialisasikan di
dan pengembangan hukum pengembangan hukum dan :
dan HAM HAM WIEVEL

IKK 1 IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan 1: Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai

bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 200. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil
Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Tahun 2023
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Indikator Kinerja

Capaian

No. Sasaran Kegiatan Kegiatan Target Realisasi (%)
Persentase
Rekomendasi hasil kajian | rekomendasi hasil
di wilayah sebagai bahan | kajian di wilayah
1 penelitian dan sebagai bahan 80% 100% 125

pengembangan hukum
dan HAM

penelitian dan
pengembangan
hukum dan HAM

Untuk indikator ini, telah terealisasi sebanyak 100%, dihitung dari target volume RKAKL

yakni sebanyak 3 rekomendasi,dengan rincian sebagai berikut:

Monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas layanan publik berbasis IPK-IKM, telah

dilaksanakan 3 kali kegiatan dari target 3 kegiatan. Sehingga dapat dihitung sebagai berikut:
3/3 x 100% = 100%

Adapun rincian 3 rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

e FEvaluasi kebijakan terhadap Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023 tentang Syarat

dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;

e Rapat pengulasan dan analisa data informasi SIPKUMHAM berupa rapat dengan

permasalahan yang sedang viral dan mengundang stakeholder terkait;

e Monitoring dan evaluasi survey IPK-IKM dan survey integritas. Survei IPK-IKM dan

survey integritas merupakan survey dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

yang harus diikuti oleh seluruh Satuan Kerja pada Kementerian Hukum dan HAM dan

diisi oleh minimal 30 orang pegawai

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 201. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil

Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian Dan Pengembangan Hukum dan HAM

Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
S Indikator
Keaqi Kinerja - ] c - ] c - ] c - ] c
giatan q @ o 8 __| @ « S @ o s | ® < S |
Kegiatan o ] T | O ] Q o ] Tl D ] © 0
© © 8T | © =i & © 2 3 © 2
Fl@ |8 |F & |8 ¢ |& |8]F )& |8
Rekomendasi Ee?(rgﬁwr:r?;aesi
hasil kajian di hasil kaiian di
wilayah <'?1|5| ﬁ”an !
sebagai bahan wrrayan o o o o o
penelitian dan sebagai bahan | 60% | 95% | 158,3 | 70% | 90% | 128,57 | 80% | 100% | 125 | 80% | 100% | 125
pengembangan penelitian dan
hukum dan pengembangan
HAM hukum dan
HAM

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 202. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil

Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian Dan Pengembangan Hukum dan HAM

Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah
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Indikator

Sasaran . Target | Target . _ . | Capaian
No. . Kinerja Realisasi o
Kegiatan Kegiatan Renstra PK (%)
Persentase
Rekomendasi rekomendasi
hasil kajian di hasil kajian di
wilayah sebagai wilayah sebagai
1 bahan penelitian bahan penelitian 80% 80% 100% 125
dan dan
pengembangan pengembangan
hukum dan HAM hukum dan
HAM

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian
dan pengembangan hukum dan HAM tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan
Tercapainya indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sebagai
berikut.
o Evaluasi kebijakan terhadap Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023 tentang Syarat
Cuti
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;

dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Mengunjungi Keluarga,

e Rapat pengulasan dan analisa data informasi SIPKUMHAM berupa rapat dengan
permasalahan yang sedang viral dan mengundang stakeholder terkait;

e Monitoring dan evaluasi survey IPK-IKM dan survey integritas. Survei IPK-IKM dan
survey integritas merupakan survey dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
yang harus diikuti oleh seluruh Satuan Kerja pada Kementerian Hukum dan HAM dan

diisi oleh minimal 30 orang pegawai.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Rekomendasi yang sudah dihasilkan yaitu terkait IPK IKM indeks persepsi korupsi dan
indeks kepuasan masyarakat, baik pada kantor wilayah maupun UPT. Kegiatan ini dapat
terlaksana karena adanya koordinasi yang baik antar pihak serta didukung oleh peran
pimpinan dalam mendorong pelaksanaan kegiatan ini.

Indikator Kinerja Kegiatan 2: Hasil penelitian hukum dan HAM yang disosialisasikan di
wilayah
1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023
Tabel 203. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Hasil Penelitian Hukum dan
HAM yang Disosialisasikan di Wilayah Tahun 2023

. Indikator Kinerja . Capaian
No. Sasaran Kegiatan Kegiatan Target Realisasi (%)
Rekomendasi hasil kajian . "
o . Hasil penelitian
1 | pomeitn gon 22 PANEN | hukum dan HAM 1 buku 1 buku 100
P yang disosialisasikan
pengembangan hukum di wilavah
dan HAM y

Indikator kinerja kegiatan ini telah tercapai melalui kegiatan OPINI Kebijakan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023. Kegiatan dilaksanakan di
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Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan pada tang
Maret 2023 dengan jumlah peserta daring sebanyak 450 orang dengan judul tema Urgensi

pengelolaan royalti di bidang literasi.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 204. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Hasil Penelitian Hukum dan

HAM yang Disosialisasikan di Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2020 2021 2022 2023
Sasaran Inc!|kat_or _ _ _ _
Kegiatan e s ] § |3 8 s |3 ] s "' 8 | §

9 Kegiatan 5 |2 |g9 S |2 |89 S |2 |33 & | 2 |®3
= = o o = = a o8 = = aQ o~ = = a o~
© [} c ] S ] ] S [+3 © © [+3 ©
- e S | F e S | F e S [ e | 8

Rekomendasi

hgsnl kajian di Hasil penelitian

wilayah

sebagai bahan E%\t/]lm;nan 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100
penelitian dan disosi);llisgsikan buku | buku buku | buku buku | buku buku | buku
pengembangan di wilayah

hukum dan

HAM

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 205. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Hasil Penelitian Hukum dan
HAM yang Disosialisasikan di Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator )
No. | Sasaran Kegiatan Kinerja I;I' ear:gfrta Taprﬂet Realisasi Cag/a;an
Kegiatan °
Rekomendasi hasil Hasil penelitian
kajian di wilayah hukunﬁ o
1 Siﬁiﬁﬁ;ﬁ’%*;i” HAM yang Tbuku | 1buku | 1 buku 100
gengembangan disosialisasikan
hukum dan HAM di wilayah

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja hasil penelitian hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah tidak

memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan
Kegiatan OPINI Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
Tahun 2023 telah berhasil dilaksanakan karena adanya koordinasi yang baik antara panitia,
narasumber daerah, narasumber pusat serta dukungan penuh para pimpinan di Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Kegiatan OPINI Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
Tahun 2023 ini dilaksanakan secara offline dan online, tentunya didukung oleh jaringan IT

yang baik sehingga tidak terdapat kendala selama berlangsungnya acara.
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B. Realisasi Anggaran
Selain dilihat dari pengukuran persentase kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian
sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari segi keuangan, yang merupakan bagian dari
Laporan Kinerja. Adapun akutabilitas keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Sumatera Selatan berdasarkan sasaran kegiatan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023
adalah sebagai berikut.

Tabel 206. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan

No. Sasaran Kegiatan Pagu Realisasi Persizl)tase
Sekretariat Jenderal - Divisi Administrasi
Terwujudnya layanan
administratif dan fasilitatif
1 Kantor Wilayah yang efektif 24.321.131.000 23.788.972.342 97,81
dan efisien
TOTAL 24.321.131.000 23.788.972.342 97,81
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Divisi Pemasyarakatan
Terwujudnya
1 | penyelenggaraan pelayanan | ¢ 444 739 467 55.712.912.151 99,29
pemasyarakatan yang
berkualitas di wilayah
Meningkatnya pelayanan
2 | tahanan di wilayah sesuai 8.118.624.200 8.060.275.579 99,28
standar
Meningkatnya pelayanan
pembinaan kepribadian,
3 | pelatihan vokasi, pendidikan 41.434.653.000 41.157.643.618 99,33
dan penanganan narapidana
resiko tinggi

Meningkatnya pelayanan
4 | pengelolaan basan baran di 886.535.400 877.263.289 98,95
wilayah sesuai standar

Meningkatnya pelayanan
pembimbingan klien
pemasyarakatan dan
pemenuhan hak pendidikan
klien anak pada luar lembaga
di wilayah sesuai standar

3.485.734.000 3.445.112.012 98,83

Meningkatnya pemenuhan
hak pendidikan anak di LPKA
dan pengentasan anak di
wilayah sesuai standar

1.917.433.200 1.903.981.387 99,30

Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
pemasyarakatan di bidang
keamanan dan ketertiban

56.111.739.467 55.712.912.151 99,29

Meningkatnya pelayanan
8 | keamanan dan ketertiban di 56.111.739.467 55.712.912.151 99,29
wilayah sesuai standar
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Persentase

No. Sasaran Kegiatan Pagu Realisasi (%)
Meningkatnya pelayanan
perawatan
narapidana/tahanan/anak,
g | Pengendalian penyakit 55.842.979.800 55.444.275.885 99,29
menular dan peningkatan
kualitas hidup narapidana
peserta rehabilitasi narkotika
di wilayah
TOTAL 280.021.178.000 278.027.288.223 99,29
Direktorat Jenderal Imigrasi - Divisi Keimigrasian
Meningkatnya kualitas
1 | pelaksanaan tugas dan fungsi 5.510.530.000 5.469.481.247 99,26
keimigrasian di wilayah
TOTAL 5.510.530.000 5.469.481.247 99,26
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Terwujudnya layanan
administrasi hukum umum di
1 wilayah yang berkepastian 1.777.238.000 1.767.908.314 99,48
hukum
Meningkatnya efektivitas
2 | pelaksanaan tugas MKNW, 750.562.000 707.145.850 94,22
MPW dan MPD
TOTAL 2.527.800.000 2.475.054.164 97,91
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Terselenggaranya pelayanan
kekayaan intelektual yang
1 | berkualitas di Kantor Wilayah 1.382.545.000 1.370.178.108 99,11
Kementerian Hukum dan
HAM
Terselenggaranya penegakan
hukum di bidang kekayaan
2 | intelektual oleh Kantor 56.842.000 56.551.600 99,49
Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM yang handal
TOTAL 1.439.387.000 1.426.729.708 99,12
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Terfasilitasinya rancangan
1 produk hukum di daerah 264.009.000 263.045.700 99,64
Terselenggaranya pembinaan
2 | perancang peraturan 90.991.000 90.967.500 99,97
perundang-undangan
TOTAL 355.000.000 354.013.200 99,72
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Terselenggaranya fasilitas
perencanaan serta
pemantauan dan
1 peninjauan/analisis dan 135.197.000 124.384.200 92,00
evaluasi produk hukum di
wilayah
Meningkatnya kesadaran
hukum serta terpenuhinya
2 akses keadilan dan informasi 1.630.736.000 1.598.907.270 98,05
hukum masyarakat di wilayah
TOTAL 1.765.933.000 1.723.291.470 97,59
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No. Sasaran Kegiatan Pagu Realisasi Pers(:-'f/:l)tase
Direktorat Jenderal HAM
Meningkatnya pemerintah
1 | daerah yang melaksanakan 204.980.000 204.209.018 99,62
program aksi HAM
Meningkatnya rekomendasi
HAM di wilayah
TOTAL 216.210.000 214.838.018 99,64
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
Rekomendasi hasil kajian di
wilayah sebagai bahan
1 | penelitian dan 214.073.000 213.663.175 99,81
pengembangan hukum dan
HAM
TOTAL 214.073.000 213.663.175 99,81

Adapun realisasi anggaran secara keseluruhan pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan maupun Unit Pelaksana Teknis berdasarkan
jenis belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 209. Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

T PAGU REALISASI SISA
BELANJA CAPAIAN
(Rp) (Rp) (Rp)
TAHUN 2022
Ee'a"ja. 123.416.573.000 | 122.596.784.120 819.788.880 | 99.34%
egawai
Belanja Barang 202.333.618.000 | 200.104.653.855 2.228.964.145 | 98,90%
Belanja Modal 9.218.993.000 | 8.823.647.218 395.345.782 | 95.71%
Total 334.969.184.000 | 331.525.085.193 3.444.098.807 | 98,97%
TAHUN 2023
Ee'a"ja. 125.276.419.000 | 124.696.919.029 579.499.971 | 99.54%
egawai
Belanja Barang 195.556.924.000 | 193.862.498.305 1.694.425.695 | 99.13%
Belanja Modal 11.744.514.000 | 11.480.475.397 264.038.603 | 97.75%
Total 332.577.857.000 | 330.039.892.731 2.537.964.269 | 99,24%

Berdasarkan pada peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 5 Tahun 2022
tanggal 18 Maret 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian/Lembaga,
target penyerapan anggaran tahun 2023 untuk jenis belanja pegawai 95%, belanja barang 90%,
belanja modal 90%, dan belanja bantuan sosial 95%. Penyerapan anggaran di lingkungan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan per 31 Desember 2023
mencapai target untuk semua jenis belanja, yaitu jenis belanja pegawai 99,54%, jenis belanja
barang 99,13%, dan jenis belanja modal 97,75%.

Realisasi anggaran tahun 2023 mengalami kenaikan untuk semua jenis belanja

dibandingkan realisasi anggaran pada tahun 2022. Realisasi anggaran tahun 2023 pada jenis
lanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 0,20% dibandingkan tahun tahun 2022, pada
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jenis belanja barang mengalami kenaikan sebesar 0,24%, dan pada jenis belanja belanja
mengalamai kenaikan sebesar 2,04%.
Gambar 26. Perbandingan Realisasi Anggaran

Kenaikan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Tahun 2022 dan Tahun 2023
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C. Capaian Kinerja Anggaran
1. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA
Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja
dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan menginput capaian kinerja
pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Aplikasi
SMART DJA dapat diakses melalui laman https://smart.kemenkeu.go.id. Adapun sub

komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 variabel, yaitu:
a) Capaian Keluaran, bobot 43,5%

) Penyerapan Anggaran, bobot 28,6%
c) Efisiensi, bobot 18,2%

) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (Deviasi RPD awal dan
akhir), bobot 9,7%
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan melakukan
penginputan sesuai dengan timeline pelaporan pada aplikasi SMART DJA sebagai berikut:
a) Bulanan, batas waktu tanggal 15 pada bulan berikutnya;

b) Semester, batas waktu pada bulan Juli;

c) Tahunan, batas waktu pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
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https://smart.kemenkeu.go.id/

Gambar 27. SMART
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Paau dan Realisasi Anaoaran

Berikut merupakan rekapitulasi nilai SMART Tahun 2023:
Tabel 208. Rekapitulasi Nilai SMART Tahun 2023

Realisasi Konsisten Capaian
NO SATKER Anggaran RPD Keluaran Efisiensi Nilai
99 Akhir Kegiatan
1. | Sekretariat Jenderal 57,53 97,39 93,18 20,00 92,44
Direktorat Jenderal
2. Administrasi Hukum Umum 50,07 82,20 100,00 20,00 91,92
3. Direktorat Jenderal Kekayaan 69,52 97.47 100,00 20,00 96,58
Intelektual
Badan Strategi Kebijakan
4. Hukum dan HAM 58,91 95,18 100,00 20,00 95,14
Badan Pembinaan Hukum
5 | Nasional 59,83 46,82 69,14 8,47 64,76
Direktorat Jenderal Peraturan
6. Perundang - undangan 71,90 99,17 100,00 20,00 97,12
Direktorat Jenderal Hak Asasi
7. Manusia 53,21 97,93 100,00 20,00 95,08
Direktorat Jenderal
8. Pemasyarakatan 63,93 98,56 100,00 20,00 96,24
9. | Direktorat Jenderal Imigrasi 64,75 97,05 100,00 20,00 96,04
UPT PEMASYARAKATAN
1. Lapas Kelas | Palembang 52,32 97,07 100,00 20,00 94,84
2. LPKA Klas | Palembang 52,67 94,21 38,35 19,77 67,37
Lapas Perempuan Kelas IIA
3. Palembang 46,90 97,42 49,84 20,00 72,56
4. | Lapas Kelas IIA Tanjung Raja 53,24 74,48 100,00 20,00 90,82
5. Lapas Kelas IIA Lahat 50,14 89,19 10,95 -20,00 25,86
Lapas Kelas IIA Lubuk
6. Linggau 54,78 98,23 81,70 14,98 83,74
7. | Lapas Narkotika Kelas lIA 50,89 96,58 88,04 20,00 89,41
Muara Beliti
Lapas Kelas IIA Banyuasin 50,16 97,38 80,34 20,00 86,14
Lapas Kelas IIB Muara Enim 54,11 97,85 100,00 20,00 95,16
10. | Lapas Kelas IIB Sekayu 51,61 97,57 93,08 20,00 91,85
11. | Lapas Kelas IIB Kayu Agung 51,60 95,44 4,62 -20,00 24,38
12, | Lapas Narkotika Kelas IIB 24,88 64,69 4,72 8,22 36,42
Banyuasin
13. | Lapas Kelas IIB Martapura 50,89 97,59 100,00 20,00 94,80
14. | Lapas Kelas IIB Muara Dua 56,22 70,88 3,14 -20,00 19,72
Lapas Kelas IIB Empat
15. Lawang 50,56 83,47 8,87 2,49 40,03
Lapas Kelas Ill Surulangun )
16. Rawas 50,02 97,57 32,47 13,89 41,10
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NO SATKER :‘:gang:r'l Kogs;;ten 3352'2?, Efisiensi
Akhir Kegiatan

17. | Lapas Kelas Ill Pagar Alam 16,81 58,37 1,46 -15,63

18. | Rutan Kelas | Palembang 50,88 95,28 62,68 18,39 76,99
19. | Rutan Kelas Il Prabumulih 50,34 97,25 100,00 20,00 94,68
20. | Rutan Kelas Il Baturaja 48,09 98,00 73,23 20,00 82,96
21. | Bapas Kelas | Palembang 70,54 74,36 100,00 20,00 92,48
22. | Bapas Kelas Il Lahat 68,19 80,50 7,25 -20,00 24,42
23. | Bapas Kelas Il OKU Induk 86,03 41,65 37,23 -20,00 32,12
24. | Bapas Kelas Il Muratara 90,41 92,60 100,00 9,59 90,28
25. | Rupbasan Kelas | Palembang 58,07 90,88 100,00 20,00 94,27
26. | Rupbasan Kelas Il Baturaja 47,74 94,80 92,59 20,00 90,76
UPT KEIMIGRASIAN

1. Kanim Kelas | TPl Palembang 53,17 96,59 44,01 20,00 70,48
p. | KanmKelasliNonTPIMuara | 5505 | 9658 39,33 20,00 68,63

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja
pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap
perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan
kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk
kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas
laporan keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu:
a) Revisi DIPA, bobot 10%;
) Deviasi halaman Ill DIPA, bobot 10%;
) Data kontrak, bobot 10%;
d) Penyelesaian tagihan, bobot 10%;
) Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%;
f) Dispensasi SPM, bobot 10%;
g) Penyerapan anggaran, bobot 20%;
h) Capaian output, bobot 25%.
Berikut merupakan rekapitulasi nilai IKPA Tahun 2023:
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Tabel 209. Rekapitulasi Nilai IKPA Tahun 2023

Kualitas
Kualitas Perencanaan . Hasil
Kode Anggaran Kualitas Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Nila Komversi Nila

No Il satker Nama Satkex Pagu Anggaran Total Bobot Akhir

Revisi DIPA Deviasi Hal. || Penyerapan Belanja Penyelesaian | Pengelolaan Dispensasi Capaian

Ill DIPA Anggaran Kontraktual Tagihan UP/TUP SPM Output
1 | 406457 tﬁ\fggALljJBUK 16.766.469.000 | 10,00 10,00 20,00 10,00 10,00 10,00 5,00 2500 | 100,00 | 100% | 100,00
2 | 408813 | KANWIL DITJEN PAS | 806.279.000 10,00 10,00 20,00 0,00 0,00 10,00 5,00 25,00 80,00 | 80% | 100,00
3 | 683593 | LAPAS KAYU AGUNG | 15.179.858.000 | 10,00 10,00 20,00 10,00 10,00 9,77 5,00 25.00 99,77 | 100% | 99,77
4 | 406472 | RUTAN BATURAJA | 6.939.747.000 | 10,00 10,00 19.73 10,00 10,00 9,81 5,00 25.00 9954 | 100% | 99,54
5 | 408817 ﬁ’;’,\“ﬂW'L DITJEN 216.210.000 10,00 9,40 20,00 0,00 0,00 9,95 5,00 25.00 7935 | 80% | 99,19
6 | 406494 | RUTAN 9.422.813.000 | 10,00 8,98 19,95 10,00 10,00 10,00 5,00 25.00 98,93 | 100% | 98,93

PRABUMULIH et ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ° ’
7 | 406488 | LAPAS MARTAPURA | 8.709.317.000 | 10,00 9,00 20,00 10,00 10,00 9,93 5,00 25.00 98,93 | 100% | 98,93
8 | 406402 | LAPAS LAHAT 10.644.750.000 | 10,00 8,95 19,99 10,00 10,00 9,92 5,00 25.00 98,86 | 100% | 98,86
LAPAS NARKOTIKA

9 | 652958 | S TS 14.012.356.000 | 10,00 8,87 19,90 10,00 10,00 10,00 5,00 25,00 98,77 | 100% | 98,77
10 | 406375 | LAPAS PALEMBANG | 24.590.911.000 | 10,00 8,85 20,00 10,00 10,00 9,85 5,00 25,00 98,70 | 100% | 98,70
11 | 683589 | LAPAS BANYUASIN | 16.466.041.000 | 10,00 8,73 20,00 10,00 10,00 9,93 5,00 25,00 98,66 | 100% | 98,66
406420 | LAPAS MUARAENIM | 17.281.590.000 | 10,00 10,00 20,00 10,00 10,00 9,89 5,00 25,00 99,89 | 100% | 99,89
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Kualitas
Kualitas Perencanaan . Hasil
Kod Anggaran Kualitas Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Nila Komversi Nila
No || satker T S Pagu Anggaran | ol Bobot | Akhir
Revisi DIPA Deviasi Hal. || Penyerapan Belanja Penyelesaian | Pengelolaan Dispensasi Capaian
Ill DIPA Anggaran Kontraktual Tagihan UP/TUP SPM Output
LAPAS
13 | 406463 | SURULANGUN 5.339.785.000 10,00 8,95 19,88 10,00 10,00 9,74 5,00 25,00 98,57 100% 98,57
RAWAS
14 | 408820 | KANWIL BSK 214.073.000 10,00 8,81 20,00 0,00 0,00 10,00 5,00 25,00 78,81 80% 98,51
15 | 408816 | KANWIL DITJEN PP 355.000.000 10,00 8,83 20,00 0,00 0,00 9,95 5,00 25,00 78,78 80% 98,48
16 | 408815 | KANWIL DITJEN KI 1.439.387.000 10,00 8,54 20,00 10,00 10,00 0,00 5,00 25,00 88,54 90% 98,38
17 | 408812 | KANWIL DITJEN AHU | 2.527.800.000 10,00 8,50 20,00 10,00 10,00 0,00 5,00 25,00 88,50 90% 98,33
18 | 664565 | KANIM MUARAENIM 7.097.323.000 10,00 8,75 20,00 9,70 10,00 9,88 5,00 25,00 98,33 100% 98,33
19 | 406539 | LPKA PALEMBANG 9.587.166.000 10,00 8,30 20,00 10,00 10,00 10,00 5,00 25,00 98,30 100% 98,30
LAPAS PEREMPUAN
20 | 497733 PALEMBANG 12.575.398.000 10,00 8,81 19,92 10,00 10,00 9,55 5,00 25,00 98,28 100% 98,28
21 | 406426 | LAPAS MUARADUA 6.213.873.000 10,00 8,19 20,00 10,00 10,00 10,00 5,00 25,00 98,19 100% 98,19
22 | 406381 | A TANUNG 1 44.603.932.000 | 10,00 8,66 20,00 9,70 10,00 9,81 5,00 2500 | 98,17 | 100% | 98,17
23 | 408143 | KANIM PALEMBANG | 13.107.197.000 10,00 9,21 20,00 9,70 10,00 9,21 5,00 25,00 98,12 100% 98,12
408818 | KANWIL SETJEN 24.321.131.000 10,00 9,14 20,00 9,40 10,00 9,47 5,00 25,00 98,01 100% 98,01
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Kualitas

Kualitas Perencanaan . Hasil
Kod Anggaran Kualitas Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Nila Komversi Nila
No | o tker Nama Satkex Pagu Anggaran Total Bobot Akhir
Revisi DIPA Deviasi Hal. || Penyerapan Belanja Penyelesaian | Pengelolaan Dispensasi Capaian
Ill DIPA Anggaran Kontraktual Tagihan UP/TUP SPM Output
25 | 406441 tﬁm\s,\lg'\"PAT 5.214.821.000 | 10,00 7.65 20,00 10,00 10,00 10,00 5,00 25,00 97.65 | 100% | 97,65
RUPBASAN
26 | 653271 | LT OASAR 1.421.587.000 | 10,00 8,77 19,32 0,00 0,00 9,99 5,00 25,00 78,08 | 80% | 97,60
27 | 109118 | RUTAN PALEMBANG | 24.230.561.000 | 10,00 8,56 20,00 9,40 10,00 9,63 5,00 25,00 9759 | 100% | 97,59
28 | 653108 | BAPAS LAHAT 3.733.357.000 | 10,00 8,37 20,00 9,40 10,00 9,73 5,00 25.00 9750 | 100% | 97,50
29 | 683996 EQEQ%EQIRNKOT'KA 15.131.467.000 | 10,00 7.92 19,58 10,00 10,00 9,93 5,00 25.00 97.43 | 100% | 97,43
30 | 408814 | KANWIL DITJENIM | 1.512.625.000 | 10,00 7,89 20,00 0,00 0,00 0,00 5,00 25,00 67.89 | 70% | 96,99
31 | 632009 E$ZQ§MUS' RAWAS | 5 699.792.000 | 10,00 6,81 20,00 10,00 10,00 10,00 5,00 25,00 96,81 | 100% | 96,81
32 | 406369 | BAPAS PALEMBANG | 8.626.156.000 | 10,00 6,96 20,00 10,00 10,00 9,84 5,00 25,00 96,80 | 100% | 96,80
RUPBASAN
33 | 626115 | Bp EaoanG 3.011.090.000 | 10,00 6,87 20,00 10,00 10,00 8,83 5,00 25,00 95,70 | 100% | 95,70
34 | 408819 | KANWIL BPHN 1.765.933.000 | 10,00 6,82 20,00 0,00 0,00 9,71 5,00 25,00 76,53 | 80% | 95,66
35 | 632013 | BAPAS OKU INDUK | 2.369.365.000 | 10,00 7,64 17.90 0,00 0,00 10,00 5,00 25.00 7554 | 80% | 94,43
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. Kualit_as
Kode Kuaht;angr;:ganaan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Pel a';';:'rl‘ T Nila Komversi Nila
No Il satker T S Pagu Anggaran || ol Bobot | Akhir
Revisi DIPA Deviasi Hal. || Penyerapan Belanja Penyelesaian | Pengelolaan Dispensasi Capaian
Ill DIPA Anggaran Kontraktual Tagihan UP/TUP SPM Output
36 | 406432 | LAPAS PAGAR ALAM | 10.265.180.000 10,00 6,40 17,85 9,70 10,00 9,93 5,00 25,00 93,88 100% 93,88
37 | 406401 | LAPAS SEKAYU 14.177.517.000 10,00 9,32 20,00 10,00 10,00 10,00 5,00 25,00 99,32 100% 99,32
RATA - RATA NILAI IKPA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN 98,06
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Capaian Kinerja Anggaran diperoleh dari dua variable yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART

DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

(IKPA) dengan bobot penilaian 40 persen. Berikut ini merupakan rekapitulasi nilai capaian

kinerja anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sumatera Selatan.

Tabel 210. Rekapitulasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023

Nilai _ !\lilai_
SMART | IKpa | Kineria

Anggaran
No SATKER

(Ax60%)

A B +
(Bx40%)
KANTOR WILAYAH
1. Sekretariat Jenderal 89,14 98,01 92,688
2. Ditjen Administrasi Hukum Umum 90,01 98,33 93,338
3. Ditjen Kekayaan Intelektual 84,96 98,38 90,328
4. Balitbang Hukum dan HAM 98,4 98,51 98,444
5. BPHN 77,88 95,66 84,992
6. Ditjen Peraturan Perundang - undangan 87,82 98,48 92,084
7. Ditjen Hak Asasi Manusia 91,57 99,19 94,618
8. Ditien Pemasyarakatan 81,38 100 88,828
9. Ditjen Imigrasi 91,42 96,99 93,648
UPT PEMASYARAKATAN

1. Lapas Kelas | Palembang 89,5 98,7 93,18
2. LPKA Klas | Palembang 87,65 98,3 91,91
3. Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang 89,57 98,28 93,054
4. Lapas Kelas IIA Tanjung Raja 91,71 98,17 94,294
5. Lapas Kelas IlA Lahat 90,25 98,86 93,694
6. Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau 99,24 100 99,544
7. Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti 96,2 98,77 97,228
8. Lapas Kelas IIA Banyuasin 88,58 98,66 92,612
9. Lapas Kelas IIB Muara Enim 93,94 99,89 96,32
10. Lapas Kelas IIB Sekayu 90 99,32 93,728
11. Lapas Kelas IIB Kayu Agung 98,88 99,77 99,236
12. Lapas Narkotika Kelas 11B Banyuasin 88,67 97,43 92,174
13. Lapas Kelas 11B Martapura 91,67 98,93 94,574
14. Lapas Kelas |IB Muara Dua 89,19 98,19 92,79
15. Lapas Kelas IIB Empat Lawang 88,58 97,65 92,208
16. Lapas Kelas Ill Surulangun Rawas 99,37 98,57 99,05
17. Lapas Kelas Ill Pagar Alam 93,66 93,88 93,748
18. Rutan Kelas | Palembang 95,67 97,59 96,438
19. Rutan Kelas Il Prabumulih 89,43 98,93 93,23
20. Rutan Kelas Il Baturaja 87,67 97,6 91,642
21. Bapas Kelas | Palembang 97,23 96,8 97,058
22. Bapas Kelas Il Lahat 86,52 97,5 90,912
23. Bapas Kelas Il OKU Induk 86,48 94,43 89,66
24. Bapas Kelas Il Muratara 85,76 96,81 90,18
25. Rupbasan Kelas | Palembang 85,76 95,7 89,736
26. Rupbasan Kelas Il Baturaja 99,42 97,6 98,692




_ _ Nilai
Nilai Nilai ..
SMART | IKPA AK'"e”a
nggaran
No SATKER
(Ax60%)
A B +
(Bx40%)
UPT KEIMIGRASIAN
1. Kanim Kelas | TPI Palembang 80,71 98,12 87,674
2. Kanim Kelas Il Non TPl Muara Enim 82,81 98,33 89,018

D. Capaian Kinerja Lainnya
1. E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses
pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan
kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran
kinerja, keterkaitan kegiatan/subkegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan
monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi e-performance
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diakses melalui laman htip:/e-
performance.kemenkumham.go.id. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Sumatera Selatan melakukan pelaporan kinerja melalui aplikasi e-performance
setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Adapun capaian kinerja yang
diinput pada aplikasi e-performance tersebut adalah berdasarkan Perjanjian Kinerja
Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi serta Kepala Satuan Kerja pada tahun 2023,
sebagaimana yang telah dijelaskan pada Subbab Capaian Kinerja Organisasi tersebut di
atas.

Gambar 28. E-Performance Kementerian Hukum dan HAM

#Home | Dashiboard BesC Binput Data~ S rerencanaan - i=ERealtsam - ELainnya - Efubah Password ®Feluar

PERJAMJIAN DAN REALISAS] KINER]A
TAHUN - 2023
DIVISI ADMINISTRASI SLIMATERA SELATAN

Urutkan Mo

2. Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Target kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib

dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia. Pelaporan capaian target kinerja dapat diakses pada aplikasi monitoring
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https://kinerja.kemenkumham.go.id. Pelaporan target kinerja dilakukan setiap bulannya

dan dilakukan penilaian atas capaian target kinerja pada tanggal 6 s.d 15 pada bulan

April, Juli, Oktober tahun berjalan dan tanggal 6 s.d 15 Januari tahun berikutnya.

Sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor: M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023, seluruh Unit Utama dan Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaksanakan target kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Sumatera Selatan telah melaksanakan target kinerja tersebut dan telah

diunggah pada laman htttp://kinerja.kemenkumham.go.id setiap bulannya.

Secara garis besar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sumatera Selatan memiliki 39 target kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

Divisi Administrasi : 10 Target Kinerja

a) Meningkatnya nilai SAKIP Kantor Wilayah;

b) Meningkatnya nilai maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM;

c) Seluruh revisi anggaran belanja modal Satuan Kerja harus mendapat clearance dari
Kepala Kantor Wilayah melalui Divisi Administrasi;

d) Peningkatan jumlah aset berupa tanah dan bangunan yang tercatat dalam SIMAK
BMN dan memiliki sertifikat;

e) Inventarisasi kebutuhan revitalisasi gedung dan bangunan di lingkungan Kantor
Wilayah;

f) Optimalisasi pemanfaatan aplikasi khusus unit utama di wilayah;

g) Penyajian informasi kinerja dan pemberitaan positif yang cepat, tepat, akurat dan
akuntabel;

h) Optimalisasi implementasi Corporate University dalam rangka meningkatkan
kompetensi SDM di Bidang Hukum dan HAM;

i) Tata kelola digitalisasi kearsipan di lingkungan Kantor Wilayah;

i) Monitoring, evaluasi dan pengendalian pencapaian target kinerja.

Divisi Keimigrasian : 3 Target Kinerja

a) Implementasi pengembangan layanan paspor secara kesisteman;

b) Peningkatan profesionalisme SDM dalam melakukan pendataan pengungsi luar
negeri, pencari suaka dan Final Rejected di Wilayah Indonesia;

c) Pengawasan penjamin virtual orang asing dan kegiatannya.

Divisi Pemasyarakatan : 9 Target Kinerja

a) Percepatan pelaksanaan Back to Basic penyelenggaraan pemasyarakatan di bidang
pelayanan tahanan;

b) Percepatan pelaksanaan Back to Basic penyelenggaraan pemasyarakatan di bidang
pemenuhan hak tahanan di Lapas dan Rutan;

c) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan di bidang pengelolaan
basan baran;

Penyelenggaraaan layanan rehabilitasi pemasyarakatan;
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Terwujudnya pengembangan SDP dalam rangka transformasi layanan
pemasyarakatan melalui pertukaran data SPPT TI;

Piloting penerapan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa pada 10 wilayah piloting;
Peningkatan kualitas pelayanan pembinaan narapidana;

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan di bidang keamanan dan
ketertiban;

Pemutakhiran data pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan.

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM : 17 Target Kinerja

a)

Peningkatan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam
memfasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah,
DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;

Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemberi Bantuan Hukum;

Monitoring dan Evaluasi Hasil Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi
dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia di wilayah;

Memastikan pelayanan di bidang administrasi hukum umum sesuai dengan asas
penyelenggaraan pelayanan publik;

Penerapan PMPJ dan pengawasan audit kepatuhan terhadap notaris;
Pembaharuan data notaris & identifikasi status notaris;

Pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi;
Pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas berdasarkan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia;

Mendorong pertumbuhan permohonan merek One Village One Brand dan IG di
wilayah melalui kerjasama Pemerintah Daerah/stakeholder terkait/MPIG dalam
bentuk Mobile IP Clinic;

Terlaksananya kegiatan- kegiatan layanan Kl yang diinisiasi melalui kerjasama yang
telah ada atau membentuk MoU/PKS baru dalam rangka mendukung tahun Hak
Merek dan peningkatan KIK;

Persiapan Pencanangan Kawasan Karya Cipta 2024 dengan Aksi Inventarisasi
Komunitas Seni, Pekerja Seni, Konten Kreator, Penulis Buku;

Menyelenggarakan kegiatan konsultasi teknis terkait pemanfaatan informasi paten
bagi kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang;

Penegakan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah: sertifikasi pusat belanja
perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan ruang lingkup Kabupaten/Kota
dan tradisional;

Mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia;
Mendorong terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM;

Meningkatkan koordinasi dengan stakeholders dalam rangka mendorong
penyelesaian dugaan pelanggaran HAM.

Selama tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sumatera Selatan selalu melakukan pengunggahan data dukung target kinerja sesuai
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dengan timeline yang telah ditentukan. Adapun target kinerja tersebut masih dalam

proses verifikasi dan penilaian o

Gambar 29. Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM
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Aplikasi e-monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan

pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L). Lebih lanjut, aplikasi e-monev juga

digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang

dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi e-monev dapat diakses melalui laman

https://e-monev.bappenas.go.id.

Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja

bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Gambar 30. E-Monev Bappenas

v @ 2022 pplikas PelaponnReal X 4

€ G % e-monevbappenasgo.id/2023/K8 & Q o e
= X HANWE KEMENTIRIAN HUKUM DAN Ham pALEMEANS. ()
SATUAN KERIA - EANWIL KEMENTERIAN MUK UM DAN HAM PALEMBANC
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK 1 M/ J
& Doshboard
Pelaksanaan dan Serapan Anggaran Sebaran Kategori Pelaksanaan D-r?va-.li:xl f'.':':"‘_""”
hirgs butan Dissiber o bule Deservbes ” o
1
4 - o o
= "
’ N
£ / *.
e @ e - \\ L
@ r € Pecmine © Ao
nogs Pelakaanaan - v
© Kemngropan Pelaporon Data Kealisasi Komponen © xelengrapan Peiaporan Dota Reolscs! Rincion Output
JAN e MAR APR MU un JuL acu g oKy Nov Des JAN it MAR APR MEl Jun L AGY stp oKt NOV DES
° ° ° L] ° ° ° s ° s o ° ° ° ° ° L] L]

L o L] e L] o

mE m% med  TmR | imE | wmd i TR s Mm% mB  m&  md TmE Mm% md wes | m

4. Kegiatan Prioritas Nasional

e Prioritas Nasional 4: Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

Kementerian Hukum dan HAM turut mewujudkan prioritas nasional 4 melalui data dan

informasi Kekayaan Intelektual Komunal yang memiliki nilai ekonomi. Berdasarkan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang
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Data Kekayaan Intelektual Komunal, Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya

disingkat KIK didefinisikan sebagai Kekayaan Intelektual berupa Pengetahuan

Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG),

Potensi Indikasi Geografis, dan Indikasi Asal.

» Ekspresi Budaya Tradisional
Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik
berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan
keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas
generasi. Jumlah Ekspresi Budaya Tradisional ada 36, yaitu:

Adat Timbang Kepala Kebo;

Ande-Ande

Tari Erai-Erai;

Tari Siwar;

Tari Sambut Muara Enim;

Tengkiang;

Tari Setabik;

Tari Dan Lagu Silampari;

© N o g~ 0w~

©

Tari Piring Gelas;

10. Tari Putri Behias;

11. Tari Turak;

12. Adat Perkawinan Mabang Handak;
13. Gilas Sangkirai;

14. Incang-Incang Pedamaran,;
15. Jejuluk;

16. Midang;

17. Setakatan;

18. Tanidor Pedamaran;

19. Tari Cang-Cang;

20. Tari Penguton;

21. Pendandanan Ranau;

22. Adok;

23. Hiring-Hiring;

24. Kulintang Komering;

25. Pisaan;

26. Tari Sada Sabia;

27. Tari Putri Bekhusek;

28. Tari Kebagh;

29. Aesan Paksangko;

30. Ngobeng;

31. Rumah Rakit;

32. Tepung Tawar Perdamaian;
33. Tari Lading;
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34. Dulmuluk;
35. Surat Ulu; Dan
36. Tembang Batanghari Sembilan.

Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan
teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang
dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat
tertentu. Jumlah pengetahuan tradisional ada 27, yaitu:

1. Sedekah Serabi;

Sedekah Rame;

Ketu Linggau;

Sedekah Ramo;

Bekasam Ogan llir;

Gebeng Khas Ogan llir;

Pindang Meranjat;

© N o Ok~ D

Pindang Pegagan;

9. Biduk Kajang;

10. Gerabah Khas Kayu Agung;

11. Gulo Puan;

12. Kepudang;

13. Kue Cupu;

14. Lelang Lebak Lebung;

15. Tikar Purun Pedamaran;

16. Kain Bidak Komering;

17. Burgo;

18. Kue Lapan Jam;

19. Lak Palembang;

20. Selendang Muzawaroh;

21. Tanjak Palembang;

22. Tempoyak Palembang;

23. Tepung Tawar Perdamaian;

24. Segarurung;

25. Tahok Tutok;

26. Pempek Palembang.

Indikasi Asal

Indikasi Asal adalah ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung
terkait dengan faktor alam yang dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal
suatu barang dan/atau jasa tidak secara langsung terkait dengan faktor alam
yang dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau
jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan. Terdapat 1 (satu) indikasi asal,
yaiut kue gunjing khas Semende.
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Prioritas Nasional 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi
pelayanan publik

Dalam rangka mendukung terwujudnya prioritas nasional 7, Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melaksanakan berbagai upaya
seperti dalam hal pemberian bantuan hukum baik litigasi dan nonlitigasi,
Kabupaten/Kota Peduli HAM, dan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM).
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan beserta
jajarannya telah melaksanakan perjanjian kinerja dengan cukup baik. Hal tersebut dapat
dilihat dari progress beberapa realisasi capaian kinerja. Bahkan, terdapat beberapa indikator
yang telah melebihi target itu sendiri. Adapun rincian capaian masing-masing sasaran kinerja
adalah sebagai berikut.
Tabel 211. Capaian Kinerja Tahun 2023

. Capaian
No. Sasaran Kegiatan Kinerja
Sekretariat Jenderal - Divisi Administrasi
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang o
1 . S 125,80%
efektif dan efisien
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Divisi Pemasyarakatan
1 Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang 120.17%

berkualitas di wilayah
2 | Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar 103,37%
Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, 173.75%
pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi e
4 Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai
standar

Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan
5 | pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah 157,34%
sesuai standar

6 Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan

120,06%

o : 110,73%
pengentasan anak di wilayah sesuai standar
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan di bidang o
7 . 115,40%
keamanan dan ketertiban
8 ggzldne?rkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai 112,33%
Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak,
9 | pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup 129,72%
narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah
Direktorat Jenderal Imigrasi - Divisi Keimigrasian
1 \I)v/lile:;gﬂkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di 120,83%
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
1 Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang 3.69%

berkepastian hukum
2 | Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD 116,00%
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

1 Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas

di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 363,64%
> Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual 100%
oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
1 | Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah 125,00%
5 Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang- 91,30%

undangan

Badan Pembinaan Hukum Nasional
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1 Terselenggaranya fasilitas perencanaan serta pemantauan dan 100.00%
peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah e
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan o

2 . : e 194,17%
dan informasi hukum masyarakat di wilayah

Direktorat Jenderal HAM
1 II\_I/IX&ngkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi 1263,67%
5 \I)V/I”e;)g%katnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di 300,00%
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan o

1 112,50%

pengembangan hukum dan HAM

Realisasi anggaran tahun 2023 mengalami kenaikan untuk semua jenis belanja
dibandingkan realisasi anggaran pada tahun 2022. Realisasi anggaran tahun 2023 pada
jenis belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 0,20% dibandingkan tahun tahun 2022,
pada jenis belanja barang mengalami kenaikan sebesar 0,24%, dan pada jenis belanja
belanja modal mengalamai kenaikan sebesar 2,04%.

Di samping itu, capaian kinerja lainnya seperti e-performance, e-monev, dan target
kinerja yang telah secara rutin dan tepat waktu diinput serta memperoleh nilai yang baik.
Meski demikian, masih diperlukan upaya-upaya khususnya untuk meningkatkan capaian
perjanjian kinerja serta capaian kinerja anggaran (SMART dan IKPA) sehingga diperolah nilai
yang maksimal. Untuk itu, diperlukan komitmen dan dukungan pimpinan serta seluruh jajaran
Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dalam rangka
meningkatkan capaian kinerja dan akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.

B. Saran

1) Diperlukan upaya-upaya peningkatan PNBP khususnya dalam bidang Administrasi
Hukum Umum melalui sosialisasi ke seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
Selatan mengenai pelayanan jasa Administrasi Hukum Umum;

2) Diperlukan percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja masing-masing divisi/program
guna mengoptimalkan capaian kinerja organisasi;

3) Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada di lingkungan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, instansi
pemerintah terkait dan stakeholder lainnya guna peningkatan kinerja organisasi dan
mencapai target kinerja.
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Demikian Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjlIP) Tahun 2023 Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, diharapkan dapat memberikan
informasi secara terbuka kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dan dapat memberikan
umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Kiranya Laporan Kinerja
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Tahun 2023
dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam
pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.

Kepala Kantor Wilayah,

NIP 1964¥2201991031002

180




PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : llham Djaya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.1.K., M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,

Komjen Pot” Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

NIP. 19641220 199103 1 002

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. | Membangun budaya kerja | 1. Nilai Reformasi Birokrasi. 87,0
yang berorientasi kinerja
organisasi . Yan9 | 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja 92,0
berintegritas, efektif dan
efisien
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
(1) (2) (3) (4)
1. | Mewujudkan Tata Kelola | 1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai 94 %
Pemerintahan yang Efektif AKIP minimal "BB"
dan Efisien di Lingkungan - P 5
Kementerian Hukum dan 2 Eaer:?:r:a;g msi:it;zrl.'gg(erja yang nilai 94 %
HAM dengan P
Mengoptimalkan Kualitas
Layanan Berbasis Tl
2. | Terwujudnya pengelolaan | Opini Audit Eksternal Atas Laporan WTP
keuangan Kementerian | Keuangan Kemenkumham
Hukum dan HAM yang
akuntabel
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
(1) (2) (3) 4)
1 Terwujudnya layanan | Indeks kepuasan layanan intermal di 3,1 Indeks
administratif dan fasilitatif | lingkungan Kantor Wilayah
Kantor Wilayah yang efektif
dan efisien
Kegiatan Anggaran
Program Dukungan Manajemen Rp. 19.668.379.000,-

Psngelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM

Rp. 19.668.379.000,-

Komjen Bdl. Andap Budhi Revianto, S.1.K., M.H.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Y
NIP. 19641220 799103 1 002




PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : liham Djaya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan daiam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian targst kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

llham DYaya
NIP. 19641220/199103 1 002



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : llham Djaya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Cahyo Rahadian Muzhar
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Kanter"Wilayah Sumatera Selatan

Pihak Kedua,

Cahyo Rahadian Muzhar llhafh Djaya
NIP. 19690818 199403 1 001 NIP. 19641220 199103 1 002



SUMATERA SELATAN DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

UMUM
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

(1) (2) (3) (4)

1. | Memastikan pelayanan 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap 3,25
publik di bidang hukum Layanan Publik Bidang Hukum. (Indeks)
sesuai dengan asas
penyelenggaraan
pelayanan publik

2. | Memastikan penegakan 2. Persentase permintaan bantuan timbal balik 88%
hukum yang mampu dalam masalah pidana dan ekstradisi yang
menjadi pendorong inovasi telah ditindaklanjuti
dan kreatifitas dalam
pertumbuhan ekonomi
nasional

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target

(1) (2) (3) (4)

1. | Terwujudnya Pelayanan Persentase penyelesaian permohonan 88 %
Publik di Bidang layanan administrasi hukum umum yang
Administrasi Hukum Umum | berkepastian hukum
yang Berkepastian Hukum

2. | Terwujudnya Otoritas Pusat | Persentase permintaan bantuan timbal balik 88%
yang Efektif dan Tepat dalam masalah pidana dan ekstradisi yang
Sasaran telah ditindaklanjuti

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target

(1) (2) (3) 4

1. | Terwujudnya layanan 1. Persentase peningkatan PNBP 5%
adminitrasi hukum umum di Administrasi Hukum Umum di wilayah
wilayah yang berkepastian
hukum

2. | Meningkatnya efektivitas 1. Persentase penyelesaian laporan 86 %

pelaksanaan tugas MKNW,
MPW dan MPD

pengaduan masyarakat terkait dugaan
pelanggaran perilaku dan pelaksanaan
jabatan Notaris di wilayah




Kegiatan Anggaran

Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Rp 2.527.800.000,-

Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah Rp 2.527.800.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pilhak Kedua, Pihak Pertama,

Kepala KantogMVilayah Sumatera Selatan

Cahyo Rahadian Muzhar lIham’Djaya
18 199403 1 001 NIP. 19641220 199103 1 002




PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : llham Djaya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

llhanf Djaya
NIP. 19641220 199103 1 002



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : llham Djaya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Reynhard Silitonga
Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Direktur Jepderal Perrasyarakatan Kepala Kant ilayah Sumatera Selatan

llharh Djaya
NIP. 19641220 199103 1 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

(1) (2) (3) (4)

.| Memastikan pelayanan | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap 80 (Indeks)
publik di bidang hukum | Layanan Publik Bidang Hukum.
sesuai dengan asas
penyelenggaraan
pelayanan publik

2. | Memastikan penegakan | 1. Persentase klien Pemasyarakatan yg 50,0 %
hukum  yang  mampu produktif, mandiri dan berdayaguna

menjadi pendorong inovasi

dan  kreatifitas  dalam 2. Persentase benda sitaan dan barang 80,0 %

rampasan yang terjaga kuantitas

ﬁg;tilér:;uhan ekonomi (jumlah) dan kualitasnya (nilai)
Persentase menurunnya residivis 1,0 %
Persentase tahanan yang mendapatkan 90,0 %

perlindungan dan perawatan

3. | lkut berperan serta dalam | Indeks keamanan dan ketertiban UPT | 80,0 (Indeks)

menjaga stabilitas | Pemasyarakatan
keamanan dan kedaulatan
NKRI
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
(1) (2) (3) 4
1. | Terwujudnya 1. Indeks Kepuasan Layanan 85 (Nilai Indeks)
Penyelenggaraan Pemasyarakatan
E:mizﬁg:katan YaNg 15 " Indeks Pelaksanaan Kerjasama 85 (Nilai Indeks)
Pemasyarakatan
3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT | 85 (Nilai Indeks)
Pemasyarakatan
4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan 83 (Nilai Indeks)
Narapidana, Anak, dan Tahanan
2. | Terwujudnya 1. Indeks Keberhasilan Pembinaan 56 (Nilai Indeks)
Penyelenggaraan Narapidana
Pemasyarakatan yang - —
Profesional dalam 2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana QIQﬁgéE;;al
Mendukung  Penegakan
Hukum Berbasis HAM |3. Indeks Keberhasilan Program 60 (Nilai Indeks)
Terhadap Tahanan, Benda Pembimbingan Klien Pemasyarakatan
Sitaan dan Barang . —
Rampasan Negara, Indeks Pembinaan Khusus Anak 74 (Nilai Indeks)
Narapidana, Anak, dan |5. Indeks Pengelolaan Basan Baran 80 (Nilai Indeks)

Klien Pemasyarakatan

Indeks Pelayanan Tahanan 80 (Nilai Indeks)




No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
1) (2 (3) (4)
3. | Terwujudnya Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT 80 (Nilai Indeks)
Penyelenggaraan Pemasyarakatan
Pemasyarakatan yang
Aman dan Tertib
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
(1) (2) (3) 4
1.
1. | Terwujudnya Indeks penyelenggaraan 82 (Indeks)
penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah
pelayanan
pemasyarakatan yang
berkualitas di wilayah
2. | Meningkatnya Pelayanan Persentase menurunnya tahanan yang 90%
Tahanan di wilayah sesuai overstaying
standar
Persentase Tahanan yang memperoleh 90%
Layanan Penyuluhan Hukum
Persentase Tahanan yang memperoleh 90%
Fasilitasi Bantuan Hukum
3. | Meningkatnya Pelayanan Persentase narapidana yang 70%
Pembinaan Kepribadian, memperoleh nilai baik dengan predikat
Pelatihan Vokasi, memuaskan pada instrument penilaian
Pendidikan dan kepribadian
Pengnga_nan 'Narapldana persentase narapidana yang 99%
Resiko Tinggi -
mendapatkan hak remisi
persentase narapidana yang 85%
mendapatkan hak integrasi
persentase narapidana yang 85%
mendapatkan hak Pendidikan
Persentase Narapidana resiko tinggi 17%
yang berubah perilakunya menjadi
Sadar, Patuh dan Dispilin
Persentase narapidana yang 31%
memperoleh Pendidikan dan pelatihan
vokasi bersertifikasi
. Persentase narapidana yang bekerja 72%
dan produkiif
Meningkatnya Pelayanan 80%
4 Pengelolaan Basan Baran Persentase benda sitaan dan barang

di wilayah sesuai standar

rampasan yang terjaga kualitas dan
kuantitasnya




No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
(1) (2) (3) (4)
1.
Persentase benda sitaan dan barang 80%
rampasan yang dikeluarkan
berdasarkan putusan yang berkuatan
hukum tetap
5. | Meningkatnya pelayanan Persentase klien usia produktif yang 60%
pembimbingan klien memperoleh atau melanjutkan
pemasyarakatan dan pekerjaan di luar lembaga
Egnmdeigif;?mnklrilgrl: anak Persentase Menurunnya Anak yang 55%
pada luar lembaga di mendapatkan putusan pidana penjara
wilayah sesual standar Persentase klien Anak yang terpenuhi 35%
hak pendidikannya
6. | Meningkatnya Pemenuhan Persentase Anak yang mengikuti 80%
Hak Pendidikan Anak di kegiatan Pendidikan keterampilan dan
LPKA dan Pengentasan bersertifikat
Anak di wilayah sesuai Persentase Anak yang memperoleh hak 100%
standar : ;
integrasi
Persentase Anak yang memperoleh Hak 90%
Pengasuhan sesuai standar
Persentase anak yang mengikuti 90%
pendidikan formal dan non formal
7. | Meningkatnya Kualitas Persentase pengaduan yang 85%
Penyelenggaraan diselesaikan
Pemasyarakatan di Bidang
Keamanan dan Ketertiban Persentase pencegahan gangguan 80%
kamtib
. Persentase kepatuhan dan Disiplin 85%
terhadap tata tertib oleh
Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku
gangguan Kamtib
Persentase pemulihan kondisi 80%
keamanan pasca gangguan kamtib
secara tuntas
8. | Meningkatnya Pelayanan Persentase pengaduan yang 85%
Keamanan dan Ketertiban ditindaklanjuti sesuai standar
di wilayah sesuai standar
. Persentase gangguan kamtib yang 80%
dapat dicegah
Persentase kepatuhan dan disiplin 85%

terhadap tata tertib oleh

Tahanan/Narapidana/Anak
gangguan kamtib

pelaku




No.

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Target

()

(©)]

4)

1)
1.

4. Persentase

pemulihan kondisi
keamanan pasca gangguan kamtib
secara tuntas

80%

No.

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Target

(2)

()

4)

)

Meningkatnya Pelayanan
Perawatan
Narapidana/Tahanan/Anak
, Pengendalian Penyakit
Menular dan Peningkatan
Kualitas Hidup

Narapidana Peserta
Rehabilitasi Narkokita di
wilayah

Persentase pemenuhan
makanan bagi
/Narapidana/Anak  sesuai
standar

layanan
Tahanan
dengan

80%

Persentase Tahanan /Narapidana/Anak
mendapatkan layanan kesehatan
(preventif) secara berkualitas

94%

Persentase Tahanan dan Narapidana
perempuan (ibu hamil dan menyusui)
mendapat akses layanan kesehatan
maternal

97%

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak
yang mengalami gangguan mental dapat
tertangani

80%

Persentase tahanan/narapidana lansia
yang mendapatkan layanan kesehatan
sesuai standar

85%

Persentase tahanan/narapidana/anak
berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang
mendapatkan layanan kesehatan sesuai
standar

85%

Persentase keberhasilan penanganan
penyakit menular HIV-AIDS (ditekan
jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil
sembuh)

80%

Persentase perubahan kualitas hidup
pecandu/penyalahguna/korban
penyalahgunaan narkotika

27%




Kegiatan

Anggaran

Program Pelayanan dan Penegakan Hukum

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

Rp. 161.497.708.000

Program Dukungan Manajemen

Dukungan manajemen dan Teknis Lainnya
Pemasyarakatan

d UPT| Rp. 137.220.095.000

Pihak Kedua,
Direktur Jepderal Perasyarakatan

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Ilham Djay
NIP. 19641220 199103 1 002




PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : llham Djaya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Ilham Djaya
NIP. 19641220 199103 1 002



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : llham Djaya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : PIt. Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pi edua, Pihak Pertama,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Kepala Kantorilayah Sumatera Selatan

Ilham/Djaya
NIP. 19641220 199103 1 002

NIP. 19710501 199303 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
(1) (2 (3) 4)
1. | Memastikan pelayanan | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap | 3,25 (Indeks)
publik di bidang hukum | Layanan Publik Bidang Hukum.
sesuai dengan asas
penyelenggaraan
pelayanan publik
2. | lkut berperan serta dalam | Indeks Pengamanan Keimigrasian 3,13 (Indeks)
menjaga stabilitas
keamanan dan kedaulatan
NKRI
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
(1) (2 (3) 4)
1. | Meningkatnya Kepuasan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 3,25 (Indeks)
Masyarakat atas Layanan | Layanan Keimigrasian
Keimigrasian
2. | Meningkatnya  Stabilitas | Indeks Pengamanan Keimigrasian 3,13 (Indeks)
Keamanan melalui
Pencegahan,
Pengawasan, dan
Penindakan Keimigrasian
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target

()

3)

(4)

(1)

Meningkatnya kualitas
pelaksanaan tugas dan
fungsi  keimigrasian  di
Wilayah

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
Layanan Keimigrasian di Wilayah

3,25 (Indeks)

2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di
Wilayah

3,13 (Indeks)




Kegiatan

Anggaran

Program Pelayanan dan Penegakan Hukum

Rp. 5.134.098.000,-

Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian,
Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Pelayanan dan

Rp. 5.134.098.000;-

Pihm,

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

NIP. 19710501 199303 1 001

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Ka

Ilham Djaya

Pihak Pertama,
r Wilayah Sumatera Selatan

NIP. 19641220 199103 1 002




PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : llham Djaya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kant ilayah Sumatera Selatan

Ilhar Djaya
NIP. 19641220 199103 1 002



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : llham Djaya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Razilu
Jabatan : PIt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual ~ Kepala Kan ilayah Sumatera Selatan

A

2— —

Razilu Ilharnh Djaya
NIP. 19651128 199103 1 002 NIP. 19641220 199103 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
(1) (2 (3) (4)
1. | Memastikan pelayanan | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap | 3,25 (Indeks)
publik di bidang hukum | Layanan Publik Bidang Hukum.
sesuai dengan asas
penyelenggaraan
pelayanan publik
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
(1) (2) (3) (4)
1. | Terlindunginya Kekayaan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 3,34 (Indeks)
Intelektual di Seluruh Layanan Kekayaan Intelektual
Indonesia
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
(1) (2) (3 4
1. | Terselenggaranya 1. Jumlah permohonan Kl yang difasilitasi 33 Layanan
pelayanan kekayaan kantor wilayah
intelektual yang : _
berkualitas di Kantor 2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan 1 Lokus
Wilayah kementerian promosi kekayaan intelektual oleh
hukum dan HAM kantor wilayah
2 Terselenggaranya 1. Persentase Penanganan Aduan 100%
Penegakan Hukum di Pelanggaran Kekayaan Intelektual
Bidang Kekayaan
Intelektual oleh Kantor 2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 2 Lokus
Wilayah Kementerian Pencegahan Pelanggaran Kekayaan
Hukum dan HAM yang Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor
Handal Wilayah
3. Kegiatan Pemantauan Produk 2 Laporan

Kekayaan Intelektual di Wilayah




No. Kegiatan

Anggaran

Program Pelayanan dan Penegakan Hukum

Rp. 1.439.387.000,-

Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Rp. 1.439.387.000,-

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

A

2— —

Razilu
NIP. 19651128 199103 1 002

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

llham Djaya
NIP. 19641220199103 1 002




PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : llham Djaya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kangef Wilayah Sumatera Selatan

NIP. 19641220 199103 1 002



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : llham Djaya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dhahana Putra
Jabatan : PIt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Plt. Direktur Jenderal Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan
Peraturan Perundang-Undangan !

Dhahana Putra
NIP. 19690909 199303 1 001 NIP. 19641220 199103 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
1) (2) (3) (4)
1. | Terpenuhinya peraturan Indeks kualitas perundang-undangan 3,2 (Indeks)
perundang-undangan yang
sesuai dengan asas
pembentukan peraturan
perundang-undangan
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
(1) (2) 3) (4)
1. | Terbentuknya peraturan- 1. Persentase (%) Rancangan Peraturan 80%
perundang-undangan yang Perundang-undangan yang diselesaikan
berkualitas sesuai dengan perencanaan
2. Jumlah peningkatan kapasitas dan 200 Orang
pembinaan tenaga perancang peraturan
perundang-undangan
3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan 80%
Perundang-undangan yang diselesaikan
sesuai dengan permohonan
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
(1) (2) (3) (4)
1. | Terfasilitasinya rancangan | Persentase rancangan perda yang difasilitasi 80%
produk hukum di daerah oleh kantor wilayah kemenkumham
2. | Terselenggaranya Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan 23 Orang

pembinaan
peraturan
undangan

perancang
perundang-

tenaga perancang peraturan perundang-
undangan




Kegiatan Anggaran

Program Pembentukan Regulasi Rp. 355,000,000 ,-

Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah Rp. 355,000,000 ,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jengderal
Peraturan PerundaAg-Und

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Dhahana Putra
NIP. 19690909 199303 1 001 NIP. 19641220 199103 1 002



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : llham Djaya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kaator Wilayah Sumatera Selatan

NIP. 19641220 199103 1 002



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : llham Djaya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mualimin Abdi
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kepala KantorWilayah Sumatera Selatan
_—
¥
Mualimin Abdi

NIP. 19621121 198203 1 001 NIP. 19641220 199103 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

1) (2 (3) (4)

1. | Mengoptimalkan peran 1. Persentase capaian Aksi HAM 75,0%
dalam penghormatan, Pemerintah Pusat memenuhi target
perlindungan, dan 5 p . .

. Persentase  capaian Aksi HAM 45,0%
pemenuhan HAM Pemerintah Daerah
Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi
HAM.
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target

(1) (2 (3) (4)

1. | Meningkatnya kebijakan 1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM 25%
pembangunan yang
berprespektif HAM 2. Persentase penanganan dugaan 50%

pelanggaraan HAM yang ditindaklanjuti
oleh pemangku kepentingan
3. Persentase instansi pemerintah yang 75%
menindaklanjuti hasil Diseminasi dan
Penguatan HAM dalam bentuk
pelayanan publik berbasis HAM
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target

(1) (2 (3) (4)

1. | Meningkatnya pemerintah 1. Jumlah pemerintah daerah yang 3 Intansi
daerah yang melaksanakan melaksanakan program aksi HAM Pemerintah
program aksi HAM 5. Jumlah kab/kota peduli HAM 1 Instansi

Pemerintah
3. Jumlah instansi pemerintah yang 1 Instansi
menindaklanjuti hasil diseminasi dan Pemerintah
penguatan HAM melalui pelayanan
publik berbasis HAM

2. | Meningkatnya rekomendasi | Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan 3

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah | Rekomendasi

Pemenuhan Hak Asasi
Manusia Di Wilayah



https://kemenkumham.kl.krisna.systems/renjakl/2020/renjakl-main
https://kemenkumham.kl.krisna.systems/renjakl/2020/renjakl-main
https://kemenkumham.kl.krisna.systems/renjakl/2020/renjakl-main
https://kemenkumham.kl.krisna.systems/renjakl/2020/renjakl-main
https://kemenkumham.kl.krisna.systems/renjakl/2020/renjakl-main
https://kemenkumham.kl.krisna.systems/renjakl/2020/renjakl-main
https://kemenkumham.kl.krisna.systems/renjakl/2020/renjakl-main

Kegiatan

Anggaran

Program Pemajuan dan Penegakan HAM

Rp. 216,210,000,-

Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah

Rp. 216,210,000;-

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

_—

—
Mualimin Abdi
NIP. 19621121 198203 1 001

Jakarta, 02 Januari 2023

Pih
Kepala Kantog

Pertama,
ilayah Sumatera Sela

Ilham Djaya
NIP. 19641220 199103 1 002




PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : llham Djaya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

NIP. 19641220 199103 1 002



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : llham Djaya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

/ Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Badan Pembinagn Hukum Nasional  Kepala Kantor Wjlayah Sumatera Selatan
# :

Ilham Pjaya
NIP. 19641220°199103 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
(1) (2 (3) (4)
1. | Terpenuhinya  peraturan | Indeks kualitas perundang-undangan 3,2 (Indeks)
perundang-undangan yang
sesuai dengan asas
pembentukan  peraturan
perundang-undangan
2. | Meningkatkan kesadaran Indeks kepuasan masyarakat atas 77 (Indeks)
hukum masyarakat pelayanan dokumentasi hukum
Persentase  desa/kelurahan  sadar 70%
hukum yang terbentuk di masing-masing
wilayah
Persentase  permohonan bantuan 82,0%
hukum litigasi yang dilayani sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
Persentase  permohonan bantuan 80,0%
hukum non litigasi yang dilayani sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
Indeks kepuasan layanan bantuan | 76,75 (Indeks)
hukum
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
(1) (2 (3) (4)
1. | Terselenggaranya Persentase hasil analisis dan evaluasi 21%
perencanaan hukum, peraturan perundang-undangan yang
pemantauan dan dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan
gsg;ggﬁz/fgr%“s's dan Persentase jumlah RUU prakarsa 15%
pemerintah dalam Prolegnas Jangka
Menengah 2020-2024 yang masuk
kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan
2. | Terwujudnya  Kesadaran Indeks kepuasan masyarakat atas 77 (Indeks)
dan Pemahaman Hukum pelayanan dokumentasi hukum
Persentase permohonan bantuan hukum 82%
litigasi yang dilayani sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
Persentase permohonan bantuan hukum 80%

non litigasi yang dilayani sesuai dengan
peraturan perundang-undangan

Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

76.75 (Indeks)




No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegaiatan Target

(1) (2) (3) (4)

. | Terselenggaranya Fasilitas | Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan 2 Kegiatan
Perencanaan Serta | dan pemantauan produk hukum daerah
Pemantauan dan
Peninjauan / Analisis dan
Evaluasi Produk Hukum di

Wilayah
2. | Meningkatnya kesadaran | 1. Persentase permohonanbantuan hukum 82%
hukum serta terpenuhinya litigasi yang dilayani sesuai dengan
akses keadilan dan peraturan perundang-undangan
informasi hukum

2. Persentase  permohonan  bantuan 80%
hukum non litigasi yang dilayani sesuai
dengan peraturan perundang-undangan

masyarakat di wilayah

3. Indeks kepuasan layanan bantuan | 76,75 (Indeks)

hukum

4. Persentase desa/kelurahan  sadar 70%
hukum yang terbentuk di masing-masing
wilayah

5. Persentase anggota JDIHN vyang 20%

berpartisipasi aktif

Kegiatan Anggaran
Program Pembentukan Regulasi Rp. 135.197.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Rp. 135.197.000,-
Produk Hukum di Wilayah
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Rp. 1.506.000.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah Rp. 1.506.000.000,-

/ Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Badan Pembingan Hukum Nasional Kepala Kantpr Wilayah Sumatera Selatan

NIP. 19641220 199103 1 002



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : llham Djaya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Ilham Djaya
NIP. 19641220 199103 1 002



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : llham Djaya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : lwan Kurniawan
Jabatan : Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Plt. Kepala Badan Penelitian dan Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan
Pengembangan Hukum dan HAM

NIP. 19641220 199103 1 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN DENGAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
(1) (2 (3) (4)
1. | Membangun budaya kerja | Persentase KTI yang disitasi 20%

yang berorientasi kinerja

organisasi yang

berintegritas, efektif dan

efisien
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
(1) (2 (3) 4)
1. | Mewujudkan pemanfaatan | 1. Persentase pemanfaatan rekomendasi 80 %

rekomendasi hasil analisis kebijakan  hasil analisis  strategi

kebijakan sebagai bahan kebijakan sebagai bahan pembangunan

pembangunan hukum hukum nasional dan perumusan

nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi

kebijakan hukum dan hak manusia

asasi manusia 2. Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian 81 (Indeks)

Hukum dan Hak Asasi Manusia

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
(1) (2) (3) (4)
1. | Rekomendasi hasil analisis |1. Persentase rekomendasi hasil kajian di 80%

strategi kebijakan hukum wilayah sebagai bahan penelitian dan

dan hak asasi manusia di pengembangan hukum dan hak asasi

wilayah manusia

2. Hasil penelitian hukum dan hak asasi 1 Buku

manusia yang disosialisasikan di wilayah




Kegiatan Anggaran

Program Dukungan Manajemen Rp. 214.073.000,-

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Rp. 214.073.000,-
di Wilayah

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kepala Kant ilayah Sumatera Selatan
Hukum dan HAM

[lhant Djaya
NIP. 19641220 199103 1 002




PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : llham Djaya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Ilham Djaya
NIP. 19641220 199103 1 002



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama . |dris
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . llham Djaya
Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kepala Divisi Administrasi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

llham Djdya
NIP. 19641220/991031002 NIP.197312101998051001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
(1) (2) (3) (4)
1. | Membangun budaya kerja | 1. Nilai Reformasi Birokrasi. 87,0

yang berorientasi kinerja

b s . Yang | 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja 92,0

berintegritas, efektif dan

efisien
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
(1) (2) (3) (4)
1. | Mewujudkan Tata Kelola | 1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai 94 %

Pemerintahan yang Efektif AKIP minimal "BB"

dan Eﬁsgn dl Lngiingen 2. Persentase Satuan Kerja yang nilai 94 %

Kementerian Hukum dan cadaian RE mintmal 60

HAM dengan P

Mengoptimalkan Kualitas

Layanan Berbasis Tl

Terwujudnya pengelolaan | Opini  Audit Eksternal Atas Laporan WTP
> keuangan Kementerian Keuangan Kemenkumham

' Hukum dan HAM yang

akuntabel
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
(1) (2) (3) (4)
1. | Terwujudnya layanan | Indeks kepuasan layanan internal di 3.1

administratif dan fasilitatif | lingkungan Kantor Wilayah

Kantor Wilayah yang efektif

dan efisien

Kegiatan Anggaran

Program Dukungan Manajemen

Rp. 19.668.379.000,-

Pengelolaan Administratif dan
Kementerian Hukum dan HAM

Fasilitatif

Kantor Wilayah

Rp. 19.668.379.000,-

Palembang, Januari 2023
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kepala Divisi Administrasi
Kantor Wilayah Kemgnterian Hukum dan HAM  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
tera Selatan Sumatera Selatan

»

Idris
NIP.197312101998051001

llham Djaya
NIP. 196412201£91031002



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawabh ini :

Nama : |dris
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Palembang, Januari 2023

Kepala Divisi Administrasi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan

Idris
NIP.197312101998051001



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Haryanto
Jabatan . Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan
HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : lham Djaya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, Januari 2023 o

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah

Pihak Pertama,

NIP. 196412201991031002


Hp
Pencil


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN SUMATERA SELATAN DENGAN KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
(1) (2) (3) (4)
1. | Memastikan pelayanan | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap 80 (Indeks)
publik di bidang hukum | Layanan Publik Bidang Hukum.
sesuai dengan asas
penyelenggaraan
pelayanan publik
2. | Memastikan  penegakan | 1. Persentase klien Pemasyarakatan yang 500%
hukum yang  mampu produktif, mandiri dan berdayaguna
menjadi pendorong inovasi :
dan atitas_caiam | 2 [erseriase bends siag den barmg | 800°%
pertumbuhan ekonomi 2 ’? h d E Igt J g'l .
Hasiorel (jumlah) dan kualitasnya (nilai)
3. Persentase menurunnya residivis 1,0%
4. Persentase tahanan yang mendapatkan 90,0 %
perlindungan dan perawatan
3. | Ikut berperan serta dalam | Indeks keamanan dan ketertban UPT | 80,0 (Indeks)
menjaga stabilitas | Pemasyarakatan
keamanan dan kedaulatan
NKRI
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
(1) 2) (3) 4)
1. | Terwujudnya Indeks Kepuasan Layanan 85 (Nilai Indeks)
Penyelenggaraan Pemasyarakatan
Pemasgarakatan yang Indeks Pelaksanaan Kerjasama 85 (Nilai Indeks)
Berkualitas
Pemasyarakatan
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT | 85 (Nilai Indeks)
Pemasyarakatan
Indeks Parameter Derajat Kesehatan 83 (Nilai Indeks)
Narapidana, Anak, dan Tahanan
2. | Terwujudnya Indeks Keberhasilan Pembinaan 56 (Nilai Indeks)
Penyelenggaraan Narapidana
Pemasyarakatan yang : s
Brofesional Jehe 2 Indeks Pemenuhan Hak Narapidana 9?3 (Ellal
Mendukung  Penegakan ndeks)

Hukum Berbasis HAM
Terhadap Tahanan, Benda

Sitaan dan Barang
Rampasan Negara,
Narapidana, Anak, dan |5

Klien Pemasyarakatan

Indeks Keberhasilan Program
Pembimbingan Klien Pemasyarakatan

60 (Nilai Indeks)

Indeks Pembinaan Khusus Anak

74 (Nilai Indeks)

Indeks Pengelolaan Basan Baran

80 (Nilai Indeks)

Indeks Pelayanan Tahanan

80 (Nilai Indeks)




No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
(1) (2) (3) (4)
3. | Terwujudnya Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT 80 (Nilai Indeks)
Penyelenggaraan Pemasyarakatan
Pemasyarakatan yang
Aman dan Tertib
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
{11) (2) (3) (4)
1. | Terwujudnya Indeks penyelenggaraan 82 (Indeks)
penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah
pelayanan
pemasyarakatan yang
berkualitas di wilayah
2. | Meningkatnya Pelayanan Persentase menurunnya tahanan yang 90%
Tahanan di wilayah sesuai overstaying
standar Persentase Tahanan yang memperoleh 90%
Layanan Penyuluhan Hukum
. Persentase Tahanan yang memperoleh 90%
Fasilitasi Bantuan Hukum
3. | Meningkatnya Pelayanan . Persentase narapidana yang 70%
Pembinaan Kepribadian, memperoleh nilai baik dengan predikat
Pelatihan Vokasi, memuaskan pada instrument penilaian
Pendidikan dan kepribadian
Penanganan Narapidana . persentase narapidana yang 99%
Resiko Tinggi mendapatkan hak remisi
. persentase narapidana yang 85%
mendapatkan hak integrasi
. persentase narapidana yang 85%
mendapatkan hak Pendidikan
. Persentase Narapidana resiko tinggi 17%
yang berubah perilakunya menjadi
Sadar, Patuh dan Dispilin
Persentase narapidana yang 31%
memperoleh Pendidikan dan pelatihan
vokasi bersertifikasi
. Persentase narapidana yang bekerja 72%
dan produktif
Meningkatnya Pelayanan 80%
Pengelolaan Basan Baran Persentase benda sitaan dan barang
4 i wilayah sesuai standar rampasan yang terjaga kualitas dan
kuantitasnya
Persentase benda sitaan dan barang 80%

rampasan dikeluarkan

yang




No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
111} (2) (3) (4)
berdasarkan putusan yang berkuatan
hukum tetap
5. | Meningkatnya pelayanan Persentase klien usia produktif yang 60%
pembimbingan klien memperoleh atau melanjutkan
pemasyarakatan dan pekerjaan di luar lembaga
pemenuhan hak . Persentase Menurunnya Anak yang 55%
pendidikan klien anak pada mendapatkan putusan pidana penjara
luar lembaga di wilayah
sesuai standar . Persentase klien Anak yang terpenuhi 35%
hak pendidikannya
6. | Meningkatnya Pemenuhan Persentase Anak yang mengikuti 80%
Hak Pendidikan Anak di kegiatan Pendidikan keterampilan dan
LPKA dan Pengentasan bersertifikat
Anak di wilayah sesuai . Persentase Anak yang memperoleh hak 100%
standar integrasi
. Persentase Anak yang memperoleh Hak 90%
Pengasuhan sesuai standar
. Persentase anak yang mengikuti 90%
pendidikan formal dan non formal
7. | Meningkatnya Kualitas Persentase pengaduan yang 85%
Penyelenggaraan diselesaikan
Pemasyarakatan di Bidang
Keamanan dan Ketertiban . Persentase pencegahan gangguan 80%
kamtib
Persentase kepatuhan dan Disiplin 85%
terhadap tata tertib oleh
Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku
gangguan Kamtib
Persentase pemulihan kondisi 80%
keamanan pasca gangguan kamtib
secara tuntas
8. | Meningkatnya Pelayanan . Persentase pengaduan yang 85%
Keamanan dan Ketertiban ditindaklanjuti sesuai standar
di wilayah sesuai standar
. Persentase gangguan kamtib yang 80%
dapat dicegah
. Persentase kepatuhan dan disiplin 85%
terhadap tata tertib oleh
Tahanan/Narapidana/Anak pelaku
gangguan kamtib
. Persentase pemulihan kondisi 80%

keamanan pasca gangguan kamtib
secara tuntas




No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target

(1) (2) @) (4)

1. | Meningkatnya Pelayanan 1. Persentase pemenuhan layanan 80%
Perawatan makanan bagi Tahanan
Narapidana/Tahanan/Anak /Narapidana/Anak sesuai dengan
, Pengendalian Penyakit standar
Menular dan Peningkatan 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak 94%
Kualitas Hidup mendapatkan layanan kesehatan
Narapidana Peserta (preventif) secara berkualitas
sﬁgf:g'tag Nadkita. di 3. Persentase Tahanan dan Narapidana 97%

perempuan (ibu hamil dan menyusui)
mendapat akses layanan kesehatan

maternal

4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak 80%
yang mengalami gangguan mental dapat
tertangani

5. Persentase tahanan/narapidana lansia 85%

yang mendapatkan layanan kesehatan
sesuai standar

6. Persentase tahanan/narapidana/anak 85%
berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang
mendapatkan layanan kesehatan sesuai
standar

7. Persentase keberhasilan penanganan 80%
penyakit menular HIV-AIDS (ditekan
jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil
sembuh)

8. Persentase perubahan kualitas hidup 27%
pecandu/penyalahguna/korban
penyalahgunaan narkotika

Kegiatan Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Rp. 806.279.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah Rp. 806.279.000,-

Palembang, Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasyarakatan

y
NIP. 196412201991031002




PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Haryanto
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Palembang, Januari 2023

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan H#
Sumatera Selatan_~

ryanto
NIP.196640184992031001




PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herdaus
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : llham Djaya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 09 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan =~ Kepala Divisi Keimigrasian/Kantor Wilayah

Herdaus
NIP. 196901111991031002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM SUMATERA SELATAN DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
(1) 2 (3} 4)
1. | Memastikan pelayanan indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap | 3,25 (Indeks)
publik di bidang hukum Layanan Publik Bidang Hukum.
sesuai dengan asas
penyelenggaraan
pelayanan publik
2. | lkut berperan serta dalam | Indeks Pengamanan Keimigrasian 3,13 (Indeks)
menjaga stabilitas
keamanan dan kedaulatan
NKRI
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
(1) {2) (3) 4
1. | Meningkatnya Kepuasan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 3,25 {Indeks)
Masyarakat atas Layanan | Layanan Keimigrasian
Keimigrasian
2. | Meningkatnya Stabilitas Indeks Pengamanan Keimigrasian 3,13 (Indeks)
Keamanan melalui
Pencegahan,
Pengawasan, dan
Penindakan Keimigrasian
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
{1} {2) (3) {4)
1. | Meningkatnya kualitas 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap { 3,25 (Indeks)
pelaksanaan tugas dan Layanan Keimigrasian di Wilayah

fungsi keimigrasian di
Wilayah

2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di
Wilayah

3,13 (Indeks)




Kegiatan Anggaran

Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Rp. 1.030.473.000,-

Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan | Rp. 1.030.473.000 -
Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Palembang, 09 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan  Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah

ltharh Djaya Herdaus
NIP. 1964¥2201991031002 NIP. 196901111991031002




PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herdaus
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Palembang, 09 Januari 2023

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Sumatera Helatan

Herdaus
NIP. 196901111991031002



PINGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Parsaoran Simaibang
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : llham Djaya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 30 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kepala Divisi Pelayanan H_ukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM Sumatera Selatan

rsaoran Simaibang

NIP.196412201991031002 IP. 196306061991031001

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

DENGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
M . 4] - : SR . J—
1. | Memastikan pelayanan | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap 3,25
publik di bidang hukum | Layanan Publik Bidang Hukum
sesuai dengan asas
penyelenggaraan
pelayanan publik
2. | Membangun budaya kerja | Persentase KTl yang disitasi 20 %
yang berorientasi kinerja
organisasi yang
berintegritas, efektif dan
efisien
3. | Terpenuhinya peraturan | Indeks kualitas perundang-undangan 3,2
perundang-undangan yang (indeks)
sesuai dengan asas
pembentukan peraturan
perundang-undangan
4. | Meningkatkan  kesadaran | Indeks ~ kepuasan  masyarakat atas 77
hukum masyarakat pelayanan dokumentasi hukum (indeks)
Persentase desalkelurahan sadar hukum 70 %
yang terbentuk di masing-masing wilayah
Persentase permohonan bantuan hukum |  82%
litigasi yang dilayani sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
Persentase permohonan bantuan hukum 80 %
non litigasi yang dilayani sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 76,75
(indeks)
5. | Mengoptimalkan peran | Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah 75%
dalam penghormatan, | Pusat memenuhitarget
perlindungan, dan I"Bersentase capaian Aksi HAM Pemerintah 45 %

pemenuhan HAM

Daerah
memenuhi HAM.

Provinsi’/kabupaten/Kota

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
(1) @& ) I A
1. | Terwujudnya Pelayanan | Persentase  penyelesaian  permohonan 88 %
Publik di Bidang | layanan administrasi hukum umum yang
Administrasi Hukum | tepat waktu dan berkepastian hukum
Umum yang Berkepastian
Hukum
2. | Terwujudnya Otoritas | Persentase permintaan bantuan timbal balik 88 %
Pusat yang Efektif dan | dalam masalah pidana dan ekstradisi yang
Tepat Sasaran telah ditindaklanjuti
3. | Terlindunginya Kekayaan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 3,34
Intelektqal di  Seluruh | Layanan Kekayaan Intelektual (indeks)
Indonesia
4. | Mewujudkan pemanfaatan | Persentase pemanfaatan rekomendasi 80 %
rekomendasi hasil analisis | kebijakan hasil analisis strategi kebijakan
kebijakan sebagai bahan | sebagai bahan pembangunan hukum
pembangunan hukum | nasional dan perumusan kebijakan hukum
nasional dan perumusan | dan hak asasi manusia
giggialr(:: hui:um dan hak Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian 20 %
nus Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. | Terbentuknya peraturan- | Persentase (%) Rancangan Peraturan 80%
perundang-undangan yang | Perundang-undangan yang diselesaikan
berkualitas sesuai dengan perencanaan
Jumlah  peningkatan kapasitas dan 20 Orang
pembinaan tenaga perancang peraturan
perundang-undangan
Persentase (%) Harmonisasi Peraturan 80%
Perundang-undangan yang diselesaikan
sesuai dengan permohonan
6. | Terselenggaranya _ o ] )
perencanaan hukum, | Persentase hasil analisis dan evaluasi
pemantauan dan | peraturan  perundang-undangan  yang 21%
peninjauan/analisis  dan | dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan
evaluasi hukum
7. | Terwujudnya Kesadaran | Indeks  kepuasan  masyarakat  atas 77
dan Pemahaman Hukum pelayanan dokumentasi hukum (Indeks)
Persentase permohonan bantuan hukum |  82%
litigasi yang dilayani sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
Persentase permohonan bantuan hukum 80%
non litigasi yang dilayani sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 76.75
(indeks)

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
o) (2) S i . 3) (4
8. | Meningkatnya kebijakan | Persentase Kab/Kota Peduli HAM 20%
Eg??:;g:kr:;LAM Yang persentase penanganan dugaan 50%
PIRAP pelanggaraan HAM yang ditindaklanjuti oleh
pemangku kepentingan
Persentase instansi pemerintah yang 75%
menindaklanjuti  hasil Diseminasi dan
Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan
publik berbasis HAM
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
Mm| @ ' [ ] @
1. | Terwujudnya layanan | 1. Persentase peningkatan PNBP 5%
adminitrasi hukum umum | Administrasi Hukum Umum di wilayah
glerke a:{;frritkum yang 5 Persentase penyelesaian layanan Balai 86%
P Harta Peninggalan yang berkepastian
hukum
2. | Meningkatnya efektivitas | Persentase penyelesaian laporan 86%
pelaksanaan tugas | pengaduan masyarakat terkait dugaan
MKNW, MPW dan MPD pelanggaran perilaku dan pelaksanaan
jabatan Notaris di wilayah
3. | Terselenggaranya Jumlah permmohonan Kl yang difasilitasi | 133 Layanan
pelayanan kekayaan | kantor wilayah
intslekival : Yang Iy miah pelaksanaan diseminasi dan 1 Lokus
berkualitas di  Kantor romas! kekitisan in
Wilayan Kementerian Ealektual oleh kantor wila ih
Hukum dan HAM y
4. | Terselenggaranya Persentase Penanganan Aduan 100%
P_enegakan Hukum di | Pelanggaran Kekayaan Intelektual
Bigang Kexayaan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan 2 Lokus
Intelektual oleh Kantor
- : Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang
Wilayah Kementerian Dilakuk leh Kantor Wilayah
Hukum dan HAM vyang lakakan e i
Handal Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan 1
Intelektual di Wilayah Laporan
5. | Rekomendasi hasil | Persentase rekomendasi hasil kajian di 80%
analisis strategi kebijakan | wilayah sebagai bahan penelitian dan
hukum dan hak asasi | pengembangan hukum dan hak asasi
manusia di wilayah manusia
Hasil penelitian hukum dan hak asasi 1 Buku
manusia yang disosialisasikan di wilayah
6. | Terfasilitasinya rancangan | Persentase  rancangan perda yang 80%
produk hukum di daerah difasilitasi oleh kantor wilayah
kemenkumham

Dipindai dengan CamScanner
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Asasi Manusia Di Wilayah

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
J L T I ¥ T I — ) R R a0 . S
7. | Terselenggaranya Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan 6 Orang

pembinaan perancang | tenaga perancang peraturan perundang-
peraturan perundang- | undangan
undangan
8. | Terselenggaranya fasilitasi | Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan 2 Kegiatan
perencanaan serta | dan pemantauan produk hukum daerah
pemantauan dan
peninjauan/analisis  dan
evaluasi produk hukum di
wilayah
9. | Meningkatnya kesadaran | Persentase permohonan bantuan hukum 82%
hukum serta terpenuhinya | litigasi yang dilayani sesuai dengan
akses keadilan dan | peraturan perundang-undangan
informasi hukum
o Persentase permohonan bantuan hukum 80%
masyarakat di wilayah non litigasi yang dilayani sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 76,75
(indeks)
Persentase desal/kelurahan sadar hukum 70%
yang terbentuk di masing-masing wilayah
Persentase website anggota JDIHN aktif 20%
yang terintegrasi dengan portal/sistem
integrasi JDIHN
10. | Meningkatnya pemerintah | Jumlah pemerintah daerah yang 4 Intansi
daerah yang | melaksanakan program aksi HAM Pemerintah
melaksanakan  program
aksi HAM Jumiah kab/kota peduli HAM 3 Instansi
Pemerintah
Jumlah instansi  pemerintah  yang 1 Instansi
menindaklanjuli  hasil diseminasi dan Pemerintah
penguatan HAM melalui pelayanan publik
berbasis HAM
11. | Meningkatnya Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan 3
rekomendasi Pelindungan | Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah Rekomendasi
dan Pemenuhan Hak

Dipindai dengan CamScanner
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Kegiatan

=1 [E

Anggaran
‘Rp. 5.473.187.000,-

Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Rp. 2.527.800.000,-

Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

Rp. 1.439.387.000,-

Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah

Rp. 1.506.000.000,-

Program Pembentukan Regulasi

Rp. 490.197.000,-

Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah
‘Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan
Evaluasi Produk Hukum di Wilayah

Rp. 355.000.000,-
Rp. 135.197.000.-

Program Pemajuan dan Penegakan HAM

Rp. 216.210.000,-

Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah

Rp. 216.210.000,-

Program Dukungan Manajemen

Rp. 214.073.000,-

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan
HAM di Wilayah

Rp. 214.073.000,-

—

Palembang, 30 Januarn 2023

Pihak Kedua,

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
atera Selatan

NIP.196412201991031002

Dipindai dengan CamScanner

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM Sumatera Selaty

aibang
91031001
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PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini

Nama : Parsaoran Simaibang
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Palembang, 30 Januan 2023

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM Sumatera SelatV

iaibang
. 196306061991031001

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
Jalan Jenderal Sudirman Km.3,5 Palembang
Telepon (0711) 355386-358433 Faksimili (0711) 378384

PENGAYOMAN Laman : http://sumsel.kemenkumham.go.id

Nomor : W.6-PR.03-0325 30 November 2023
Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Permintaan Laporan Kinerja Instansi

Yth.

Pemerintah (LK]jIP) Tahun 2023

Para Kepala Unit Pelaksana Teknis

di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
di Tempat

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2023, bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara hal-hal

sebagai berikut:

1.

Menyusun LKjIP Tahun 2023 satuan kerja sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

LKjIP dibuat berdasarkan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (bulan Januari s.d akhir
Desember 2023).

Menyajikan LKjIP dengan akuntabel, efekitif, efisien, padat informasi, dan disertai dengan
data dukung seperti realisasi anggaran, pencapaian yang telah diperoleh, penghargaan
yang telah diterima, SK Tim Penyusun LKj|IP, dan foto dokumentasi kegiatan.

LKjIP Satuan Kerja (UPT) disampaikan kepada Kepala Divisi masing-masing dan
ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera
Selatan melalui email : ppkanwilsumsel@gmail.com dan Aplikasi SISUMAKER paling

lambat tanggal 31 Desember 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

‘#KUMHAMPASN

llham Djaya
NIP 196412201991031002

Tembusan:

1.
2.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

https-ibsre bssn go idfverifikasi
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN

NOTA DINAS
NOMOR W.6-PR.03-0324

Kepada : 1. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Sumatera Selatan;

2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Sumatera Selatan;

3. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan;

4. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

Dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
Hal :  Permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023
Lampiran To-

Tanggal : 30 November 2023

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2023, bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara hal-hal
sebagai berikut:

1.

Segera menyusun LKjIP Tahun 2023 masing-masing Divisi sesuai dengan Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di
Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

LKjIP dibuat berdasarkan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (bulan Januari s.d akhir
Desember 2023);

Menyajikan LK|jIP dengan akuntabel, efektif, efisien, padat informasi, dan disertai dengan
data dukung seperti realisasi anggaran, pencapaian yang telah diperoleh, penghargaan yang
telah diterima, SK Tim Penyusun LKj|IP, dan foto dokumentasi kegiatan;

LKjIP masing-masing Divisi disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui email:
ppkanwilsumsel@gmail.com dan Aplikasi SISUMAKER paling lambat tanggal 2 Januari
2024 pukul 12.00 WIB;

LKjIP seluruh Divisi akan dikompilasi oleh Divisi Administrasi untuk disusun menjadi LKjIP
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023 dan di upload
melalui aplikasi e-tarja kemenkumham pada tanggal 4 Januari 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

‘#KUMHAMPASTI

llham Djaya
NIP 196412201991031002

Tembusan:

1.
2.
3.

Para Pejabat Administrator Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
Para Pejabat Pengawas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
Para Operator Penyusun LKjIP Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

https:iibsre bssn.go.idfverifikasi
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Menimbang

Mengingat

Menetapkan

;i

PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN NOMOR:
W.6-0038.PR.03 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA
SELATAN TAHUN 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA SELATAN

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang efisien,
efektif, bersih dan bertanggung jawab, setiap instansi pemerintah wajib menyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban
tercapainya tata kelolaan pemerintah yang baik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Sumatera Selatan tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera
Selatan.

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
" Negara Republik Indonesia Tahun 2003);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Nomor 30 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Rl;

7.  Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LK]jIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA
SELATAN.

KESATU....



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R,
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RiI;
3. Pegawai yang bersangkutan.

Menunjuk dan menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mempunyai tugas sebagai
berikut:

1. Menghimpun data Laporan Kinerja dari masing-masing Divisi;

2. Melakukan koordinasi dengan masing-masing Divisi dalam rangka
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Sumatera Selatan;

4. Menyampaikan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM
Rl dan Inspektur Jenderal Kementeriah Hukum dan HAM RI.

Biaya yang timbul berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023.

Keputusan berlaku dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP)
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 2 Februari 2023

Kepala Kantor Wilayah,

‘#KUMHAMPASN

llham Djaya
NIP 196412201991031002

https:ifbsre bssn.go.idfverifikasi



Penanggung Jawab
Pengarah

Ketua
Sekretaris
Anggota

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan

Nomor : W.6-0038.PR.03 Tahun 2023

Tanggal : 2 Februari 2023

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

1.
2.
3.
4.

Kepala Divisi Administrasi

Kepala Divisi Pemasyarakatan

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kepala Divisi Keimigrasian

Kepala Bagian Program dan Humas
Kepala Subbagian Program dan Pelaporan

1.

2L S A

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
283.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Kepala Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi
Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga
Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN

Kepala Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
Kepala Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan
Negara, dan Keamanan

Kepala Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan
Rehabilitasi

Kepala Sub Bidang Intelijen Keimigrasian
Kepala Sub Bidang Perizinan Keimigrasian
Kepala Sub Bidang Informasi Keimigrasian

Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian

Kepala Sub Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia

Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum

Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan
Dokumentasi Informasi Hukum

Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan
Hukum dan HAM

Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
Ameylia Kurnyanti

Willi Anugrah

Arif Budi Santoso

A. Jefriansyah Corrie

Jam’an

Purna Yudha Ruijito

Eduar Agustian

Yuliana

Beta Mentari

Lydia Sari

Al-Firdaus Abu Kamal

Joni lhsan

Muhammad Anis Kurniawan

Effriansyah

Ashari Hidayat

Kepala Kantor Wilayah,

‘#KUMHAMPASTI

llham Djaya
NIP 196412201991031002

https:ibsre bssn.go.idfverifikasi



FEMGAYOMAMN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN
DIVISI ADMINISTRASI
BAGIAN PROGRAM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN 22 Maret 2021

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH KEPALA KANTOR WILAYAH

Indro Purwoko, S.H., M.H.
NIP 19620202 198502 1 001

NAMA SOP : PENGUMPULAN DATA KINERJA

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

1. Memiliki kemampuan mengoprasionalkan komputer

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 2. Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 3. Memahami teknis penulisan surat dinas dan tata naskah persuratan
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum
dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
9. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM
KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP Penomoran Surat 1. Komputer/Printer/Scanner
2. sop Pengiriman Surat 2. Jaringan Internet
3. SOP Permintaan Data Kinerja 3. Disposisi
4. sop Penyusunan Laporan Kinerja 4. Aplikasi surat masuk/keluar elektronik
5. sop Penyusunan Laporan Kinerja
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Permintaan data laporan target kinerja diperlukan untuk menyajikan laporan kinerja

Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DATA KINERJA

NO

KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Kakanwil

Kadivmin

Kabag
Program dan
Humas

Kasubbag
Program dan
Pelaporan

JFU/JFT

Kelengkapan

Waktu

Output

KETERANGAN

Kepala Kantor Wilayah
memerintahkan Kepala Divisi
Administrasi untuk menyusun
konsep laporan kinerja Kantor
Wilayah

" MULAI V\'

instruksi

15 menit

disposisi

Memberikan disposisi kepada
Kabag Program dan Humas untuk
menyiapkan konsep laporan kinerja
Kantor Wilayah

instruksi

15 menit

disposisi

Memberikan disposisi kepada
Kasubbag Program dan Pelaporan
untuk memfasilitasi pengumpulan
data dan menyiapkan konsep
laporan kinerja Kantor Wilayah

instruksi

15 menit

disposisi

Memberikan arahan kepada
JFU/JFT untuk menghimpun data
kinerja dan membuat konsep
laporan kinerja

instruksi

30 menit

disposisi

Menghimpun data dan informasi
kinerja dari setiap divisi, kemudian
memverifikasi, mengolah, dan
membuat draf laporan kinerja
Kantor Wilayah dan
menyerahkannya kepada Kasubbag

instruksi

5 hari

draf laporan
kinerja

Mengoreksi draf laporan kinerja dan
menyerahkannya kepada Kabag
Program dan Humas

instruksi

3 hari

draf laporan
kinerja

Mengoreksi draf laporan kinerja dan
mengirimkannya kepada Kadivmin

draf laporan kinerja

1 hari

draf laporan
kinerja

Mengoreksi draf laporan kinerja dan
mengirimkannya kepada Kakanwil

draf laporan kinerja

2 hari

draf laporan
kinerja

Menyetujui dan menandatangani
laporan kinerja

draf laporan kinerja

3 hari

Laporan kinerja




PENGATOMAMN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN
DIVISI ADMINISTRASI
BAGIAN PROGRAM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN |22 Maret 2022

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH KEPALA KANTOR WILAYAH

FKUMHAMPASTI

HARUN SULIANTO
19650408 198703 1 002

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

NAMA SOP (LKIP)

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah

8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM
Republik Indonesia sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan HAM Republik Indonesia

9. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di
Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

1. Memiliki kemampuan mengoprasionalkan komputer

2. Memahami pelaksanaan Monitoring dn Evaluasi

KETERKAITAN:

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. SOP Permintaan Data LKIP

2. SOP Permintaan Data Laporan Target Kinerja

3. sop Penyusunan Laporan Target Kinerja

1. Komputer/Printer/Scanner

2. Jaringan Internet

3. Disposisi

4. Jaringan Telekomunikasi

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Permintaan data laporan capaian kinerja diperlukan untuk menyajikan laporan capaian kinerja secara menyeluruh

Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

PELAKSANA
A Kabag Kasubbag
No Kegiatan KETERANGAN
8l Kakanwil Kadivmin | Program dan | Program dan | Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
Humas Pelaporan
1 |[Memberikan disposisi kepada Kepala Divisi Surat vang telah
Administrasi untuk menyusun Laporan Kinerja Surat Sekretaris Jenderal | 15 Menit Di i iy 1 th akanwil
Instansi Pemerintah (LKIP) % ] Sposist ole a
M ik: i isi k K la Bagi PPL
2 emberikan disposisi kepada cpala Daglan . Surat yang telah Disposisi . Surat yang telah
untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi . 15 Menit . . . R
. oleh Kakanwil Disposisi oleh Kadivmin
Pemerintah (LKIP)
3 |Memberikan disposisi kepada Kepala Sub Bagian Surat yang telah Disposisi ) ‘Sura‘t yang telah
Humas dan Pelaporan untuk menyusun Laporan . 15 Menit | Disposisi oleh Kabag
. . . . oleh Kadivmin
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) — Program dan Humas
4 |Memberikan arahan kepada Pelaksana untuk Surat yang telah Disposisi Arahan Penyusunan
mengumpulkan bahan Laporan Kinerja Instansi oleh Kabag Program dan | 30 menit | Laporan oleh Kasubbag
Pemerintah (LKIP) | Humas Humas dan Laporan
5 Menghimpun 'dan Menyusun Laporan Kinerja \1, Arahan Penyusunan Kf)nsep Le?poran
Instansi Pemerintah (LKIP) . dilengkapi dengan Nota
N Laporan oleh Kasubbag | 1 Minggu Konsep Laporan . -
T dinas berjenjang dan
Program dan Pelaporan
surat pengantar laporan
6 |Mengoreksi konsep Laporan Kinerja Instansi Konsep Laporan yang
Pemerintah (LKIP) dan menyerahkan kepada Kabag e =N . sudah di Setujui oleh
- . Konsep Laporan 30 menit
Program dan Humas T Kasubbag Humas dan
v Laporan
7 |Mengoreksi Laporan Kinerja Instansi Pemem}tgl‘f ‘ v Konsep Faporgr{ yang Laporan yang sudah di
(LKIP) dan menyerahkan kepada Kepala Divisi > sudah di Setujui oleh . P
L. . 30 menit Setujui oleh Kabag
Administrasi T Kasubbag Program dan
Program dan Humas
Pelaporan
8 |Mengoreksi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan yang sudah di Laporan yang sudah di
(LKIP) dan menyerahkan kepada Kepala Kantor . Y Setujui oleh Kabag 30 menit Setujui oleh Kepala
Wilayah Y Program dan Humas Divisi Administrasi
9 |Menyetujui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah| . > Y Laporan yang sudah di LAKIP yang telah di  [SOP Surat Keluar
(LKIP) dan memerintahkan untuk dikirim ke ‘ SELESAI )<—— Setujui oleh Kepala Divisi [ 30 menit | tanda tangani Kepala |Pimpinan dan SOP

Sekretariat Jenderal

Administrasi

Kantor Wilayah

Pengiriman Surat




